Laporan
Kinerja

Kantor Pertanahan
Kabupaten Buleleng

Tabua Adgperan 2043




KATA PENGANTAR

uji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
berkat rahmat-Nya Laporan Kinerja Kantor Pertanahan
Kabupaten Buleleng Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan
Kinerja Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng atas

pelaksanaan program kerja  yang diamanatkan untuk

dilaksanakan pada Tahun 2023 sesuai tugas dan fungsi.

Laporan Kinerja ini merupakan merupakan dokumentasi pengukuran terhadap
capaian kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dari bulan Januari hingga
Desember tahun anggaran 2023 yang bermanfaat untuk memantau serta mengevaluasi
capaian kinerja terhadap target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng pada tahun anggaran berjalan sebagai
pelaksanaan akuntabilitas kinerja.

Tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi instrumen monitoring,
evaluasi dan pelaporan capaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan
Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng. Dari hasil monitoring dan evaluasi ini diperoleh
masukan terkait permasalahan dan solusi/rencana tindak lanjut pelaksanaan pekerjaan
sehingga apabila terdapat progres kinerja yang masih perlu ditingkatkan, hal tersebut
dapat kembali dicapai pada tahun berikutnya sesuai target dalam rencana aksi capaian
kinerja. Oleh karena itu, diharapkan laporan monitoring dan evaluasi ini dapat
mendorong pencapaian kinerja yang lebih baik untuk tahun selanjutnya.

Selanjutnya, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang
telah terlibat dan mendukung penyusunan Laporan Kinerja Kantor Pertanahan
Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 ini.

\ﬁlggara]a, 20 Pebruari 2024
\( ”’ei’\m.la Kantor Pertanahan

S f..NIP 197804102002121005
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RINGKASAN EKSEKUTIF

alam rangka mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat,

Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, Kantor

Pertanahan Kabupaten Buleleng memiliki visi yaitu Menjadi Instansi yang

memberikan pelayanan pertanahan secara prima guna menjamin kepastian
hukum hak atas tanah kepada masyarakat di Kabupaten Buleleng. Dalam mewujudkan
visi tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng senantiasa melakukan
peningkatan Kkinerja pelayanan publik melalui pelayanan efektif dan efisien serta
melaksanakan pelayanan secara transparan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng yang menyelenggarakan tugas
pemerintahan dibidang pertanahan, memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden
Republik Indonesia No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

Laporan Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2023 merupakan
bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksaan tugas dan fungsinya
yang didasarkan pada Rencana Aksi, Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja Tahun 2023
serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun
Anggaran 2023. DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng sebesar Rp
11.785.750.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 11.656.533.729,- atau 98,90%.

Tahun 2023, capaian kegiatan prioritas nasional yang dilaksanakan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten buleleng yaitu :

1. PBT Non Sistematis Kategori V memiki target sebanyak 5 Bidang dengan realisasi
5 Bidang

2. PBT Redistribusi Tanah memiliki target sebanyak 63 Bidang dengan realisasi 63
Bidang

3. PBT PTSL Desa Lengkap Jawa Bali memiliki target sebanyak 2.500 Ha dengan
realisasi 2.679 Ha.

4. SHAT PTSL ASN Kategori 5 memiliki target sebanyak 1.956 Bidang dengan
realisasi 750 Bidang.

5. SHAT Non Sistematis Kategori V memiliki target sebanyak 5 Bidang dengan
realisasi 5 Bidang

6. SHAT Redistribusi Tanah memiliki target sebanyak 63 Bidang dengan realisasi 63
Bidang.
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10.

11.

12.

13.

14

Data GTRA Kabupaten/Kota memiliki target 1 Kegiatan dengan realisasi 1
Kegiatan.

SK Redistribusi Tanah Kategori V memiliki target 63 Bidang dengan realisasi 63
Bidang.

Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria (Akses RA Tahun ke 2)
memiliki target 1 Kelompok Masyarakat dengan realisasi 1 Kelompok
Masyarakat)

Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran (Akses RA Tahun ke 3)
memiliki target 1 Kelompok Masyarakat dengan realisasi 1 Kelompok
Masyarakat.

Akses Reforma Agraria Kategori V memiliki target 100 KK dengan realisasi 100
KK.

Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah memiliki target 1 Data dan sudah
terselesaikan dengan realisasi 1 Data.

Surat Keputusan Penyelesaian Sengketa Pertanahan memiliki target 1 Perkara
dan sudah terselesaikan dengan realisasi 1 Perkara

. Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan memiliki target 1 Perkara dengan

realisasi 1 Perkara.
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BAB 1. PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur Organisasi

Permasalahan Strategis Pertanahan
Metode Pengumpulan Data Kinerja
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" A. GAMBARAN UMUM

Ve i | Kabupaten Buleleng

il -l . merupakan kabupaten yang

' berada di bagian utara Pulau

= Bali, Provinsi Bali.
S 11{ Kabupaten Buleleng
¢/ memiliki luas wilayah seluas

1.365, 88 Km2 atau 24,25 %

dari luas Provinsi Bali.

Gambar 1. Peta Kabupaten Buleleng
sumber : peta-hd.com

Wilayah Administrasi
Kabupaten Buleleng terdiri dari 9 Kecamatan yaitu :
No Kecamatan Luas Wilayah (km)
1 Kecamatan Gerokgak 356,67
2 Kecamatan Seririt 111,78
3 Kecamatan Busung Biu 196,62
4 Kecamatan Banjar 172,60
5 Kecamatan Sukasada 172,93
6 Kecamatan Buleleng 46,94
7 Kecamatan Sawan 92,52
8 Kecamatan Kubutambahan 118,24
9 Kecamatan Tejakula 97,68
TOTAL 1.365,88

Tabel 1. Kecamatan serta luasnya di Kabupaten Buleleng

Sumber : bulelengkab.bps.go.id

H B I

Laporan Kinerja Tahun 2023 - Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng




Kondisi Penduduk

Jenis  Kelamin & | Proyeksi Penduduk Kabupaten Buleleng (ribu jiwa)
Jumlah 2018 2019 2020
Laki - Laki 327,30 329,00 330,70
Perempuan 329,90 331,60 333,30
Jumlah 657,20 660,60 664,00

Tabel 2. Kondisi Penduduk Kabupaten Buleleng

Sumber : bulelengkab.bps.go.id

Bidang Tanah Terdaftar

Potensi bidang tanah terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

adalah sebagai berikut :

No. Uraian Jumlah
1. Estimasi Jumlah Bidang Tanah 343.754
2. Jumlah Bidang Tanah Terdaftar 338.120
3. Jumlah Bidang Tanah Belum Terdaftar 5.634
4.  Jumlah K3 sampai dengan 2023 42.478
5. Realisasi K3 Tahun 2023 4.766
6. Sisa K3 37.712

Tabel 3. Bidang Tanah Terdaftar di Kabupaten Buleleng

Sumber : statistik.atrbpn.go.id

Keterangan :
1. Estimasi Jumlah Bidang Tanah berdasarkan pada Roadmap Estimasi

Bidang Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng;
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2. Jumlah Bidang Tanah Terdaftar berdasarkan data KKP per tgl 31
Desember 2023;

3. Jumlah K3 sampai dengan 2023 berdasarkan data dashboard statistik
PTSL.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng merupakan instansi vertikal Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
Kantor Pertanahan mempunyai tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di

Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Gambar 2. Fungsi Kantor Pertanahan
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C. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG

(PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO. 17 TAHUN 2020 TANGGAL 2 SEPTEMBER 2020)

KEPALA KANTOR PERTANAHAN

NaMA "Agus Aprawan, 5 T, S 7, MK
e 19760410 200212 1005
PANGKAT/GOL  Pembina [V/a)

ABATAN TMT . 01November 2022

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

NAmA © AA RahayuSuryant, £

e 19870403 200912 2 003
PANGEAT/GOL : Pemata 1/
uaparan v 18 wai 2022

KORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI
UMUM & KEPEGAWAIAN

KELOMPOK SUBSTANSI PERENCANAAN,
EVALUASI DAN

KORDINATOR KELOMPOK SUBSTANS|

NEGARA

[

KEPALA SEKSI SURVEI DAN PEMETAAN

KEPALA SEKS| PENETAPAN HAK DAN
PENDAFTARAN

KEPALA SEKSI PENATAAN DAN

KEPALA SEKSI PENGADAAN TANAH DAN
PENGEMBANGAN

I Tt Priady, ST
e © 19650913 198603 1005
PANGKAT/GOL : Penaia Tingkat (1)
iagarans TWT - 18 Feruar 2021

NAMA 163 Bagus Ketut Rediana, A Penh, WF.
e 19650509 198608 102
PANGKAT/GOL : Pembina 1¥/a)

iasaTan TaT - 270Kober 2020

PEMBERDAYAAN
NAMA Fus Samyoko, SSIT

e 197504301997031008
PANGHAT/GOL Penata Tingiat | 1/d)

1aBATAN TIMT 14101202

NAMA Pt Sujsra, S H, A
N © 197105301993081008.
PANGKAT/GOL : Pembina (1V/a)
iasaran Tvr - 18 w2022

KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN
PENANGANAN SENGKETA

PANGKAT/GOL : Penata Tingkat (11}
fiagaran it 21mprin 2021

KORDINATOR KELOMPOK

KORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI

DAN PEMETAAN DASAR DAN TEMATIK

TANAH DAN RUANG, TANAH
KOMUNAL DAN HUBUNGAN KELEMBAGAAN

KORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI
PENATAGUNARN TANAH

KOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI
PENILAIAN DAN PENGADAAN TANAH

KORDINATOR KELOMPOK SUBSTANS|
PENGENDALIAN PERTANAHAN

KORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI

KORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI

HAK TANAH DAN RUANG

KORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI
LANDREFORM& PEMBERDAYAAAN TANAH
MASYARAKAT

KORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI
KONSOLIDASI TANAH &
PEMNGEMBANGAN PERTANAHAN

KOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI
PENANGANAN SENGKETA, KONFLIK DAN
PERKARA PERTANAHAN

I
KOORDINATOR KELOMPOK SUBSTANSI
PEMELIHARAAN HAK TANAH, RUANG DAN
PEMBINAAN PPAT

Gambar 3. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

Secara organisasi, Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng terdiri atas 2 (dua)
kelompok jabatan yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional umum (JFU).
Dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari, kelompok jabatan tersebut dibantu oleh

PPNPN yang dibayarkan sesuai DIPA Tahun 2023.

PENDIDIKAN

s2 |
s1

D4
D3
D1
SMA
SMP

sD

o] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
= JUMLAH

JABATAN JENIS KELAMIN

= LAKI - LAKI = PEREMPUAN

20-35 36-45 46-55 >55
m PPNPN mJF mJFU

= USIA JFT mESELONIV

Gambar 4. Komposisi SDM Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
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Volume pelayanan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng cukup
tinggi sehingga perlu ditunjang dengan Sarana dan Prasaran yang mendukung
seperti yang disajikan pada tabel berikut :

No. Sarana dan Prasaran Jumlah Baik Rusak Ringan Rusak Berat
1 Tanah 2 Bidang 2 Bidang = =

2 Gedung Kantor 2 Gedung 2 Gedung - -

3 Gedung Arsip 1 Gedung - 1 Gedung -

4 GPS Receiver 10 Unit - 9 Unit 1 Unit
5 Kendaraan Roda 4 3 Unit 2 Unit 1 Unit -

6 Kendaraan Roda 2 8 Unit 6 Unit - 2 Unit
7 Teodolith &Ts 29 Unit 3 Unit 26 Unit -

8 GPS Survei 1 Unit 1 Unit - -

9 GPS Geodetik 5 Unit - 5 Unit -

10 UPs 11 Unit - - 11 Unit
11 Accumeter 1 Unit 1 Unit - -

12 Laptop 34 Unit 25 Unit - 9 Unit
13 Notebook 8 Unit 8 Unit - -

14 Komputer (termasuk server) 84 Unit 64 Unit 10 Unit 10 Unit
15 Printer 128 Unit 89 Unit 26 Unit 13 Unit
16 AC 47 Unit 40 Unit - 7 Unit
17 Scanner 20 Unit 19 Unit 1 Unit -

18 Plotter 1 Unit 1 Unit - -

19 Mesin Ketik 1 Unit - 1 Unit -

Tabel 4. Sarana dan Prasaranan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

Potensi Wilayah (Potensi Bidang Tanah)
Kabupaten buleleng memiliki luas wilayah seluas 1.365,88 Km dengan
estimasi jumlah bidang tanah sebanyak 343.754 Bidang namun yang didaftarkan
sampai dengan Desember 2023 adalah sebanyak 338.120 bidang. Jumlah Bidang
Tanah yang sudah berhak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng sampai

dengan Desember 2023 sejumlah 308.470 bidang dan rinciannya disajikan pada

tabel berikut :
No Jenis Hak Jumlah Bidang
1. Hak Milik 303.402
2. Hak Guna Usaha (HGU) 8
3. Hak Guna Bangunan (HGB) 2.770
4. Hak Pakai (HP) 2.025
5. Hak Pengelolaan (HPL) 9
6.  Wakaf 256
TOTAL 308.470

Tabel 5. Rincian Bidang Tanah yang telah SHAT

Sumber : statistik.atrbpn.go.id
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Terdapat selisih antara Jumlah Tanah terdaftar dengan Jumlah Hak pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng sampai dengan 31 Desember 2023
yaitu sebanyak 338.120 - 308.470 = 29.650 bidang belum menjadi sertipikat

namun sudah didaftarkan untuk diukur.

POTENSI BIDANG TANAH RINCIAN HAK

\

= Hak Milik = Hak Guna Usaha (HGU)

Hak Guna Bangunan (HGB) = Hak Pakai (HP)
m Tanah Terdaftar = Tanah Belum Terdaftar = Hak Pengelolaan (HPL) = Wakaf

Gambar 5. Potensi Bidang Tanah dan Rincian Hak

D. PERAN STARTEGIS UNIT ORGANISASI

Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng berperan penting dalam
meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum dengan cara memberikan rasa
aman dan jaminan kepastian hukum mengenai subjek, objek dan hak atas tanah
serta memberikan sarana produktifitas ekonomi masyarakat di antaranya
mendorong inklusi keuangan, dan sebagai aset yang hidup (bankkable), sehingga
akses terhadap permodalan lebih mudah yang dilaksanakan melalui Program
Strategis Nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Pada Tahun 2023
Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng telah berhasil menerbitkan dan

menyerahkan sertipikat sebanyak 750 bidang dari target sebanyak 1.956 bidang.

H B D
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Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
Tahun 2023

|

Realisasi; 750;
28%

Target; 1956;
72%

Target = Realisasi

Gambar 6. PTSL Tahun 2023 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

E. PERMASALAHAN UTAMA /ISU STRATEGIS

Permasalahan utama/isu strategis merupakan kendala dalam mengoptimalkan
kinerja pelayanan pertanahan. Permasalahan yang dihadapi Kantor Pertanahan

Kabupaten Buleleng disajikan daam gambar berikut.

JUMLAH BIDANG PERLUNYA KEPEMILIKAN
TANAH PENINGKATAN LAHAN BANJAR
TERDAFTAR KUALITAS SDM DINAS KAUMAN

MELALUI DIKLAT DESA
SESUAI TUPOKSI PENGASTULAN

BELUM SHAT

Gambar 7. Permasalahan Utama/Isu Strategis

F. METODE PENGUMPULAN DATA KINERJA

Pelaksanaan pengumpulan data sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja
Tahun 2023 didasarkan pada data Aplikasi Sistem Kendali Mutu Program
Pertanahan (SKMPP) Kementerian ATR/BPN yang didukung oleh beberapa aplikasi
yaitu : OMSPAN, SAKTI dan KKP.

H B N ©
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BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Tahun 2023
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Rencana Aksi Tahun 2023
Metode Pengukuran Kinerja
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A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional menetapkan Visi
dan Misi untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden yang tertuang dalam
RPJMN. Visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional selama
lima tahun ke depan yaitu “Terwujudnya Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan
yang Terpercaya dan Berstandar Dunia dalam melayani Masyarakat untuk Mendukung
Tercapaianya : “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong.”

Berdasarkan Visi Kementerian, maka visi Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
ditetapkan sebagai berikut : “Menjadi Instansi yang memberikan pelayanan pertanahan
secara prima guna menjamin kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat di
Kabupaten Buleleng.”

Untuk mencapai visi tersebut, berdasarkan mandat Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional dijalankan melalui 2 (dua) Misi dengan uraian sebagai
berikut: (1) Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang
Produktif, Berkelanjutan, dan Berkeadilan; (2) Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan
dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia. Sebagai ujung tombak Kementerian
ATR/BPN dalam memberikan pelayanan pertanahan di lingkup kabupaten diwujudkan
dalam bentuk pelaksanaan kegiatan.

Tujuan disusun sebagai implementasi atau penjabaran misi, dengan target yang
spesifik dan terukur dalam suatu sasaran. Tujuan dan Sasaran menjadi penting untuk
dirumuskan dengan memperhatikan berbagai aspek secara komprehensif. Penjabaran
Tujuan ke dalam sasaran strategis disusun dengan memperhatikan Paradigma Manajemen
Ruang dan Pertanahan (Land Management Paradigm).

Dilandasi prinsip-prinsip tersebut, Misi Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten
Buleleng vyaitu: “Meningkatkan kualitas data pertanahan melalui digitalisasi data
pertanahan menuju Kabupaten Buleleng Lengkap” dilaksanakan untuk mencapai 2
Tujuan, yaitu :

1) Pengelolaan Pertanahan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat;

2) Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan

Hidup yang Berkelanjutan.

'y 4
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Sedangkan misi Kedua yaitu : “Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan
Penataan Ruang yang Berstandar Dunia”, dilaksanakan untuk mencapai tujuan Pelayanan
Publik dan Tata Kelola Kepemerintahan yang Berkualitas dan Berdaya Saing (disebut
Tujuan 3).

Gambar 8. Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pertanahan dan Ruang Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
(Bagian 1)

—

1
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Gambar 9. Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pertanahan dan Ruang
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B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada
akhir tahun 2023. Perjanjian Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun
2023 selengkapnya terdapat pada tabel dibawah ini.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (REVISI)
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG

Tabel 6. Perjanjian Kinerja tahun 2023

1. Kegiatan Penyelenggaraan 1. Indeks Akuntabilitas Kinerja Indeks
Dukungan Manajemen dan (SAKIP)
Pelaksanaan Tugas Teknis 2. Indeks Kinerja Pelaksanaan 88 Indeks
Lainnya di Daerah Anggaran (IKPA)
3. Indeks Profesionalitas Aparatur 81 Indeks
Sipil Negara
4, Indeks Maturitas SPIP 2,681 Indeks
L. Sasaran Kegiatan 5. Persentase integritas pelayanan 88 %
Terlaksananya Dukungan publik di bidang pertanahan dan
Manajemen dan Tugas ruang
Teknis Lainnya di Daerah 6. Persentase Capaian Kinerja Hasil 88 %
Pengawasan
7. Persentase Terpenuhinya Layanan 100 %
Perkantoran
8. Persentase Pengelolaan Tindak 100 %
Lanjut Pengaduan Masyarakat
9. Persentase Layanan Permohonan 100 %
Informasi Publik
10.  Persentase Pelaksanaan 4 (empat) 100 %
Metode Strategi Komunikasi Publik
Rincian Output :
a. Layanan BMN 1 Layanan
b. Layanan Hubungan Masyarakat 1 Layanan
c¢.  Layanan Umum 1 Layanan
d. Layanan Data dan Informasi 1 Layanan
e. Layanan Bantuan Hukum 1 Layanan
f.  Layanan Perkantoran 1 Layanan
g. Layanan Sarana Internal 30 Unit
h. Layanan Manajemen SDM Orang
i.  Layanan Perencanaan dan 1 Dokumen
Penganggaran
j- Layanan Pemantauan dan 1 Dokumen
Evaluasi
k. Layanan Manajemen Keuangan 1 Dokumen
L Layanan Reformasi Kinerja 1 Dokumen
2. Kegiatan Pengukuran dan 1. Cakupan Luas Bidang Tanah 35,63 %
Pemetaan Kadastra Terpetakan Tervalidasi
L Sasaran Kegiatan Rincian Output :
Tersedianya Informasi a.  Layanan Pengukuran Bidang 8.400 Bidang
Bidang Tanah dan Ruang Tanah Luas Kurang dari 10 Ha
(Kantah)
b. Layanan Legalisasi Gambar 10 Bidang
Ukur
c.  Rekomendasi Hasil 1 Laporan
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Pembinaan/Monev /Supervisi
d. PBT Redistribusi Tanah 63 Bidang
Kategori 5
e.  PBT Non Sistematis Kategori 5 5 Bidang
f.  PBT PTSL Desa Lengkap Jawa 2.500 Hektar
Bali
3. Kegiatan Pengaturan Tanah 1. Lisensi PPAT 3 Orang
Komunal, Hubungan Kelembagaan
dan PPAT
L Sasaran Kegiatan Rincian Output :
Terwujudnya Pengaturan a.  Sertifikasi Pejabat Pembuat 3 Orang
dan Pendaftaran Tanah Akta Tanah
Komunal dan b.  Rekomendasi hasil pembinaan 1 Laporan
Penatausahaan Tanah dan pengawasan PPAT Daerah
Ulayat serta Terwujudnya
Kerja Sama Kelembagaan
yang Terintegrasi
4. Kegiatan Penetapan Hak Tanah 1. Jumlah Bidang Tanah Instansi 100 Lembaga
dan Ruang Pemerintah, BUMN, dan BUMD yang
Ditetapkan
2. Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum 250 Dokumen
dan Perorangan yang Ditetapkan
L. Sasaran Kegiatan Rincian Output :
Terwujudnya Pengaturan a.  Surat Keputusan Penetapan 100 Lembaga
dan Penetapan Hak Atas Hak Atas Tanah Instansi
Tanah Ruang Atas dan Pemerintah, BUMN dan BUMD
Ruang Bawah untuk
Instansi Pemerintah, BUMN
dan BUMD.
1. Sasaran Kegiatan b.  Surat Keputusan Penetapan 250 Dokumen
Terwujudnya Pengaturan Hak Atas Tanah Perorangan
dan Penetapan Hak Atas dan Badan Hukum
Tanah Ruang Atas dan
Ruang Bawah Untuk Badan
Hukum dan Perorangan
5. Kegiatan Pendaftaran Tanah dan 1. Jumlah Layanan Bidang Tanah dan 2.374 Bidang
Ruang Ruang yang Terdaftar
L Sasaran Kegiatan Rincian Output :
Terlaksananya Pendaftaran a. Layanan Pendaftaran Pertama 350 Layanan
Tanah dan Pendaftaran Kali
Ruang Bawah Tanah dan b.  Layanan Informasi SKPT 650 Layanan
Ruang Atas Tanah yang
Berkepastian Hukum dan c.  Layanan Pengecekan SHAT 16.000 Layanan
Berbasis Elektronik d. Layanan Pemecahan SHAT 6.000 Layanan
e. Layanan Pemeliharaan Data 19.137 Layanan
Pertanahan
f.  Layanan Sumpah Sertipikat 40 Layanan
Hilang
g.  Layanan Pemantauan dan 1 Dokumen
Evaluasi
h.  SHAT PTSL ASN Kategori 5 1.956 Bidang
i.  SHAT Non Sistematis Kategori 5 Bidang
5
j- SHAT Redistribusi Tanah 63 Bidang
6. Kegiatan Penyelenggaraan 1. Jumlah Data dan Informasi Spasial 975 Data
Penatagunaan Tanah yang Berbasis Wilayah Dalam
Rangka Menunjang
Penyelenggaraan Reforma Agraria
Rincian Output :
[.  Sasaran Kegiatan a.Layanan Pertimbangan Teknis 975 Layanan
Terwujudnya Penggunaan Pertanahan
dan Pemanfaatan Tanah
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Yang Optimal dan
Berkelanjutan
7. Kegiatan Pengaturan Penguasaan, 1. Jumlah Bidang Tanah Yang 63 Bidang
Pemilikan, Penggunaan dan Diredistribusi
Pemanfaatan Tanah Rincian Output :

I.  Sasaran Kegiatan a. Data GTRA Kabupaten / Kota 1 Satkeg
Terdistribusinya Tanah b.  SKRedistribusi Tanah 63 Bidang
Objek Reforma Agraria Kategori V

8. Kegiatan Penanganan Akses 1. Jumlah Kepala Keluarga Penerima 100 KK
Reforma Agraria (Access Reform) Akses Reforma Agraria
Rincian Output :

I.  Sasaran Kegiatan a. Penataan Kelembagaan 1 Kelompok
Terwujudnya Pemberian Penerima Akses Reforma Masyarakat
Akses Reforma Agraria Agraria (Akses RA Tahun ke 2)

b. Pengembangan Usaha dan 1 Kelompok
Fasilitasi Akses Pemasaran Masyarakat
(Akses RA Tahun ke 3)

c.  Akses Reforma Agraria 100 KK
Kategori V

9. Kegiatan Pengadaan Tanah dan 1. Realisasi Luas Tanah yang - Hektar
Pencadangan Tanah Disediakan Bagi Pembangunan
Untuk Kepentingan Umum dan
Kepentingan Lainnya
Rincian Output :

I.  Sasaran Kegiatan a. Layanan Pemantauan dan 1 Dokumen
Terwujudnya Ketersediaan Evaluasi
Tanah Bagi Pembangunan b.  Data Lokasi Indikatif 1 Data

Pengadaan Tanah
10. Kegiatan Penilaian Tanah dan 1. Peningkatan Cakupan Informasi 77 %
Ekonomi Pertanahan Nilai Tanah dan Ekonomi
Pertanahan
2. Persentase Peta Nilai Tanah yang 100 %
dimanfaatkan
Rincian Output :

I.  Sasaran Kegiatan a. Pembaruan Peta Zona Nilai 300 Bidang
Tersedianya Informasi Nilai Tanah
Tanah, Ekonomi b. Layanan Pemantauan dan 1 Dokumen
Pertanahan dan Lisensi Evaluasi
Penilai Pertanahan

11. Kegiatan Pengendalian dan 1. Rasio Peningkatan Produktivitas 1 Rasio
Pemantauan Pertanahan PAT Hasil Hak Atas Tanah/Dasar
Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi
Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau
Kecil, Perbatasan dan Wilayah
Tertentu
Rincian Output :

I.  Sasaran Kegiatan a. Data Pengawasan dan 2 Produk
Terkendalinya Hak Atas Pengendalian Hak Atas Tanah,

Tanah/Dasar Penguasaan Dasar Penguasaan Atas Tanah,
Atas Tanah, Alih Fungsi dan Hak Pengelolaan
Lahan, Wilayah Pesisir,

Pulau-Pulau Kecil,

Perbatasan dan Wilayah

Tertentu

12. Kegiatan Penertiban Penguasaan, 1. Rasio Pengurangan Tuna Lahan 1 Rasio
Pemilikan, Penggunaan dan Hasil Penertiban Penguasaan,
Pemanfaatan Tanah Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Rincian Output :

I.  Sasaran Kegiatan a.  Data Indikasi Pelanggaran P4T 10 Produk
Terwujudnya Tertib
Penguasaan, Pemilikan,

Penggunaan dan

H N >
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Kegiatan Anggaran
pemanfaatan Tanah
13.  Kegiatan Pencegahan dan 1. Penurunan Pengaduan Masyarakat %
Penanganan Konflik Pertanahan atas Permasalahan, Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan
Rincian Output :

I.  Sasaran Kegiatan a. Rekomendasi Pencegahan Rekomendasi
Terselesaikannya Konflik sengketa, konflik dan perkara Kebijakan
dan Kejahatan Pertanahan pertanahan
Secara Holistik Antar
Instansi

1. Sasaran Kegiatan b.  Berita Acara Rencana Aksi Kegiatan
Terciptanya Pemahaman Pembinaan Pencegahan
yang Sama dalam Sengketa, Konflik dan Perkara
Masyarakat Mengenai Pertanahan
Pertanahan dan Ruang

14.  Kegiatan Penanganan Sengketa 1. Jumlah Penyelesaian Sengketa Kasus
Pertanahan Pertanahan
Rincian Output :

I.  Sasaran Kegiatan a.  Surat Keputusan Penyelesaian Perkara
Terselesaikannya Sengketa Sengketa Pertanahan
Pertanahan

15.  Kegiatan Penanganan Perkara 1. Jumlah Penyelesaian Penanganan Kasus
Pertanahan Perkara Pertanahan
Rincian Output :

I.  Sasaran Kegiatan a.  Laporan Hasil Sidang Perkara Perkara
Terselesaikannya Pertanahan
Penanganan Perkara
Pertanahan

16. Kegiatan Sinkronisasi 1. Persentase Kesesuaian Program %
Pemanfaatan Ruang Pembangunan Sektor dengan
Rencana Tata Ruang Nasional dan
Daerah
Rincian Output :

I.  Sasaran Kegiatan a.  Persetujuan/ Rekomendasi Layanan
Terwujudnya pemanfaatan KKPR
ruang yang efektif dan
efisien
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10
11
12

13
14
15
16

Penyelenggaraan Dukungan Manajemen di Daerah dan Pelaksanaan

Tugas Teknis Lainnya di Daerah

Pengukuran dan Pemetaan Kadastral

Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT
Penetapan Hak Tanah dan Ruang

Pendaftaran Tanah dan Ruang

Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah

Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah

Penanganan Akses Reforma Agraria (Access Reform)

Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah

Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan

Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah

Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan

Penanganan Sengketa Pertanahan

Penanganan Perkara Pertanahan

Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang

Jumlah
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Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

8,446,507,000,00

1.417.729.000,00

22.808.000,00
96.100.000,00
835.196.000,00
332.876.000,00
313.830.000,00

125.978.000,00
14.229.000,00
35.281.000,00
6.400.000,00
55.700.000,00

27.245.000,00
13.131.000,00
41.540.000,00

1.200.000,00

11.785.750.000,00
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C. RENCANA AKSI TAHUN 2023

Tabel 7. Rencana Aksi Tahun 2023

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan/ Target RENAKSI
Rincian Output
TW1 TW2 TW3 TW4
Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran
1. Kegiatan 1. Indeks Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) 83 Indeks 33% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyelenggaraan —
Dukungan Manajemen 2. Indeks Kinerja Pelaksanaan 88 Indeks 33% 26% 75% 71% 100% 90% 100% 100%
dan Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Tugas Teknis Lainnya 3. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil 81 Indeks 53% 47% 85% 79% 100% 93% 100% 100%
di Daerah Negara
[.  Sasaran Kegiatan 4.  Persentase pemberian fasilitasi 100 % 25% 24% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Terlaksananya bantuan hukum dan
Dukungan pertimbangan/pendapat hukum.
Mana]emen.dan 5. Persentase integritas pelayanan 88 % 62% 33% 85% 85% 100% 95% 100% 100%
Tugas Teknis O i
: - publik di bidang pertanahan dan
Lainnya di ruan
Daerah 8
6.  Persentase Capaian Kinerja Hasil 88 % 67% 80% 80% 90% 100% 97% 100% 100%
Pengawasan
7.  Persentase Terpenuhinya Layanan 100 % 21% 20% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Perkantoran
8.  Persentase Pengelolaan Tindak 100 % 100% 34% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Lanjut Pengaduan Masyarakat
9.  Persentase layanan permohonan 100 % 20% 20% 50% 50% 100% 75% 100% 100%
informasi publik
10. Persentase Pelaksanaan 4 (empat) 100 % 20% 20% 50% 50% 100% 80% 100% 100%
Metode Strategi Komunikasi Publik
Rincian Output :
a. Layanan BMN 1 Layanan 50% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
b. Layanan Hubungan Masyarakat 1 Layanan 47% 20% 67% 54% 100% 85% 100% 100%
c¢. Layanan Umum 1 Layanan 35% 32% 55% 55% 100% 85% 100% 100%
d. Layanan Data dan Informasi 1 Layanan 100% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan/ Target RENAKSI
Rincian Output
TW1 TW2 TW3 TW4
Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran
e. Layanan Bantuan Hukum 1 Layanan 25% 24% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
f.  Layanan Perkantoran 1 Layanan 21% 20% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Layanan Sarana Internal 30 Unit 20% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Layanan Manajemen SDM 1 Orang 53% 47% 85% 79% 100% 93% 100% 100%
i.  Layanan Perencanaan dan 1 Dokumen 45% 40% 81% 75% 100% 92% 100% 100%
Penganggaran
j.  Layanan Pemantauan dan 1 Dokumen 33% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Evaluasi
k. Layanan Manajemen Keuangan 1 Dokumen 20% 20% 68% 68% 100% 89% 100% 100%
l.  Layanan Reformasi Kinerja 1 Dokumen 67% 80% 80% 90% 100% 97% 100% 100%
2.  Kegiatan Pengukuran 1.  Cakupan Luas Bidang Tanah 36 % 49% 63% 67% 75% 83% 89% 100% 100%
dan Pemetaan Terpetakan Tervalidasi
Kadastral
I.  Tersedianya Rincian Output :
Informasi Bidang - -
Tanah dan Ruang a. Layanan Pengukuran Bidang 8.400 Bidang 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Tanah Luas Kurang dari 10 Ha
(Kantah)
b.  Layanan Legalisasi Gambar 10 Bidang 50% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ukur
c. Rekomendasi Hasil 1 Laporan 20% 20% 50% 50% 100% 75% 100% 100%
Pembinaan/Monev /Supervisi
d.  PBT Redistribusi Tanah 63 Bidang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kategori 5
e. PBT Non Sistematis Kategori 5 5 Bidang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
f.  PBT PTSL Desa Lengkap Jawa 2.500  Hektar 25% 25% 100% 100%
Bali
3.  Kegiatan Pengaturan 1.  Jumlah Lisensi PPAT 3  Orang 20% 20% 50% 50% 100% 82% 100% 100%
Tanah Komunal, —
Hubungan Rincian Output :
g;ﬂnbagaan dan a. Lisensi PPAT 3 Orang 20% 20% 50% 50%  100% 83% 100% 100%
b. Rekomendasi hasil pembinaan 1 Laporan 20% 20% 50% 50% 100% 81% 100% 100%

dan pengawasan PPAT Daerah
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No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan/ Target RENAKSI
Rincian Output
TW1 TW2 TW3 TW4
Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran
4.  Kegiatan Penetapan 1.  Jumlah Bidang Tanah Instansi 100 Lembaga 20% 20% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Hak Tanah dan Ruang Pemerintah, BUMN dan BUMD yang
Ditetapkan
I.  Sasaran Kegiatan 2.  Jumlah Bidang Badan Hukum dan 250 Dokumen 63% 62% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Terwujudnya Perorangan yang Ditetapkan
Pengaturan dan
Penetapan Hak — -
Atas Tanah Rincian Output :
Ruang Atas dan a. Data Tanah Instansi Pemerintah 100 Lembaga 20% 20% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Ruang Bawah
Untuk Instansi
Pemerintah,
BUMN dan
BUMD
1. Sasaran Kegiatan b.  Surat Keputusan Penetapan Hak 250 Dokumen 63% 62% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Terwujudnya Atas Tanah Perorangan dan
Pengaturan dan Badan Hukum
Penetapan Hak
Atas Tanah
Ruang Atas dan
Ruang Bawah
untuk Badan
Hukum dan
Perorangan.
5. Kegiatan Pendaftaran 1  Jumlah Bidang Tanah dan Ruang 2.374  Bidang 20% 20% 69% 58% 85% 76% 100% 100%
Tanah dan Ruang yang Terdaftar
I.  Sasaran Kegiatan  Rincian Output :
Terlaksananya -
Pendaftaran a. Layanan Pendaftaran Pertama 350 Bidang 30% 30% 50% 50% 80% 75% 100% 100%
Tanah dan Kali - -
Pendaftaran b. Layanan Informasi SKPT 650 Bidang 20% 20% 50% 50% 83% 75% 100% 100%
Ruang Bawah c. Layanan Pengecekan SHAT 16.000 Bidang 20% 20% 50% 50% 76% 75%  100% 100%
Tanah dan Ruang
Atas Tanah yang d. Layanan Pemecahan SHAT 6.000 Bidang 35% 35% 75% 75% 75% 75% 100% 100%
Berkepastian
Hukurlrjl dan e. Layanan Pemeliharaan Data 19.137 Bidang 22% 22% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Berbasis Pertanahan
Elektronik f.  Layanan Sumpah Sertipikat 40 Bidang 20% 20% 50% 50% 80% 75% 100% 100%
Hilang
g. Layanan Pemantauan dan 1 Dokumen 20% 20% 95% 95% 95% 95% 100% 100%
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No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan/ Target RENAKSI
Rincian Output
TW1 TW2 TW3 TW4
Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran
Evaluasi
h.  SHAT PTSL ASN Kategori 5 1956 Bidang 100% 100%
i.  SHAT Non Sistematis Kategori 5 5 Bidang 20% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
j. SHAT Redistribusi Tanah 63 Bidang 20% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6. Kegiatan 1.  Jumlah Data dan Informasi Spasial 975 Data 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Penyelenggaraan yang Berbasis Wilayah Dalam
Penatagunaan Tanah Rangka Menunjang Penyelenggaraan
Reforma Agraria
I.  Sasaran Kegiatan  Rincian Output :
Terwujudnya - -
Penggunaan dan a. Layanan Pertimbangan Teknis 975 Layanan 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Pemanfaatan Pertanahan
Tanah Yang
Optimal dan
Berkelanjutan
7.  Kegiatan Pengaturan 1.  Jumlah Bidang Tanah Yang 63 Bidang 20% 20% 86% 86% 100% 95% 100% 100%
Penguasaan, Diredistribusi
Pemilikan, Rincian Output :
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah a. Data GTRA Kabupaten/Kota 1 Satkeg 20% 20% 72% 72% 100% 91% 100% 100%
I.  Sasaran Kegiatan b.  SKRedistribusi Tanah Kategor V 63 Bidang 20% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Terdistribusinya
Tanah Objek
Reforma Agraria
8.  Kegiatan Penanganan 1.  Jumlah Kepala Keluarga Penerima 100 KK 20% 20% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Akses Reforma Akses Reforma Agraria
Agraria (Access Rincian Output :
Reform)
I.  Sasaran Kegiatan a. Penataan Kelembagaan 1  Kelompok 20% 20% 50% 50% 100% 75% 100% 100%
Terwujudnya Penerima Akses Reforma Masyarakat
Pemberian Akses Agraria (Akses RA Tahun 2)
Reforma Agraria b. Pengembangan Usaha dan 1 Kelompok 20% 20% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Fasilitasi Akses Pemasaran Masyarakat
(Akses RA Tahun ke 3)
c. Akses Reforma Agraria Kategori 100 KK 20% 20% 61% 61% 100% 87% 100% 100%

\
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No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan/ Target RENAKSI
Rincian Output
TW1 TW2 TW3 TW4
Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran
9.  Kegiatan Pengadaan 1.  Realisasi Luas Tanah yang - Hektar 75% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tanah dan Disediakan Bagi Pembangunan
Pencadangan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan
Kepentingan Lainnya
I.  Sasaran Kegiatan  Rincian Output :
Terwujudnya
Ketersediaan a. Layanan Pemantauan dan 1  Dokumen 50% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tanah Bagi Evaluasi
Pembangunan b.  Data Lokasi Indikatif Pengadaan 1 Data 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tanah
10. Kegiatan Penilaian 1.  Peningkatan Cakupan Informasi Nilai 77 % 20% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tanah dan Ekonomi Tanah dan Ekonomi Pertanahan
Pertanahan 2. Persentase Peta Nilai Tanah yang 100 % 33% 29% 67% 88% 75% 88% 100% 100%
dimanfaatkan
Rincian Output :
I.  Sasaran Kegiatan a. Pembaruan Peta Zona Nilai 300 Bidang 33% 29% 67% 88% 75% 88% 100% 100%
Tersedianya Tanah
Informasi Nilai b. Layanan Pemantauan dan 1 Dokumen 20% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tanah, Ekonomi Evaluasi
Pertanahan dan
Lisensi Penilai
Pertanahan
11. Kegiatan 1.  Rasio Peningkatan Produktifitas PAT 1 Rasio 89% 89% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pengendalian dan Hasil Hak Atas Tanah/Dasar
Pemantauan Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi
Pertanahan Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau
I.  Sasaran Kegiatan Kecil, Perbatasan dan Wilayah
Terkendalinya Tertentu
¥::1(a?1t/a[s)asar Rincian Output :
Penguasaan Atas a. Data Pengawasan dan 2 Produk 89% 89% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tanah, Alih Pengendalian Hak Atas Tanah,
Fungsi Lahan, Dasar Penguasaan Atas Tanah
Wilayah Pesisir, dan Hak Pengelolaan
Pulau-Pulau
Kecil, Perbatasan
dan Wilayah
Tertentu
12. Kegiatan Penertiban 1  Rasio Pengurangan Tuna Lahan Hasil 1 Rasio 57% 57% 95% 95% 100% 98% 100% 100%
Penguasaan, Penertiban Penguasaan, Pemilikan,
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
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No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan/ Target RENAKSI
Rincian Output
TW1 TW2 TW3 TW4
Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran
Penggunaan dan Rincian Output :
Pemanfaatan Tanah
I.  Sasaran Kegiatan a. Data Indikasi Pelanggaran P4T Produk 57% 57% 95% 95% 100% 98% 100% 100%
Terwujudnya
Tertib
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan
tanah
13. Kegiatan Pencegahan 1.  Penurunan Pengaduan Masyarakat % 94% 94% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan Penanganan atas Permasalahan, Sengketa, Konflik
Konflik Pertanahan dan Perkara Pertanahan
I.  Sasaran Kegiatan  Rincian Output :
Terselesaikannya - -
Konflik dan a. Rekomendasi Pencegahan Rekomendasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kejahatan sengketa, konflik dan perkara Kebijakan
Pertanahan pertanahan
Secara Holistik
Antar Instansi
II.  Sasaran Kegiatan b.  Berita Acara Rencana Aksi Kegiatan 88% 88% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Terciptanya Pembinaan Pencegahan
Pemahaman Sengketa, Konflik dan Perkara
yang Sama Pertanahan
Dalam
Masyarakat
Mengenai
Pertanahan dan
Ruang
14. Kegiatan Penanganan 1.  Jumlah Penyelesaian Sengketa Kasus 20% 20% 59% 59% 100% 86% 100% 100%
Sengketa Pertanahan Pertanahan
I.  Sasaran Kegiatan  Rincian Output :
Terselesaikannya -
Sengketa a.  Surat Pemberitahuan Perkara 20% 20% 59% 59% 100% 86% 100% 100%
Pertanahan Penyelesaian Sengketa
Pertanahan
15. Kegiatan Penanganan 1.  Jumlah Penyelesaian Penanganan Kasus 47% 47% 90% 90% 100% 97% 100% 100%
Perkara Pertanahan Perkara Pertanahan
I.  Sasaran Kegiatan  Rincian Output :
Terselesaikannya —
Penanganan a. Laporan Hasil Sidang Perkara Perkara 47% 47% 90% 90% 100% 97% 100% 100%
Perkara Pertanahan
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No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan/ Target RENAKSI
Rincian Output
TW1 TW2 TW3 TW4
Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran Fisik Anggaran
Pertanahan
16. Kegiata Sinkronisasi 1.  Persentase Kesesuaian Program % 20% 20% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Pemanfaatan Ruang Pembangunan Sektor dengan
Rencana Tata Ruang Nasional dan
Daerah
I.  Sasaran Kegiatan  Rincian Output :
Terwujudnya - -
pemanfaatan a. Persetujuan/ Rekomendasi 1 Layanan 20% 20% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
ruang yang KKPR
efektif dan
efisien
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D. METODE PENGUKURAN KINERJA

Metode pengukuran kinerja yang digunakan dalam mengukur capaian
kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2023 yaitu menggunakan
rumus yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1166/SK-HK.02.01/IX /2023
tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasioanl Tahun 2020-2024. (Terlampir dalam lampiran Laporan Kinerja

ini).
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BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi
b. Realisasi Anggaran
c. Capaian Kinerja Lainnya

a9 _____ &
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Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk
mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Program
dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2023. Capaian kinerja organisasi
harus diukur melalui pengukuran kinerja dari indikator yang telah ditetapkan di
dalam Perjanjian Kinerja. Validitas hasil pengukuran kinerja akan semakin baik
dengan adanya standar pengukuran kinerja yang tepat, sehingga dapat melihat
efektifitas dan efisiensi pencapaian output dan outcame yang dihasilkan dari satuan
kegiatan dan program. Hasil pengukuran kinerja menjadi dasar untuk
menyimpulkan kemajuan kinerja, mengambil tindakan dalam rangka mencapai
kinerja yang telah ditetapkan dan menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan
sasaran.

Sebagai bahan evaluasi kinerja, akan dibandingkan pula dengan kinerja dua
tahun sebelumnya serta kinerja yang diharapakan pada rencana strategis yang telah
disusun yaitu Tahun 2020-2024. Pada bagian ini juga akan diuraikan tentang
Akuntabilitas dalam penggunaan anggaran serta Capaian Kinerja Lainnya yang

dicapai Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.
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A

. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023

Realisasi kinerja Tahun 2023 berdasarkan sasaran program/sasaran kegiatan

Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dalam menjalankan fungsi utamanya,

diuraikan di bawah ini :

W@ ime o T

.

k.

1

1. Capaian Rincian Output

Sasaran Kegiatan 1

Terlaksananya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah

Indikator Output Kegiatan

5527. Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah
Layanan BMN
Layanan Hubungan Masyarakat
Layanan Umum
Layanan Data dan Informasi
Layanan Bantuan Hukum
Layanan Perkantoran
Layanan Sarana dan Prasarana Internal
Layanan Manajemen SDM

Layanan Perencanaan dan Penganggaran
Layanan Pemantauan dan Evaluasi
Layanan Manajemen Keuangan

Layanan Reformasi Kinerja

Tabel 8. Sasaran Kegiatan 1

e.

f.

Sasaran Kegiatan 2

Target
43
1 Layanan
1 Layanan
1 Layanan
1 Layanan
1 Layanan
1 Layanan
30 Unit
1 Orang
1 Dokume
n
1 Dokume
n
1 Dokume
n
Dokume

n

Tersedianya Informasi Bidang Tanah dan Ruang

Indikator Output Kegiatan

6413. Pengukuran dan Pemetaan Kadastral
Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 10 Ha
(Kantah)

Layanan Legalisasi Gambar Ukur

Rekomendasi Hasil Pembinaan/Monev/Supervisi

PBT Redistribusi Tanah kategori 5

PBT Non Sistematis Kategori 5
PBT PTSL Desa Lengkap Jawa Bali

Tabel 9. Sasaran Kegiatan 2
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Target
10.979

8.400 Bidang

10 Bidang

1 Laporan
63 Bidang
5 Bidang

2.500 Bidang

Realisasi
43
1 Layanan
1 Layanan
1 Layanan
1 Layanan
1 Layanan
1 Layanan
30 Unit
1 Orang
1 Dokume
n
1 Dokume
n
1 Dokume
n
1 Dokume
n
Realisasi
11.224
8.473 Bidang
3 Bidang
1 laporan
63 Bidang
5 Bidang
2.679 Bidang

Capaian
%

100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%

100%

Capaian%
102%
100,87 %

30%

100%

100%

100%
107%
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Sasaran Kegiatan 3

Terwujudnya Pengaturan dan

Pendaftaran Tanah Komunal

dan

Penatausahaan Tanah Ulayat serta Terwujudnya Kerjasama Kelembagaan

yang Terintegrasi

Indikator Output Kegiatan

6414. Pengaturan Tanah Komunal , Hubungan
Kelembagaan dan PPAT
a. Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah
b Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan
*  PPAT Daerah
Tabel 10. Sasaran Kegiatan 3

Sasaran Kegiatan 4

Target
4
3 Orang
1 Laporan

Realisasi
5
4 Orang
1 Laporan

Capaian
%

125%
133,33%
100%

Terwujudnya Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan

Ruang Bawah untuk Perorangan dan Badan Hukum

Indikator Output Kegiatan

6415. Penetapan Hak Tanah dan Ruang
a.  Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi
Pemerintah, BUMN dan BUMD
b Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah
Perorangan dan Badan Hukum

tabel 11. Sasaran Kegiatan 4

Sasaran Kegiatan 5

350
100

250

Target

Lembag

a

Dokume

n

Realisasi
204
97 Lembag
a
107 Dokume

n

Capaian
%
91,12%
90,57 %

91,35%

Terlaksananya Pendaftaran Tanah dan Pendaftaran Ruang Bawah Tanah dan

Atas Tanah yang Berkepastian Hukum dan Berbasis Elektronik

Indikator Output Kegiatan

6416. Pendaftaran Tanah dan Ruang
Layanan Pendaftaran Pertama Kali
Layanan Informasi SKPT
Layanan Pengecekan SHAT
Layanan Pemecahan SHAT
Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan
Layanan Sumpah Sertipikat Hilang
Layanan Pemantauan dan Evaluasi
SHAT PTSL ASN Kategori 5
SHAT Non Sistematis Kategori 5
. | SHAT Redistribusi Tanah
Tabel 12. Sasaran Kegiatan 5

S @ me N g
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Target
44.202
350 Layanan
650 Layanan
16.000  Layanan
6.000 Layanan
19.137  Layanan
40 Layanan
1 Dokumen
1.956 Bidang
5 Bidang
63 Bidang

Realisasi
50.849
549 Layanan
778 Layanan
18.723 Layanan
7.188 Layanan
22.748 Layanan
44 Layanan
1 Dokumen
750 Bidang
5 Bidang
63 Bidang

Capaian
%
115,04%
156,86 %
99,99%
117,02%
119,80%
118,87 %
110%
100%
38,34%
100%
100%
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Sasaran Kegiatan 6

Terwujudnya Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Optimal dan

Berkelanjutan
Indikator Output Kegiatan Target
6417. Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah 975
a.  Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan 975 Layanan

Tabel 13. Sasaran Kegiatan 6

Sasaran Kegiatan 7

Terdistribusinya Tanah Objek Reforma Agraria

Indikator Output Kegiatan Target
6418. Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
64
Pemanfaatan Tanah
a. Data GTRA Kabupaten/Kota 1 Kegiatan
b. SK Redistribusi Tanah Kategori V 63 Bidang

Tabel 14. Sasaran Kegiatan 7

Sasaran Kegiatan 8

Terwujudnya Pemberian Akses Reforma Agraria

Indikator Output Kegiatan Target
6419. Penanganan Akses Reforma Agraria (Acces
102
Reform)
a Penataan Kelembagaan Penerima Akses Refoorma 1 Kelompok
*  Agraria (Akses RA Tahun ke 2) P
Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran
|2 (Akses RA Tahun ke 3) 1 Ko<
c.  Akses Reforma Agraria Kategori V 100 KK

Tabel 15. Sasaran Kegiatan 8

Sasaran Kegiatan 9

Terwujudnya Kesediaan Tanah Bagi Pembangunan

Indikator Output Kegiatan Target
6420. Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah 2
a. = Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1 Dokumen
b. Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah 1 Data

Tabel 16. Sasaran Kegiatan 9
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Realisasi Capaian
%
1.036 106,26%
1.036 Layanan = 106,26%
Realisasi Capaian
%
ot 100%
1 Kegiatan 100%
63 Bidang 100%
Realisasi Capaian
%
102 100%
1 Kelompok 100%
! Kelompok  100%
100 KK 100%
Realisasi Capaian
%
2 100%
1 Dokumen 100%
1 Data 100%
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Sasaran Kegiatan 10

Tersedianya Informasi Nilai Tanah, Ekonomi Pertanahan dan Lisensi Penilai

Pertanahan
Indikator Output Kegiatan Target Realisasi Ca[;/;:lan
6421. Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan 301 301 100%
a. Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah (Bidang) 300 Bidang 300 Bidang 100%
b. Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Tabel 17. Sasaran Kegiatan 10

Sasaran Kegiatan 11
Terkendalinya Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi
Lahan, Wilayah Pesisir, Pulau - Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah

Tertentu
Indikator Output Kegiatan Target Realisasi Calz/aolan
6423. Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan 2 2 100%
Data Pengawasan dan pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar 2 Produk 5 Produk 100%

Penguasaan Atas Tanah dan Hak Pengelolaan
Tabel 18. Sasaran Kegiatan 11

Sasaran Kegiatan 12
Terselesaikannya Penertiban Penguasaan, pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

Indikator Output Kegiatan Target Realisasi Ca]())/aolan
6424. Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan 10 10 100%
Pemanfaatan Tanah
a. Data Indikasi Pelanggaran P4T 10 Produk 10 Produk 100%

Tabel 19. Sasaran Kegiatan 12

Sasaran Kegiatan 13
a. Terselesaikannya Konflik dan Kejahatan Pertanahan secara Holistik antar
Instansi
b. Terciptanya Pemahaman yang sama dalam Masyarakat Mengenai

Pertanahan dan Ruang
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Indikator Output Kegiatan

6425. Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan
Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara
pertanahan
Berita Acara Rencana Aksi Pembinaan Pencegahan Sengketa,
Konflik dan Perkara Pertanahan
Tabel 20. Sasaran Kegiatan 13

a.

b.

Sasaran Kegiatan 14

Terselesaikannya Sengketa Pertanahan

Indikator Output Kegiatan

6426. Penanganan Sengketa Pertanahan
a.  Surat Keputusan Penyelesaian Sengketa Pertanahan
Tabel 21. Sasaran Kegiatan 14

Sasaran Kegiatan 15

Target

Rekomendasi
Kebijakan

Kegiatan

Target

1 Perkara

Terselesaikannya Penanganan Perkara Pertanahan

Indikator Output Kegiatan

6427. Penanganan Perkara Pertanahan
a. Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan
Tabel 22. Sasaran Kegiatan 15

Sasaran Kegiatan 16

Terselesaikannya Pemanfaatan Ruang

Indikator Output Kegiatan

6908. Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
a. Persetujuan/Rekomendasi KKPR
Tabel 23. Sasaran Kegiatan 16
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Target

1 Perkara

Target

1 Layanan

Capaian

Realisasi %
2 100%
Rekomendasi o
Kebijakan 100%
1 Kegiatan 100%
Realisasi Capaian
%
100%
1 Perkara 100%
Realisasi Capaian
%
100%
1 Perkara 100%
Realisasi Capaian
%
100%
1 Layanan 100%
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REKAPAN CAPATAN KINERJA

Tabel 24. Rekapan Capaian Kinerja

10

11

12

13

14

15

16

URAIAN KEGIATAN

6413. Pengukuran dan
Pemetaan Kadastral

6414. Pengaturan Tanah
Komunal , Hubungan
Kelembagaan dan PPAT
6415. Penetapan Hak Tanah
dan Ruang

6416. Pendaftaran Tanah dan
Ruang

6417. Penyelenggaraan
Penatagunaan Tanah

6418. Pengaturan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah

6419. Penanganan Akses
Reforma Agraria (Acces
Reform)

6420. Pengadaan Tanah dan
Pencadangan Tanah

6421. Penilaian Tanah dan
Ekonomi Pertanahan

6423. Pengendalian dan
Pemantauan Pertanahan
6424. Penertiban Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah

6425. Pencegahan dan
Penanganan Konflik
Pertanahan

6426. Penanganan Sengketa
Pertanahan

6427. Penanganan Perkara
Pertanahan

6908. Sinkronisasi Pemanfaatan
Ruang

5527. Penyelenggaraan
Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya di Daerah
JUMLAH
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TARGET
Fisik Anggaran

10.979 1.417.729.000

4 22.808.000
350 96.100.000
44.202 835.196.000
975 332.876.000
64 313.830.000
102 125.978.000
2 14.229.000
301 35.281.000
2 6.400.000
10 55.700.000
2 27.345.000

1 13.131.000

1 41.540.000

1 1.200.000

41 8.446.507.000

57.037  11.785.750.000

Fisik

11.224

204

50.849

1.036

64

102

301

10

41

63.845

REALISASI

Capaian %

102%

125%

58%
115%

106%

100%

100%

100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

111,94%

Anggaran
1.411.591.006

22.808.000

87.562.775
721.222.497

332.696.350

313.737.422

125.958.400

14.224.000
35.280.500

6.398.800

55.699.800

27.244.300

13.131.000

41.535.100

1.200.000

8.446.243.779

11.656.533.739

Capaian %

99%

100%

91%
86%

100%

100%

100%

100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

98,90%
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Evaluasi terhadap capaian kegiatan <90%

Evaluasi terhadap capaian kegiatan yang realisasinya masih dibawah 90%

disajikan pada tabel berikut :

Tabel 25. Evaluasi terhadap Capaian <90%

Indikator Output Kegiatan Target Realisasi

a. Legalisasi Gambar Ukur 10 Bidang 3 Bidang

Surat Keputusan Penetapan

b. Hak Atas Tanah Perorangan 250 Dokumen 107 Dokumen
dan Badan Hukum
Pengumpulan Data (Alas Bukti . .

¢ Hak 7 Alas Hak) 1.956 Bidang 985 Bidang

d. Pemeriksaan Tanah 1.956 Bidang 793 Bidang
Penerbitan SK

e. Hak/Pengesahan Data Fisik 1.956 Bidang 793 Bidang
dan Yuridis

f.  Penerbitan Sertipikat 1.956 Bidang 750 Bidang

Hambatan, Kendala, dan Masalah (HKM)

% Keterangan

Seluruh kegiatan
tersebut merupakan
kegiatan yang dananya
bersumber dari PNBP.
42,80% Rendahnya
permohonan
masyarakat terhadap
50,36% layanan tersebut
menyebabkan belum
optimalnya realisasi
40,54% yang dapat dihasilkan.

30%

40,54

38,34%

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

Tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

Tabel 26. Hambatan, Kendala dan Masalah

No. Kegiatan Hambatan, Kendala, Masalah
1 Reformasi Birokrasi dan Dukungan Sarana & Prasarana masih belum dapat
Pembangunan Zona Integritas menunjang pembangunan Zona Integritas

Pelaksanaan Pembangunan ZI belum maksimal dikarenakan
masih banyak tamu dari luar kantor yang masuk lewat
belakang

Komitmen pegawai yang masih perlu ditingkatkan

2 Pendaftaran Tanah Sistematik

Lengkap (PTSL) Pemilik Tanah yang berada di luar daerah

Rendahnya antusias masyarakat untuk mengikuti PTSL

Adanya penolakan dari masyarakat adat dikarenakan
khawatir membayar PBB setelah tanah disertipikatkan

Tanah warisan yang belum dibagi

3 Gugus Tugas Reforma Agraria

(GTRA)
Adanya 2 Kubu yang berbeda pandangan pada wilayah Eks

Transmigrasi Tim-Tim di Desa Sumberklampok
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Rekomendasi Penyelesaian

Mengusulkan sarana dan prasarana
agar dapat dialokasikan anggaran
Memisahkan antara Front Office
dan Back Office serta membuat 1
Ruang Konsultasi

Internalisasi ZI kepada seluruh
pegawai

Berkoordinasi dengan petugas desa
terkait

Melaksanakan Sosialisasi dengan
aparat Desa tentang kegiatan PTSL
Melaksanakan pendekatan serta
memberikan pemahaman yang
benar ,engenai PBB dan Sertipikat
Tanah

Mendorong kesepakatan antar ahli
waris agar dapat segera
disertipikatkan

Melakukan mediasi antara 2 kubu
yang berbeda pandangan pada
wilayah Eks Transmigrasi Tim-Tim
tersebut agar tercipta suatu
kesepahaman
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No.

Kegiatan

Akses Reforma Agraria

Pengendalian Penguasaan Tanah
dan Pemanfaatan Ruang

Penyelesaian Sengketa Konflik
Pertanahan

Penyelesaian Perkara
Pertanahan

Pengembangan Sumber Daya
Manusia

Peningkatan Kualitas Layanan
Pertanahan

a. Penyelesaian Tunggakan

Hambatan, Kendala, Masalah

Masyarakat Eks Transmigrasi Tim-Tim di Desa
Sumberklampok memohon agar lahan yang bisa dibagikan
kepada masyarakat adalah Lahan Pekarangan dan Garapan,
sedangkan dari pihak Kementerian LHK sampai saat ini
hanya menyepakati Lahan Pekarangan saja.

Mulai banyaknya permohonan dari masyarakat Desa
Sumberklampok untuk mengalihkan kepemilikan haknya
(setelah mendapatkan sertipikat tanah redis Ex-HGU)

Kurangnya SDM dalam membimbing dan mengembangkan
para pelaku usaha agar produk yang dihasilkan dapat sesuai
dengan standar yang berlaku dalam pasar

Perlu adanya kerjasama dengan instansi terkait agar dapat
mendukung kegiatan Akses Reforma Agraria

Kesulitan dalam menemukan Warkah

Pemegang Hak yang sulit ditemui

Kesulitan dalam menemukan Warkah

Banyaknya pengaduan masyarakat terkait sengketa konflik
pertanahan

Pengaduan masyarakat yang memiliki data penunjang yang
belum lengkap

Pemohon yang kurang koorperatif

Banyaknya jumlah perkara yang ditangani

Kurangnya sarana dan prasarana khusunya transportasi
untuk menghadiri pemeriksaan setempat

Kesulitan dalam menemukan Warkah

Kurangnya Pelatihan yang sesuai dengan tupoksi pegawai

Masih terbatasnya SDM

Terbatasnya penguasaan ilmu teknologi informasi dalam
proses transisi pelayanan manual ke elektronik/digital

Terbatasnya jumlah SDM dalam pelayanan pertanahan

Para Pihak/Pemohon tidak datang
Berkas permohonan belum lengkap (tanda tangan
penyanding)
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Rekomendasi Penyelesaian

Berkoordinasi dengan Kementerian
LHK dan menunggu persetujuan
dari Menteri LHK mengenai
permohonan pelepasan kawasan
hutan pada Lahan Pekarangan dan
Garapan pada wilayah Eks
Transmigrasi Tim-Tim di Desa
Sumberklampok

Melaksanakan kegiataan sosialisasi
dan penegasan kepada masyarakat
di Desa Sumberklampok bahwa
sertipikat tanah redis tersebut tidak
boleh diperjualbelikan dan harus
diberdayakan sendiri oleh
masyarakat yang telah
mendapatkan sertipikat tersebut.

Memberikan pembekalan kepada
SDM yang ada untuk mencapai
tujuan dari program Akses Reform

Berkoordinasi dengan beberapa
instansi terkait (contohnya : PLN,
Dinas Perindustrian dan UMKM, dll)

Melakukan penataan warkah guna
memudahkan pencarian
dikemudian hari

Bersurat secara resmi kepada
pemegang hak agar menunjuk
kuasa untuk hadir saat pemantauan

Melakukan penataan warkah guna
memudahkan pencarian
dikemudian hari

Melaksanakan mediasi, dan
melaksanakan sosialisasi
pencegahan sengketa
Memberikan penjelasan serta
pengertian mengenai data
penunjang pengaduan
Melaksanakan pemanggilan secara
patut

Memaksimalkan potensi dan
kinerja pegawai

Mengajukan usulan sarana dan
prasarana

Melakukan penataan warkah guna
memudahkan pencarian
dikemudian hari

mengusulkan Pelatihan kepada
para pegawai sesuai dengan
tupoksi yang dilaksanakan
Melakukan usulan penambahan
SDM

Mengusulkan pegawai untuk
mengikuti pendidikan dan pelatihan

Mengusulkan penambahan
pegawai

Mengoptimalkan SDM yang ada
Percepatan oleh tim penyelesaian
tunggakan pelayanan

Sidang ditunda serta melakukan
penyusunan jadwal ulang
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No.

Kegiatan

b. Penanganan Pengaduan
Masyarakat

c. Peningkatan Kualitas Data

d. Penyerapan Anggaran

Hambatan, Kendala, Masalah

Pengaduan Masyarakat secara tertulis/lisam tanpa
didukung bukti - bukti

Banyaknya Warkah Fisik (BT,SU,DI208) yang belum di
digitalkan

Banyaknya Warkah Fisik (BT, SU dan Persil) yang belum
divalidasi

Kurangnya Sarana Prasarana Pengolahan Data

Tumpang Tindih Sertipikat

Terbatasnya anggaran Peningkatan Kualitas data

Capaian Output yang masih rendah yang diakibatkan
permohonan masyarakat untuk layanan PNBP yang masih
rendah yaitu :

a. Layanan Pengembalian Batas

b. Lisensi PPAT

c. Surat Keputusan Penetapan Hak atas Tanah Perorangan
dan Badan Hukum

d. Layanan Pendaftaran Pertama Kali

e. Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan
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Rekomendasi Penyelesaian

Menginformasikan kepada
masyrakat untuk melakukan
pengaduan dengan didukung bukti -
bukti yang valid

Mendigitalkan warkah fisik

Memvalidasi warkah fisik

Mengusulksn penambahan sarpras
Inventarisasi dan identifikasi subjek
dan objek

Mengusulkan penambahan
anggaran

Senantiasa memberikan penjelasan
kepada Notaris, Kuasa, atau
pemohon langsung bahwa pada
Tahun 2023 terdapat target untuk
kegiatan tersebut sehingga apabila
didaftarkan, dapat segera
diselesaikan.
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2. Capaian Kinerja IKK terhadap Perjanjian Kinerja (PK)

Tabel 27. Capaian Kinerja IKK terhadap PK

No. IKK Target Realisasi % Keterangan

1 Indeks Akuntabilitas Kinerja/Sistem 83 Indeks 83 Indeks 100 Nilai SAKIP Tahun 2023 belum keluar
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Akuntabilitas Akuntabilitas
(SAKIP)

2 Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 88 Indeks Kinerja 100 Indeks Kinerja 113,64 Nilai dari OMSPAN

3  Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 81 Indeks Profesional 55,05 Indeks 67,96 Nilai dari DJASN (Total Nilai/Total Pegawai)

ASN Profesional ASN
4  Indeks Maturitas SPIP 2,68 Indeks 2,681 Indeks 100 Nilai pusat karena dikantah tidak menerapkan
1 penilaian SPIP

5 Persentase integritas pelayanan publik di 88 % 100 % 113,64 (A/B)*100% = 4/4*100% = 100%

bidang pertanahan dan ruang A= Satuan kerja memenuhi persyaratan untuk

diusulkan sebagai kantor Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani(WBBM)
B=Jumlah satker yang diusulkan ke
Inspektorat Jenderal capaian kanwil :
A=4 (kanwil, jembrana, tabanan, buleleng)
B=4 (kanwil, jembrana, tabanan, buleleng)
6  Persentase Capaian Kinerja Hasil 88 % 100 % 113,64 Capaian rerata = (A+B+C+D)/4 =

Pengawasan (100+81,11+100+95,83)/4 = 94,235
A= Jumlah Laporan Keuangan Unit Akuntansi
Kuasa Pengguna Anggaran (LK
UAKPA) sesuai Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP) dibandingkan jumlah satker
B= Persentase jumlah rekomendasi temuan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan
Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti
dibandingkan jumlah seluruh rekomendasi
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No.

10

11

12
13

14

IKK

Persentase Terpenuhinya Layanan
Perkantoran

Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut
Pengaduan Masyarakat

Persentase layanan permohonan informasi
publik

Persentase Pelaksanaan 4 (empat) Metode
Strategi Komunikasi Publik

Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan
Tervalidasi

Jumlah Lisensi PPAT

Jumlah Bidang Tanah Instansi Pemerintah,
BUMN dan BUMD yang ditetapkan

Jumlah Bidang Tanah Perorangan dan
Badan Hukum

100

100

100

100

35,6

100

250

Target

%

%

%

%

%

orang
Lembaga

Dokumen
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100

100

100

100

10.979

97

107

Realisasi

%

%

%

%

%

orang
Lembaga

Dokumen

100

100

100

100

102

133,33

97

42,80

Keterangan

C=Jumlah pegawai yang menyusun Laporan
Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
(LHKASN) dibandingkan seluruh wajib lapor
D= Jumlah pengaduan yang masuk ke
Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti
dibandingkan jumlah seluruh pengaduan
capaian :

A =10/10*100 = 100

B =73/90*100 = 81,11

C=100% =100

D = (19+4)/24*100 = 95,83

Realisasi Fisik Layanan Perkantoran

IPM=((TLPWebsite/5SPwebsite*100%)/Target*
100% = (21/21*100) = 100%

(Jumlah informasi yang direspon/Permintaan
informasi)*100% = 45/45*100% = 100%

RStrakom=(Capaian EM+SM+0M)/3. Nilai
capaian sama dengan target dikarenakan
eviden komponen penilaian Rstrakom pada
Tahun 2023 belum diinventarisasi sehingga
tidak dapat dihitung.

(Realisasi Pengukuran+ Realisasi Pengembalian
Batas+Realisasi PBT+Realisasi PBT K4/Target
Renstra 2020-2024)*100% =
(8.400+10+1+63+5+2500)/134.565)*100% =
8,158%

Realisasi pelantikan PPAT

Realisasi fisik Bidang Tanah Instansi
Pemerintah, BUMN dan BUMD yang
ditetapkan
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No. IKK Target Realisasi

15

16

17

18

19

20

21

22

Jumlah Bidang Tanah dan Ruang yang 44.2 Bidang 50.489 Bidang
Terdaftar 02
Jumlah Data dan Informasi Spasial yang 975 Data 1.036 Data

Berbasis Wilayah Dalam Rangka Menunjang
Penyelenggaraan Reforma Agraria

Jumlah Bidang Tanah Yang Diredistribusi 63 Bidang 63 Bidang

Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses 100 KK 100 KK

Reforma Agraria

Realisasi Luas Tanah yang Disediakan Bagi - Hektar 2 Dokumen/Data

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
dan Kepentingan Lainnya

Peningkatan Cakupan Informasi 77 % 100 %
Nilai Tanah dan Ekonomi

Pertanahan

Persentase Peta Nilai Tanah yang 10 % 100 %
dimanfaatkan 0

Rasio Peningkatan Produktifitas P4T Hasil 1 Rasio 1 Rasio

Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan Atas
Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir,
Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah
Tertentu
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%

115,04

106,26

100

100

129,87

100

100

Keterangan

Realisasi Pendaftaran pertama kali+Layanan
informasi SKPT+Layanan Pengecekan+layanan
pemecahan shat+Layanan Pemeliharaan
Data+layanan sumpah sertipikat
hilang+Realisasi PTSL=
549+778+18.723+7.188+22.748+44+750=50.7
80

Tidak ada RO utama sebagai pendukung
realisasi IKK

Tidak ada RO utama sebagai pendukung
realisasi IKK
Realisasi fisik akses reform

Tidak ada RO utama sebagai pendukung
realisasi IKK

(A/B)*100% =84121,66/84

A= Total luas peta nilai tanah dalam satuan
hektar

B= Luas Area Penggunaan Lain (APL) dalam
satuan hektar

Jumlah Satuan Kerja yang memanfaatkan Peta
Nilai Tanah/Total Satuan Kerja * 100% =
1/1*100% = 100% (satuan kerja hanya Kantor
Pertanahan Kabupaten Buleleng)

(A/A1)+(B/B1)+(C/C1)/3

=(1/1) + (2.900/2.900) + (0/0) /3 =1

A =Jumlah bidang tanah yang telah dilakukan
pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar
Penguasaan Atas Tanah (HAT/DPAT)
Al=Target jumlah bidang tanah yang akan
dilakukan pengendalian Hak Atas Tanah/Dasar
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No. IKK

23

24

25

26

27

28

Rasio Pengurangan Tuna Lahan
Hasil Penertiban Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah

Jumlah Penyelesaian Kejahatan
Pertanahan Secara Holistik Antar
Instansi/Lembaga

Penurunan Pengaduan Masyarakat atas
Permasalahan, Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan

Jumlah Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Jumlah Penyelesaian Penanganan Perkara
Pertanahan

Persentase Kesesuaian Program
Pembangunan Sektor dengan Rencana Tata
Ruang Nasional dan Daerah
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Target

Rasio

Kasus

%

Kasus
Kasus

Layanan

18,18

Realisasi

Rasio

Rekomendasi
Kebijakan

%

Kasus
Kasus

Layanan

%

100

100

1818

100

100

100

Keterangan

Penguasaan Atas Tanah (HAT/DPAT)

B = Jumlah luas lahan sawah beralih fungsi
yang telah dilakukan pengendalian

B1= Target jumlah luas lahan sawah yang akan
dilakukan pengendalian

C =Jumlah luas wilayah penguasaan dan
pemilikan tanah di wilayah pesisir, pulau-pulau
kecil, perbatasan dan wilayah tertentu yang
dilakukan pengendalian

C1= Target jumlah luas wilayah penguasaan
dan pemilikan tanah di wilayah pesisir, pulau-
pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu
yang akan dilakukan pengendalian

Tidak ada RO utama sebagai pendukung
realisasi IKK

Tidak ada RO utama sebagai pendukung
realisasi IKK

SPB = ((3Pt0-3Pt-1) /5SPt-1) x 100 %

= ((78-66)/66) x 100% = 18,18%

>PB = Persentase penurunan kasus pengaduan
>Pt0 = Jumlah pengaduan kasus pertanahan di
tahun t0

>Pt-1= Jumlah pengaduan kasus pertanahan di
tahun t-1

Realisasi fisik penyelesaian sengketa
pertanahan

Realisasi fisik Penanganan Perkara
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Tabel 28. Analisa Keberhasilan IKK dan Upaya yang telah dilakukan

No.

Analisa Keberhasilan IKK dan Upaya yang Telah Dilakukan

IKK

IKK 1. Indeks
Akuntabilitas
Kinerja/Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(SAKIP)

IKK 2. Indeks Kinerja
Pelaksanaan Anggaran
(IKPA)

IKK 4. Indeks Maturitas
SPIP

IKK 5. Persentase
integritas pelayanan
publik di bidang
pertanahan dan ruang

IKK 6. Persentase Capaian
Kinerja Hasil Pengawasan

IKK 7. Persentase
Terpenuhinya Layanan
Perkantoran

IKK 8. Persentase
Pengelolaan Tindak Lanjut
Pengaduan Masyarakat

IKK 9. Persentase layanan
permohonan informasi
publik

IKK 10 Persentase
Pelaksanaan 4 (empat)
Metode Strategi
Komunikasi Publik

Capaian

%
100

113,64

100

113,64

113,64

100

100

100

100

Analisa
Keberhasilan
Nilai dipakai sesuai
target karena nilai
SAKIP tahun 2023
belum diterbitkan.

Optimalnya
Capaian Output
pada periode
Triwulan IV
sehingga nilai IKPA
menjadi maksimal.

Nilai pusat karena
dikantah tidak
menerapkan
penilaian SPIP

Seluruh satker yang
diusulkan
memenuhi syarat
untuk WBK/WBBM

Optimalnya realisasi
Jumlah Laporan
Keuangan Unit
Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran
(LK UAKPA) sesuai
Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP)
dibandingkan
jumlah satker

Optimalnya
komunikasi dengan
pihak terkait
sehingga target
dapat tercapai
Pengaduan ditindak
lanjuti secara cepat
dan solutif

Optimalnya
komunikasi dengan
pihak terkait
sehingga target
dapat tercapai.

Nilai capaian sama
dengan target
dikarenakan eviden
komponen penilaian
Rstrakom pada
Tahun 2023 belum
diinventarisasi
sehingga tidak
dapat dihitung.

Upaya yang telah dilakukan

Telah memenubhi seluruh dokumen SAKIP yang
dipersyaratkan agar mendapatkan nilai yang optimal

Melakukan pemantauan secara berkala terutama untuk
Capaian Output yang memiliki proporsi nilai terbesar

Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng tidak melakukan
penilaia terhadap IKK tersebut dan hanya dilakukan pada
tingkat pusat.

Melakukan pemenuhan terhadap dokumen yang
dipersyaratkan dalam pengajukan WBK/WBBM dan
senantiasa meningkatkan kinerja pelayanan pertanahan
kepada masyarakat

Melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintah, menindaklanjuti
temuan BPK dan Inspektorat Jendral, mematuhi ketentuan
dalam menyusun Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara dan senantiasa menindaklanjuti setiap pengaduan
yang masuk ke Inspektorat Jendral.

Melakukan monitoring secara berkala sehingga target dapat
tercapai

Melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat
secara cepat dan solutif.

Memberikan informasi sesuai permintaan dan
kepentingannya dengan catatan data tersebut memang
diperuntukan untuk konsumsi publik

Membuat konten secara rutin.
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No.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

IKK

IKK 11. Cakupan Luas
Bidang Tanah Terpetakan
Tervalidasi

IKK 12. Jumlah Lisensi
PPAT

IKK 15. Jumlah Bidang
Tanah dan Ruang yang
Terdaftar

IKK 16. Jumlah Data dan
Informasi Spasial yang
Berbasis Wilayah Dalam
Rangka Menunjang
Penyelenggaraan Reforma
Agraria

IKK 17. Jumlah Bidang
Tanah Yang Diredistribusi

IKK 18. Jumlah Kepala
Keluarga Penerima Akses
Reforma Agraria

IKK 19. Realisasi Luas
Tanah yang Disediakan
Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum dan
Kepentingan Lainnya

IKK 20. Peningkatan
Cakupan Informasi Nilai
Tanah dan Ekonomi
Pertanahan

IKK 21. Persentase Peta
Nilai Tanah yang
dimanfaatkan

IKK 22. Rasio Peningkatan

Produktivitas P4T Hasil
Hak Atas Tanah/Dasar
Penguasaan Atas Tanah,
Alih Fungsi Lahan,
Wilayah Pesisir, Pulau-
Pulau Kecil, Perbatasan
dan Wilayah Tertentu

Capaian
%
102

133,33

115,04

106,26

100

100

100

129,87

100

100

Analisa
Keberhasilan
Optimalnya realisasi

Layanan
Pengukuran Bidang
Tanah kurang dari
10 Ha.

Kegiatan
dilaksanakan secara
efektif dan efisien
serta sesuai dengan
perencanaan
sehingga target
dapat tercapai.
Sudah optimalnya
permohonan
pelayanan pertama
kali dri masyarakat

Tidak ada RO utama
sebagai pendukung
realisasi IKK

Tidak ada RO utama
sebagai pendukung
realisasi IKK

Kegiatan
dilaksanakan secara
efektif dan efisien
serta sesuai dengan
perencanaan
sehingga target
dapat tercapai.

Tidak ada RO utama
sebagai pendukung
realisasi IKK

Kegiatan
dilaksanakan secara
efektif dan efisien
serta sesuai dengan
perencanaan
sehingga target
dapat tercapai.
Jumlah Satuan Kerja
yang memanfaatkan
Peta Nilai
Tanah/Total Satuan
Kerja *100% =
1/1*100% =100%
(satuan kerja hanya
Kantor Pertanahan
Kabupaten
Buleleng)

Kegiatan dilakukan
secara efektif dan
efisien sesuai
dengan perencanaan
yang telah disusun
sehingga target
dapat tercapai.

Upaya yang telah dilakukan

Memberikan sosialisasi kepada mayarakat terutama terkait
PBT PTSL dan PBT K4

Memberikan penjelasan baik kepada Notaris, Kuasa serta
Pemohon langsung bahwa terdapat kegiatan Pelantikan
PPAT Tahun 2023 sehingga kegiatan dapat terealisasi

Melakukan sosialisasi ke desa - desa tentang kegiatan PTSL
serta membuka Penetapan Lokasi PTSL untuk seluruh Desa
di Kabupaten Buleleng dengan tujuan target dapat tercapai

Tidak ada upaya yang dilakukan dikarenakan Pada Tahun
2023 hanya ada RO Pendukung

Tidak ada upaya yang dilakukan dikarenakan Pada Tahun
2023 hanya ada RO Pendukung

Berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait (PLN, Dinas
Perindustrian dan UMKM untuk kelancaran proses Akses
Reforma Agraria)

Tidak ada upaya yang dilakukan dikarenakan Pada Tahun
2023 hanya ada RO Pendukung

Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan

Melakukan pembaharuan Peta Zona Nilai Tanah secara
akurat sehingga dapat memberikan manfaat bagi pengguna

Melaksanakan pengendalian secara tertib sehingga rasio
peningkatan produktivitas PAT Hasil Hak Atas
Tanah/Dasar Penguasaan atas Tanah, Alih Fungsi Lahan,
Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah
Tertentu dapat meningkat
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No. IKK Capaian Analisa Upaya yang telah dilakukan
% Keberhasilan
20 IKK 23. Rasio 100 | Tidak ada RO utama | Tidak ada upaya yang dilakukan dikarenakan Pada Tahun
Pengurangan Tuna lahan sebagai pendukung = 2023 hanya ada RO Pendukung
Hasil Penertiban realisasi IKK, yang
Penguasaan, pemilikan, ada pada Tahun
Penggunaan dan 2023
Pemanfaatan Tanah
21 IKK 24. Jumlah 100 = Tidak ada RO utama @ Tidak ada upaya yang dilakukan dikarenakan Pada Tahun
Penyelesaian Kejahatan sebagai pendukung 2023 hanya ada RO Pendukung
Pertanahan Secara Holistik realisasi IKK
Antar Instansi/ Lembaga
22 IKK 25. Penurunan 1818 | Pelaksanaan Memberikan pembinaan pencegahan sengketa, perkara,
Pengaduan Masyarakat kegiatan yang dan konflik pertanahan
atas Permasalahan, efektif dan efisien
Sengketa, Konflik dan dalam
Perkara Pertanahan menyelesaikan
pengaduan
masyarakat
23 IKK 26. Jumlah 100 Adanya koordinasi Melakukan penelaahan terkait kasus sengketa pertanahan
Penyelesaian Sengketa yang baik dengan secara mendalam sehingga kasus dapat segera terselesaikan
Pertanahan bagian terkait agar
memperhatikan
target fisik yang
telah ditetapkan
24 IKK27.Jumlah 100 = Optimalnya Melakukan penelaahan terkait kasus perkara pertanahan
Penyelesaian Penanganan koordinasi dengan secara mendalam sehingga kasus dapat segera terselesaikan
Perkara Pertanahan bagian terkait
untuk
memperhatikan
target fisik yang
telah ditetapkan
25 IKK 28. Persentase 100 = Optimalnya Melakukan penelaahan terkait kasus perkara pertanahan

Kesesuaian Program
Pembangunan Sektor

koordinasi dengan
bagian terkait

dengan Rencana Tata untuk

Ruang Nasional dan memperhatikan

Daerah target fisik yang
telah ditetapkan

secara mendalam sehingga kasus dapat segera terselesaikan

Analisa Kegagalan IKK dan Upaya yang Telah Dilakukan

Tabel 29. Analisa Kegagalan IKK dan Upaya yang telah dilakukan

No IKK Capaian Analisa Kegagalan Upaya yang telah dilakukan
%
1 IKK 3. Indeks Profesionalitas 67,96 CPNS Tahun Anggaran 2023 Telah dilakukan pengisian data pada aplikasi

Aparatur Sipil Negara dan PNS yang baru diangkat
pada Tahun Anggaran 2023
belum dapat mengisi data pada
aplikasi MySAPK. Hal tersebut
berakibat pada kosongnya nilai
pada seluruh CPNS Tahun
Anggaran 2023 dan PNS yang
baru diangkat pada Tahun
Anggaran 2023, sedangkan
pembagi nilai keseluruhan
untuk mendaptkan nilai rata -
ratanya, CPNS Tahun Anggaran
2023 dan PNS yang baru
diangkat pada Tahun Anggaran

MyASPK namun data tidak dapat tersimpan
dan aplikasi eror.
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No

2

Analisa Kegagalan

2023 ikut serta sehingga nilainya

Belum optimalnya permohonan
pelayanan untuk BidangTanah
Instansi Pemerintah, BUMN dan
BUMD yang ditetapkan dari
masyarakat sehingga target

IKK Capaian
%

menjadi rendah.
IKK 13. Jumlah Bidang 97
Tanah Instansi Pemerintah,
BUMN dan BUMD yang
ditetapkan

tidak dapat tercapai
IKK 14. Jumlah Bidang 42,80

Tanah Perorangan dan
Badan Hukum

Belum optimalnya permohonan
pelayanan untuk Bidang Tanah
Perorangan dan Badan Hukum
yang ditetapkan dari
masyarakat sehingga target
tidak dapat tercapai

Upaya yang telah dilakukan

Memberikan penjelasan baik kepada Notaris,
Kuasa serta Pemohon langsung bahwa
terdapat kegiatan Penetapan Hak Atas Tanah
Perorangan dan Badan Hukum Tahun 2023
sehingga apabila diajukan dapat segera
dilaksanakan

Memberikan penjelasan baik kepada Notaris,
Kuasa serta Pemohon langsung bahwa
terdapat kegiatan Penetapan Hak Atas Tanah
Perorangan dan Badan Hukum Tahun 2023
sehingga apabila diajukan dapat segera
dilaksanakan

3. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Kegiatan

Tabel 30. Efektivitas pelaksanaan Kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan

No.

Sasaran
Kegiatan

Terlaksananya
Dukungan
Manajemen dan
Tugas Teknis
Lainnya di
Daerah

IKK

Indeks Akuntabilitas Kinerja/Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)

Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPA)

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil
Negara

Indeks Maturitas SPIP

Persentase integritas pelayanan publik
di bidang pertanahan dan ruang

Persentase Capaian Kinerja Hasil
Pengawasan

Persentase Terpenuhinya Layanan
Perkantoran

%

100

113,64

67,96

100

113,64

113,64

100

Efektivitas Capaian IKK terhadap Sasaran
Kegiatan

Dengan tercapainya target IKK Indeks
Akuntabilitas Kinerja/Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) , maka Dukungan
Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah
telah terlaksana dengan baik

Dengan tercapainya target IKK Indeks Kinerja
Pelaksanaan Anggaran (IKPA) , maka Dukungan
Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah
telah terlaksana dengan baik

IKK Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara
belum optimal sehingga belum dapat memenuhi
sasaran kegiatan Terlaksananya Dukungan
Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah
secara optimal

Dengan tercapainya target IKK Indeks Maturitas
SPIP , maka Dukungan Manajemen dan Tugas
Teknis Lainnya di Daerah telah terlaksana dengan
baik

Dengan tercapainya target IKK Persentase
integritas pelayanan publik di bidang pertanahan
dan ruang , maka Dukungan Manajemen dan
Tugas Teknis Lainnya di Daerah telah terlaksana
dengan baik

Dengan tercapainya target IKK Persentase Capaian
Kinerja Hasil Pengawasan, maka Dukungan
Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah
telah terlaksana dengan baik

Dengan tercapainya target IKK Persentase
Terpenuhinya Layanan Perkantoran maka
Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya
di Daerah telah terlaksana dengan baik
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No.

Sasaran
Kegiatan

Tersedianya
Informasi Bidang
Tanah dan Ruang

Terwujudnya
Pengaturan dan
Pendaftaran
Tanah Komunal
dan
Penatausahaan
Tanah Ulayat
serta
Terwujudnya
Kerja Sama
Kelembagaan
yang Terintegrasi
Terwujudnya
Pengaturan dan
Penetapan Hak
Atas Tanah
Ruang Atas dan
Ruang

Terwujudnya
Pengaturan dan
Penetapan Hak
Atas Tanah
Ruang Atas dan
Ruang Bawah
Untuk Badan
Hukum dan
Perorangan
Terlaksananya
Pendaftaran
Tanah dan
Pendaftaran
Ruang Bawah
Tanah dan Ruang
Atas Tanah yang
Berkepastian
Hukum dan
Berbasis
Elektronik
Terwujudnya
Penggunaan dan
Pemanfaatan
Tanah Yang
Optimal dan
Berkelanjutan

Laporan Kinerja Tahun 2023 - Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

IKK

Persentase Pengelolaan Tindak Lanjut
Pengaduan Masyarakat

Persentase layanan permohonan
informasi publik

Persentase Pelaksanaan 4 (empat)
Metode Strategi Komunikasi Publik

Cakupan Luas Bidang Tanah Terpetakan
Tervalidasi

Jumlah Lisensi PPAT

Jumlah Bidang Tanah Instansi
Pemerintah, BUMN dan BUMD yang
ditetapkan

Jumlah Bidang Tanah Perorangan dan
Badan Hukum

Jumlah Bidang Tanah dan Ruang yang
Terdaftar

Jumlah Data dan Informasi Spasial yang
Berbasis Wilayah Dalam Rangka
Menunjang Penyelenggaraan Reforma
Agraria

%

100

100

100

102

133,33

97

42,80

115,04

106,26

Efektivitas Capaian IKK terhadap Sasaran
Kegiatan

Dengan tercapainya target IKK Persentase
Pengelolaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
maka Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis
Lainnya di Daerah telah terlaksana dengan baik
Dengan tercapainya target IKK Persentase layanan
permohonan informasi publik maka Dukungan
Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah
telah terlaksana dengan baik

Dengan tercapainya target IKK Persentase
Pelaksanaan 4 (empat) Metode Strategi
Komunikasi Publik maka Dukungan Manajemen
dan Tugas Teknis Lainnya di Daerah telah
terlaksana dengan baik

Dengan tercapainya target IKK Cakupan Luas
Bidang Tanah Terpetakan Tervalidasi maka
menambabh tersediaya Informasi Bidang tanah dan
Ruang

IKK Jumlah Lisensi PPAT sudah mencapai target
dengan adanya permohonan pelantikan PPAT dari
masyarakat yang menyebabkan sudah
Terwujudnya Pengaturan dan Pendaftaran Tanah
Komunal dan Penatausahaan Tanah Ulayat serta
Terwujudnya Kerja Sama Kelembagaan yang
Terintegrasi secara optimal

IKK Jumlah Bidang Tanah Instansi
Pemerintah, BUMN dan BUMD yang
ditetapkan Belum optimalnya permohonan
pelayanan untuk BidangTanah Instansi
Pemerintah, BUMN dan BUMD yang
ditetapkan dari masyarakat sehingga target
tidak dapat tercapai

IKK Jumlah Bidang Tanah Badan Hukum dan
Perorangan yang Ditetapkan belum mencapai
target yan diakibatkan masih rendahnya
permohonan dari masyarakat sehingga
menyebabkan belum Terwujudnya Pengaturan
dan Penetapan Hak Atas Tanah Ruang Atas dan
Ruang Bawah Untuk Badan Hukum dan
Perorangan secara optimal

IKK Jumlah Bidang Tanah dan Ruang yang
Terdaftar sudah mencapai target Pendaftaran
Tanah dan Pendaftaran Ruang Bawah Tanah dan
Ruang Atas Tanah yang Berkepastian Hukum dan
Berbasis Elektronik secara optimal

IKK Jumlah Data dan Informasi Spasial yang
Berbasis Wilayah Dalam Rangka Menunjang
Penyelenggaraan Reforma Agraria sudah dapat
terealisasi. Terwujudnya Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah Yang Optimal dan
Berkelanjutan.
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No.

10

11

12

13

14

15

Sasaran
Kegiatan

Terdistribusinya
Tanah Objek
Reforma Agraria

Terwujudnya
Pemberian Akses
Reforma Agraria

Terwujudnya
Ketersediaan
Tanah Bagi
Pembangunan

Tersedianya
Informasi Nilai
Tanah, Ekonomi
Pertanahan dan
Lisensi Penilai
Pertanahan

Terwujudnya
Bidang-bidang
Tanah yang
Tertata pada
Lokasi
Konsolidasi
Tanah dan
Peningkatan Nilai
Tanah pada
Lokasi
Konsolidasi
Tanah dan
Pengembangan
Pertanahan

Terkendalinya
Hak Atas
Tanah/Dasar
Penguasaan Atas
Tanah, Alih
Fungsi Lahan,
Wilayah Pesisir,
Pulau-Pulau
Kecil, Perbatasan
dan Wilayah
Tertentu

Laporan Kinerja Tahun 2023 - Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

IKK %

Jumlah Bidang Tanah Yang Diredistribusi 100
Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses 100
Reforma Agraria

Realisasi Luas Tanah yang Disediakan 100
Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum dan Kepentingan Lainnya

Peningkatan Cakupan Informasi Nilai 129,87
Tanah dan Ekonomi Pertanahan

Persentase Peta Nilai Tanah yang 100
dimanfaatkan

Peningkatan Nilai Tanah Pada Lokasi 0
Konsolidasi Tanah dan Pengembangan

Pertanahan

Tingkat Keikutsertaan Jumlah Peserta 0
Konsolidasi Tanah

Persentase Luas Sumbangan Tanah 0
Konsolidasi Tanah Dalam Penyediaan

Tanah Untuk Pembangunan

Rasio Peningkatan Produktifitas P4T 100

Hasil Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan
Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah
Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan
dan Wilayah Tertentu

Efektivitas Capaian IKK terhadap Sasaran
Kegiatan

IKK Jumlah Bidang Tanah Yang Diredistribusi
sudah dapat terealisasi. Terdistribusinya Tanah
Objek Reforma Agraria secara optimal

Dengan tercapainya target IKK Jumlah Kepala
Keluarga Penerima Akses Reforma Agraria maka
dapat mewujudkan Pemberian Akses Reforma
Agraria

IKK Realisasi Luas Tanah yang Disediakan Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan
Kepentingan Lainnya sudah dapat terealisasi maka
dapat mewujudkan Ketersediaan Tanah Bagi
Pembangunan

Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan

Dengan tercapainya target IKK Persentase Peta
Nilai Tanah yang dimanfaatkan maka dapat
mewujudkan Tersedianya Informasi Nilai Tanah,
Ekonomi Pertanahan dan Lisensi Penilai
Pertanahan

IKK Peningkatan Nilai Tanah Pada Lokasi
Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan
belum dapat terealisasi dikarenakan belum
adanya RO utama sebagai penunjang
terealisasinya IKK tersebut dan dengan belum
terealisasinya IKK tersebut maka belum dapat
mewujudkan Bidang-bidang Tanah yang Tertata
pada Lokasi Konsolidasi Tanah dan Peningkatan
Nilai Tanah pada Lokasi Konsolidasi Tanah dan
Pengembangan Pertanahan secara optimal

IKK Tingkat Keikutsertaan Jumlah Peserta
Konsolidasi Tanah belum dapat terealisasi
dikarenakan tidak ada RO utama sebagai
penunjang realisasi IKK tersebut dan dengan tidak
terealisasikannya IKK tersebut maka belum dapat
mewujudkan Bidang-bidang Tanah yang Tertata
pada Lokasi Konsolidasi Tanah dan Peningkatan
Nilai Tanah pada Lokasi Konsolidasi Tanah dan
Pengembangan Pertanahan secara optimal

IKK Persentase Luas Sumbangan Tanah
Konsolidasi Tanah Dalam Penyediaan Tanah Untuk
Pembangunan belum dapat terwujud yang
disebabkan tidak adanya RO Utama sebagai
penunjang realisasi IKK tersebut dan dengan tidak
terwujudnya IKK tersebut maka belum dapat
mewujudkan Bidang-bidang Tanah yang Tertata
pada Lokasi Konsolidasi Tanah dan Peningkatan
Nilai Tanah pada Lokasi Konsolidasi Tanah dan
Pengembangan Pertanahan secara optimal
Dengan tercapainya target IKK Rasio Peningkatan
Produktifitas P4T Hasil Hak Atas Tanah/Dasar
Penguasaan Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan,
Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan
Wilayah Tertentu, maka dapat mewujudkan
Terkendalinya Hak Atas Tanah/Dasar Penguasaan
Atas Tanah, Alih Fungsi Lahan, Wilayah Pesisir,
Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah
Tertentu secara optimal
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No.

16

17

18

19

Sasaran
Kegiatan

Terselesaikannya
Konflik dan
Kejahatan
Pertanahan
Secara Holistik
Antar Instansi
Terciptanya
Pemahaman
yang Sama
Dalam
Masyarakat
Mengenai
Pertanahan dan
Ruang
Terselesaikannya
Sengketa
Pertanahan

Terselesaikannya
Penanganan
Perkara
Pertanahan

IKK

Jumlah Penyelesaian Kejahatan
Pertanahan Secara Holistik Antar
Instansi/ Lembaga

Penurunan Pengaduan Masyarakat atas
Permasalahan, Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan

Jumlah Penyelesaian Sengketa
Pertanahan

Jumlah Penyelesaian Penanganan
Perkara Pertanahan

%

1818

100

100

Efektivitas Capaian IKK terhadap Sasaran
Kegiatan

Dengan tercapainya target IKK Penurunan
Pengaduan Masyarakat atas Permasalahan,
Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, maka
dapat mewujudkan Terselesaikannya Konflik dan
Kejahatan Pertanahan Secara Holistik Antar
Instansi  secara optimal serta Terciptanya
Pemahaman vyang Sama Dalam Masyarakat
Mengenai Pertanahan dan Ruang.

Dengan tercapainya target IKK Jumlah
Penyelesaian Sengketa Pertanahan maka dapat
mewujudkan Terselesaikannya Sengketa

Pertanahan secara optimal

Dengan tercapainya IKK Jumlah Penyelesaian
Penanganan Perkara Pertanahan maka dapat
mewujudkan  Terselesaikannya Penanganan
Perkara secara optimal.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2023

Dalam melaksanakan evalusasi kinerja Tahun 2023, diperlukan perbandingan

antara realisasi kinerja Tahun 2022 dengan realisasi kinerja Tahun 2023. Rincian

perbandingan kinerja tersebut disajikan pada tabel berikut :

Tabel 31. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan 2023

Indikator
Output
Kegiatan

SHAT PTSL

ASN 1.956

Kategori 5

Data GTRA
Kabupaten
/Kota

Akses
Reforma
Agraria
Kategori V

100

2022

Target Realisasi %

Bidang 750 Bidang  38,34%

Satu‘an 1 Satu‘an 100%
Kerja Kerja
KK 100 KK 100%

Target

5.250 Bidang

Satuan
1 .
Kerja
200 KK

Pening
katan/
2023 (Penur Keterangan
unan)
%

Realisasi %

Terdapat
Penurunan
5.166 Bidang 98% 59,66%  sebesar 59,66 %
dari capaian
Tahun 2023

Sat Capaian Tahun
1 UM 100% 0% 2023 dan2023
Kerja
sama

Capaian Tahun
200 KK 100% 0% 2023 dan 2023
sama
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Indikator
No Output
Kegiatan

Laporan
Hasil

4  Sidang
Perkara
Pertanahan

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%

Target

1 Perkara

2022

1

Realisasi

Perkara

%

100%

Target

1 Perkara

2023

Realisasi

1 Perkara

Pening
katan/
(Penur
unan)

%

%

100% 0%

Keterangan

Capaian Tahun
2023 dan 2023
sama

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan
2023

m2022 m2023

98%

100%

100%

100%

100% 100%

SHAT PTSL ASN Kategori 5

Data GTRA Kabupaten/Kota

Gambar 10. Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan 2023

5. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 - 2023 dengan Target Renstra

Akses Reforma Agraria Kategori

Lanoran Hasil Sidaneg F

Rencana Strategis merupakan rencana dengan jangka waktu 5 tahun (2020-

2024).

Dalam menganalisa kinerja terhadap target 5 tahunan, diperlukan

perbandingan akumulatif untuk dapat mengukur capaian terhadap target 5

tahunan. Capaian realisasi Tahun 2020 - 2023 terhadap Target Rencana Strategis
2020-2024 disajikan pada tabel berikut :
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Tabel 32. Perbandingan Capaian 2020-2023 dengan target Renstra

No Indikator Output Kegiatan Target ;)e;lstra sd Realisasi 2020-2023 Ca}z/auan
1 SHAT PTSL ASN Kategori 5 39.757 Bidang 5272 Bidang 13%
2 Data GTRA Kabupaten/Kota 5 iaetr‘;gn 4  Satuan Kerja 80%
3 Akses Reforma Agraria Kategori V 4570 KK 1200 KK 26%
4 Surat Pemberltahuan Keputusan 7 Perkara 4 Perkara 57%

Penyelesaian Sengketa Pertanahan
5 Laporan Hasil Sidang Perkara 13 Perkara 4 Perkara 31%

Pertanahan

Capaian Realisasi sampai dengan 2023 masih rendah untuk Kegiatan PBT K4
PTSL ASN Kategori 5, Akses Reforma Agraria Kategori V, dan Laporan Hasil Sidan
Perkara Pertanahan dikarenakan target yang diberikan kepada Kantor Pertanahan

merupakan target yang ditentukan oleh Pusat pada setiap tahunnya.

Perbandingan Capaian Kinerja TH 2020-2023 dengan Renstra

45.000

39.757
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000 5.272 4.570
2000 e 5 4 P 7 4 13 4
PBT K4 PTSL ASN Data GTRA Akses Reforma Surat Laporan Hasil Sidang
Kategori 5 Kabupaten/Kota  Agraria KategoriV ~ Pemberitahuan Perkara Pertanahan
Keputusan
Penyelesaian
Sengketa
Pertanahan

B Target Renstra 2020-2024 M Realisasi 2020-2024

Gambar 11. Perbandingan capaian kinerja 2020-2023 terhadap target renstra

6. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 terhadap Capaian Provinsi

STANDAR CAPAIAN

REALISASI 2023 PERBANDINGAN
NO URAIAN KEGIATAN PROVINSI BALI
% FISIK % FISIK FISIK
Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang o
1 dari 10 Ha (Kantah) 100,87% 114,66 0,88
2 Rekomendasi Hasil Pembinaan/Monev/Supervisi 100% 100 1

H . >
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Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan

3 100 100 1
pengawasan PPAT Daerah %
4 Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah 42,80% 103,45 0,41
Perorangan dan Badan Hukum
5 Layanan Pendaftaran Pertama Kali 156,86% 182,34 0,86
6 Layanan Informasi SKPT 119,69% 124,16 0,96
7 Layanan Pengecekan SHAT 117,02% 121,26 0,96
8 Layanan Pemecahan SHAT 119,80% 116,95 1,02
9 Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan 118,87% 119,42 0,99
10 Layanan Sumpah Sertipikat Hilang 110% 129,5 0,85
11  Layanan Pemantauan dan Evaluasi 100% 100 1
12 SHAT PTSL ASN Kategori 5 38,34% 61,7 0,62
13 Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan 106,36% 138,39 0,77
14  Data GTRA Kabupaten/Kota 100% 100 1
15  Akses Reforma Agraria Kategori V 100% 100 1
16 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 100% 100 1
17  Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah (Bidang) 100% 100 1
18 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 100% 100 1
19 Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan 100% 100 1
perkara pertanahan
Berita Acara Rencana Aksi Pembinaan
20 Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara 100% 100 1
Pertanahan
21  Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan 100% 100 1
RATA - RATA 101% 110% 92%

Tabel 33. Perbandingan capaian knerja tahun 2023 terhadap capaian provinsi

Secara rata - rata, Capaian Kinerja fisik Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
kurang dari Standar Capaian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Bali yang ditandai dengan perbandingan realisasi fisik yang kurang dari 1 (< 1).
Untuk Capaian Kinerja Anggaran, Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng masih
berada dibawah Standar Capaian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Provinsi Bali dengan perbandingan realisasi anggaran dibawah 1 (<1).

7. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 Terhadap Capaian Nasional
Capaian Nasional merupakan capaian kinerja seluruh satuan kerja Kantor

Pertanahan se- Indonesia. Perbandingan capaian kinerja Kantor Pertanahan

-y OO &
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Kabupaten Buleleng dengan Capaian kinerja nasional penting dilakukan untuk
mengukur kinerja yang telah dihasilkan secara nasional. Perbandingan capaian

kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dengan Capaian Nasional tersaji

pada tabel berikut :
. . Capaian Realisasi Capaian Nasional .
No Indikator Output Kegiatan Tahun 2023 Tahun 2023 Capaian
1 SHAT PTSL ASN Kategori 5 38,34 % 90,88 % 0,42
2 Data GTRA Kabupaten/Kota 100 % 100 % 1
3 ékses Reforma Agraria Kategori 100 % 9965 % 1
RATA - RATA 79,45 % 96,84 % 0,82

Tabel 34. Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 terhadap capaian nasional

Perbandingan Capaian Kinerja Th 2023 dengan Capaian
Nasional

120,00

100,00 99,65

100,00 90,88
80,00
60,00
40,00
20,00 I
0,00 p——

Data GTRA Kabupaten/Kota Alkses Reforma Agrania Kategor v

N Capaian 2023 ™ Capaian Nasional

Gambar 12. Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 terhadap capaian nasional

Secara rata - rata Capaian Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dibawah
Standar Capaian Nasional yang ditandai dengan rata - rata capaian kurang dari 1 (<

1).

H . >
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8. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dalam mengukur kinerja satuan kerja , selain diukur dari persentase realisasi
anggaran dan realisasi fisik namun juga diukur dari efisiensi penggunaan anggaran
dalam menghasilkan output. Berikut terlampir analisa efisiensi penggunaan

anggaran Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2023.

Realisasi/Capaian Tingkat Efisiensi
A terhad
No. Program/Kegiatan ngaran terhadap
A Input % % Output Output yang
nggaran nput % 6 Outpu dihasilkan
Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas
1 Kurang dari 10 Ha (Kantah) 1.080.803.724 99,55% 100,87% 1,01
2 Layanan Legalisasi Gambar Ukur 36.000 30,00% 30,00% 1,00
Rekomendasi Hasil
3 Pembinaan/Monev/Supervisi 6.080.000 99,95% 100,00% 1,00
4 PBT Redistribusi Tanah Kategori 5 5.384.381 99,97% 100,00% 1,00
5 PBT Non Sistematis Kategori 5 795.000 100,00% 100,00% 1,00
6 PBT PTSL Desa Lengkap Jawa Bali 318.491.901 99,65% 107,16% 1,08
7 Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah 4.240.000 100,00% 133,33% 1,33
Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan
8 pengawasan PPAT Daerah 18.568.000 100,00% 100,00% 1,00
Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah
9 Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD 26.575.400 90,57% 97,00% 1,07
Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah
10 Perorangan dan Badan Hukum 60.987.375 91,35% 42,80% 0,47
11 Layanan Pendaftaran Pertama Kali 4.758.900 99,98% 156,86% 1,57
12 Layanan Informasi SKPT 7.799.000 99,99% 119,69% 1,20
13 Layanan Pengecekan SHAT 191.999.600 100,00% 117,02% 1,17
14 Layanan Pemecahan SHAT 143.999.300 100,00% 119,80% 1,20
15 Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan 229.604.850 99,98% 118,87% 1,19
16 Layanan Sumpah Sertipikat Hilang 2.879.245 99,97% 110,00% 1,10
17 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 6.091.500 99,96% 100,00% 1,00
18 SHAT PTSL ASN Kategori 5 132.529.599 53,77% 38,34% 0,71
19 SHAT Non Sistematis Kategori 5 679.383 99,91% 100,00% 1,00
20 SHAT Redistribusi Tanah 881.120 99,90% 100,00% 1,00
21 Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan 332.696.350 99,95% 106,26% 1,06
22 Data GTRA Kabupaten/Kota 303.494.925 100,00% 100,00% 1,00

-y OO &
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Tabel 35. Analisa Efisiensi Penggunaan Anggaran

SK Redistribusi Tanah Kategori V

Penataan Kelembagaan Penerima Akses
Reforma Agraria (Akses RA Tahun ke 2)

Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses
Pemasaran (Akses RA Tahun ke 3)

Akses Reforma Agraria Kategori V

Layanan Pemantauan dan Evaluasi
Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah

Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah (Bidang)
Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Data Pengawasan dan Pengendalian Hak
Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah,
dan Hak Pengelolaan

Data Indikasi Pelanggaran P4T

Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik

dan perkara pertanahan

Berita Acara Rencana Aksi Pembinaan
Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan

Surat Keputusan Penyelesaian Sengketa
Pertanahan

Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan
Persetujuan/Rekomendasi KKPR
Layanan BMN

Layanan Hubungan Masyarakat

Layanan Umum

Layanan Data dan Informasi

Layanan Bantuan Hukum

Layanan Perkantoran

Layanan Sarana Internal

Layanan Manajemen SDM

Layanan Perencanaan dan Penganggaran
Layanan Pemantauan dan Evaluasi
Layanan Manajemen Keuangan

Layanan Reformasi Kinerja

RATA - RATA

Laporan Kinerja Tahun 2023 - Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

10.242.497

41.076.400

48.592.000

36.290.000

4.550.000

9.674.000

31.730.000

3.550.500

6.398.800

55.699.800

4.080.000

23.164.300

13.131.000

41.535.100

1.200.000

600.000

62.997.620

22.544.000

64.380.000

6.259.500

7.978.273.859

194.000.000

9.598.400

9.890.100

3.500.000

24.112.900

70.087.400

99,13%

100,00%

99,98%

99,97%

99,98%

99,96%

100,00%

99,99%

99,98%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

99,99%

100,00%

100,00%

100,00%

99,98%

100,00%

99,96%

100,00%

100,00%

99,98%

99,90%

100,00%

99,98%

100,00%

98,90%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

91,62%

100,00%

100,08%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
100,00%
100,00%

99,90%
100,00%
100,00%

99,96%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%

111,94%

1,01

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,92

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

1,00

1,13



1. Efisiensi Penggunaan Anggaran pada sasaran/kegiatan pada Kantor
Output

Pertanahan Kabupaten Buleleng menggunakan rumus Efisiensi = p—
2. Asumsi yang digunakan yaitu :
- Jika Efisiensi = 1, maka penggunaan anggaran untuk program/kegiatan
adalah efisien.
- Jika Efisiensi >1, maka penggunaan anggaran untuk program/kegiatan
adalah sangat efisien.
- Jika Efisiensi<l, maka penggunaan anggaran untuk program/kegiatan

adalah tidak efektif.

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas, didapatkan rata - rata tingkat efisiensi >1 dengan
nilai 1,13 yang berarti keluaran (output) dari program/kegiatan dapat dilaksanakan secara
efisien.
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B. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran Tahun 2023
Jumlah anggaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 11.785,750.000 dengan realisasi
sebesar Rp. 11.656.533.729 atau 98,90 %.

Pagu, Realisasi, Sisa Anggaran

1,1

Gambar 13. Realisasi Anggaran Tahun 2023
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Tabel 36. Rincian realisasi angaran tahun 2023

Laporan Kinerja Tahun 2023 - Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

URAIAN KEGIATAN

6413. Pengukuran dan Pemetaan
Kadastral

Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas
Kurang dari 10 Ha (Kantah)

Layanan Legalisasi Gambar Ukur
Rekomendasi Hasil
Pembinaan/Monev/Supervisi

PBT Redistribusi Tanah Kategori 5
PBT Non Sistematis Kategori 5

PBT PTSL Desa Lengkap Jawa Bali
6414. Pengaturan Tanah Komunal ,
Hubungan Kelembagaan dan PPAT

Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah
Layanan Rekomendasi hasil pembinaan
dan pengawasan PPAT Daerah

6415. Penetapan Hak Tanah dan Ruang

Surat Keputusan Penetapan Hak Atas
Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan
BUMD

Surat Keputusan Penetapan Hak Atas
Tanah Perorangan dan Badan Hukum

6416. Pendaftaran Tanah dan Ruang
Layanan Pendaftaran Pertama Kali
Layanan Informasi SKPT

Layanan Pengecekan SHAT

Layanan Pemecahan SHAT
Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan

Rincian realisasi anggaran tahun 2023 disajikan pada tabel berikut :

Fisik

10.979

8.400

10

63

2.500

350

100

250

44.202

350

650

16.000

6.000

RM

319.625.000

319.625.000

18.568.000

18.568.000

254.112.000

TARGET
Keuangan
PNBP
1.098.104.000
1.085.720.000
120.000
6.083.000

5.386.000

795.000

4.240.000

4.240.000

96.100.000

29.341.000
66.759.000
581.084.000
4.760.000
7.800.000
192.000.000

144.000.000

Jumlah

1.417.729.000

1.085.720.000

120.000

6.083.000

5.386.000

795.000

319.625.000

22.808.000

4.240.000

18.568.000

96.100.000

29.341.000

66.759.000

835.196.000

4.760.000

7.800.000

192.000.000

144.000.000

Fisik

11.224

8.473

63

2.679

204

97

107

50.849

549

778

18.723

7.188

%

102,23%

100,87%

30,00%

100,00%

100,00%

100,00%

107,16%

125,00%

133,33%

100,00%

58,29%

97,00%

42,80%

115,04%

156,86%

119,69%

117,02%

119,80%
118,87%

REALISASI

RM

318.491.901

318.491.901

18.568.000

18.568.000

140.181.602

Keuangan
PNBP

1.093.099.105
1.080.803.724
36.000
6.080.000
5.384.381

795.000

4.240.000

4.240.000

87.562.775

26.575.400
60.987.375
581.040.895
4.758.900
7.799.000
191.999.600

143.999.300

Jumlah

1.411.591.006

1.080.803.724

36.000

6.080.000

5.384.381

795.000

318.491.901

22.808.000

4.240.000

18.568.000

87.562.775

26.575.400

60.987.375

721.222.497

4.758.900

7.799.000

191.999.600

143.999.300

%
99,57%
99,55%
30,00%
99,95%
99,97%
100,00%
99,65%
100,00%
100,00%
100,00%

91,12%

90,57%
91,35%
86,35%
99,98%
99,99%
100,00%

100,00%
99,98%
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Layanan Sumpah Sertipikat Hilang
Layanan Pemantauan dan Evaluasi
SHAT PTSL ASN Kategori 5

SHAT Non Sistematis Kategori 5

SHAT Redistribusi Tanah
6417. Penyelenggaraan Penatagunaan
Tanah

Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan
6418. Pengaturan Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah

Data GTRA Kabupaten/Kota

SK Redistribusi Tanah Kategori V

6419. Penanganan Akses Reforma
Agraria (Acces Reform)

Penataan Kelembagaan Penerima Akses
Reforma Agraria (Akses RA Tahun ke 2)
Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses
Pemasaran (Akses RA Tahun ke 3)

Akses Reforma Agraria Kategori V
6420. Pengadaan Tanah dan
Pencadangan Tanah

Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah
6421. Penilaian Tanah dan Ekonomi
Pertanahan

Pembaruan Peta Zona Nilai Tanah
(Bidang)

Layanan Pemantauan dan Evaluasi
6423. Pengendalian dan Pemantauan
Pertanahan

19.137

40

1.956

63

975

975

64

63

102

301

300

6.094.000

246.456.000

680.000

882.000

10.332.000

10.332.000

125.978.000

41.078.000

48.600.000

36.300.000

4.551.000

4.551.000

229.644.000

2.880.000

332.876.000

332.876.000

303.498.000

303.498.000

9.678.000

9.678.000

35.281.000

31.730.000

3.551.000

6.400.000

229.644.000

2.880.000

6.094.000

246.456.000

680.000

882.000

332.876.000

332.876.000

313.830.000

303.498.000

10.332.000

125.978.000

41.078.000

48.600.000

36.300.000

14.229.000

4.551.000

9.678.000

35.281.000

31.730.000

3.551.000

6.400.000

22.748

44,00

750

63

1.036

1.036

64

63

102

301

300

110,00%
100,00%

38,34%
100,00%
100,00%
106,26%

106,26%

200,00%

100,00%

100,00%

300,00%

100,00%

100,00%

100,00%

200,00%

100,00%

100,00%

191,62%

100,00%

91,62%

100,00%

6.091.500

132.529.599

679.383

881.120

10.242.497

10.242.497

125.958.400

41.076.400

48.592.000

36.290.000

4.550.000

4.550.000

229.604.850

2.879.245

332.696.350

332.696.350

303.494.925

303.494.925

9.674.000

9.674.000

35.280.500

31.730.000

3.550.500

6.398.800

229.604.850

2.879.245

6.091.500

132.529.599

679.383

881.120

332.696.350

332.696.350

313.737.422

303.494.925

10.242.497

125.958.400

41.076.400

48.592.000

36.290.000

14.224.000

4.550.000

9.674.000

35.280.500

31.730.000

3.550.500

6.398.800

99,97%
99,96%
53,77%
99,91%
99,90%
99,95%

99,95%

99,97%
100,00%
99,13%
99,98%
100,00%
99,98%
99,97%
99,96%
99,98%
99,96%
100,00%
100,00%
99,99%

99,98%
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Data Pengawasan dan Pengendalian Hak
Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas
Tanah, dan Hak Pengelolaan

6422. Penyelenggaraan Konsolidasi
Tanah dan Pengembangan Pertanahan

Data Indikasi Pelanggaran P4T
6425. Pencegahan dan Penanganan
Konflik Pertanahan

Rekomendasi Pencegahan sengketa,
konflik dan perkara pertanahan

Berita Acara Rencana Aksi Pembinaan
Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara
Pertanahan

6426. Penanganan Sengketa Pertanahan

Surat Keputusan Penyelesaian Sengketa
Pertanahan

6427. Penanganan Perkara Pertanahan
Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan
6908. Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang
Persetujuan/Rekomendasi KKPR

5527. Penyelenggaraan Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya di Daerah

Layanan BMN

Layanan Hubungan Masyarakat
Layanan Umum

Layanan Data dan Informasi

Layanan Bantuan Hukum

Layanan Perkantoran

Layanan Sarana Internal

Layanan Manajemen SDM

10

10

41

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

30,00

1,00

13.131.000

13.131.000

41.540.000

41.540.000

7.958.955.000

600.000

26.900.000

22.548.000

1.189.000

7.865.201.000

5.000.000

6.400.000

55.700.000

55.700.000

27.245.000

4.080.000

23.165.000

1.200.000

1.200.000

487.552.000

36.100.000

64.380.000

5.073.000

113.309.000

194.000.000

4.600.000

6.400.000

55.700.000

55.700.000

27.245.000

4.080.000

23.165.000

13.131.000

13.131.000

41.540.000

41.540.000

1.200.000

1.200.000

8.446.507.000

600.000

63.000.000

22.548.000

64.380.000

6.262.000

7.978.510.000

194.000.000

9.600.000
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1199,86%
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100,00%

13.131.000

13.131.000

41.535.100

41.535.100

7.958.725.309

600.000

26.899.100

22.544.000

1.188.000

7.864.991.209

5.000.000

6.398.800

55.699.800

55.699.800

27.244.300

4.080.000

23.164.300

1.200.000

1.200.000

487.518.470

36.098.520

64.380.000

5.071.500

113.282.650

194.000.000

4.598.400

6.398.800

55.699.800

55.699.800

27.244.300

4.080.000

23.164.300

13.131.000

13.131.000

41.535.100

41.535.100

1.200.000

1.200.000

8.446.243.779

600.000

62.997.620

22.544.000

64.380.000

6.259.500

7.978.273.859

194.000.000
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100,00%
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Layanan Perencanaan dan Penganggaran 1,00 9.900.000 -
Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1,00 3.500.000 -
Layanan Manajemen Keuangan 1,00 24.117.000 -
Layanan Reformasi Kinerja 1,00 - 70.090.000
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9.900.000

3.500.000

24.117.000

70.090.000
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9.890.100

3.500.000
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99,98%
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2. Perbandingan Capaian DIPA Tahun 2022 dengan 2023
Perbandingan realisasi DIPA baik fisik maupun anggaran merupakan salah
satu sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien sehingga
dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Berikut merupakan
tabel perbandingan capaian DIPA Tahun 2022 dan 2023.

No Tahun Target DIPA (Rp.) Realisasi DIPA (Rp.) Capaian Realisasi %
1 2022 11.256.116.000 10.850.747.742 96,40%
2 2023 11.785.750.000 11.656.533.729 98,90%

Tabel 37. Perbandingan capaian DIPA tahun 2022 dan 2023

12.000.000.000

11.800.000.000

11.600.000.000
11.400.000.000
11.200.000.000
11.000.000.000
10.800.000.000
10.600.000.000
10.400.000.000
10.200.000.000

W Anggaran M Realisasi
2023

Gambar 14. Perbandingan capaian DIPA 2023 dengan 2023

3. Perbandingan Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2022
dengan 2023
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, selain menggunakan dana Rupiah
Murni (RM), Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng juga menggunakan dana yang
bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) . Berikut merupakan tabel
perbandingan Capaian PNBP Tahun 2023 dan 2023.

Tahun Target PNBP (Rp) Realisasi PNBP (Rp.) Capaian Realisasi %
2022 9.260.000.000 13.305.060.107 143,68 %
2023 12.741.256.000 16.286.029.157 127,82%

Tabel 38. Perbandingan capaian PNBP 2022 dengan 2023

H B N <3
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Pada Tahun 2022 capaian Realisasi PNBP sebesar 143,68%. Capaian Realisasi
PNBP Tahun 2023 sebesar 127,82 % menggambarkan bahwa target telah tercapai.

4. Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka /Tunggakan.
Inventarisasi Pendapatan Diterima Dimuka/Tunggakan pada Tahun 2022
dan 2023 disajikan pada tabel berikut :

No. Tahun Pendapatan Diterima Dimuka/Tunggakan
1 2022 757.981.700
2 2023 645.153.372

tabel 39. Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 dan 2023

Inventarisasi Pendapatan Diterima Dimuka/Tunggakan
Tahun 2022 dan 2023

780.000.000
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580.000.000

Tunggakan

2022 m2023

Gambar 15. Inventarisasi Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022 dan 2023
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C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. Kontribusi Produk Pertanahan pada Pendapatan Pemerintah
Pada Tahun 2023 kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng tidak hanya
tergambar dari realisasi fisik yang dicapai namun juga dulihat dari data kontribusi
produk pertanahan terhadap pendapatan pemerintah setempat yang terdiri dari Bea
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPH),
dan Hak Tanggungan (HT) yang disajikan pada tabel berikut :

No  Satker BPHTB HT PPH
1 Kantor Pertanahan Kabupaten
Buleleng 4.551.453.036 2.353.046.882.020  32.775.360.282

Tabel 40. Kontribusi Produk Pertanahan pada Pendapatan Pemerintah Tahun 2023

Sumber : aplikasi.atrbpn.go.id

2. Percepatan Pelayanan Pertanahan
Pelayanan pertanahan kepada masyarakat pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Buleleng dilaksanakan dengan kegiatan rutin/biasa dan dengan
program percepatan pelayanan. Program percepatan pelayanan pertanahan terdiri
dari PELATARAN (Pelayanan Tanah Akhir Pekan), PERWATIH (Pelayanan Waris
Tiga Hari Jadi), SEROJA (Sehari Roya Jadi).

3. Digitalisasi

Dalam melaksanakan pelayanan pertanahan dan untuk mengurangi sengketa
pertanahan, dilakukan kegiatan digitalisasi Surat Ukur dan Buku Tanah yang mana
terlebih dahulu diwakinkan antara Buku Tanah dengan Surat Ukur kemudian
dilakukan proses scanning dan hasilnya disimpan didalam satu database.
Digitalisasi ini sangat penting dilakukan untuk mengantisipasi hal hal yang tidak
diinginkan serta memudahkan pencarian data apabila ada permintaan data
dikemudian hari.

'y OO 4=
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4. Kegiatan Teknis Lainnya

Kegiatan Focus Group Discussion tentang Buku Tanah Elektronik yang
diadakan pada tanggal 5-7 Mei 2023 di Hotel Courtyard by Marriot Nusa Dua, Bali.
Kegiatan FGD ini diadakan oleh Pusat Data dan Informasi Pertanahan,
Tata Ruang, dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dalam upaya sosialisasi alih
media buku tanah dan sertipikat fisik menjadi berbasis elektronik merujuk pada
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional nomor 1
tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.

> . o3
BerakHLAK £5%5 =

B aoEAN

/Iﬁﬁy&wﬂ' Frofesional ﬁﬁ&maﬂ
Focus Group Discussion (FGD)
Buku Tanah Elektronik

Gambar 16. Kegiatan FGD Buku Tanah Elektronik

Jumat, 19 Mei 2023, Seksi Penataan dan Pemberdayaan telah melaksanakan
kegiatan Kunjungan Lapangan dan Studi Banding dalam Peningkatan
Pengembangan Rencana Usaha, yang
dipimpin langsung oleh Kepala Seksi
Pertanahan dan Pemberdayaan Kantor
Pertanahan Kabupaten Buleleng bersama
Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Lebah
Madu Desa Sumberklampok. Acara
dilaksanakan di UD Niaga Sari Setia Hati,
Desa Yeh Sumbul, Kabupaten Jembrana.

D) e o
BerAKHLAK %55 g

Kunjungan Lapangan dan Studi
Banding dalam Peningkatan

- ;engembangan Rencana Usaha 9
1N
'\‘l i, @kantahkabbuleleng kantahkabbuleleng

Gambar 17. Kunjungan Lapangan dan Studi Banding
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Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan sertipikat tanah langsung di Kabupaten
Bangli, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Klungkung

)

Gambar 18. Penyerahan Sertipikat

Percepatan sertipikasi dan penyelesaian masalah tanah transmigrasi terus
digodok skema dan arah kebijakannya oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama
Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
(Kemendesa PDTT). Hal ini juga
menjadi salah satu bahasan dalam
Webinar Gugus Tugas Reforma

§ ATR/BPN BerakHLAK % 7‘1%-

Agraria (GTRA) Summit
2023 #RoadtoKarimun seri ke-6 yang
mengusung tema "Kolaborasi

Tuntaskan  Permasalahan Tanah

Transmigrasi", yang diadakan pada
Kamis (06/07/2023).

P

[

Arah Kebijakan Pemerintah dalam Percepatan Sertipikasi

dan Penyelesaian Masalah Tanah Transmigrasi

Kementorian ATREPN  ({

Gambar 19. Penyelesaian masalah tanah transmigrasi
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Kamis, 23 November 2023, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor
Pertanahan Kabupaten Buleleng menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat
Badan Akuntibilisasi Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP
DPD RI) dengan agenda Membahas pengaduan warga Dusun Pengkukan RT 01
Desa Celukan Bawang yang menyampaikan penilakan terkait pembangunan Gardu
Sutet PLN dan PLTU, keg1atan ini berlangsung di Kantor DPD RI Provinsi Bali

O

N -M._-._\_

RAPAT DENGAR PENDAPAT
BAP DPN RI

000 @kantahkabbuleleng ///_

Gambar 20. Menghadiri undangan Rapat

Jumat, 29 Desember 2023, telah
dilaksanakan  sidang Pemeriksaan
Setempat dengan obyek terletak di Desa 38
Sumberkima, Kecamatan  Gerokgak, [
Kabupaten Buleleng. Adapun PS dihadiri
oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Singaraja, pihak Penggugat, Tergugat,
dan Tim Kuasa Hukum Kantor
Pertanahan Kabupaten Buleleng.

SIDANG PEMERIKSAAN
SETEMPAT

®°ﬁ@kantahkabbule|eng /f

Gambar 21. Sidang Pemeriksaan Setempat
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BAB 4. PENUTUP

A. Kesimpulan
B. Strategi Perbaikan Kinerja Tahun 2023
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A. KESIMPULAN

Dari uraian Laporan Kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun

2023, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.

Capaian Kinerja Fisik secara keseluruhan adalah 114,94 % dengan
Capaian Realisasi Keuangan sebesar 98,90%.

Hambatan, Kendala, dan Masalah dalam pelaksanaan kegiatan Kantor
Pertanahan Kabupaten Buleleng Tahun 2023 telah berhasil
diidentifikasi, diatasi dan diupayakan solusi penyelesaiannya.

Hasil Laporan Kinerja ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi bagi
Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan dan

mempertahankan kinerja dimasa mendatang.

B. STRATEGI PERBAIKAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka perbaikan kinerja pada Tahun 2023, Kantor Pertanahan Kabupaten

Buleleng menyiapkan strategi sebagai berikut :

1.

Menyusun Rencana Aksi Pencairan Anggaran di awal Tahun untuk
dapat dilaksanakan pada Tahun 2023 dalam rangka mencapai nilai
IKPA yang maksimal.

Menyusun strategi pelaksanaan pengguna E-Office dan TTE agar dapat
mencapai 100%.

Menetapkan e-Goverment melalui pelaporan elektronik, digitalisasi, peta,
warkah dan data kantor lainnya

Meningkatkan kualitas SDM melaui diklat sesuai dengan tupoksi
masing - masing pegawai agar dapat melaksanakan pelayanan
pertanahan secara optimal

Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat dalam
hal percepatan Pelayanan Pertanahan, Pendaftaran Tanah dan
Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

terhadap masyarakat golongan ekonomi lemah.
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Demikian Laporan Kinerja (Lkj) Tahun 2023 Kantor Pertanahan Kabupaten
Buleleng disampaikan untuk dapat diperiksa dan sekaligus mendapatkan petunjuk
lebih lanjut untuk dipedomani dalam pelaksanaan pelayanan pertanahan di Kantor

Pertanahan Kabupaten Buleleng pada masa mendatang.

"oN R \S/Apriawan, S.T.AS.H., M.Kn
" NIP. 197804102002121005

9 ______ 4

Laporan Kinerja Tahun 2023 - Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng



LAMPIRAN

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H
1.

J.

K.
L.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Awal-Revisi)
Rencana Strategis/Road Map

Kepmen IKU Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024
Realisasi SKMPP

Realisasi OMSPAN

Dashboard PTSL

Nilai SPIP Nasional

. Nilai DJASN

Nilai IKPA

Standar Capaian Provinsi

Standar Capaian Nasional

Penghargaan yang diperoleh Tahun 2023
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Lampiran 1. Perjanjian Kinerja 2023

. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
’ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
A PROVINSI BALI

».]FII.EI'I Dewi Sartika Selatan Mo, 24 Sinparaja Teip.(0362) 24501 Fax.(0362) 24507 Emai: atrbpnbulelengiigmail com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektil, transparan dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng,
kami yang bertanda tangan di bawah ind :

Nama :  Agus Apriawan, 3.T., 5.H., M.Kn,
Jabatan ¢ Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

Selanjutnya discbut  PIHAK PERTAMA

Nama I, Andry Novijandri
Jabhatan : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Buali

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut  FIHAK KEDUA

FIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kincrja yvang scharusnya
seaual lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yvang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan
dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melalukan supervisi yvang diperfukan serta akan melakukan

evaluagi terhadap capalan kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlulean dalam rangka pemberian penghangaan dan sanksi.

Singaraja, 30 Desember 2022

PIHAK KEEDUA, PIHAK PERTAMA,
Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Fit. Kepala Kantor Pertanahan
Provinsi Hali, Kabupaten Buleleng,

Ir. Andry Novijand
NIP. 196411021990031004
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

HANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG

| Indikator Hinerja Heglatan/
No.|  Sasaran Keglatan | i Target
1. | Kegiatan Penyelenggaraan | |, | Indeks Akuntabilitas B3 Indeles
| Dukungan Manajemern | Kinerja [SAKIF)
dan Pelaksanaan Tugas |3 | Indeks Kinerja 88 Indeks
Teknis Lamnya di Daerah | Pelaksanaan Anggaran
| (TEFA)
| [ 3. | Indeks Profesionalitas 81 Indeks
| Aparatur Sipil Negara
| 4. | Indeka Matoritas SPIP 2,681 Indeks
[ 1. [ Sasaran Kegiatan 5. | Persentase integritas T} %
| Terlaksananya | pelayanan publik di bidang
| Cruloangan | pertanahan dan ruang
| Manajemen dan 6. MEHL;;‘CH‘F;Q;‘_I_- . a8 % |
Tugas Teknis || Hinerja Hasil Pengawasan
Lainnya di Dasrah 7. | Persentuse Terpenuhinya 100 o
Layanan Perkantoran
B. | Persentase Pengelolaan 100 o
Tindak Lanjut Pengaduan
Masyaralat
9. | Peraentase Layanan 100 %
Permohonan Informasi
Publik
9. | Persentase Pelaksanaan 4 a0 o
jempat) Metode Strateg
Komumnikasi Publik
Rincian Chufpul ;
| [a. LayananBMN | 1 Layanan
b. Layanan Hubungan 1 Layanan
Masyarakat
. Hymun Umun‘i 1 [.a_'fan.un
d. Layanan Data dan 1  Layanan
Informasi
e, Layanan Bantuan 1 Layanan
Hukum
f. Layanan Perkantoran 1 Layanan
g Layanan Sarana an Unit
Internal
h. Lavanan Manajemen 1 Orang
5DM
i. Layanan Perencanasn 1 Dokumen
dan Penganggaran
j. Layanan Pemantauan 1 Dolkumen
dan Evahaasi
I, Layanan Manajemen 1 Dokumen
l Keuangan
1. Lawanan Reformasi 1 Dolkumen
Kinerja
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Ho. | Sasaran Keglatan

Indikator Hinerja Hegiatan /

Rincian Cutput Tumet
2 | Kegiatan Pengukuran i Calupan Luas Bidang 6,32 | %-’;:
dan Pemetann Kadastra | Tanah Terpetakan
| Tervalidas
|. | Sasaran Kegiatan | Rincisn Cuipt ; !
Tersedianya | . Layansn Fengukuran | &.400 Bidang
Informasi Bidang Bidang Tanah Luas
Tanah dan Ruang Kurang dari 10 Ha
|{Kantah)|
. Layanan 40 " Bidang
E Pengembalian Batns
| Bidang Tanah Luas
! Kurang dari 10 Ha
. | {(Kentah)
| | ¢. Layanan Legalizasi 20 Bidang
|  Gambar Ukur
i . Rekomendasi Hasil 1 Lapomn
| | Pembinasn Monev |
| /Supervisi |
| . PBT Rediatribue: 63 Bidang
Tanah Kategori 5
f. PBT Non Siastematis 5 Bidang
Hategori 5
3. | Kegiatan Pengaturan 1. | Lisenai PPAT 10 Orang
Tanah Komunal,
Hubungam Kelembagaan
dan PPAT
L | Sasaran Kegiatan Rimcian Okl : .
| Terwujudnya a. Sertifileani i’e_'in-'l'.mt 10 U;&:ﬁg’
| Pengaturan demn Pembunt Akta Tanah
Pendaltaran Tanah [ b. Rekomendasi hasil 1 Laporan
Eomunal dan pembinaan dan
Penatausahaan pengawasan PPAT
Tanah Ulayat serta Daerah
Terwujudnya Kerja
Sama Kelembagaan
vang Terintegrasi
4, | Kegiatan Penetapan Hak | 1. | Jumlah Bidang Tanah 330 Lembaga
Tansh dan Rusng Inetanei Pemerintah,
BUMN, dan BUMD yang
I‘| Ditetapkan
2. | Jumlaly Bidang Tanah 160 Dokumen |
! Badan Hukum dan I
| Perorangan vang
| Ditetapkan
. | Sasaran Kegiatan | Rincian Output ;
lrmufudnfﬂ:l g, Surat Keputusan = 3ag Lembaga
[N Fenetapan Hak Atas
[ ¥cnl:tapan Hak Atas Tnn.'l.h?:nfnﬂn'i
| Tanak 'H1:|.1.nE: Atnn 0
| dan Ruang Bawah Pemerintah, BUMN
untuk [nstansi dan BUMD
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[ Indikator Kinerja Regintan/ |

Na. Basaran Keglatan Rincian Output Target
Pemerintah, BUMN |
dan BUMD. |
11, | Sasaran Kegiatan | b. Surat Keputusan 160  Dokumen
Terwujudnysa Penetapan Hak Atas
Pengaturan dan Tansh Perorangan
Penetapan Hak Atas e Baden Dl |
Tanah Ruang Atas |
dan Ruang Bawah |
| Untuk Badan |
i Hukum dan |
| B
| |Perorangan .
5. | Kegatan Pendaftaran 1. | Jumlah Layanan Bidang TR Bidang
| Tanah dan Ruang Tanah dan Ruang vang
Terdaftar
I. | Sasaran Regiatan Rincian Cutpu -
Terlaksananys | [ a. Laynnan Pendaftaran | 210 Layanan
Pendaftaran Tanah Pertarma Kali
dan Pendaftaran r
Wmus ok Thauadi b. :;y:Tnan Informasi 350 Layanan
dan Ruang Ataa 3 i e
Tanah yang . Layanan Pengecekan | 15,000 Layanan
Berkepastian SHAT : .
| Hulum dan | 4. Layanan Pemecahan | 2.000 Layanan
Berbasis Elektronik SHAT
= Layanan 19.137 Layanamn
Pemeliharaan Data
Pertanahan
. Layanan Sumpah a5 Lavanan
Sertipikat Hilang
g Layanan D 1 Dioloumen
l Pemantauan dan
Ewaluaai
h. SHAT Non Sistematis | ~ 5 Bidang
Kategor 5
i SHAT Redistribusi | 63 Bidang
1 | Tanah |
| 6, | Kegintan 1. | Jumlah Data dan Data
| Penyelenggaraan Informaei Spagial yang
Penatagunann Tanah Berbasis Wilayah Dalam
| Rangka Menunjang
Penyelenggaraan
Reforma Agraria
Rinecian Output : B i .
g Loyvanon Pertimbangan | 355 Layanan

Terwujudnya
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Yang Optimal dan

|
|

[ 1. | Sasaran Kegiatan
‘ Berkelanjutan

Teknis Pertanahan
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11.

Produktivitae P4T Hasil

Indikator Kinerja Kegintan |
Nao. . Samaran Hegiatan n Output Target
7. | Kegiatan Pengaturan 1. | Jumlah Bidang Tanah 63 Hidang
]P‘:np_r,l.m:aan_. ]I-'EmlJ:lk:Ln.: | Yang Diredistribusi
¥ itkazan can E ] .
Pr.n}ar-lan fantan Tanah SUIERES LS
[. | Basaran Kegiatan s Data GTRA 1 Satkeg |
Terdistribusinya Kabupaten / Kota |
Tanak Oljek: b. SK Redistribusi 63 Bidang
Reforma Agraria Tanah Kategori V |
8, | Kegintan Penanganan 1. | Jumiah Kepala Kehaarga 100 KK l
| Akses Reforma Agraria Penerima Akses Reforma
[Access Reform) Agraria
Rincian Thufpuit :
| I. | Basaran Kegiatan a  Penatann | 1 T Kelompok
Trnmju_.dnjm Kelembagaan | Masyarakat
| Pemberian Akses Penerima Akszes
| Reforma Agraria Reforma Agraria
! [Akses RA Tahun ke
2)
| b. Pengembangan 1 Helompok
Usaha dan Fasilitasd Masyamlcat
Akser Pemasaran
[Akaes RA Tahun ke
| 3)
i e, Akses Reforma ET KK
Agraria Kategori V
9. | Kegintan Pengadaan 1. | Realisasi Luas Tanah - Hektar
Tanah dan Pencadangan vang Disediakan Bag
Tanah Pembangunan Untuk
Kepentmgan Umum dan
Kepentmgan Lainnyn
Rincian Cutput :
I. | Sasaran Kegilatan [ l.-a‘rﬂ.na.-n 1 Dokumen
Teraujudnya Pemantauan dan
Ketersediaan Tanah Evaluasi
Bagi Pembangunan b. Data Lokasi Indikatit | 1 Diata
Pengadaan Tanah
10. "K-.;:é',iata.u Penilaian Tanah | 1. | Peningkatan Cakupan i o
dan Ekonomi Pertanshan Informaei Nilas Tanah
dan Ekonomi Pertanahan |
2. | Persentase Peta Nilai 100 %
Tanah yang
dimanfaatkan
Rincian CWIpLL ; B
1. | Sasaran ]‘Il:g':n;:;n ] n. Pembaminn Pets 300 Bidang
Tersedianya Zona Nilai Tanah
;nfuﬁnﬂnj ] b. Layanen Pemantauan 1 Daloumen
'Pi-qr'.tnnrnhan d‘.:lnmnl S Ky
Lisensi Penilai |
Pertanahan N (S
1. | Rasio Peninglkatan 1 Rasio
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Indikator Kinerja Kegiatan/
No. Sasaran Heglatan Rincian Output Target
Kegiatan Pengendalian Hak Atas Tanah/ Dasar
dan Pemantauan Penpuasaan Atas Tanah,
Extunisaion Alih Fungsi Lahan,
Wilayah Pesisir, Pulau-
Pulau Kecil, Perbatnsan
dan Wilayah Tertentu
| Rincian Cafpiit :
| | 1. | Sasaran Kegiatan | 8. Data Pengawasan ~ 32 Proguk |
| Terkendalinys Hak | dan Pengendalian l
| Atas Tanah/Dasar | Hak Atas Tanah,
nguasm?"‘"‘ Atas {, Dasar Penguasaan
Tanah, Alih Fungsi Ates Tanah dan Hak
Lahan, Wilayah :
Pesisir, Pulau-Pulau e
Kecil, Perbatasan
dan Wilayah
Terteniu o
12. | Kegiatan Penertiban 1. | Rasio Pengurangan Tuna | 1 Rasie
Penguazaan, Pemilikan, Lahan Hasil Penertiban
Penggunaan dan Penguasaan, Pernilikan,
Pemnanfaatan Tanah Penggunaan dan |
| Pemanfastan Tanah |
= ) Rincian Chiprdl =
1. | Sasaran Kegiatan | | ¢ a. Data Indikasi 10 Produk
Tersjudnya Tertib Pelanggaran P4T
Penguazsaan,
Pemilikan,
Penggrumaam dan
pemanfaatan Tanah o
13. | Kegiatan Pencegahan 1. " Penurunan Pengaduan 1 %
dan Penanganan Konflik | Masyarakat atas
Pertanahan | Permasalahan, Sengleta,
Konflik dan Perkara
Pertanahan
Rincian Ouiput : |
I. | Sasaran Kegintan | a. Rekomendnsi 1 Rekomendasi |
Tereclesaikannya | Pencegnhan Echijalkan |
| Konflik dan [ sengletn, konflik dan |
Kejmhatan porkara pertanahan
Pertanahan Secara
Holistik Antar
[nstanai | .
. | Sasaran Kegiatan | b. Rerita Acara Rencana | 1 Kegiatan |
Terciptanya Akl Pembinasn
Femahaman yang | Pencegahan
Samn deinm Sengketa, Kondlik
| ﬁ:ﬂﬂ:‘:m dan Perkara
Pertanahan dan Pertanahan
Ruang | |
14, | Kegatan Penanganan 1. | Jumlah Penyelesaian I Kagus |
Sengketa Pertanahan | Sengketa Pertanahan
Rincian Crefpuat - fon
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Ha. Sasaran Keglatan

Indikator Kinerja Kegiatan |

; Rincian Oufpuf Targat |
| 1. | Sasaran Kegiatan i [ & BSurat Kepumsan 1 Perkeara !
Terselesaikannva | Penyelesaian |
Sengketa | Sengketa Pertanahan [
Pertanahan el
15, | Kogatan Penanganan 1. | Jumlah Penyeclemsamn 1 Kasus
Perkara Pertanahan Penanganan Perkara
Pertanahan
Rincian Cufput :
1. .ﬁ:mnmn.r{ép_inmn ; B | ﬁ rﬂE‘.lr;'.ll:-‘.'l-ﬂ H1;-.|1“-.-1-:‘]'|';.E ' 1 Perkara
Tereelesailtannya Perkara Pertanahan
Penanganan Perkara
| Pertanahan | l
16. F{r.g:intitn Sinkronisasi 1. | Persentnse Kesesusinn | %
Pemanfaatan Ruang | Program Pembangun:an !
| Sektor dengan Rencana |
| Tata Ruang Nasional dan
| Daerah
Rincian Cutput
I. | Saspran Kegiatan a. Persetujuan/ 15 Layanarn

Terorujudnya
pemantaatan mang
yang efektf dem
elisien

Rekomendnsi KKPR
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Kegiatan

1

=~ & o o W

ii
12

13
13
14
15
16

Laporan Kinerja Tahun 2023 - Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

Penyelenggaraan Dukungan Manajemen di Daerah
dan Pelaksanaan Tugas Tcknis Lainnya di Daerah
Pengukuran dan Pemetaan Kadastral

Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan
Kelembagaan dan PPAT

Penetapan Hak Tanah dan Ruang

Fendattaran Tanah dan Ruang

Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah

Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah

Fenanganan Akscs Reforma Agraria (Access Reform)
Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah
Pendladan Tanah dan Ekonomi Pertanahan
Pengendalian dan Pemantavan Pertanahan
Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah

Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan
Penanganan Sengkela Pertanahan

Penanganan Perkara Pertanahan

Penanganan Perkara Pertanahan

Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang

Jumlah

Rp

Rp

Rp
Rp
Ep
Ep
Ep

Rp
Rp
Ep
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Ep

Anggaran
8.125.030_000,00

1.054.587.000,00

22.808.000,00
135.087.000,00
475.5316.000,00
173.425.000,00
313.830.000,00

129.000.000,00
14.229.000,00
J53.281.000,00
6.400.000,00
55.700.000,00

27.245,000,00
26.110.000,00
13.131.000,00
41.540.000,00
103.7T00.000,00
10,726.509.000,00

Singaraja, 30 Desember 2022

Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Bali,

NIP. 19641 102 1990031 004

Flt. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Buleleng, ®

Agus Apriawan, 5.T.]5.H., M.Kn.
NIP. 197204102002129005
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KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
PROVINSI BALI

:jélan Dewi Sartika Selatan Mo, 24 Singaraia Telp.[0362) 24501 Faux.(0362) 24501 Email: atrbpnbuleteng@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Revisi]
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng,
kami vang bertanda tangan di hawah ini ;

Nama :  Agus Apriawan, 5.T., 5.H., M.Kn.
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
. Selanjuinya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : Ir. Andry Novijandri
Jabatan ¢ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinai
Bali

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya discbut  PIHAK KEDUA

FIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yvang seharusnya
sesual lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan
dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melalukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

cvaluagi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 4 Agustus 2023

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Masional Kepala Kantor Pertanahan
Provinei Bali, Kabupa) uleleng, #
i
Agus Apriawan, 3.Tl, 5.H., M.Kn.

NIP. 197804 102002120005
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Kegiatan

1

=] o th & W

13
14
15
16

Anggaran

Penyelenggaraan Dukungan Manajemen di Daerah Rp B.125.030.000,00
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah

Penpukuran dan Pemetaan Kadastral
Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan

Kelembagaan dan PPAT

Penetapan Hak Tanah dan Ruang
Pendaftaran Tanah dan Ruang
Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah

Rp  1.054.587.000,00

Rp 22_808.000,00
Rp 135.087.000,00
Rp  547.516.000,00
Rp 389.775.000,00

Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Ep 313.830.000,00

Pemanfaalan Tanah

Penanganan Akscs Reforma Agraria (Access Reform) Rp 129.000.000,00

Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah Rp 14.229.000,00
Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Rp 35.281.000,00
Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Rp 6.400.000,00
Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan  Rp 55.700.000,00
Pemanfaatan Tanah

Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Rp 27.245.000,00
Penanganan Sengketa Pertanahan Rp 13.131.000,00
Penanganan Perkara Pertanahan Rp 41.540.000,00

Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang

Jumlah

Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Bali,

Ir. Andry Novijand
NIF. 19641102199003

Ep 103.700.000,00
Rp 11.014.859.000,00

Singaraja, 4 Agustus 2023
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Buleleng, g

Agus Apriawan, 5.T., B.H.] M.Kn.
NIP. 197804102002121005
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG

No. ! Sasaran Hegiatan

1. | Kegiatan =
Penyelenggaraan
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya di
Dacrah

.. Terlaksananya

Dukungan
Manajemen dan
Tugas Teknis
Lainnya di
Dacrah

Indikator Hinerja
Kegiatan/

= Rincian Cutput

Indeks Akuntabilitas
Kinerja (SAKIP)

a3

Indeks

Indeks Kinerja
Pelaksanaan Anggaran
(KP4

&5

Indeks

1. | Sasaran -K_-cgiata.n '

Indeks Profesionalitas
Aparatur Sipil Negara
Indeks Maturitas SPIP

81

2,681

Indeks

Indeks

Persentase integritas
pelayanan publik di
hidang pertanahan
dan ruang

Persentase Capaian
Kinerja Hasil
Pengawasan

a8

Persentase
Terpenuhinya Layanan
Perkantoran

100

Persentase
Pengelolaan Tindalk
Lanjut Pengaduan
Masyaralkat

100

Persentase Layanan
Permohonan Informasi
Publik

10.

Persentase
Pelaksanaan 4 (empat)
Metode Strategi
Komunikasi Publik

100

Rincian Cutpul ©

a. Layanan BMN

b, Layanan Hubungan
Masyarakat

c. Layanan Umum

d. Layanan Data dan
Informasi

e, Layanan Bantuan
Huloum

f. Layanan
Perkantoran
‘g, Layanan Sarana
Internal
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No.| Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja
Hegiatan/
Rincian Ouiput

Target

h. Layanan
Manajemen SDM

Orang

i. Layanan
Perencanaan dan
Penganggaran

Dekumen

j- Layanan
Pemantauan dan
Evaluasi

k. Layanan
Manajcmen
Keuangan

l. Layanan Reformasi
Kine I!'Jﬂ.

2. | Kegiatan Pengukuran
dan Pemetaan
Kadastra

Tersedianya
Informasi Bidang
Tanah dan
Ruang

I. [ Sasaran Kegiatan | Rinci

1. | Cakupan Luas Bidang
Tanah Terpetakan
Tervalidas

Drokumen

6,32

Dekumen

Dokumen

Pengukuran
Bidang Tanah Luas
Kurang dari 10 Ha
(Kantah]

b. Lsﬁ.;ﬁ.nan
Pengembalian
Batas Bidang
Tanah Luas
Kurang dari 10 Ha
(Kantah)

c. LH._}"HHE.I:I.TJ:ga]i:ﬂﬂSi
Gambar Ulaur

&.400

Bidang

40

Bidang

20

Bidang

d. Rekomendasi
Hasil
Pembinaan /Monev
/Supervisi

Laporan

e. PBT Redistribusi
Tanah Kategori 5

63

Bidang

| . PBT Non
| Sisternatis Kategor
5

Bidang

i 3. | Kegiatan Pengaturan
Tanah Komunal,
Hubungan
Kelembagaan dan
FPAT

1. | Lisensi PPAT

| 1. | Sasaran Kegiatan

Ri—::.Eian mt :

10

"Omﬁg

Laporan Kinerja Tahun 2023 - Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

84



Indikator Hinerja
No.| Sasaran Kegiatan Kegiatan/ Target
Rincian Output
Terwujudnya a. Sertifikasi Prjabat 10 Orang
Pengaturan dan Pembuat Akta
Pendaftaran Tanah
| Tanah Komunal b. Rekomendasi hasil 1 Laporan
I dan pembinaan dan
Penatausahaan pengawasan PPAT
| Tanah Ulayat Daerah
serta
; Tersujudnya
| Kerja Sama
| Kelembagaan
yang Terinteprasi
4. | Kegiatan Penetapan Jumlah Bidang Tanah 100 Lembaga
| Hak Tanah dan Instansi Pemerintah,
| Ruang BUMN, dan BUMD
yang Ditetapkan
Jumlah Bidang Tanah 396 Dokumen
Badan Hultum dan
Perorangan yang
Ditetapkan
1. | Sasaran Kegiatan | Rincian Cutput :
Terwujudnya a. Surat Keputusan 100 Lembaga
Pengaturan dan Penetapan Hak
Penctapen Hak Atas Tanah
Atas Tanah :
Ruang Atas dan Instansi
Ruang Bawah Pemerintah, BUMN
| untuk Instansi dan BUMD
[ Pemerintah,
| BUMN dan
| BUMD.
II. | Sasaran Kegiatan b. Surat Keputuzan 396 Dokumen
Terwujudnya Penetapan Hak
Pengaturan dan Atas Tanah
Penetapan Hak Perorangan dan
Atas Tanah Badan Hukum
Ruang Atas dan
Ruang Bawah
| Untuk Badan
| Hukum dan
Perorangan | |
5. | Kegiatan Pendaftaran | 1. | Jumlah Layanan | 378 Bidang

Tanah dan Ruang

| Bidang Tanah dan
| Ruang yang Terdaftar

L. | Sasaran Kegiatan

Rincian Output :
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Indikator Kinerja a
No. Sasaran Kegiatan Hegiatan f Target
| Rincian Output
Terlaksananya a. Layanan 310 Layanan
Pendaftaran Pendaftaran
Tanah dan Pertaina Kali
i Eﬁr;ilﬁgﬂ h b. Layanan Informasi | 350 Layanan
Tanah dan SKPT
Ruang Atas c. Layanan 15.000 Layanan
Tanah yang Pengecekan SHAT
Berkepastian d. Layanan 5.000 Layanan
Hulknm den Pemecahan SHAT
Berbasis = —
Elekiromilk e, Layanan 19.137 Layanan
Pemeliharaan Data
Pertanahan
. f. Layanan Sumpah 25 Layanan
Sertipikat Hilang
g Layanan 1 Dokumen
Pemantauan dan
~ Evaluasi
h. SHAT Non | s Bidang
Sisternatis Kategori
5
i. SHAT Redistribusi 63 Bidang
Tanah
6. | Kegiatan 1. | Jumlah Data dan - Data
Penyelenggaraan Informasi Spasial yang
Penatagunaan Tanah Berbasis Wilayah
! Dalam Ranghka
| Menunjang
' | Penyelenggaraan
. | Reforma ﬁgra.ria
Rincian Orfput .
I. | Sasaran Kegiatan @, Layanan 1.200 Layanan
Terwujudnya Pertimbangan
Penggunaan dan Teknis Pertanahan
Pemanfaatan
Tanah Yang
Optimal dan
| Berkelanjutan
7. | Kegiatan Penpaturan 1. | Jumlah Bidang Tanah 63 Bidang
;ef:ﬁuu;wﬂn, Yang Diredistribusi
it R
Penggunaan dan SO, Caian
Pemanfaatan Tanah
I. | Basaran Kegiatan a. Data GTRA 1 Satkeg
Terdistribusinya Kabupaten / Kota
Tanah Objel | b. SK Redistribusi 63 Bidang
Reforma. Agraria Tanah Kategori V
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Indikator :H.Tneﬂ- o

No. Basaran Kegiatan Kegiatan/ Target
_ Rincian Output
a. E Kegiatan Penanganan | 1. | Jumlah Kepala 1000 KK
| ﬁkﬂtﬂ_ Reforma Keluarga Penerima
| pfaria(Access | | Akses Reforma Agraria =
Rincian Output :

I. | Sasaran Kegiatan a. Penataan 1 Kelompok
Terwujudnya Kelembagaan Masyarakat
Pemberian Akses Penerima Akses
Reforma Agraria Reforma Agraria

(Akses RA Tahun
! ke 2)
b. Pengembangan 1 Kelompok
Usaha dan Masyarakat
| Fasilitasi Akses
| Pemasaran [Akscs
RA Tahun ke 3)
c. Akses Reforma 100 KK
Agraria Kategori V
9. | Keglatan Pengadaan 1. | Realisasi Luas Tanah - Helktar
| Tanah dan yvang Disediakan Bagi
Pencadangan Tanah Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum
dan Kepentingan
Lainnya
| Rincian Output
| L. | Sasaran Kegiatan a. Layanan 1 Dokuemen
| Terwujudnya Pemantauan dan
Ketersediaan Ewvaluasi
Tanah Bagi b. Data Lokasi 1 Data
Pembangunan Indilcatif
Pengadaan Tanah
10. | Kegiatan Penilaian 1. | Peningkatan Cakupan | 77 %
Tanah dan Ekonomi Informasi Nilai Tanah
Pertanahan dan Ekonomi
Pertanahan
2. | Persentase Peta Nilai 100 ug
Tanah yang
| dimanfaatkan
Rincian Cufpuf :
1. | Sasaran Kegiatan | a. Pembaruan Peta 300 Bidang
| Tersedianya |  Zona Milai Tanah
Informasi Nilai b. Lavanan 1 Dakumen
| Tanah, Ekonomi Pemantauan dan
| Linenai Penilal Evaluasi
| |Pertanahan
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Indikator Kinerja
No. | Sasaran HKegiatan Hegiatan/ Target
Rincian Output
11. | Kegiatan 1. | Rasio Peningkatan 1 Rasio
Pengendalian dan Produlktivitas P4T
. ety Hasil Hak Atas
- Tanah/Dasar
Penguasaan Atas
Lahan, Wilayah
Pesisir, Pulau-Pulau
Kecil, Perbatasan dan
Wilayah Tertentu
Rincian Ouiput :
I. | Sasaran Kegiatan a. Data Pengawasan 2 Produlk
. Terkendalinya dan Pengendalian
Hak Atas Hak Atas Tanah,
Tanah/Dasar Dasar Penguasaan
[ ,ﬁ:ﬂﬁ:ﬁ Atas Atas Tanah, dan
Fungsi Lahan, Hak Pengelolaan
Wilayah Pesisir,
Pulau-Pulau
Keril, Perbatasan
dan Wilayah
Tertentu |
12. | Kegiatan Penertiban L. | Rasio Pengurangan 1 Rasio
Penguasaan, | Tuna Lahan Hasil
Pl s | e
P-Erri‘a‘ituifuata.n Tanah ' Pﬁ“g_u_m'
Pemilikan,
| Pengrunaan dan
. [ Pemanfaatan Tanah
Rincian Output :
I. | S8asaran Kegiatan a. Data Indikasi 10 Produk
| Terwujudnya Pelanggaran P4T
[ Tertib
! Penguasaan,
| Pemilikan,
[ Penggunaan dan
pemanfaatan
Tanah
13. | Kegiatan Pencegahan | 1. | Penurunan Pengaduan 1 Yo
dan Penanganan Masyarakat atas
Konllik Pertanahan Permasalahan,
Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan
Rincian Output :
I. | Sasaran Kegiatan a. Rekomendasi 1 Rekomendasi
Terselesaikannya Pencegahan Kebijakan
Konflik dan
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Laporan Kinerja Tahun 2023 - Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

Indikator Kinerja
No.| Sasaran Kegiatan Hegiatan / Target
Rincian Output
Kejahatan sengketa, konflik
Pcrtanahm? : dan perkara
| [Soena
| 1. | sasaran Kegiatan b. Berita Acara 1 Kegiatan
| Terciptanya Rencana Alksi
| gtmﬂhd:nlmn yang Pembinaan
SN Pencegahan
Masyaraket Sengketa, Konflik
Mengenad
Pertanahan dan dan Perkara
| Ruang Pertanahan
14. | Kegiatan Penanganan | 1. | Jumlah Fenyelesaian 1 Kasus
| Bengketa Pertanahan Sengketa Pertanahan
Rincian Output :
l. | Sagaran Kegiatan a. Surat Keputusan F Perkara
Terselesaikannya Penyelesaian
Sengketa Senghketa
Pertanahan Pertanahan
15. | Kegiatan Penanganan | 1. | Jumlah Penyelesaian 1 Kasus
Perkara Pertanahan Penanganan Perkara
| | Pertanahan
Rincia:n Ouetpuit
| 1. | Sasaran Kegiatan a. Laporan Hasil 1 Perkara
| Terselesaikannya Sidang Perkara
Penanganan Pertanahan
[ Perkara
| Pertanahan
16. | Kegiatan Sinkronisasi | 1. | Persentase Kesesuaian - %
Pemanfaatan Ruang Program
Pembanguinan Sektor
dengan Rencana Tata
Ruang Nasional dan
Daerah
Rincian Output
| 1. | Sasaran Kegiatan | | a. Persetujuan/ 15 Layanan
Termrujudnyva Relomendasi
pemanfaatan KKPR
ruang yang
| efektif dan efisien
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KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

' BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Y\t ) KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
a2 PROVINSI BALI

o

L T

Jalan Dewi Sartika Selatan Mo, 24 Singarsja Telp.(0362) 24501 Fax(0362) 24501 Email: atriprbuleleng@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Revisi)
KANTOR FERTANAHAN KABUPATEN BULELENG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil di Kanter Pertanahan Kabupaten Buleleng,
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  Agus Apriawan, 3.T., 8.H., M.Kn.
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
. Nama : Ir. Andry Novijandri
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Bali

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut  PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan
dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

FIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 18 September 2023

FIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Pertanahan
Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng, H

Agus Apriawan, 5.TJ 5. H., M. Kn.
NIP. 197804 102002121005

a9 _____ 4
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Kegiatan

1

= o owm B W

10
11
12

13
14
15
16

Anggaran

Penyelenggaraan Dulkungan Manajemen di Daerah Rp  8.159.630.000,00
dan Pelaksanaan Tugas Telmis Lainnya di Daerah

Pengukuran dan Pemetaan Kadastral
Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan

Kelembagaan dan PPAT
Penetapan Hak Tanah dan Ruang
Pendaftaran Tanah dan Ruang

Penyelengparaan Penatagunaan Tanah

Rp  1.463.089.000,00

Ep 22.808.000,00
Ep 82.748.000,00
Rp 347.516.000,00
Ep 389.775.000,00

Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Rp 313.830.000,00

Pemanfaatan Tanah

Penanganan Akses Reforma Agraria (Access Reform)  Rp 129.000.000,00
Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah Rp 14.229.000,00
Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Rp 35.281.000,00
Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan Rp 6.400.000,00
Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggpunaan dan  Rp 53.700.000,00
Pemanfaatan Tanah

Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Rp 27.245.000,00
Penanganan Sengketa Pertanahan Rp 13.131.000,00
Penanganan Perkara Pertanahan Rp 41.540.000,00
Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Rp 1.200.000,00

Jumlah

Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Bali,
'| f

Ir. Andry Novij
NIP. 19641 1021990031004

Rp 11.303.122.000,00

Singaraja, 18 September 2023
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Buleleng, i

Agus Apriawan, S.T., S H., M.Kn.
NIP. 197804 102002121005
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No.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Revisi)

KANTOR PERTANAHAN KABUFATEN BULELENG

Basaran Hegiatan

Indikator Kinerja
Kegiatan/
Rincian Output

Target

Kegiatan
Penyelengparaan
Dukungan
Manajemien dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya di
Daerah

Indeks Akuntahilitas
Kinerja (SAKIP)

83

Indeks

Indeks Kinerja
Pelaksanaan Anggaran
(IKPA)

88

Indeks

Indeks Profesionalitas
Aparatur Sipil Negara

81

Indeks

Indelks Maturitas SPIP

2,681

Indeks

[. | Sasaran Kegiatan
Terlaksananya
Dulkungan
Manajemen dan
Tugas Teknis
Lainnya di
Daerah

Persentase integritas
pelayanan publik di
bidang pertanahan
dan ruang

Persentase Capalan
Kinerja Hasil
Pengawasan

a8

83

¥

Yo

Persentase

Perkantoran

Terpenuhinya Layanan |

100

Persentase
Pengelolaan Tindak
Lanjut Pengaduan
Masyarakat

100

Persentase Layanan
Permohonan Informasi
Publik

100

10.

Persentase

Metode Strategi
Komunikasi Publik

Pelaksanaan 4 (empat)

100

%

Rincian Cuiput :

a. Layanan BMN

b. Layvanan Hubungan
Masyaralkat

¢. Layanan Umum
d. Layanan Data dan
Informasi

‘e, Layanan Bantuan
Hukum

f. Layanan
Perkantoran

Layanan

£. Layanan Sarana
Internal

30

Unit
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No.

SBasaran Hegiatan

Indikator Kinerja
Kegiatan/
Rincian Output
h. Layanan
Manajemen SDM

Orang

i. Layanan

Perencanaan dan
Penganggaran

Dokumen

j- Layanan
Pemantauan dan
Evaluasi

Dokumen

k. Layanan
Manajemen
Keuangan

L. Layanan Reformasi
Kinerja

Eegiatan Pengukuran
dan Pemetaan
Kadastra

Cakupan Luas Bidang
Tanah Terpetakan
Tervalidasi

35,63

. | Sasaran Kegiatan
Tersedianya
Informasi Bidang
Tanah dan

Ruang

Kt.gl'atan Pengaturan
Tanah Koemunal,
Hubungan
Kelembagaan dan
PPAT

Rincian Output :

a. Layanan
Pengukuran
Bidang Tansh Luas
Kurang dari 10 Ha
{Kantah)
b. Layanan Legalisasi
Gambar Ukur

8.400

10

Bidang

Bidang

c. Rekomendasi
Hasil
Pembinaan /Monecv
[ Supervisi

Laporan

PBT Redistribusi
Tanah Kategori 5

el

Bidang

€. PBT Non
Sistematis Kategori
5

5

Bidang

f. PBT PTSL Desa
Lengkap Jawa Bal

2.500

Hektar

Lisensi PPAT

10

I. | Sasaran Kegiatan
Terwujudnya
Pengaturan dan
Pendaftaran

Rincian Cutput @

a. Sertifikasi Pejabat
Pembuat Akta

Tanah

10

Orang
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Indilator Kinerja

No. | Sasaran Kegiatan Hegiatan/ Target
Rincian Output
Tanah Kemunal b. Rekomendasi hasil 1 Laporan
dan pembinaan dan
Penatausahaan pengawasan PPAT
Tanah Ulayat Daerah
scrta
Terwujudnya
Kerja Sama
Kelembagaan
yang Terintegrasi
4. | Kegiatan Penctapan Jumlah Bidang Tanah | 100 Lembaga
Hak Tanah dan Instansi Pemerintah,
Ruang BUMN, dan BUMD
vang Ditetapkan
Jumlah Bidang Tanah 200 Dokumen
Badan Hukum dan
Perorangan yang
Ditetapkan
I. | Sasaran Kegiatan | Rincian Oufput :
3:’“"'-1]11‘5113'?1 a. Surat Keputusan 100 Lembaga
ngaturan dan
Penectapan Hak :::t?:;]a:hHak
Atas Tanah :
Ruang Atas dan Instansi
Ruang Bawah Pemerintah, BUMN
untuk Instansi dan BUMD
Pemerintah,
BUMN dan
BUMD.
Il. | Sasaran Kegiatan b. Surat Keputusan 200 Dokumen |
Terwujudnya Penetapan Halk
Pengaturan dan Atas Tanah
Penetapan Hak Perorangan dan
Atas Tanah Badan Hukum
Ruang Atas dan
Ruang Bawah
Untuk Badan
Hulkum dan
Perorangan
5. | Kegiatan Pendaftaran Jumlah Layanan aTs Bidang
| Tanah dan Ruang Bidang Tanah dan
Ruang yvang Terdaftar
l. | Sasaran Kegiatan | Rincian Output : EE=
Terlaksananya a. Layanan 310 Layanan
Pendaftaran Pendaftaran
Tanah dan .
S STAECAT b Eﬂ;r::;: ﬁ;mam 350  Layanan
Ruang Bawah ’ S[gF’i‘ Y
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Indikator Kinerja

No. | Basaran Hegiatan Kegiatan/ Target
Rineian Output
Tanah dan c. Layanan 15.000 Layanan
'Il?uﬂ:ﬁ Atas Penpecekan SHAT
Aran yang B narn REED n
Berkepastian a ;?I::;hm SHAT a0 Lapng
| Hu}mm: dan e e —
Berbasis e. Layanan 19.137 Layanan
Elektronil Pemeliharaan Data
| Pertanahan
I EZ T.-ayanaTSu;pah 25 Layanan
Sertipikat Hilang
g. Layanan i 1 Dokumen
Pemantauan dan
Evaluasi
| h. SHAT Nen 5 Bidang
Sistematis Kategori
5
i. SHAT Redistribusi 63 Bidang
I Tanah
6. | Kegiatan 1. | Jumlah Data dan = Data
Penyelenggaraan Informasi Spasial yang
Penatagunaan Tanah Berbasis Wilayah
Dalam Rangka
Menunjang
Penyelenggaraan
Reforma Agraria
Rincian Cutput :
I. | Sasaran Kegiatan k. Layanan 1.200 Layanan
| Tervuajudnya Pertimbangan
| Penggunaan dan Teknis Pertanahan
Pemanfaatan
Tanah Yang
I Optimal dan
| Berkelanjutan
7. | Kegiatan Pengaturan | 1. |Jumlah Bidang Tanah 63 Bidang
Penguasaan, Yang Diredistribusi
E?&E?ﬂ;ﬂ — Rincian Output :
Pemanfaatan Tanah
I. | Sasaran Kegiatan a. Data GTRA 1 Satkeg
Terdistnbusinya Kabupaten [ Kota
'll;a?ﬂh 0'11;; ) b. SK Redistribusi 63 Bidang
LLOTTNE ra Tanah Kﬂtﬂgﬂfi v
8. | Kegiatan Penanganan | 1. | Jumlah Kepala 100 KK

Akses Reforma
Agraria (Access
Relorm)

Keluarga Penerima
Akses Heforma Agraria

Rincian Chtput :
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- S e
No.| Basaran Kegiatan Kegiatan/ Target
Rineian Output
I. | Sasaran Kegiatan a. Penatasn 1 Kelompok
Terwujudnya Kelembagaan Masyarakat
Pemberian Akses Penerima Akscs
Reforma Agraria Reforma Agraria
(Akses RA Tahun
ke 2)
'b. Pengembangan 1 Kelompok
Usaha dan Masyarakat
Fasilitasi Akses
Pemasaran (Akses
RA Tahun ke 3)
c. Akses Reforma 100 KK
Agraria Kategon V
IEX Kegiatan Pengadaan Realisasi Luas Tanah - Hektar
Tanah dan yang Disediakan Bagi
Pencadangan Tanah Pembangunan Untulk
Kepentingan Umum
dan Kepentingan
Lainnya
Rincian Cuiput :
I. | Sasaran Kegiatan a. Layanan 1 Dolumen
Terwujudnya Pemantauan dan
Ketersediaan Evaluasi
Tanah Bagi b. Data Lokasi 1 Data
e o Indikatif
Pengadaan Tanah
10. | Kegiatan Penilaian Peningkatan Cakupan T o
Tanah dan Ekonomi Informasi Nilai Tanah
Pertanahan dan Ekonomi
Pertanahan
Persentase Peta Nilai 100 U
Tanah yang
dimanfaatkan
Rincian Ouifput :
I. | Sasaran Kegiatan | | a. Pembaruan Peta 300  Bidang
Tersedianya Zona Nilai Tanah
Informasi Nilai b. Layanan 1 Dolumen
ron B || emmtnsn
Lisensi o Evaluasi
Pertanahan
11. | Kegiatan Rasio Peningkatan 1 Rasio
Pengendalian dan Produktivitas P4T
Pemantauan Hasil Hak Atas
Pertanahan Tanah /Dasar .
Penguasaan Atas = _i'
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Indikator Kinerja
No. | Sasaran Hegiatan Hegiatan/ Target
Rinecian Output
Tanah, Alih Fungsi
Lahan, Wilayah
Pesisir, Pulau-Pulau
Kecil, Perbatasan dan
Wilayah Tertentu
Rincian Cutput :
1. | Sasaran Kegiatan a. Data Pengawasan 2 Produk
| Terkendalinya dan Pengendalian
Hak Atas Hak Atas Tanah,
Tanah / Dasar
Pcngus{s.ﬂ.sm Atas SN Frupaa. |
Tanah. Alik Atas Tanah, dan
Pungsil Lahan, Hak Pengelolaan
| Wilayah Pesisir,
| Pulan-Pulaun
Kecil, Perbatasan
| dan Wilayah
| Tertentu -
| 12, | Kegiatan Penertiban Rasio Pengurangan 1 Rasio
Penguasaan, Tuna Lahan Hasil
:%a:}n i Penertiban
Penguasaan,
Pemanfaatan Tanah Pemilikan,
Pengpunaan dan
Pemanfaatan Tanah
| Rincian Output : T
I. | Sasaran Kegiatan a. Data Indikasi 10 Produk
Terwujudnya Pelangparan P4T
Tertib
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan dan
pemanfastan
Tanah
13. | Kegiatan Pencegahan Penurunan Pengaduan 1 %
dan Penanganan Masyarakat atas
Konflik Pertanahan Permasalahan,
Senghketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan
Rincian Output :
I. | Sasaran Kegiatan a. Rekomendasi 1  Rekomendasi
| Terselesaikannya Pencegahan Kebijakan
Konflik dan sengketa, konflik
ﬁ:{;‘ﬂha"ﬁ" dan perkara
anahan
Secara Holistik BT
Antar Instansi
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Indikator Kinerja

Nao. Sasaran Kegiatan Hegiatan/ Target
Rinclan Output
| 11. | Sasaran Kegiatan b. Berita Acara Kegiatan
| Terciptanya Rencana Alsi
| Pemahaman yvang Pembinaan
| Bama dalam Pencegahan
Masyarakat Sengketa, Konflik
Mengenai 4
Pertanahan dan dan Perkara
| Ruang Pertanahan
[ 14.| Kegiatan Penanganan | 1. | Jumlah Penyelesaian Kasus
! Sengketa Pertanahan Sengketa Pertanahan
. Rincian Output :
I. | Sasaran Kegiatan a. Surat Keputusan Perkara
Terselesaikannya Penyelesaian
Sengheta Senghketa
Pertanahan Pertanahan
15. | Kegiatan Penanganan | 1. | Jumlah Penyelesaian Kasus |
Perkara Pertanahan Penanganan Perkara
Pertanahan
| Rineian Chutpit © o
I. | Sasaran Kegiatan | | a. Laporan Hasil Perkara
Terselesaikannya Sidang Perkara
Penanganan Pertanahan
Perkara
Pertanahan |
16. | Kegiatan Sinkronisasi | 1. | Persentase Kesesuaian !
| Pemanfaatan Ruang Program
Pembangunan Selctor
dengan Rencana Tata
Fuang MNasional dan
Daerah
- Rincian Cutput :
1. | Sasaran Kegiatan a. Persetujuan/ Layanan

Terwujudnya
pemanfaatan

TUaANg yang
efektil dan efisien

Rekomendasi
KEKPR
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KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

‘ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
\‘ ﬂ KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
w 4 PROVINSI BALI

o

Jélan Dewi Sartika Selatan No, 24 Singaraja Telp.(0362) 24501 Fao (0362) 24501 Email: atrbpnbuleleng@gmail com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Revisi)
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng,
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Apriawan, 5.T., 8.H., M.Kn.
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

Selanjutnya disebut PIHAE PERTAMA

Nama ¢ Ir. Andry Novijandri
Jabatan ¢ Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Bali

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut  FIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja vang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan
dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 26 Oktober 2023

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Pertanahan
Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng, y

f

Agus Apriawan, 5.T) 5.H., M.Kn.
NIP. 196411021990031004 NIP. 197804102002131005
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10
11
12

13
14
15
16

Kegiatan

Penyelenggaraan Dukungan Manajemen di Daerah Ep

dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah

Pengukuran dan Pemetaan Kadastral
Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan

Kelembagaan dan PPAT

Penetapan Hak Tanah dan Ruang

Pendaftaran Tanah dan Ruang

Penyclenggaraan Penatagunaan Tanah

Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah

S

Penanganan Akses Reforma Agraria (Access Reform|  Rp

Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah
Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan
Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan

Rp
Rp
Rp

Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Rp

Pemanfaatan Tanah

Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan
Penanganan Sengketa Pertanahan

Penanganan Perkara Pertanahan

Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang

Jumlah

Hepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Bali,

Ir. Andry Novij
NIP. 19641102199

Laporan Kinerja Tahun 2023 - Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Anggaran

8.159.630.000,00

1.463.089.000,00

22 808.000,00

H2.748.000,00
247.516.000,00
389.775.000,00
313.830.000,00

125.978.000,00
14.229.000,00
35.281.000,00
6.,400.000,00
35.700.000,00

27.245.000,00
13.131.000,00
41,540,000,00

1.200.000,00

11.300.100.000,00

Singaraja, 26 Oktober 2023
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Buleleng, H

Agus Apriawan, 5.

., S.H., M.Kn.

NIP. 197804102002121005

00



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Revisi)

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG

Basaran Hegiatan

Indikator Kinerja
Kegiatan/
Rincian Output

Target

Laporan Kinerja Tahun 2023 - Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

Kegiatan
Penyelenggaraan
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya di
Daerah

Indeks Akuntabilitas
Kinerja (SAKIP)

83

Indeks

Indcks Kinerja

Pelaksanaan Anggaran
{IKPA)

| Indeks Profesionalitas

Aparatur Sipil Negara

&8

&1

Indeks

Indeks

Indeks Maturitas SPIP

2,681

Indeks

I. | Sasaran Kegiatan
Terlaksananya
Dukungan
Manajemen dan
Tugas Teknis
Lainnya di
Daerah

Persentase integritas
pelayanan publik di
bidang pertanahan
dan ruang

88

U

Persentase Capaian
Kinerja Hasil
Pengawasan

&8

Persentase
Terpenuhinya Layanan
Perkantoran

100

Persentase
Pengelolaan Tindak
Lanjut Pengaduan
Masyarakat

100

Persentase Layanan
Permohonan Informasi
Publik

100

10,

Persentase
Pelaksanaan 4 (empat)
Metode Strategi
Komunikasi Publilk

100

Layanan

b. Layanan Hubungan
Masyarakat

Layanan

¢. Layanan Umam

d. Layanan Data dan
Informasi

Layanan

c. Layanan Bantuan
Hukum

Layan an

f. Layanan

Layanan

g Layanan Sarana
Internal

20

Unit

01



No.

Basaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Kegiatan/

Rincian Output

|h.

Layanan
Manajemen SDM

Layanan
Perencanaan dan
Penganggaran

Dokumen

Layanan
Pemantauan dan
Evaluasi

Dokumen

Layanan
Manajemen
Keuangan

Dokumen

Layanan Reformasi
Kinerja

Dokumen

E3 Kegiatan Pengukuran

dan Pemetaan
Kadastra

1. | Cakupan Luas Bidang
Tangh Terpetakan
Tervalidast

35,63

L

Sasaran Keglatan
Tersedianya
Informasi Bidang
| Tanah dan

Ruang

Rincian

Output :

a,

b. Layanan Legalisasi

Layanan
Pengukuran

Bidang Tanah Luas

Kurang dari 10 Ha
(Ranteh)]

Gambar Ulkur

8.400

10

Bidang

Bidang

=

Rekomendasi
Hasil

Pembinaan f Monev

fSupervisi

d.

Laporan

PBT Redistribusi
Tanah Kategori 5

63

Bidang

[N

PBT Non

Sistematis Kategori

5

Bidang

PBT PTSL Desa
Lenghkap Jawa Bali

2,500

Hektar

3. | Kegiatan Pengaturan
Tanah Komunal,
| Hubungan

I Kelembagaan dan

PPAT

1. | Lisensi PPAT

L.

Sasaran Kegiatan
Terwujudnya
Pengaturan dan
Pendafltaran

Rincian Chtptt ©

10

.

Sertifikasi Pejabat
Pembuat Akta
Tanah

10
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Indikator Kinerja
No. | BSasaran Kegiatan Kegiatan/ Target
Rinecian Output
Tanah Komunal b. Rekomendasi hasil 1 Laporan
dan pembinaan dan |
Penatausahaan pengawasan PPAT
Tanah Ulayat Dacrah
serta
Terwujudnya
| Kerja Sama
I Kelembagaan
| yang Terintegrasi
4. | Kegiatan Penctapan Jumlah Bidang Tanah 100 Lembaga
Hak Tanah dan Instansi Pemerintah,
Ruang BUMN, dan BUMD
yang Ditetapkan
| Jumlah Bidang Tanah | 200 Dokumen
Badan Hulkum dan
Perorangan yang
Ditetaplan
I. | Sasaran Kegiatan | Rincian Cluiput :
Eemj“dn)’?j a. Surat Keputusan 100 Lembaga
1] Luran dan
Penftiapan Hak i:::l;j::hﬂak
Atas Tanah "
Ruang Atas dan Instansi
Ruang Bawah Pemerintah, BUMN
untuk Instansi dan BUMD
Pemerintah,
BUMN dan
BUMD. )
II. | Sasaran Kegiatan b. Surat Keputusan 200 Dokumen
Terwujudnya Penctapan Hak
Pengaturan dan Atas Tanah
Penetapan Hak Perorangan dan
Atas Tanah Badan Hukum
Ruang Atas dan
Ruang Bawah
Untuk Badan
Hukum dan
Perorangan
5. | Kegiatan Pendaftaran Jumlah Layvanan 378 Bidang
Tanzh dan Ruang Bidang Tanah dan
Ruang yang Terdaftar
I. | Sasaran Kegiatan | Rincian Output :
Terlaksananya | |a Layanan — | 310 Layanan
Pendaftaran Pendaltaran
Tanah dan Pertam -
| Ermaattvan b Layam,ai Iiirlai:rmm 350 Layanan
[: Ruang Bawah : SKPT

03



Indikator Kinerja
No. Sasaran Kegiatan Kegiatan/ Target
Rincian Output
Tanah dan c. Layanan ' 15.000 Layanan
| Ruang Atas Pengecelan SHAT
Tanah yang d. Layanan 5.000 Layanan
Berkepastian
Hukum dan | Pemecahan SHAT |
Berbiasis e. Layanan 19.137 Layanan
Elektronik Pemeliharaan Data
Pertanahan
f. Layanan Sumpah 25 Layanan
Sertipikat Hilang
g. Layanan 1 Dolkumen |
Pemantauan dan
Evaluasi
h. SHAT Non a5 Bidang
Sistematis Kategor
5
i. SHAT Redistribusi 63 Bidang
Tanah
6. | Kegiatan Jumlah Data dan - Data
Penyelenggaraan Informasi Spasial yang
Penﬂ.tagunaﬂn Tanah Berbasis Wilajrah
Dalam Rangka
Menunjang
Penyelenggaraan
Reforma Agraria
Rincian Cutpuit :
[. | Sasaran Kegiatan k. Layanan 1.200 Layanan
Terwujudnya Pertimbangan
Penggunaan dan Teknis Pertanahan
Pemanfaatan
Tanah Yang
Optimal dan |
Berkelanjutan |
7. | Kegiatan Pengaturan Jumlah Bidang Tanah 63 Bidang |
Penguasaan, Yang Diredistribusi :
| MI% p— Rincian Cutput :
_Pemanfaatan Tanah
I. | Sasaran Kegiatan a. Data GTRA 1 Satkeg
Terdistribusinya Kabupaten / Kota
Tanah Objek b. SK Redistribusi 63 Bidang
Reforma Agrﬂna Tanah Kﬂtﬂﬁﬂﬂ v
8. | Kegiatan Penanganan | Jumilah Kepala 100 KK |
Akses Reforma Keluarga Penerima
Agraria (Access Akses Reforma Agraria
Reform) ——— -1
Rincian Cutput :

Laporan Kinerja Tahun 2023 - Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
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: - Indikator Kinerja =S
No.| Sasaran Hegiatan Kegiatan/ Target
Rincian Output
[. | Sasaran Kegiatan a. Penataan 1 Kelompok
Terwujudnya Kelembagaan Masyarakeat
Pemberian Akses Penerima Alises
Reforma ﬁgl"ﬂ.ﬂﬂ. Relorma Agraria
(Akses RA Tahun
ke 2)
b. Pengembangan 1 Kelompolk
Usaha dan Masyarakat
Fasilitasi Akses |
Pemasaran (Akses |
RA Tahun ke 3)
c. Akses Reforma 100 KK
Apgraria Kategori V
9. | Kegiatan Pengadaan Realisasi Luas Tanah - Hektar
Tanah dan Disediakan i
Pencadangan Tanah J;‘-‘;Ehmaunan UI‘?L'I.EJiI
Kepentingan Umum
dan Kepentingan
Lainnya
Rincian Cufputf :
1. | Sasaran Kegiatan a. Layanan 1 Dokumen
Terwujudnya Pemantauan dan
Ketersediaan Evaluasi
Tanah Bagi b. Data Lokasi 1 Data
Pembangunan Indikatif
Pengadean Tanah
10. | Kegiatan Penilaian Peningkatan Cakupan | 77 %
Tanah dan Ekonomi Informasi Nilai Tanah
Pertanahan deni Bloonomi
Pertanahan
Persentase Peta Milai 100 o
Tanah yang
dimanfaatkan
Rineian Cutput: o
I. | Sasaran Kegiatan a. Pembaruan Peta 300 Bidang
Tersedianya Zona Nilai Tanah
Informasi Nilai b. Layanan 1 Dokumen
Tﬂ.l'lﬂh. Ekonomi Pemantauan dan
Pertanahan dan Evaluasi
Lisensi Penilai
| Pertanahan
11. | Kegiatan Rasio Peningkatan 1 Rasio
Pengendalian dan Produktivitas P4T
Pemantauan Hasil Hak Atas
Pertanahan Tanah /Dasar
Penpuasaan Atas

Laporan Kinerja Tahun 2023 - Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

05



Indikator Kinerja
No.| Sasaran Kegiatan Kegiatan/ Target
- Rinecian Output
Tanah, Alih Fungsi
Lahan, Wilayah
Pesisir, Pulau-Pulau
Kecil, Perbatasan dan
Wilayah Tertentu
Rincian Output :
. | Sasaran Kegiatan a. Data Pengawasan 2 Produk
| Terkendalinya dan Pengendalian
Hak Atas Hak Atas Tanah, |
Tanah/Dasar Dasar Penguasaan |
L S Atas Tanah, dan
Tanah, Alih .
Fungsi Lahan, Hak Pengelolaan
Wilayah Pesisir,
| Pulaii-Pulau
| Kecil, Perbatasan
dan Wilayah
Tertentu
12. | Kegiatan Penertiban 1. | Rasio Penpurangan 1 Rasio

Penguasaan, Tuna Lahan Hasil

PI:n‘til‘i:an, Penertiban

Pengeunaan dan

Pnmitten Tanah Femgusmmaum,

Pemilikan,

Penggunaan dan

Pemanfaatan Tanah
Rincian Cufput :

I. | Sasaran Kegiatan a. Data Indikasi 10 Produk
Terwujudnya Pelanggaran P4T
Tertib
Penguasaan,

Pemilikan,
Pengpunaan dan
pemaniaatan
Tanah
13. | Kegiatan Pencegahan | 1. | Penurunan Pengaduan 1 %o
dan Penanganan Masyarakat atas
| Konflik Pertanahan Permasalahan,
Senghketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan
Rincian Output :

I. | Sasaran Kegiatan a. Rekomendasi 1 Rekomendasi
Terselesaikannya Pencegahan Kchijakan
Konflik dan sengketa, konflik
Erfhm?;hmj dan perkara
Secara H:-ll'-':atik pertanshan
Antar Instansi

Laporan Kinerja Tahun 2023 - Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
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Indikator Kinerj
No. | BSasaran Kegiatan Eegiatan/ Target
Rincian Output
II. | Sasaran Kegiatan b. Berita Acara Kegiatan
Terciptanya Rencana Aksi
Pemahm yang Pembinaan
Sena Pencegahan
I,_Mha:g"ﬂ“ft Sengketa, Konflik
Pertanahan dan dan Perkara
Ruang Pertanahan
14. | Kegiatan Penanganan Jumlah Penyelesaian Kasus
[ Senpgketa Pertanahan Sengketa Pertanahan
Rincian Owlpud :
I. | Basaran Kegiatan a. Surat Keputusan Perkara
i Terselesaikannya Penyelesaian
| Sengketa Sengketa
| | Pertanahan Pertanahan
15. | Kegiatan Penanganan Jumlah Péﬁ:}'-élesaian Rasus
Perkara Pertanahan Penanganan Perkara
Pertanahan
Rincian Output : B i
L. | Sasaran Kegiatan | a _f.._a}umn Hasl Perkara
Terselesaikannya Sidang Perkara
Penanganan Pertanahan
Perkara
Pertanahan Fon
16. | Kegiatan Sinkronisasi Persentase Kesesuaian %
Pemanfaatan Ruang Program
Pembangunan Sektor
dengan Rencana Tata
Ruang Nasional dan
Daerah
Rincian Cufput :
[. | Sasaran Kepiatan a. Persetujuan/ Layanan
Terwujudnya Rekomendasi
pemanfaatan KKPR
FUENE Yang
efekiil dan efisien
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3‘ . KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
% ‘ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
‘n:‘ ﬂ KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
| 74 PROVINSI BALI

J:a.tan Dewi Sariika Selatan Mo, 24 Singaraja Talp (0362) 24501 Fax.(0362) 24501 Email. atrbpnbuleleng@gmail com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Revisi)
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng,

kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama ¢ Agus Apriawan, 5.T., 5.H., M.Kn.

Jabatan

Selanjutnya disebut

Mama : Ir. Andry Novijandri
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Jabatan
Bali

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

PIHAK KEDUA

FIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti yang telah ditetaplkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan
dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi tangsung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,
Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Masional
Provinsi Bali,

I

SRR | 5

Ir. Andry Novijandri
NIP. 19641102199003 1004

Singaraja, 23 November 2023

FIHAK PERTAMA,

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupate ulcleng, #

Agus Apriawan, S.T./S . H|, M.Kn.
NIP. 197804102002 121005

Laporan Kinerja Tahun 2023 - Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
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Kegiatan
Penyelengearaan Dukungan Manajemen di Daerah
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah
Pengulkuran dan Pemetaan Kadastral
Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan
Kelembagaan dan PPAT
Penetapan Hak Tanah dan Ruang
Pendaftaran Tanah dan Ruang
Penyvelengegaraan Penatagunaan Tanah
Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Penanganan Akses Heforma Agrana [Access Reform)
Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah
Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan
Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
Penertiban Penpuasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan
Penanganan Sengketa Pertanahan
Penanganan Perkara Pertanahan
Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang

Jumlah

Rp

Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Ep
Rp
Rp

Rp
Rp
Kp
Rp
Rp

Anggaran

8.207.313.000,00

1.417.729.000,00
22.808.000,00

96.100.000,00
835.196.000,00
332.876.000,00
313.830.000,00

125.978.000,00
14.229,000,00
35.281.000,00
6.400.000,00
33.700.000,00

27.245.000,00
13.131.000,00
41.540.000,00
1.200.000,00
11.546.556.000,00

Singaraja, 23 November 2023

Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan MNasional
Provinsi Bali,

7

Ir. Andry Novijagdri
NIP. 196411021990031004

Apus Apriawan, S.T.] 8.
NIP. 197804102002121005

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Buleleng, H

, M.Kn.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Revisi)

KANTOR PERTANAHAN KABUFATEN BULELENG

No.

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja

Kegiatan/
Rincian Qutput

Target

Kegiatan
Penyelenggaraan
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas
Tekms Lainnya di
Daerah

Indeks Akuntabilitas
Kinerja (SAKIP)

83

[ndeks

Indeks Kinerja
Pelaksanaan Anggaran
(IKPA)

88

Indeks

Indeks Profesionalitas
Aparatur Sipil Negara

a1

Indeks

Indeks Maturitas SPIP

2,681

Indeks

I. | Sasaran Kepiatan
Terlaksananya
Dukungan
Manajemen dan
Tugas Teknis
Lainnya di
Daerah

Persentase integritas
pelayanan publik di
bidang pertanahan
dan ruang

%o

Persentase Capaian
Kinerja Hasil
Pengawasan

Persentase

Terpenuhinya Layanan
Perkantoran

100

Persentase
Pengelolaan Tindak
Lanjut Pengaduan
Masyaralat

100

Persentase Layanan
Permohonan Informasi
Publik

100

10.

Persentase
Felaksanaan 4 (empat)
Metode Strateg
Komunilkasi Publik

100

Rincian Cutput :

a. Layanan BMN

Layanan

b. Layanan Hubungan
Masyarakat

c. Layanan Umum

Layanan

d. Layanan Data dan
Informasi

Layanan

e. Layanan Bantuan
Hulkum

f. Layanan
Perkantoran

Layanan

g Layanan Sarana
Internal

30

Umat

Laporan Kinerja Tahun 2023 - Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
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Orang

Dolkumen

Dokumen

Manajemen
Keuangan

Dokumen

l. Layanan Reformasi
Kinerja

Dokumen

2. | Kegiatan Penguluran
dan Pemetaan
Kadastra

1. | Cakupan Luas Bidang

Tanah Terpetakan
Tervalidasi

35,63

L

Sasaran Kegiatan
Tersedianya
Informasi Bidang
Tanah dan
Ruang

Rincian Cutput :

a. Layanan
Pengulkuran
Bidang Tanah Luas
Kurang dari 10 Ha
(Kantah)

B.400

Bidang

b. Layanan Legalisasi
Gambar Ukur

10

Bidang

c. Rekomendasi
Hasil
Pembinaan/Monev
/Supervisi

Laporan

d. PET Redistribusi
Tanah Kategori 5

63

Bidang

e, PBT Non
Sistematis Kategori
5

Bidang

f. PBT PTSL Desa

2,500

Hektar

3. | Kegiatan Pengaturan
Tanah Komunal,
Hubungan
Kelembagaan dan
PPAT

1. | Lisensi PPAT

Lengkap Jawa E?.h 1

L

Sasaran Kegiatan
Terwujudnya
Pengaturan dan
Pendaftaran

Rincian Outpaf :

a. Sertifikasi Pejabat
Pembuat Akta

Tanah

Orang

Laporan Kinerja Tahun 2023 - Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
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Indikator Kinerja

No. | Sasaran Hegiatan Kegiatan/ Target
Rincian Output
Tanah Komunal b. Rekomendasi hasil 1 Laporan
dan pembinaan dan
Penatausahaan pengawasan PPAT
Tanah Ulayat Daerah
serta
Tervujudnya
Kerja Sama
Kelembagaan
yvang Terintegrasi
4. | Kegiatan Penetapan Jumlah Bidang Tanah 100 Lembaga
Hak Tanah dan Instansi Pemerintah,
Ruang BUMN, dan BUMD
yang Ditetapkan
Jumlah Bidang Tanah | 250  Dokumen
Badan Hukum dan
Perorangan yang
Ditetapkan
. | Sasaran Kegiatan | Rincian Output :
Terwujudnya a. Surat Keputusan 100 Lembaga
Penetapan Hak Atas Tanah
Atas Tanah
Ruang Atas dan Instansi
Ruang Bawah Pemerintah, BUMN
untuk Instansi dan BUMD
Pemerintah,
BUMN dan
BUMD.
1. | Sasaran Kegiatan b, Surat Keputusan 250 Dokumen
Terwujudnya Penetapan Hak
Pengaturan dan Atas Tanah
Penetapan Hak Perorangan dan
Atas Tanah Badan Hukum
Ruang Atas dan
Ruang Bawah
Untulk Badan
Hukum dan
Perorangan
3. | Kegiatan Pendaftaran Jumlah Layanan 2.374 Bidang
Tanah dan Ruang Bidang Tanah dan
Ruang yang Terdaftar
[. | Basaran Kegiatan | Rincian Output
Terlaksananya a. Layanan 350 Layanan
gﬂmwm Pendaftaran
ATl a
Sesidalbirin b :: arn IIC:.fln;mnm G50 Layanan
Ruang Seesh ' sxfrn 4

Laporan Kinerja Tahun 2023 - Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

12



Indikator Kinerja
No. | BSasaran Kegiatan Hegiatan/ Target
Rincian Output
Tanah dan c. Layanan 16.000 Layanan
%Rua:hg Atas Pengecelkan SHAT
ANan yang d. Layanan 6.000 Layanan
mg“zha:" Pemecahan SHAT
Berbasis &, LH.}FHI'IEH 19.137 LEI.}'HJIEIII-
Elektronik Pemeliharaan Data
Pertanahan
f. Layanan Sumpah 40 Layanan
Sertipikat Hilang
g. Layanan 1 Dolumen
Pemantauan dan
i Evaluasi
| h. SHAT PTSL ASN 1.956 Bidang
Kategori 5
i. SHAT Non = Bidang
Sistematis Kategori
5
j- SHAT Redistribuisi 63 Bidang
Tanah
6. | Kegiatan 1. | Jumlah Data dan - Data
Penyelenggaraan Informasi Spasial yang
Penatapunaan Tanak Berbasis Wilayah
Dalam Rangka
Menunjang
Penyelenggaraan
Eeforma Agraria
Rincian Ouiput :
I. | Sasaran Kegiatan B Layanan 975 Layanan
Terwujudnya Pertimbangan
Penggunaan dan Teknis Pertanahan
Pemanfaatan
Tanah Yang
Optimal dan
. Berkelanjutan
| 7. | Kegiatan Pengaturan | 1. | Jumlah Bidang Tanah 63 Bidang
| PEDE:'-}EM- Yang Diredistribusi
i Penr Il'll;m" it Rincian Output :
| Pemanfaatan Tanah
I. | Sasaran Kegiatan a. Data OTRA 1 Satkeg
| Terdistribusinya Kabupaten / Kota
'. Tanah Objek b. SK Redistribusi 63 Bidang
! Refarma Agraria Tanah Kategori V
| B. | Kegiatan Penanganan | 1. |Jumlah Kepala 100 KK
Akses Reforma Keluarga Penerima
| Akses Reforma Agraria

Laporan Kinerja Tahun 2023 - Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
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Indikator Kinerja

Hasil Hak Atas

No. | Sasaran Hegiatan Kegiatan/ Target
Ringian Output
Agraria (Access Rincian Cutput :
Reform)
L. | Sasaran Kegiatan a. Penataan 1 Kelompok
Terwujudnya Eelembagaan Masyarakat
! Pemberian Akses Penerima Akses
: Reforma Agraria Reforma Agrania
[Akses RA Tahun
ke 2)
b. Pengembangan 1 Kelompok
Usaha dan Masyarakat
Fasilitas Alcses
Pemasaran (Akses
RA Tahun ke 3)
c. Akses Reforma 100 KK
Agraria Kategori V
9. | Kegiatan Pengadaan Realisasi Luas Tanah - Hektar
Tanah dan yang Disediakan Bagi
Pencadangan Tanah Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum
dan Kepentingan
Lainnya
Rincian Output :
I. | Sasaran Kegiatan a. Layanan 1 Dokumen
Terwujudnya Pemantauan dan
Ketersediaan Evaluasi
Tanah Bagi f
P!'mhﬂn;lf:mn b. Dﬂi&l&kﬂm 1 Data
Pengadaan Tanah
10. | Kegiatan Penilaian Peningkatan Cakupan 77 o,
Tanah dan Ekonemi Informasi Nilai Tanah
Pertanahan dan Ekonomi
Pertanahan
Persentase Peta Nilai 100 %o
Tanah yang
dimanfaatlan
Rincian Crtput @ B
I. | Sasaran Kegiatan a. Pembaruan Peta 200 Bidang
Tersedianya Zona Nilai Tanah
w Nilai b. Layanan 1 Dokumen
el I
Lisensi Penilai
Pertanahan
11. | Kegiatan Rasio Peningkatan 1 Rasio
Pengendalian dan Produktivitas PAT

Laporan Kinerja Tahun 2023 - Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
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Laporan Kinerja Tahun 2023 - Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

Indikator Kinerja

No. Sasaran Hegiatan Eegiatan [ Target
Rincian Output
Pemantauan Tanah/Dasar
Pertanahan Penguasaan Atas
Lahan, Wilayah
Pesisir, Pulau-Pulau
EKecil, Perbatasan dan
Wilayah Tertentu
Rincian Cufput :

I. | SBasaran Kegiatan a. Data Pengawasan 2 Produk
Terkendalinya dan Pengendalian
Hak Atas Hak Atas Tanah,

Tanah /Dasar Dasar Penguasaan
Senguasaen Ates Atas Tanah, dan
Tanah, Alih
Fungsi Lahan, Hak Pengelolaan
Wilayah Pesisir,
Pulau-Pulau
Kecil, Perbatasan
dan Wilayah
Tertentu
12. | Kegiatan Penertiban Rasio Pengurangan 1 Rasio
Mﬁ'l-'_lmr Tuna Lahan Hasil
Pﬁnmunﬂ,;n dan .
Penguasaan,
Pemanfaatan Tanah Pemiliken,
Pengpunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Rincian Output

I. | Sasaran Kegiatan a. Data Indikasi 10 Produk
Terwujudnya Pelanggaran P4T
Tertib
Penguasaan,

1 E:I!I:I.I.l.tk.ﬂ.l‘.'l- i ]
Pengpunaan dan
pemanfaatan
Tanah
13. | Kegiatan Pencegahan Penurunan Pengaduan 1 %
dan Penanganan Masyarakat atas

Konflik Pertanahan Permasalahan,

Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan
Rincian Outpait :

I. | Sasaran Kegiatan a. Rekomendasi 1 Rekomendasi
Terselesaikannya Pencegahan Kebijakan
Konflik dan sengieta, konflik
K’-".l"hﬂ:;-“ dan perkara
Pertanahan pertanahan
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Indikator Kinerja

Ko. | Sasaran Kegiatan Eegiatan/ Target
Rincian Output
Secara Holistik
Antar Instansi
1. | Sasaran Kegiatan b. Berita Acara Kegiatan
Terciptanya Rencana Alesi
Emm yang Pembinaan
e e ;:nglwm. Konflik
Pemrt;ﬁllhman dan dan Perkara
Ruang Pertanahan
14. | Kegiatan Penanganan | 1. | Jumlah Penyelesaian Kasus
Sengketa Pertanahan Sengketa Pertanahan
Rincian Output :
1. | Sasaran Kegiatan &, Surat Keputusan Perkara
Terselesaikannya Penyelesaian
Sen
i a0 il
15. | Kegiatan Penanganan | 1. | Jumlah Penyelesaian Kasus
Pertanahan
Rincian Output :
I. | Sasaran Kegiatan a. Laporan Hasil Perkara
Terselesalkannya Sidang Perkara
Penanganan Pertanahan
Perkara
Pertanahan
16. | Kegiatan Sinkronisasi | 1. | Persentase Kesesuaian %
Pemanfaatan Ruang Program
Pembangunan Sektor
dengan Rencana Tata
Euang Nasional dan
Daerah
Rincian Output :
I. | Sasaran Kegiatan a. Persetajuan/ Layanan
Terwujudnya Rekomendasi
Pt‘lﬂﬂ-ﬂfmtﬂ.ﬂ KKPR
ruang yang

efektif dan efisien
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Agean KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

) ’ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
%) WP KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG
a/ PROVINSI BALI

...Iallan Dewi Sartika Selatan Mo, 24 Singaraja Telp.(0362) 24501 Fax.(0362) 24501 Email. atrbpnbulelengi@gmail.com

FERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Revisi)
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng,
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Apriawan, 5.T., 5.H., M.Kn.
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

Selanjutnya discbut PIHAK PERTAMA

Mama : Ir. Andry Novijandri
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Bali

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya discbut  PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka
menengah seperti vang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan
dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperfukan serta akan melaloukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam ranghka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaraja, 18 Desember 2023

PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,
Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Kepala Kantor Pertanahan
Provinai Bali,

Ir. Andry Novijangri .H.
NIP. 19541102199 1004 NIP. 197804 1020021210035

Laporan Kinerja Tahun 2023 - Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
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Kegiatan
Penyelenggaraan Dukungan Manajemen di Daerah
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Daerah
Pengulkuran dan Pemetaan Kadastral
Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan
Kelembagaan dan FPAT
Penetapan Hak Tanah dan Ruang
Pendaftaran Tanah dan Ruang
Penyelenggaraan Penatagunaan Tanah
Pengaturan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Penanganan Akses Reforma Agraria (Access Reform)
Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah
Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan
Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan
Penertiban Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan
Penanganan Senghketa Pertanahan
Penanganan Perkara Pertanahan
Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang

Jumlah

Rp

Rp
Ep

Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Anggaran

8.446.507.000,00

1.417.729.000,00

22.808.000,00

96.100.000,00
835.196.000,00
332.876.000,00
313.830.000,00

125.978.000,00
14.229.000,00
35.281.000,00
6.400.000,00
55.700.000,00

27.245.000,00
13.131.000,00
41.540.000,00

1.200.000,00

11.785.750.000,00

Singaraja, 18 Desember 2023

Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Bali,

Ir. Andry Novij
NIP. 19641102199003 1004

Laporan Kinerja Tahun 2023 - Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
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Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Buleleng, {
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 (Revisi)

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG

No.

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja |
Kegiatan/
Rincian Output

Kegiatan
Penyelenggaraan
Dukungan
Manajemen dan
Pelaksanaan Tupgas
Teknis Lainnya di
Daerah

I. | Sasaran I{cgmtﬂn

Terlaksananya
Dukungan
Manajemen dan
Tugas Telknis
Lainnya di
Daerah

Indeks Akuntahilitas
Kinerja (SAKIF)

83

Indeks

Indeks Kinerja
Pelaksanaan Anggaran |
(TKPA)

88

Indeks

Indeles Profesionalitas
Aparatur Sipil Negara

81

Indeks

Ind{:k.a Maturitas SPIP

2,681

Indeks

Persentase integritas
pelayanan publik di
bidang pertanahan

dan ruang

88

Persentase Capaian
Kinerja Hasil
Pengawasan

28

g

%%

Persentase

Terpenuhinya Layanan
Perkantoran

100

o
E"!

Persentase
Pengelolaan Tindak
Lanjut Pengaduan
Masyarakat

100

Persentasge L‘a@rana:n
Permohonan Informasi
Puhblik

10.

Persentase
Pelaksanaan 4 ([empat)
Metode Strategl
Komunikasi Publik

U

Rincian Cutput

a. Layanan BMN

Layvanan

b. Layanan Hubungan
Masyaralkat

Layanan

c. Layanan Umum
d. Layanan Data dan
Informasi

Layanan

Layanan |

e, Layanan Bantuan
Hukum

f. Lﬁjiﬁﬂn
Perkantoran

Layanan

Layanan

g. Layanan Sarana

Internal

30

Uit




No.

Basaran Hegiatan

Indikator Kinerja
Hegiatan/
Rinecian Output

Target

h. Layanan
Manajemen SDM

Orang

i. Layanan
Perencanaan dan
Penganggaran
Pemantauan dan
Evaluasi

Dokumen

Dokumen

k. Lavanan
Manajemen
Keuangan

Dokumen

1. Layanan Reformasi
Kinerja

Dokumen

Keglatan Pengukuran
dan Pemetaan
Kadastra

Cakupan Luas Bidang
Tanah Terpetakan
Tervalidasi

[. | Sasaran Kegiatan
Tersedianya
Informasi Bidang
Tanah dan
Ruang

_I-'fegib.tan 'Pen'g:amran

Tanah Komumnal,
Hubungan

Kelembagaan dan
FPAT

Pengukuran
Bidang Tanah Luas
Kurang dari 10 Ha

(Kantah)

Bidang

b. Layanan Legalisasi
Gambar Ukur

¢, Rekomendasi
Hasil
Pembinaan f Monev

[ Bupervisi

10

Bidang

Laporan

[ e. PBT Non

d. PBT Redistribusi
Tanah Kategori 5

63

Bidang

Sistematis Kategor
5

Eiﬂéng

f. PBT PTSL Desa
Lengkap Jawa Bali

2.500

Helctar

Lisensi FPAT

Orang

I. [ Sasaran Kegiatan

Tersujudnya
Pengaturan dan
Pendafltaran

Rincian Oritprit :

a. Sertifikasi Pejabat
Pembuat Akta
Tanah

[

Orang

Laporan Kinerja Tahun 2023 - Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
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 Indikator Kinerja

No. | Sasaran Kegiatan Hegiatan/ Target
Rinclan Output
Tanah Komunal b. Rekomendasi hasil 1 Laporan
dan pembinaan dan
Penatausahaan pengawasan PPAT
Tanah Ulayat Daerah
gerta
Terwujudnya
Kerja Sama
Kelembagaan
- vang Terintegrasi
4. | Kegiatan Penetapan Jumlah Bidang Tanah 100 Lembaga
Hak Tanah dan Instansi Pemerintah,
Ruang BUMN, dan BUMD
yang Ditetapkan
Jumlah Bidang Tanah | 250 Dokumen
Badan Hukum dan
Perorangan vang
Ditetapkan
1. | Sasaran Kegiatan | Rincian Chutpult -
Terwujudnya a. Surat Keputusan 100 Lembaga
Pengaturan dan Penetapan Hak
Penetapan Hak Atas Tansh
Atas Tanah 3
Ruang Atas dan Instansi
Ruang Bawah Pemerintah, BUMN
untuk Instansi dan BUMD
Pemerintah,
BUMN dan
BUMD,
II. | Basaran Kegiatan b. Surat Keputusan 250 Dokumen
Terwujudnya Penetapan Hak
Pengaturan dan Atas Tanah
Penetapan Hak Perorangan dan
Atas Tanah Badan Hulkum
Ruang Atas dan
| Ruang Bawah
| Untuk Badan
Hukum dan
Perorangan
5. | Kegiatan Pendafltaran Jumlah Layanan 2.374 Bidang
Tanah dan Ruang Bidang Tanah dan
Ruang yang Terdaftar
I. | Basaran Kegiatan | Rincian Oufput :
Terlaksananya a. Layanan 350 Layanan
Pendaftaran Pendaftaran
| Tanzh dan Pertama Kali
Bismdingiens b. Layanan Informasi | 650 Layanan
Fuang Bawah SKET

Laporan Kinerja Tahun 2023 - Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
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Indikator Kinerja

| No. | Sasaran Kegiatan Kegiatan/ Target
| Rincian Output
Tanah dan c. Layanan 16.000 Layanan
Ruang Atas Pengecekan SHAT
, Tanah yang d. Layanan 6.000  Layanan
| Berkepastian Pemecahan SHAT
Hukum dan — =
Berbasis ¢, Layanan 19.137 Layanan
Elektronik Pemeliharaan Data
Pertanahan
[T, “I..a}'an an -F;umpaf: 40 Layanan
Sertipikat Hilang
g. Layanan 1 Dokumen
Pemantauan dan
Evaluasi
| h. SHAT PTSL ASN 1.956 Bidang
Kategorl 5
i. SHAT Non 5 Bidang
Sistematis Kategori
5
j- SHAT Redistribusi 63 Bidang
Tanah
f. | Kegiatan Jumlah Data dan a75 Data
Penyelenggaraan Informasi Spasial vang
Penatagunaan Tanah Berbasis Wilayah
Dalam Rangka
Menunjang
Penyelenggaraan
Reforma Agraria
Rincian Output :
I. | Sasaran Kegiatan b. Layanan 975 Layanan
Terwujudnya Pertimbangan
Penggunaan dan Teknis Pertanahan
Pemanfaatan
Tanah Yang
Optimal dan
Berkelanjutan
7. | Kegiatan Pengaturan Jumlah Bidang Tanah B3 Bidang
xnﬂ_'l'-];::ﬂ“s Yang Diredistribusi
mili f — :
Pengeumasn dan Rincian Chfput @
Pemanfaatan Tanah
[. | Basaran Kegiatan a. Data GTRA | 1 Satkeg
Terdistribusinya Kabupaten [ Kota |
Tanah Chjek b. SK Redistribusi 63 Bidang
Relorma ﬁgra.ria Tanah mgm.i W
B. | Keglatan Penanganan Jumlah Kepala 100 KK

Akses Reforma

Keluarga Penerima
Akses Reforma Agraria

Laporan Kinerja Tahun 2023 - Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
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Indikator Kinerja

No. Sasaran Kegiatan Eeglatan/ Target
Rincian Output

Agraria [Access Rincian Ontput -

Reform)

L. | Sasaran Kegiatan [ a. Penataan 1 Kelompalk
Terwujudnya Kelembagaan Masyarakat
Pemberian Akses Penerima Akses
Reforma .A.HI’HI‘iEI. RI:rOlTI'.LEI. ﬂgl’ﬂ.l’.ia

{Akses RA Tahun
ke 2)
b. Pengembangan 1 Kelompaok
Usaha dan Masyarakat
Fasilitasi Akses
Pemasaran (Akses
RA Tahun ke 3)
c. Akses Reforma 100 KK
Agraria Kategori V
; 9. Kegiatan Pengadaan 1. | Realisasi Luas Tanah - Hektar
Tanah dan vang Disediakan Bagi
Pencadangan Tanah Pembangunan Untuk
| Kepentingan Umum
dan Kepentingan
Lainnya
Rincian Cutput ; =

I. | Sasaran Keglatan a. Layanan 1 Dolkumen
Terwujudnya Pemantauan dan
Ketersediaan Evaluasi
Tanah Bagi b. Data Lokasi 1 Data
e Indikatif

Pengadaan Tanah
10. | Kegiatan Penilaian 1. | Peningkatan Cakupan Tr Y
Tanah dan Ekonomi Informasi Nilai Tanah
Pertanahan dan Ekonomi
Pertanahan
2. | Persentase Peta Nilai 100 %
Tanah yang
dimanfaatkan
, Rincian Output :

I. | Basaran Kegiatan a. Pembaruan Peta 300 Bidang
Tersedianya Zona Nilai Tanah
Informasi Nilai b. Layanan 1 Dolkumen
Tanah, Ekonomi Pemantauan dan
Pi:'rtanﬂhﬂ.ndm Evaluasi
Lisenai Penilai
Pertanahan -

11. | Kegiatan 1. | Rasio Peningkatan 1 Rasio

Pengendalian dan Produktivitas P4T

Hasil Hak Atas

Laporan Kinerja Tahun 2023 - Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
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Indikator Kinerja
No. | Sasaran Hegiatan Eegiatan/ Target
Rincian Output
Pemantauan Tanah/Dasar
Pertanahan Penpuasaan Atas
Tanah, Alih Fungsi
Lahan, Wilayah
Pesisir, Pulau-Pulau
Kecil, Perbatasan dan
Wilayah Tertentu
‘Rincian Output : '

I. | Sasaran Kegiatan a. Data Pengawasan 2 Produlk
Terkendalinya dan Pengendalian
gﬂk Hitfg Hak Atas Tanah,

an asar Penguasaan
Pﬂnglwam_m Atas iﬁa‘nﬂh A
Tanah, Alik b
Fungsi Lahan, Hak Pengelolaan
Wilayah Pesisir,
Pulau-Pulau
Kecil, Perbatasan
dan Wilayah
| Tertentu
12. | Kegiatan Penertiban 1. | Rasio Pengurangan 1 Rasio
Penguasaan, Tuna Lahan Hasil
Pemilikan, Penertiban
Penggunaan dan Ponguasaan
Pemanfaatan Tanah = ”
Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Rincian Cutput ;

[. | Sasaran Kegiatan a. Data Indikasi 10 Produk
Terwujudnya Pelanggaran P4T
Tertib
Penguasaan,

Pemilikan,
Penggunaan dan
pemanfaatan
Tanah
13. | Kegiatan Pencegahan | 1. | Penurunan Pengaduan 1 %
dan Penanganan Masyarakat atas
| Konflik Pertanahan Permasalahan,
Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan
Rincian Output :

I. | Sasaran Kegiatan a, Rekomendasi 1 Rekomendasi
Terselesaikannya Pencegahan Kebijakan
Konflik dan sengheta, konflik
Kejahatan dan perkara |
Pertanahan pertanahan

Laporan Kinerja Tahun 2023 - Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng
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| efeltif dan eﬁsi_v._:_n

Indikator Kinetfa | |
No. Sasaran Kegiatan Kegiatan/ Target
i Rincian Output
Secara Holistik
) Antar [nstansi
II. | Sasaran Kegiatan b. Berita Acara | Kegiatan
Terciptanya Rencana Aksi |
gemal?an]mﬂ yang Pembinaan |
EITLE am Penoegahan
ﬂ:ﬁ{{: ﬂﬁkfm Sengketa, Konflik
Pertanahan dan dan Perkara 5
Ruang | Poranahan __ |
14. | Kegiatan Penanganan | 1, |Jumlah Penyelesaian Kasus
Sengketa Pertanahan Sengketa Pertanahan
Rincian Cutput 5
I. | Sasaran Kegiatan T Tea "S.‘:-urﬂtml.{-eputusan ] Perkara
Terselesaikannys Penyelesaian |
Sengketa Senglketa |
15. | Kegiatan Penanganan | 1. | Jumlah Penyelesaian Kasus
Perkara Pertanahan Penanganan Perkara
Pertanahan
Rincian Cutput : o
I. | Sasaran Kegiatan a. Laporan Hasil Perkara
Terselesaikannya Sidang Perkara
Prnanganan Pertanahan
Perleara
Pertanahan
16, | Kegiatan Sinkronisasi | 1. | Persentase Kesesuaian %
Pemanfaatan Ruang Program
Pembangunan Sektor
dengan Rencana Tata
Ruang Nasional dan
Daerah
- Rincian Output :
I. | Sasaran Kegiatan a. Persetujuan/ Layanan
| Terwujudnya Rekomendasi
pemanfaatan KKPR
ruang yang
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Lampiran 2. Rencana Strategis Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng 2020-2024

MATRIES KINERJA DAN PENDANAAN HANTOR FERTANAHAN EABUPATEN /HOTA EULELENG
HEMENTERIAN AGRARLA DAN TATA RUANG ! BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Alskzel jdstam bt ruplsh)

Uint Cingasnil e e Paiak caner
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1 [Tarsh yeng Bakapastian HKUm dan FrodkE
Prerunnan indeks Gini Rerpangan Pamd kan
11 T o ks 1. Banior W vah B AN Provingl
<! 2. o Pedtaraler
Peringk dan Pardanetan Pakapita Panedma
12 o : Diaarah Fersarksa
ok aioe e
| Sacaran Siregs 1 1. Kankor Wyeh BN Frovins
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ety dalm EdDE] Shoe (0100 2 anioe Peetarahan Kb paborbiots
L [Terw e faa ool Mol ODGa Y KoM e
(Sasaran SUROGE 3. o barstariar Kepmmastihan bk
ircik 2o Elnara s i B 1. Kandor W yah BAN Froving
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[Femertaatan Tarah
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Uniit Dingan el

[Fiakiomorcasi Forethan Fangdran dan
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Lampiran 3. IKU Kementerian Agraria dan Tata Ruang

INDIKATOR KINERJA UTAMA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN
NASIONAL TAHUN 2020-2024

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2020-2024

dimiliki kumulatif ke-i

Keterkaitan dan kontribusi sasaran program
terhadap sasaran strategis pada indikator
penurunan indeks gini ketimpangan pemilikan
tanah didukung oleh Indikator Kinerja Program
(IKF) sebagai berikut:

a. Terwujudnya penyvelenggaraan reforma
agraria untuk meningkatkan pendapatan
masyarakat penerima program reforma
agraria;

b. Terwujudnya pendaftaran tanah yang
lengkap;

No. Tujuan/ Nomenklatur Sasaran Nomenklatur Indikator | Formula | Unit Pelaksana
Indikator | Rumus [ Keterangan |
1. Tujuan: Pengelolaan Pertanahan untuk Mewunjudkan Kesejahteraan Rakyat
1.1 Indikator Penguasaan, pemilikan, | Penumnan indeks gini IG =1 - ¥fi [¥i+]Yi-1]] Indeks gini digunakan untuk merepresentasikan | Unit Penanggung Jawab:
Kinerja PENEZUNAAN dan | ketimpangan pemilikan tingkat ketimpangan pemilikan tanah. 1. Direktorat Jenderal
Sasaran pemanfaatan tanah | tanah 1G =Indeks Gini Penataan Agraria
Strategis VANE berkepastian ¥i =Proporsi jumlah penguasaan dan Interval perirunan indeks gini : 2. Direktorat Jenderal
(IKSS) hukum dan produktif pemilikan tanah kumulatif ke i 0,0047 - 0,0061 : sangat baik Pengendalian dan
Yi-1 =Proporsi jumlah penguasaan 0,0035 - 0,0046 : baik Penertiban Tanah dan
dan pemilikan tanah kumulatif 0,0023 - 0,0034 : cukup baik Ruang
ke i-1 0,0011 - 0,0022 : tidak baik
i =Frekuensi luas tanah yang =0,0011 : sangat tidak baik Unit Pendulkung:

1. Direktorat Jenderal
Survei dan Pemetaan
Pertanahan dan Ruang

2. Direktorat Jenderal
Penetapan Hak dan
Pendaftaran Tanah
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c. Tersedianya infrastruktur geospasial
tematik pertanahan dan ruang;
d. Terwujudnya pengendalian pertanahan
1.1.1 Indikator Terwujudnya Indeks  pengurangan | jA+B)/2 1. Interval Indeks Pengurangan Tuna Lahan dan | Direktorat Jenderal
Kinerja ketersediaan lahan | tuna lahan dan Peningkatan produktivitas [P4T): Pengendalian dan
Program dalam rangka | peningkatan A = Rasio pengurangan tuna lahan Nilai indeks 0 - 0,10 = buruk Penertiban Tanah dan
(IKF) PENEUTANEAN tuna | produktivitas P4T hasil penertiban penguasaan Nilai indeks 0,11 - 0,15 = kurang Ruang
lahan dan pemilikan, penggunaan dan Nilai indeks 0,16 - 0,20 = cukup
meningkatnya pemanfaatan tanah Nilai indeks 0,21 - 0,23 = baik
produktivitas B = Rasio peningkatan produktivitas Nilai indeks 0,26 - 0.30 = sangat baik
Penguasaan, Pemilikan, Penguazaan, Pemilikan, Penggunaan
Penggunaan dan dan Pemanfaatan Tanah [P4T) hasil 2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKP)
Pemanfaatan Tanah pengendalian hak atas tanah  atau adalah indeks pengurangan tuna lahan dan
(P4T) Dasar Penguasaan Atas Tanah [DFAT), peningkatan produktivitas Penguasaan,
alih fungsi lahan, wilayah pesisir, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
pulau-pulan kecil, [P4T) yang didukung oleh Indikator Kinerja
perbatasan dan wilayah tertentu Kegiatan [IKK) sebagai berikut:
8. Rasip pengurangan tuna lahan hasil
penertiban penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah; dan
b. Rasio peningkatan produktivitas
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah (P4T) hasil pengendalian
hak atas tansh atau Dasar Penguasaan Atas
Tanah (DPAT), alih fungsi lahan, wilayah
pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan
wilayah tertentu.
1.1.1.1 Indikator Terwujudnya tertib | Rasio pengurangan | ([AJALlj#[B/B1))/2 Cukup jelas Direktorat Penertiban
Kinerja penguasaan, pemilikan, | tuna lahan hazil Penguasaan, Pemilikan dan
Kegiatan PENEEUNAAN dan | penertiban A = Jumlah rekomendasi penertiban Penggunaan Tanah
{IKK) pemanfaatan tanah penguasaan, pemilikan, penguasaan dan pemilikan tanah
PeNEgUNAAN dan yang dihasilkan
pemanfaatan tanah Al = Target jumlah rekomendasi
penertiban penguasaan dan
pemilikan tanah yang akan
dihasilkan
B = Jumlah rekomendasi penertiban
penggunaan dan pemanfaatan
tanah yang dihasilkan
Bl = Target jumlah rekomendasi
penertiban penggunaan dan
pemanfaatan tanah yvang akan
dihasilkan
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1.1.1.2 Indikator Terkendalinya hak atas | Rasio peningkatan | (A/Al)+(B/B1)#{C+C1)/3 Cukup jelas Dircktorat Pengendalian
Kinerja tanah/dasar produktivitas P4T hasil | A = Jumlah bidang tanah yang telah Hak Tanah, Alih Fungsi
Kegiatan penguasaan atas tanah, | pengendalian hak atas dilakukan pengendalian Hak Atas Lahan, Kepulauan dan
[TKK) alih  fungsi lahan, | tanah/dasar Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah Wilayah Tertentu
wilayah pesisir, pulau- | penguasaan atas tanah, [HAT/DPAT)
pulau kecil, perbatasan | alih  fungsi lahan, | Al= Target jumlah bidang tanah yang
dan wilayah tertentu wilayah pesisir, pulau- akan dilakukan pengendalian Hak Atas
pulau kecil, perbatasan Tanah/Dasar Penguasaan Atas Tanah
dan wilayah tertentu [HAT/DFPAT)
B = Jumlah luas lahan sawah beralih
fungsi vang telah dilakukan
pengendalian
Bl= Target jumlah luas lahan sawah
yang akan dilakukan pengendalian
C= Jumlah luas wilayah penguasaan
dan pemilikan tanah di wilayah
pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan
dan wilayah tertentu yang dilakukan
pengendalian
Cl= Target jumlah huas wilayah
penguasaan dan pemilikan tanah di
wilayah pesisir, pulau-pulan kecil,
perbatasan dan wilayah tertentu
yang akan dilakukan pengendalian
1.1.2 Indikator Terwujudnya asct | Persentase jumlah huas | A/B x 100% 1. Interval persentase perbandingan luas tanah Dircktorat Jenderal
Kinerja reform dalam reforma | tanah YANE yang terdistribusi terhadap target vang Penataan Agraria
Program agraria diredistribusi A= Luas realisasi tanah yang diredistribusi diredistribusi:
[TKF) B= Luas tanah target redistribusi B0-100 : sangat baik
60-79 : baik
40-59 : cukup baik
20-39 :tidak baik
<20  :sangat tidak baik
2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKF)
adalah jumlah luas tanah yang diredistribusi
yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan
[IKK) sebagai berikut:
8. Jumlah bidang tanah yang diredistribuai;
b.  Jumlah data dan informasi spasial yang
berbasis wilayah dalam rangka menunjang
penyelenggaraan reforma agraria sebagai
penyedia data potensi Tanah Objek
Reforma Agraria [TORA).
1.1.2.1 Indikator Teredistribusikannya Jumlah bidang tanah YA Cukup Jelas Direktorat Landreform
Kinerja tanah objek reforma | yang diredistribusi A = Jumlah bidang Tanah Objek Reforma
Kegiatan agraria Agraria (TORA) yang diredistribusi
(IKK)
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1.1.2.2 | Indikator Terwujudnya Jumlah data dan |¥A Cukup Jelas Direktorat Penatagunaan
Kinerja PENEEUNAAN dan | informasi spasial yang | A= Jumlah realisasi yang tersedia data Tanah
Kegiatan pemanfaatan tanah | berbasis wilayah dalam potensi aset reform
{IKE) yang optimal dan | rangka MENUNjang,
berkelanjutan penyelenggaraan
reforma agraria
1.2 Indikator Penguasaan, pemilikan, | Peningkatan {[A-B)/BJ*100% 1. Interval persentase peningkatan pendapatan Unit Penanggung Jawab:
Kinerja PENEEUNAAN dan | pendapatan perkapita perkapita penerima reforma agraria: Direktorat Jenderal
Sasaran pemanfaatan tanah | penerima reforma | A = Pendapatan penerima Reforma Agraria 20%-25%  : sangat baik Penataan Agraria
Strategis Yang berkepastian | agraria getelah menerima program Reforma 15%-19%  : baik
{IKS5) hukum dan produktif Agraria 10%-14%  : cukup baik Unit Pendukung;
B = Pendapatan penerima Reforma Agraria S06-9% : tidak baik Direktorat Jenderal
sebelum menerima program Reforma <3 % : sangat tidak baik Penetapan Hak dan
Agraria Pendaftaran Tanah
2. Keterkaitan dan kontribusi sasaran program
terhadap sasaran strategis pada indikator
peningkatan pendapatan per kapita penerima
program reforma agraria didukung oleh
Indikator Kinerja Program [IKF) sebagai berikut:
8. Terwujudnya penyelenggaraan reforma
Bgraria untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat penerima program
reforma agraria; dan
b. Terwujudnya pendaftaran tansh yang
lenglkap.
131 Indikator Terwujudnya akses | Persentase jumlah | AfBx 100% Interval persentase perbandingan jumlah kepala Direktorat Jenderal
Kinerja reform dalam reforma | kepala keluarga keluarga penerima akses reform dengan target Penataan Agraria
Program AETATiA penerima akses reform | A= Jumlah realisasi kepala keluarga kepala keluarga penerima akses reform:
{IKF) penerima akses reform 80-100  :sangat baik
B= Jumlah target kepala keluarga 60-79 : baik
penerima akses reform per tahun 40-39 : cukup baik
20-39 : tidak baik
<20 : sangat tidak baik
1.2.1.1 | Indikator Terwujudnya Jumlah kepala keluarga | YA Cukup Jelas Direktorat Pemberdayaan
Kinerja pemberian akses | penerima akses reform | A= Jumlah realisasi kepala keluarga Tanah Masyarakat
Kegiatan reforma agraria penerima akses reform
(IKK)
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1.3 Indikator

Penguasaan, pemilikan,

Nilai kepastian dan

[A-B)/C"100%

|

Interval Nilai Kepastian dan Perlindungan Hak

Unit Penanggung Jawab:

51-T3% : baik

76-100% : sangat baik

Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKF)

adalah persentase jumlah bidang tanah

terdaftar nasional yang didukung oleh Indikator

Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

a. Jumlah kebijakan teknis pengaturan
penetapan hak atas tanah dan ruang badan
hukum dan perorangan;

b. Jumlah bidang tanah badan hukum dan
perorangan yang ditetapkan;

c. Jumlah kebijakan teknis pengaturan dan
penetapan hak atas tanah instansi
pemerintah, BUMN dan BUMD;

d. Jumlah bidang tanah instansi pemerintah,
BUMN dan BUMD yang ditetapkan;

e. Jumlah kebijakan teknis terkait pengaturan
pendaftaran tanah, pemeliharaan data dan
informasi; dan

f. Jumlah bidang tanah dan ruang yang
terdaftar.

Kinerja PENEEUNAAN dan | perlindungan hak atas Atas Tanah : 1. Direktorat Jenderal
Sasaran pemanfaatan tanah | tanah A = Bidang tanah terdaftar Milai 1 (0-20%) : Sangat buruk Penetapan Hak dan
Strategis Yang berkepastian B = Bidang tanah terdaftar diperkarakan Milai 2 [21-40%) : Buruk Pendaftaran Tanah
[IKSS) hukum dan produktif C = Jumlah bidang tanah total Milai 3 [41-60%) : Cukup 2, Direktorat Jenderal
Nilai 4 [61-80%] : Baik Penanganan Senghketa
Milai 5 [81-100%): Sangat Baik dan Konflik Pertanahan
2. Keterkaitan dan kontribusi sasaran program
terhadap sasaran strategis pada indikator nilai Unit Pendukung;
kepastian dan perlindungan hak atas tanah 1. Direktorat Jenderal
didukung oleh Indikator Kinerja Program [IKFP) Burvei dan Pemetaan
sebagai berikut: Pertanahan dan Ruang
a. Terwujudnya pendaftaran  tanah yang | 2. Dircktorat Jenderal
lenghap Tata Ruang
b. Menurunnya kasus baru dan percepatan
penyelesaian sengketa, konflik dan perkara
pertanahan
c. Tersedianya infrastruktur geospasial tematik
pertanahan dan ruang
d. Terwujudnya perencanaan tata ruang dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas
1.3.1 Indikator Peningkatan 1. Persentase jumlah A/ B)*100% 1. Interval persentase perbadingan antara bidang Unit Penanggung Jawah:
Kinerja pendaftaran tanah bidang tanah tanah terdaftar dan bidang tanah nasional : 1. Direktorat Jenderal
Program untuk kepastian hak terdaftar nasional A= Bidang tanah terdaftar 0-25%  : buruk Penetapan Hak dan
[IKF) atas tanah dan ruang B= Bidang tanah nasional 26-30% : kurang baik Pendaftaran Tanah

2. Direktorat Jenderal
Penanganan Sengketa
dan Konflik Pertanahan
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2. Persentase jumlah
bidang tanah
berzertipikat yang
diperkarakan di
pengadilan Tata
Usaha Negara
maupun Perdata

{A/BF100%

A= Jumlah bidang bersertipikat yang
diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha
Negara dan Perdata

B= Jumlah bidang tanah terdaftar

1. Interval Persentase bidang bersertipikat yang
diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara
[TUN) dan Perdata dibandingkan dengan bidang
tanah terdaftar:
< 3% : sangat bailt
6-10% : baik
2 11 % : kurang Baik

2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKF)
adalah persentase jumlah bidang tanah
bersertipikat yang diperkarakan di pengadilan
Tata Usaha Negara (TUN) maupun Perdata yang
didubkung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
sebagai berikut:

a. Jumlah kebijakan teknis pengaturan tanah
komunal, hubungan kelembagaan dan
KePPATan;

b. Jumlah satker yang menjadi tujuan
sosialisasi tanah ulayat;

c. Jumlah pendaftaran hak komunal;

d. Jumlah peningkatan kerja sama lembaga
atau instansi yang bermitra;

e. Jumlah lisensi Pejabat Pembuat Akta Tanah

Unit Penanggung Jawah:

1. Direktorat Jenderal
Penetapan Hak dan
Pendaftaran Tanah

2. Direktorat Jenderal
Penanganan Sengketa
dan Konflik
Pertanahan

badan hukum dan

perorangan yang
ditetapkan

A= Jumlah penetapan hak atas tanah
badan hukum

B= Jumlah penetapan hak atas tanah
PErorangan

[PPAT); dan
£ Jumlah analis yuridis berlisensi.
1.3.1.1 | Indikator 1. Terwujudnya 1.Jumlah kebijakan A+B Culkup jelas Direktorat Pengaturan dan
Kinerja peEngaturan dan teknis pengaturan Penetapan Hak Atas Tanah
Kegiatan penetapan hak atas penetapan hak atas A= Jumlah rancangan Norma, Standar, dan Ruang
{IKK) tanah ruang atas dan tanah dan ruang Prosedur, dan Kriteria [NSPK) penetapan
ruang bawah untuk badan hukum dan hak atas tanah dan ruang badan
badan bukum dan pETOrangan hukum
PETOTANEAT B= Jumlah rancangan Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria [NSPK)
penetapan hak atas tanah dan ruang
perorangan
2.Jumlah bidang tanah | A+B Culkup jelas
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2. Terwujudnya Jumlah kebijakan A+B Cukup jelas Direktorat Pengaturan
pengaturan dan teknis pengaturan Tanah Pemerintah
penetapan hak atas dan penetapan hak | A=Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dam
tanah ruang atas dan atas tanah instansi Kriteria [NSPK) pengaturan dan penetapan
ruang bawah untuk pemerintah, hak atas tanah instansi
instansi pemerintah, BUMN/BUMD pemerintah
BUMN, dan BUMD B=Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan

Kriteria (NSPK] pengaturan dan penetapan
hak atas tanah BUMN/BUMD
Jumlah bidang A+B Cukup jelas
tanah instansi
pemerintah, A= Jumlah penectapan hak atas tanah
BUMN/BUMD vang instansi pemerintah
ditetapkan B= Jumlah penctapan hak atas tanah
BUMN/BUMD
1.3.1.2 Indikator Terlaksananya Jumlah kebijakan | A+B+C Cukup jelas Direktorat Pengaturan
Kinerja pendaftaran tanah dan teknis terkait Pendaftaran Tanah dan
Kegiatan pendaftaran ruang pengaturan A= Jumlah rancangan MNorma, Standar, Ruang
{TKK) bawah tansh dan ruang pendaftaran tanah, Prosedur, dan Kriteria (NSPK] terkait

atas tanah Yang pemeliharaan data pengaturan pendaftaran tanah

berkepastian ~ hukum dan informasi B= Jumlah rancangan Morma, Standar,

dan berbasis elektronik Prosedur, dan Kriteria (NSPK)] terkait

pengaturan pemeliharaan data
C= Jumlah rancangan MNorma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria (NSPK] terkait
pengaturan informasi
Jumlah bidang YA Cukup jelas
tanah dan ruang A=Jumlah bidang terdaftar
yang terdaftar
1.3.13 Indikator Terwujudnya . Jumlah kebijakan | A+B+C Cukup jelas Direktorat Pengaturan
Kinerja pengaturan dan teknis pengaturan Tanah Komunal, Hubungan
Kegiatan pendaftaran tanah tanah komunal, | A= Jumlah Norma, Standar, Kelembagaan dan PPAT
(IKK) komunal dan Hubungan Prosedur, dan Kriteria (NSPK] tentang

penatausahaan  tanah Kelembagaan dan teknis pengaturan tanah ulayat dan

ulayat serta KePPATan komunal

terwujudnya kerja sama B= Jumlah Norma, Standar,

kelembagaan yang Prosedur, dan Kriteria (NSPK] tentang

terintegrasi teknis pengaturan hubungan

kelembagaan

C= Jumlah Norma, Standar,
Prosedur, dan Kriteria (NSPK) tentang
teknis pengaturan ke-PPAT-an
. Jumlah satker | ¥A Cukup jelas

Yang menjadi | A=.Jumlah satker yang menjadi tujuan
tujuan  sosialisasi sosializasi
tanah ulayat
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sengketa, konflik dan
perkara pertanahan

sengheta, konflik dan
perkara pertanahan

LPSKP = Jumlah Penyelesaian kasus
sengheta, konflik dan perkara

Is = Jumlah Sengketa pertanahan yang
Diselesaikan

LP Jumlah penyelesaian penanganan perkara

LK = Jumlah konflik yang diselesaikan

LKF = Jumlah kejahatan pertanahan
yang diselesaikan

L] = tahun berjalan

t-1 = tahun sebelumnya

2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKF)
adalah persentase peningkatan penyelesaian
kasus sengketa, konflik dan perkara pertanahan
yang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan
(IKK] sebagai berikut:

8. Jumlah penyelesaian sengheta
pertanahan;

b. Jumlah penyelesaian penanganan perkara
pertanahan;

c. Jumlash penyelesaian  konflk  dan

kejahatan pertanahan secara holistik
antarinstansi; dan

d. Jumlah penyelesaian kejahatan
pertanahan pertanahan secara holistik
antarinstansi/lkembaga.

3. Jumlah TA Cukup jelas
Pendaftaran  Hak | A= Jumlah dokumen pendaftaran hak
Komunal komunal
4. Jumlah YA Cukup jelas
peningkatan kerja | A= Jumlah dokumen ruang lingkup
sama lembaga atau Kerja sama untuk mendukung
instansi VANE pendaftaran tanah
bermitra
3. Jumlah lisensi | A+B+C Cukup jelas
PPAT A= Jumlah Surat Keputusan |(SK)
penganghkatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah (FPAT} Pertama Kali
B= Jumlah Surat Keputusan [SK]
penganghkatan Pejabat Pembuat Akta
Tanah [FPAT] Kembali
C= Jumlah Surat Keputusan [SK]
Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah [FPAT)
6. Jumlah analis | TA Cukup jelas
yuridis berlisensi A= Jumlah analis yuridis berlisensi
1.3.2 Indikator l. Menurunnya kasus | Persentase penurunan | ¥PB = ([EPt0-EFt-1) /¥Pt-1) x 100 % 1. Jika ¥PB < 35% maka tidak tercapai. Direktorat Jenderal
Kinerja bam sengketa, | kasus baru senghketa, Penanganan Sengketa dan
Program konflik dan perkara | konflik dan perkara | ¥PB = Persentase penurunan kasus 2. Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKF) Konflik Pertanahan
pertanahan pertanahan pengaduan adalah persentase penurunan kasus baru
YPt0 = Jumlah pengaduan kasus sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang
pertanahan di tahun t0 didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
¥Pt-1 = Jumlah pengaduan kasus penurinan pengaduan masyarakat atas
pertanahan di tahun t-1 permasalahan sengketa, konflik dan perkara
pertanahan
2. Percepatan Persentase peningkatan | EPSKP = UES+EP+ER+EKPItD | 1. Jika EPSKP < 50% maka tidak tercapai Direktorat Jenderal
penyelesian penyelesaian kasus | ES+EP+LEK+EKP)t-1) x100% Penanganan Sengketa dan

Konflik Pertanahan
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1.3.2.1 Indikator Terselesaikannya Jumlah  penyelesaian | ES = [E5k+L5d) Cuklup jelas Direktorat Penanganan
Kinerja scngketa pertanghan scngketa pertanahan Sengketa Pertanahan
Kegiatan IS = Jumlah sengketa pertanahan yang
(TEE) diselesaikan
L8k= Jumlah senghketa pertanahan yang
diselesaikan di Kementerian tahun
berjalan
L8d= Jumlah senghketa pertanahan yang
diselesaikan di Satker Dacrah tahun
berjalan
1.3.2.2 Indikator Terselesaikannya Jumlah  penyelesaian | EP = [EPk+EPd}j+ETL Cuklup jelas Dircktorat Penanganan
Kinerja pENANEATAN perkara | penanganan perkara Perkara Pertanahan
Kegiatan pertanahan pertanahan LP = Jumlah penyelesaian penanganan
(TECE) perkara
EPk = Jumlah perkara yang ditangani oleh
Kementerian pada tahun berjalan
EPd = Jumlah perkara yang ditangani olch
satker Daerah pada tahun berjalan
LTL = Jumlah putusan pengadilan yang
sudah ditindaklanjuti pada tahun
berjalan
1.3.23 Indikator 1. Terselesaikannya 1.Jumlah penyelesaian | EK= [EKk+EKd) Culup jelas Direktorat Pencegahan dan
Kinerja konflik dan konflik pertanahan Penanganan Konflik
Kegiatan kejahatan secara holistik | EK = Jumlah konflik vang diselesailkan Pertanahan
(IKK) pertanahan  secara antarinstansif LKk = Jumlah konflik Pertanahan yang
holistik antarinstansi lembags disclesaikan oleh kementerian
EKd = Jumlah konflik pertanahan yvang
diselesaikan satker daerah
2. Jumlah penyelesaian | YKP - EKPKL Culup jelas Dircktorat Pencegahan dan
kejahatan Penanganan Konflik
pertanahan ¥YKP = Jumlah penyelesaian kejahatan Pertanahan
pertanahan  secara pertanahan
holistik EKFPK] = Jumlah kejahatan pertanahan
antarinstansif yang selesai dengan status K1
lembags.
2. Terciptanya Penurunan pengaduan | ¥PB - ((EPtD-¥Pt-1) /YPt-1) x 100 % Jika ¥PB < 35% maka tidak tercapai.
pemahaman vang | masyarakat atas
sama dalam | permasalahan ¥PB = Persentase penurunan kasus
masyarakat sengketa, konflik dan pengaduan
mengenai perkara pertanahan ¥Pt0 = Jumlah pengaduan kasus
pertanahan dan pertanahan di tahun t0
riang ¥Pt-1= Jumlah pengaduan kasus
pertanahan di tahun t-1
1.4 Indikator Penguasaan, pemilikan, | Peningkatan Skor Registering property = (Skor [A] + Skor (B) | 1. Nilai maksimal Registering Property dalam Ease of | Unit Penanggung Jawab:
Kinerja PCOEEUNAAN dan | kemudahan  investasi | + Skor [C) + Skor (D)4 Doing Business (EoDB]): 1. Dircktorat Jenderal
SAsaran pemanfaatan tanah | [Registering Property a. Prosedur = 1 prosedur; Survei dan Pemetaan
Strategis VANE berkepastian | dalam Ease of Doing | A = Jumlah Prosedur : banyaknya prosedur b. Waktu = 1 hari; Pertanahan dan
{IKSS5) hukum dan produktif Business) vang dilewati c. Biaya = 0,0 biaya; Ruang
B = Waktu [Hari] : lamanya prosedur d. Indeks kualitas administrasi pertanahan = 30
tersebut dilahui terdiri dari

146




C = Biaya [persentase dari nilai properti)
D = Indeks kualitas administrasi
pertanahan

1) Indeks keandalan infrastruktur;

2) Indeks calkupan geografis [terdaftar dan
terpetakan);

3] Indeks transparansi informasi;

4) Indeks resolusi sengketa tanah; dan

3) Indeks akses yang sama terhadap
kepemilikan properti.

2. Interval shor Registering Property dalam Ease of
Doing Business (EoDB):
8. Prosedur = 0 - 100;
b. Wakiu = 0 - 100;
c. Biaya=0- 100; dan
d. Indeks kualitas administrasi pertanahan = 0
- 100,

3. Keterkaitan dan kontribusi sasaran program
terhadap sasaran strategis pada indikator kinerja
sasaran strategis peningkatan kemudahan
investasi |Registering Property dalam EocDB)
didukung oleh IKP sebagai berilout:

a. Terwujudnya pendaftaran tanah yang kengkap;

b. Menurunnya kasus bam dan percepatan
penyelesaian sengketa, konflik dan perkara
pertanahan;

c. Tersedianya infrastruktur geospasial tematik
pertanahan dan ruang;

d. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan tanah;

e. Terwujudnya pengendalisn pertanshan dan
pemanfaatan ruang; dan

f. Terwujudnya perencanaan tata ruang dan
pemanfaatan ruang yang berkualitas.

2.

Direktorat Jenderal
Pengadaan Tanah dan

Pengembangan
Pertanahan

Unit Pendukung;

B

2.

Direktorat Jenderal
Tata Ruang

Direktorat Jenderal
Fenetapan Hak dan
Pendaftaran Tanah;

. Direktorat Jenderal

Penanganan Sengheta
dan
Konflik Pertanahan;

. Direktorat Jenderal

Pengendalian dan
Penertiban Tanah dan
Ruang.
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1.4.1 Indikator Optimalisasi Indeks akurasi | (A+B+C+D)/E 1. Interval Skor Indeks akurasi informasi nilai tanah: | Direktorat Jenderal
Kinerja pemanfaatan nilai | informasi nilai tanah Skor indeks 0-20 : Bangat tidak baik Pengadaan Tanah  dan
Program tanah A = Nilai tanggungan Skor indeks 21-40  : Tidak baik Pengembangan Fertanahan
(IKP) B = Nilai transaksi Skor indeks 41-60 : Cukup Baik

C = Penerimaan Negara Bukan Pajak Skor indeks 61-80 : Baik
(PNEF) Skor indeks B1-100 : Sangat baik
D = Bea Perolechan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPFHTB) 2. Perhitungan Indikator Kinerja Program ([IKF)
E = Total nilai tanah adalah Indeks akurasi informasi nilai tanah yang
didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan [IKK)
sebagai berikut:

8. Realisasi luas tanah yang disediakan bagi
pembangunan untuk kepentingan umum dan
kepentingan lainnya;

b. Peningkatan nilai tanah pada lokasi
konsolidasi tanah dan  pengembangan
pertanahan;

c. Realisasi bidang tanah yang ditata di lokasi
konsolidasi tanah;

d. Persentase tingkat keikutsertaan jumlah
peserta konsolidasi tanah;

e. Persentase luas sumbangan tanah konsolidasi
tanah dalam penyediaan tanah untuk
pembangunan; Peningkatan cakupan
informasi  nilai  tanah dan  ekonomi
pertanahanmn;

f. Persentase peta nilai tanah YENE
dimanfaatkan; dan

£ Jumlah lisensi penilai pertanahan.

1.4.1.1 Indikator Terwujudnya Realisasi luas tanah | TA Culup jelas Direktorat Bina Pengadaan
Kinerja ketersediaan tanah bagi | yvang disediakan bagi | A= Luas tanah yang sudah selesai dan Pencadangan Tanah
Kegiatan pembangunan pembangunan  untuk dilaksanakan pengadaan tanah
(IKK) kepentingan umum dan

kepentingan lainnya

1412 Indikator Terwujudnya  bidang- | 1. Peningkatan nilai | (B-A)/A*1DD % Culkup jelas Direktorat Konsolidasi
Kinerja bidang tanah yang tanah pada lokasi Tanah dan Pengembangan
Kegiatan tertata pada  lokasi konsolidasi tanah | A= Nilai tanah sebelum pelaksanaan Pertanahan
(IKK) konsolidasi tanah dan dan pengembangan konsolidasi tanah dan pengembangan

peningkatan nilai tanah pertanahan pertanahan

pada lokasi konsolidasi B~ Nilai tanah setelah pelaksanaan

tanah dan konsolidasi tanah dan pengembangan

pengembangan pertanahan

pertanahan

2. Realizasi bidang | EA Culoup jelas Direktorat Konsolidasi

tanah yang ditata di Tanah dan Pengembangan
lokasi konsolidasi | A= Bidang tanah selesai dilaksanakan Pertanahan
tanah konsolidasi tanah
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di Area Penggunaan Lain (APL)
|dalam satuan Hektar)

nilai indeks C (Cukup) = 40% - 59.99%
nilai indeks B (Baik| = 60% - 79.99%
nilai indeks A [Sangat Baik) = 80% - 100%

2. Perhitungan Indikator Kinerja
adalah indeks kelengkapan

Program
cakupan

[IKP)

dan

informasi serta reliabilitas peta kadastral yang
didukung cleh Indikator Kinerja Hegiatan [IKK)

sebagai berikut:

3. Tingkat A/ B)* 100% Cukup jelas Direktorat Konsilidasi
keikutsertaan jumlah Tanah dan Pengembangan
peserta  konsolidasi | A= Jumlah masyarakat sepakat ikut Pertanahan
tanah konsolidasi tanah

B= Jumlah masyarakat yang disurvei dalam
perencanaan konsolidasi tanah

4. Persentase huas | (A/B)*100% Cukup jelas
sumbangan tanah
konsolidasi tanah | A= Luas sumbangan tanah
dalam penyediaan | B= Luas pelaksanaan konsolidasi tanah
tanah untuk
pembangunan

1.4.1.3 Indikator Tersedianya informasi | 1. Peningkatan 1A/ B)* 100% Cukup jelas Direktorat Penilaian Tanah
Kinerja nilai tanah, ekonomi cakupan  informasi dan Ekonomi Pertanahan
Kegiatan pertanahan dan lisensi nilai tanah dan | A= Total luas peta nilai tanah dalam satuan
(IKK) penilai pertanahan ckonomi pertanahan hektar
B= Luas Area Penggunaan Lain [APL) dalam
satuan hektar

2. Persentase Peta Nilai | (A/B) *100 % Cukup jelas
Tanah Yang
dimanfaatkan A =Jumlah Satuan Kerja (Kantor Pertanahan

dan Pemerintah Kabupaten/Kota) yang
memanfaatkan Peta Nilai Tanah

B = Total Satuan Kerja (Kantor Pertanahan
dan Pemerintah Kabupaten/Kota)

3. Jumlah lisensi | TA Cukup jelas
penilai pertanahan A = Jumlah lisensi penilai pertanahan

1.4.2 Indikator Tersedianya Indeks kelengkapan | (A/BJ*100% 1. Indeks Kelengkapan Cakupan dan Informasi serta | Direktorat Jenderal Survei
Kinerja infrastruktur geospasial | cakupan dan informasi Reliabilitas Peta Kadastral: dan Pemetaan Pertanahan
Program tematik pertanahan dan | serta reliabilitas peta | A= Jumlah luas bidang tanah terdaftar nilai indeks E (Buruk] = 0% - 19.99% dan Ruang
(IKP) ruang kadastral B= Target luas bidang tanah terdaftar nilai indeks D (Kurang) = 20% - 39.99%
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|A/BF100%

A= Jumlah bidang tanah terdaftar tervalidasi
B= Target bidang tanah terdaftar tervalidasi
di Area Penggunaan Lain (APL) |dalam

satnan bidang tanah)

o

A

. Cakupan luas peta dasar pertanahan;
. Burveyor kadastral berkualitas yang dihasilkan

[termasuk Penata kadastral);

. Panjang batas kawasan hutan dengan APL;
. Cakupan

luas peta tematik pertanahan dan

TIANE;

. Cakupan luas peta tematik kawasan;

Jumlah tema informasi geospasial tematik;

. Cakupan Iuas bidang tanah terpetakan
tervalidasi;
. Cakupan satuan ruang yang terpetakan;

Jumlah desa/kelurahan lengkap dan informasi
untuk menunjang penanganan — senghketa,
permasalahan dan pengendalian pemanfastan
TUang.

B= Target luas peta tematik pertanahan dan
ruang sampai dengan Tahun 2024

1.4.2.1 Indikator Tersedianya 1. Calmipan luas peta (A B)* 100% Cukup Jelas Direktorat Pengukuran dan
Kinerja infrastruktur dasar dasar pertanahan Pemetaan Dasar
Kegiatan geospasial tematik A= Luas peta dasar pertanahan yang Pertanahan dan Ruang
(IKK) pertanahan dan ruang dihasilkan
B~ Target peta dasar pertanahan sampai
dengan Tahun 2024
2. Burveyor kadastral (A B)* 100% Cukup Jelas
berkualitas yang
dihasilkan [termasuk | A= Jumlah surveyor kadastral berkualitas
Penata kadastral) vang dihasilkan
B= Target surveyor kadastral berkualitas
sampai dengan Tahun 2024
3. Panjang batas (A B)* 100% Cukup Jelas
kawasan hutan
dengan Arca A= Panjang batas kawasan hutan yang
Penggunaan Lain dihasilkan
{APL) B~ Target panjang batas kawasan hutan
sampai dengan Tahun 2024
1422 Indikator Terwujudnya sistem 1. Cakupan luas peta | (AfB)*100% Cukup Jelas Direktorat Survei dan
Kinerja informasi grospasial tematik Pemetaan Tematik
Kegiatan tematik pertanahan dan pertanahan dan A= Luas peta tematik pertanahan dan
(IKK) ruang TUAnE ruang yvang dihasilkan
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permasalahan dan
pengendalian
pemanfaatan mang

Cakupan luas peta | {A/B)*100% Cukup Jelas Direktorat  Survei dan
tematik kawasan Pemetaan Tematik
A= Luas peta tematik kawasan vang
dihasilkan
B= Target luas peta tematik kawasan
Sampai dengan Tahun 2024
Jumlah tema | (A/B)*100% Cukup Jelas Direktorat  Survei dan
informasi Pemetaan Tematik
geospasial tematik A= Jumlah tema informasi geospasial
tematik yang dihasilkan
B= Target tema informasi geospasial tematik
sampai dengan Tahun 2024
1.4.2.3 Indikator Tersedianya informasi Cakupan luas | (A/B)*100% Cukup Jelas Direktorat Pengukuran dan
Kinerja bidang tanah dan niang bidang tanah Pemetaan Kadastral
Kegiatan terpetakan A= Luas bidang tanah terpetakan tervalidasi
(IKK) tervalidasi B= Luas bidang tanah terpetakan tervalidasi
sampai dengan tahun 2024
Cakupan  satuan | {A/B)*100% Cukup Jelas Direktorat Pengukuran dan
TUANE Yang Pemetaan Kadastral
terpetakan A= Volume satuan ruang terpetakan
B= Target satuan ruang yang dipetalkan
sampai dengan tahun 2024
Jumlah (A B)* 100% Cukup Jelas Direktorat Pengubkuran dan
desa /kelurahan Pemetaan Kadastral
lenghap dan | A= Jumlah desa/kelurahan lengkap
informasi untuk | B= Jumlah desa/kelurahan di kawasan Area
MENUNjang Penggunaan Lain [APL)
penanganan
senghketa,
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Tujuan:

Penataan Ruang yang Adil, Aman, Nyaman, Produktif dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Indikator
Kinerja
Sasaran
Strategis
[IKSS)

Peningkatan kualitas
dan pemenuhan
rencang tata ruang
serta pewujudan tertib
tata ruang

Indeks
penyelenggaraan
Penataan ruang

IA+B)/2

A= Indeks perencanaan tata ruang dan
pemanfaatan ruang

B= Indeks kepatuhan ruang yang
optimal

Interval Indeks Penyelenggarasan Penataan
Ruang :

Nilai indeks 0-0,2 = Pemenuhan Produk Tata
Ruang [Kurang Optimal);

Nilai indeks 0,21-0,4 = Peningkatan Kualitas
Produk Tata Ruang (Belum Optimal);

Nilai indeks 0,41-0,6 = Pemanfaatan Produk
Tata Ruang (Cukup Optimal];

Nilai indeks 0,61-08 = Pengendalian
Pemanfaatan Produk Tata Ruang [Optimal); dan
Nilai indeks 0,81-1 = Pengawasan dan
Penertiban Pemanfaatan Produk Tata Ruang
|Sangat Optimal).

Sasaran strategis dengan sasaran program scrta
sasaran kegiatan berkorelasi sebagai berikut:
Penyelenggaraan penataan ruang terdiri dari 4
(empat] aspek yaitu pengaturan, pembinaan,
pelaksanaan dan pengawasan. Keberhasilan
penyelenggaraan penataan ruang dissumsikan
tercapai jika ketersediaan Rencana Tata Ruang
({termasuk dalam aspck pengaturan dan
pembinaan| dapat terpenuhi sebagai pedoman
dalam pelaksanaan dan pengawasan.

Sasaran strategis dengan sasaran program serta
sasaran kegiatan akan berkorelasi positif jika
semakin banyak Rencansa Tata Ruang yang
dihasilkan dan diimplementasikan serta tidak
terdapat pelanggaran pemanfaatan mang.

Unit Penanggung Jawab:

1. Direktorat Jenderal
Tata Ruang; dan

2. Direktorat Jenderal
Pengendalian dan
Penertiban Tanah dan
Ruang,.

Unit Pendukung;

Dircktorat Jenderal Survei
dan Pemetsan Pertanahan
dan Ruang

2.1.1

Indikator
Kinerja
Program
[IKP)

Terwujudnya
perencanaan tata
ruang dan
pemanfaatan ruang
yang berkualitas

Indeks perencanaan
tata ruang dan
pemanfaatan ruang

[[A+B+|C/5)+D)/4)

A= Rasio pemenuhan rencana tata
ruang nasional

B= Rasio pemenuhan rencana tata
ruang dacrah

C= Rasio kesesuaian program
pembangunan dengan rencansa tata
ruang nasional dan daerah

D= Rasio pemenuhan Norma, Standar,
Prosedur, Kriteria [NSFPK) Bidang
Tata Ruang

Capaian kinerja Indeks Perencanaan Tata
Ruang dan Pemanfaatan Ruang adalah realisasi
tahunan dibandingkan target tahunan sebagai
berikut:

<X £20% =buruk
20%=<X £ 40% = kurang
40%=<X £60% = cukup
60%=<X =80% - baik
80%=X £100% = sangat baik
X = Nilai capaian tahunan

Perhitungan Indikator Kinerja Program (IKFP)

adalah indeks perencanasn tata ruang dan

pemanfaatan mang yvang didukung oleh

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai

berilot:

a. Rasio pemenuhan rencana tata ruang
nasional;

b. Rasio pemenuhan rencana tata riang
daerah;

Direktorat Jenderal Tata
Ruang
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c. Persentase kesesuaian program
pembangunan dengan rencana tata ruang
nasional dan daerah; dan

d. Persentase Pemenuhan NSPK Bidang Tata
Ruang.

1. Rasio pemenuhan A/ B)*100%
rencana tata ruang
nasional A= Jumlah dokumen harmonisasi

rencana tata ruang nasional yang
terbit pada tahun tersebut, terdiri
dari:
-Rencana Tata Ruang Wilayah
Masional;
-Rencana Tata Ruang
Pulau/ Kepulauan;
-Rencana Tata Ruang Ibu Kota
Negara;
-Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis Nasional;
-Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan Perbatasan Negara.

B= Target 5 (lima) tahun pada suatu
Periode Renstra.

1. Capaian kinerja rasio pemenuhan rencana tata
ruang nasional adalah realisasi tahunan
dibanding target 5 (lima) tahunan sebagai
berikut:

0% <X =20% =buruk
20%=X 2 40% = kurang
40%=X <60% = cukup
60%<X <B0% = baik
B0%=X =100% = sangat baik
X = Nilai capaian tahunan

2.Perhitungan Indikator Kinerja Frogram (IKF)
adalah rasio pemenuhan rencana tata mang
nasional yang didukung oleh Indikator Kinerja
Kegiatan [IKK) rasio pemenuhan rencana tata
ruang nasional.

2. Rasio pemenuhan A/ B)*100%
rencana tata ruang
daerah A= Jumlah persetujuan substansi

Rencana Tata Ruang [RTR) deerah
yang terbit pada tahun tersebut

B= Target 5 (lima) tahun pada suatu
Periode Renstra

—

.Capaian kinerja rasio pemenuhan rencana tata
ruang daecrah adalah realisasi tahunan dibanding
target tahunan sebagai berikut:
0%=<X =20% = bumk
20% < X< 40% = kurang
40% < X =60% = cukup
60% < X 5B0% = baik
80% < X =100% = sangat baik
X = Nilai capaian tahunan

2. Perhitungan Indikator Kinerja Program [IKP) Rasio

pemenuhan rencana tata mang daerah didukung
oleh Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Rasio
pemenuhan rencana tata ruang daerah.

Direktorat Jenderal Tata
Ruang
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3. Rasio kesesuaian
Frogram
pembangunan
dengan rencana tata
ruang nasional dan
daerah

1A/ B 100%

A=Jumlah usulan program pembangunan
dalam musrenbang yang sesuai dengan
rencans tata ruang (dokumen PRITA
BARATA)

B~ Jumlah program pembangunan
prioritas dalam rencana tata ruang
nasional dan daerah yang telah
disinergikan jdokumen PRITA
BARATA)

1.

Capaian kinerja rasio kesesusian program
pembangunan dengan RTR nasional dan daerah
adalah realisasi tehunan dibanding target
tahunan sebagai berikut:

% e X £20% =buruk
20%<X = 40% = kurang
40%=<X =60% = cukup
60%=<X <80% = baik

80%<X =£100% = sangat baik
X = Nilai capaian tahunan

Perhitungan Indikator Kinerja Program ([KP)
adalah rasio kesesuaian program pembangunan
dengan rencana tata ruang nasional dan daerah
yvang didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan
[TKE]) persentase kesesuaian Program
pembangunan dengan rencana tata ruang
nasional dan dacrah.

Direktorat Jenderal Tata

Ruang

4. Rasio pemenuhan
Norma, Standar,
Prosedur, Kriteria
[NSPK] bidang tata
ruang

1A/ B 100%

A= Jumlah dokumen legal Norma,
Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK)
bidang tata ruang

B~ Target 5 (lima) tahun pada suatu
periode Renstra

Capaian kinerja rasio pemenuhan NSPK bidang
tata ruang adalah realisasi tahunan dibanding
target tahunan sebagai berikut:
%< X 220% = buruk
20%<=X = 40% = kurang
A40% =X =60% = cukup
60%=X =80% = baik
B0%<X £100% = sangat baik
X = Nilai capaian tahunan

Perhitungan Indikator Kinerja Program [[KP)
adalah rasio pemenuhan MNorma, Standar,
Prosedur, Kriteria (NSPK] bidang tata miang yang
didukung oleh Indikator Kinerja Kegiatan ([[KEK])
persentase pemenuhan  Norma, Standar,
Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang tata ruang.

Direktorat Jenderal Tata
Ruang

2.1.1.1 Indikator
Kinerja
Kegiatan
[IKK)

Tersedianya rencana
tata ruang nasional
yang berhualitas

Rasio pemenuhan
rencana tata ruang
nasional

1A/ B 100%

A= Jumlah dokumen harmonisasi rencana
tata ruang nasional yang terbit pada
tabun tersebut, terdiri dari:

-Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

-Rencana Tata Ruang Pulau/ Kepulauan;

-Rencana Tata Ruang Ibu Kota Negara;

-Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Nasional;

-Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Perbatasan Negara.

B~ Target 5 (lima) tahun pada suatu periode
Renstra

Cukup Jelas

Direktorat Perencanaan
Tata Ruang Nasional
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2.1.1.2 Indikator Tersedianya rencana | Rasio pemenuhan | (A B)*100% Cukup Jelas 1. Direktorat Bina
Kinerja tata ruang daerah yang | rencana tata ruang Perencanaan Tata Ruang
Kegiatan berkualitas daerah A= Jumlah persetujuan substansi Rencana Daerah  Wilayah I;
(IKK) Tata Ruang (RTR] daerah yang terbit 2. Direktorat Bina
pada tahun terscbut Perencanaan Tata Ruang
B= Target 5 (lima) tahun pada suatu periode Daerah Wilayah II
Renstra
2.1.1.3 Indikator 1. Terwujudnya 1. Perscntasc {4/ B)*100% Cukup Jelas Dircktorat Sinkronizasi
Kinerja pemanfaatan ruang kescsuaian Pemanfaatan Ruang
Kegiatan yang efektif dan Program A= Jumlah usulan program pembangunan
(IKK) cfisien pembangunan dalam musrenbang yang scsuai dengan
sektor dengan rencans tata mang (dokumen PRITA
rencana tata ruang BARATA)
nasional dan | B= Jumlsh program pembangunan
daerah prioritas dalam rencana tata ruang
nasional dan dacrah yang telah
disinergikan [dokumen PRITA BARATA)
2. Tersedianya Morma, 2. Persentase (A/B)*100% Cukup Jelas
Standar, Prosedur, pemenuhan Norma,
Kriteria [NSFK) Standar, Prosedur, A= Jumlah dokumen legal Norma, Standar,
bidang tata ruang Kriteria (NSPK) Prosedur, Kriteria (NSPK) bidang tata
bidang tata ruang Miang
B= Target 5 (lima) tahun pada suatu periode
Renstra
2.1.2 Indikator Terwujudnya 1. Indcks Kepatuhan | (A+B)/2 1. Rasio pengendalian pemanfaatan ruang dan rasio | Dircktorat Jenderal
Kinerja Implementasi Ruang yang Optimal: penyelesaian pelanggaran di bidang penatasn | Pengendalian dan
Program pemanfaatan MIANg Rasio pengendalian | A: Rasio pengendalian pemanfaatan ruang yang semakin tinggi, akan berkorelasi positif | Penertiban Tanah dan
(P} yvang terkendali dan pemaniaatan ruang TUAng terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan | Ruang (Bidang Penataan
tertib B: Rasio penyelesaian pelanggaran di penataan ruang. Ruang)
2. Rasio penyelesaian bidang penataan ruang
pelanggaran di 2. Nilai indeks kepatuhan ruang yang optimal
bidang penataan adalah hasil dari capaian target tahunan dibagi
TUANE target 3 (lima) tahun pada suatu pericde Renstra.
3.Pengukuran capaian kinerja indeks kepatuhan
dalam setiap tahun adalah sebagai berikut:
(Capaian Indcks Tahun Anggaran Berjalan [
Target Indeks Tahun Anggaran Berjalan) x 100%.
Adapun nilai hasil pengukuran capaian kinerja
tahunan tersebut sebagai berikut:
0% < X £20% =buruk
20%=X = 40% = kurang
40%=X 260% = cukup
60%%<X <80% = baik
B0%%=X =100% = sangat baik
X = Nilai capaian tahunan

155




b. Kualitas pelayanan publik {10%);

c. Pemerintahan bersih dan bebas
{10%); dan

d. Kinerja organisasi | 10%).

KKN

d.Interval indeks adalah 0 sampai dengan 100
dengan rincian sebagai berikut:

a. Predikat AA (Memuaskan) =90 -100
b. Predikat A (Sangat Baik) - =80-090
c. Predikat BB (Baik) :>70 -80

d. Predikat B [Cukup Baik) c =60 -T0
c. Predikat CC (Cukup) : =50-60

L Predikat C [buruk) :=30-30

E.  Predikat D (sangat buruk] - 0-30

2.1.2.1 Indikator Terwujudnya Rasio pengendalian | ([ASALFB/BL#[C/CL))/3 Culup Jelas Direktorat Pengendalian
Kinerja pemanfaatan ruang | pemanfaatan ruang Pemanfaatan Ruang
Kegiatan yang scsuai  dengan A = Jumlsh Dacrah Aliran Sungai (DAS)
(IKK) Rencana Tata Ruang vang telah dilakuksn penyusunan
(RTR) melahii Instrumen Pengendalian (INSDAL)
pengendalian Al= Target Dacrah Aliran Sungai (DAS) yang
pemanfaatan ruang akan dilakukan penyusunan Instrumen
Pengendalian (INSDAL)
B = Jumlah provinsi yvang dilakukan
pengendalian alih fungsi lahan sawah
Bl= Target Jumlah provinsi yang dilakukan
pengendalian alih fungsi lahan sawah
C = Jumlah kawasan yang telah dilakukan
pemantauan dan evaluasi pemanfaatan
TUANE
C1= Target jumlah kawasan yang akan
dilakukan pemantauan dan evaluasi
pemanfaatan ruang
2.1.2.2 Indikator Terwujudnya Rasio penyelesaian AfB Cukup Jelas Dircktorat Penertiban
Kinerja pemanfaatan ruang pelanggaran di bidang A= Jumlah penyelesaian kasus Pemanfaatan Ruang
Kegiatan vang sesuai dengan penAatean MAang pelanggaran
(TKK) RTR melalui penertiban B~ Target jumlah penyelesaian kasus
pemanfaatan ruang pelanggaran
Tujuan: Pelavanan publik dan tata kelola kepemerintahan yang berkualitas dan berdava saing
3.1 Indikator Terwujudnyva tata kelola | Indcks reformasi | Indcks Reformasi Birokrasi- nilai/bobot x | 1.Faktor pengungkit berbobot 80% vang terdiri dari: | Unit Penanggung Jawab:
Kinerja kelembagaan vang | birokrasi 100 a. Mandatori [20%); 1. Sekretariat Jenderal
Sasaran komprehensif dan b. Hasil antara (10%); dan 2. Ingpektorat Jenderal
Strategis berstandar c. Reform (30%)].
(IKES) kepemerintahan  yang Unit Pendukung;
baik 2 _Faktor hasil berbobot 40% yang terdiri dari : Sekretariat Dircktorat
a. Akuntabilitas kinerja dan keuangan (10%); | Jenderal dan Sekretariat

Inspektorat Jenderal
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Indikator
Kinerja
Program
(IKF)

Terwujudnya tata kelola

kelembagaan VANEg
kompetitif dan
berstandar

kepemerintahan  yang
baik dari aspek

manajemen operasional

Indeks akuntabilitas

A

Interval indeks adalah 0 sampai dengan 100 dengan

kinerja dan | A= Akumulasi penilaian setiap komponen rincian sebagai berikut:
keuangan SAKIP a. Predikat AA (Memuaskan) : =83 -100
b. Predikat A [Sangat Baik) : »T53-B3
c. Predikat B [Baik]) : »65 -73
d. Predikat CC [Cukup Baik] :>30-65
e. Predikat C |agak kurang) : =30-50
f. Predikat D (kurang) : 0-30
Indeks pelayanan | Indeks pelayanan publik = (A+B]/2 1. Penilaian meliputi 6 (enam) Area Zona Integritas
publik |ZI):
A= |nilai TPl Kualitas Pelayanan +nilai a.Manajemen perubahamn;
TPN Kualitas Pelayanan )2 b.Penataan tatalaksana;
B= Nilai TPN ZI + Nilai TP1 ZI c.Penataan sistem manajemen sumber daya
MANusia;
Nilai TPN ZI- d.Penguatan pengawasan;
(E Satker WBK_WBBM/E Satker yang . Penguatan almintabilitas kinerja; dan
dievalusi TPN) x 0% f. Peningkatan kualitas pelayanan publilc.
Nilai TPI ZI - 2. Asprk pelayanan publik :
[E Satker yang dievalusi TPN/L Satker yang a Aspek kebijakan pelayanan dengan bobot 300
diusulkan ke TPN) x 30% terdiri dari standar pelayanan, maklumat
pelayanan, survei kepuasan masyarakat;
A = Nilai kualitas pelayanan b.Aspek profesionalisme sumberdaya manusia
B = Indeks integritas dengan bobot 18% terdiri dari kompetensi dan
TPN = Tim Penilai Nasional responsifitas, kode etik, penghargaan dan
TPI = Tim Penilai Internal sanksi, budaya pelayanan;
c.Aspek sarana dan prasarana pelayvanan publik
dengan bobot 15% terdiri dari parkir dan ruang
tunggu, sarana dan prasarana kebutuhan
khusus, front office dan sarana penunjang lain;
d.Aspek sistem informasi pelayanan publik dengan
bobot 15% terdiri dari sistern  informasi
elektronik dan non elektronik; dan
e.Aspek konsultasi dan pengaduan dengan bobot
15% terdiri dari konsultasi dan pengaduan; dan
f. Aspek inovasi dengan bobot 7% terdini dari
inowvasi.
3. Interval penilaian indeks pelayanan publik:

a 0%=x=20% = indeks 0 - 1 : Nilai F (Gagal]

b.20%<x<30% = indeks 1.01 - 1.5 : Nilai E [Sangat
Burukj

. 30%<x<40% = indeks 1.51 - 2 : Nilai D (Buruk)

d.40%<x<50% = indeks 2.01 -2.50 : Nilai C-
[Cukup dengan catatan)

e, 30%x=60% = Indeks 2.51
[Cukup)

f. 60%<x<70% = Indeks 3.01 - 3.50 : B- (Baik
dalam catatan)

& T0%<x<80% = indeks 3.51 - 4.00 : Nilai B (Baik|

- 300 : Nilai C

Sckretariat
Inspektorat
Sekretariat
Jenderal

Jenderal,
Jenderal,
Direktorat

dan Schretariat

Inspektorat Jenderal
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h.B0%<x=00% = indeks 4.01 - 4.50 : Nilai A- Sckretariat Jenderal,
|Sangat Baik) Inspektorat Jenderal,
i 90%=<x<100%= indeks 4.31 - 5.00 : Nilai A | Sckretariat Direktorat
{Pelayanan Prima) Jenderal dan Sekretariat

3. Indeks
profesionalitas
Aparatur Sipil
Negara

[A+B+C+Djf4

A= Nilai kedisiplinan

B~ Nilai kompetensi

C= Nilai kinerja

D= Nilai kualifikasi/flatar belakang
pendidilkan

Interval indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara
adalah

10 - 100 dengan definisi bahwa indeks 10 sebagai
terlemah dan indeks 100 scbagai terkust. Indeks
dimaksud apabila dikonversi terhadap nilai adalah
schagai berikut:

Pemerintahan
Berbasis
Elektronik (SFBE)

beriaku dan diterbitkan oleh Kementerian
Pendayesgunaan Aparatur MNegara dan
Reformasi Birokrasi tentang Pedoman dan
Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik [SPBE).

a. Indeks 10 = nilai 1-10

b. Indeks 20 = nilai 10,01-20
c. Indeks 30 = nilai 20,01-30
d. Indeks 40 = nilai 30,01-40
e. Indeks 30 = nilai 40,01-50
f. Indeks 60 = nilai 50,01-60
E. Indeks 70 = nilai 60,01-70
h. Indeks 80 = nilai 70,01-80
i. Indeks 90 = nilai 80,01-90
j. Indeks 100 = nilai 90,01-10

4. Indeks Sistem Rumus pengukuran sesuai peraturan yang | l.Interval Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE) adalah sebagai berikt:
a< 1.8 = kurang

b.1.8 - <2,6 = cukup

c.2,6 - <35 = baik

d.3,5 - <4,2 = sangat baik

e.4.2 - 5,0 = memuaskan

2. Dalam penilaian indeks SPBE terdiri dari domain
schagai berikout:
A. Domain kebijakan internal SPBE (bobot 13%
b.Domain tata kelola SPBE [bobot 25%)
. Domain manajemen SPBE (bobot 16,5%)
Domain layanan SPBE [bobot 45,5%)

Inspektorat Jenderal

158




3. Nilai penguatan
perundang-
undangan

A
A= Akumulasi penilaian setiap komponen
Deregulasi Kebijakan

1. Harmonisasi (bobot 1)

2. Sistem pengendalian dalam peryusunan
peraturan perundang-undangan [bobot 1)

3. Peran Kebijakan (bobot 2)

4. Penyelesaian Kebijakan (bobot 1]

—

L

s

. Interval

. Bistem

nilai penguatan perundang-undangan
adalah 1 sampai dengan 5 dan jika dikonversi
terhadap persentase adalah sebagai beriloat:

a Nilail=-0% =X=<20%

b. Nilai2 = 20% < X £ 40%

c. Nilai 3 = 40% < X 260%

d. Nilai 4 = 60% < X <B0%

e. Nilai 5 = B0% < X =100%

.Harmonisesi terpenuhi apabila telah dilabukan

identifikasi, analisis, dam pemetaan terhadap
kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat
menghambat yvang akan direvisifdihapus, serta
telah  dilakukan revisi kebijakan yang tidak
harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat
tersebut;

pengendalian dalam PCOyUSLNAD
peraturan perundang-undangan terpenuhi apabila
dalam sistem tersebut mensyaratkan adanya rapat
koordinasi, naskah akademis/kajian [ policy paper,
dan paraf koordinesi, serta telah dilakukan
evaluasi atas pelaksanaan sistem tersebut;

. Peran kehijakan terpenuhi apabila kebijakan yang

diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan
kebijekan  lainnya, serta memuat unsur
kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit
kerja; dan Penyelesaian kebijakan  terpenuhi
apabila kebijakan yang diterbitkan telah sesuai
dengan Program Legislasi Kementerian,

Sekretariat
Inspektorat Jenderal,
Sekretariat Direktorat
Jenderal dan Sekretariat
Inspektorat Jenderal

Jenderal,

6. Perscntase
Terpenuhinya
Layanan
Perkantoran

|A/BJ*100%
A~Realisasi layanan Perkantoran
B-Target layanan Perkantoran

Cukup Jelas

Schrctariat
Inspcktorat Jenderal,
Sekretariat Direktorat
Jenderal dan Sekretariat
Inspcktorat Jenderal

Jenderal,

3.1.1.1 Indikator
Kinerja
Kegiatan
(TKK)

Terselenggaranya

perencanaan,

pemantalan dan
cvaluasi program dan
ANEZEATan serta

administrasi kerja sama

1. Persentase

kesesuaian jumlah
output kegiatan dan

7O [A)/ [B) + 30%(C)/ (D]

A=Jumlah output prioritas nasional

Output Prioritas MNasional (PN) adalah output
YANE diamanatkan dalam RPJMN
Kementerian / Lembaga [Renstra) serta

B=Jumlah total output

aAlokasi anggaran DIFA ditetapkan per tahunnya dalam Rencana Kerja

prioritas  nasional | B=Jumlah output prioritas nasional Pemerintah (RKP).

pada DIPA Renstra 2. Perhitungan kesesuaian jumlah output Prioritas

terhadap Renstra C=Jumlah anggaran prioritas nasional MNasional adalah persentase kesesuaian jumlah
DIPA output yang direncanakan terhadap jumlah

D=Jumlah anggaran prioritas nasional output Prioritas Nasional yang ditargetkan
Renstra dalam Pagu Indikatif.
2. Persentase revisi | [[ASB)*100% Cukup Jelas
pada output
kegiatan A=Jumlah revisi output

Bire Perencanaan dan Kerja
Sama

Biro Perencanaan dan Kerja
Sama
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3. Persentase jumlah | A/B Cukup Jelas
ANEEATAN yang
diblokir terhadap | A=Total anggaran diblokir
total anggaran B=Total anggaran
4. Persentase Jumlah | jA/B)*100% Cukup Jelas
ANEEATAN
tambahan (berasal | A=Total anggaran tambahan
dari APBN maupun | B=Total APBN
di luar APBN) dari
penyelenggaraan
Kerja Sama
berbanding dengan
anggaran AFBN
5. Nilai capaian pada | (A/B)*100% Milai capaian merupakan nilai capaian kinerja
SMART DJA anggaran pada aplikasi SMART DuJA
A=Realisasi Fisik
B=Realisasi Anggaran
6. Persentase Satker Laporan Kinerja [LKj) mempakan dokumen vang

yang mendapatkan
nilai LKJ Kategori &

A
A=Nilai LKj dari Inspektorat Jenderal

secara lengkap menjelaskan substansi-substansi
komponen SAKIP dan merangkum substansi dari
dokumen SAKIP [renstra, RKT, IKU termasuk
manual IKU) sehingga cukup merepresentasi SAKIP
secara menyeluruh.

=]

Persentase
Terpenuhinya
Layanan
Perkantoran

{A/B)"100%

A=Realisasi layanan Perkantoran
B=Target layanan Perkantoran

Cublup Jelas

3.1.1.2 Indikator
Kinerja
Kegiatam
(IKK)

Terkelolamya
administrasi umum
melahii layanan
operasional kantor,
pemenuhan saTansa
prasarana, pengelolaan
kearsipan dan
persuratan berbasis
elektronik, dan
pengelolaan pengadasn
barang/jasa sesuai
standar layanan dalam
rangha mewujudkan
kantor modern

—

. Persentase lavanan

operasional kantor

TA

A= jumlah unit kerja yang mendapatkan
pelayanan operasional kantor
(pemeliharaan aset, layanan
keamanan, layanan fasilitas
perkantoran dan layvanan daya jasa)

Interval Persentase terpenuhinya pemeliharaan aset
dan layanan perkantoran adalah sebagai berikut:

a. Nilai 0-40% (Kurang];

b. Nilai = 40-70% (Cukup); dan

c. Nilai > T0-100 % [Baik).

. Pemenuhan

SArana
prasarana di satker
pusat

A/ B 100%

A=Unit kerja yang mendapatkan sarana

Cuklup Jelas

prasarana
B=Jumilah unit kerja
3. Pemenuhan sarana | (A/B)*100% Interval persentase  Satker yang  terpenuhi
prasarana kantor fasilitasnya sesuai standar kantor modern adalah

modern pada satker
daerah

A= Batker yang sudah terpenuhi
fasilitasnya sesuai standar kantor
modern

B~ Jumlah satker yang ditargetkan

sebagai berilout:

a. Nilai 0-40% (Kurang);

b. Nilai = 40-70% (Cukup); dan
c. Nilai > 70-100% (Baik).

Biro Umum dan Layanan
Pengadaan
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pengelolaan
layanan pengadaan
barang dan jasa
Yang terlaksana
sccara clektronik

A= Jumlah pengadaan terlaksana
B= Jumlah pengadaan yang ada di Aplikasi
SIRUP

4. Persentase (A B)* 1 00%: Interval persentase Satker yang telah menggunakan
terselenggaranya A= Jumlah Satker yang telah menggunakan c-office dan penerapan Peraturan Menteri Agraria
pengelolaan  arsip e-office dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Masional
dan persuratan | B= Jumlah Satker perjabatan [Pejabat Nomor @ Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah
elektronik Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, Dinas di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata

Administrator] di lingkungan Pusat dan Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah sebagai
Daerah berikut:
a. Nilai : 76-100% (Memuaskan]
b. Nilai : 51-75% (Baik]
c. Nilai : 26-30% (Cukup)
d. Nilai : 0-25 % [Kurang)
Persentase (A B)* 1 00% Interval persentase Satker yang telah menginput

SIRUP baik paket Tender nontender dan Swakelola
adalah sebagai berikut:

a. Nilai : 76-100% (Memuaskan)

b. Nilai : 51-75% (Baik])

c. Nilai : 26-30% (Cukup)

d. Nilai : 0-25 % [Kurang)

Biro Umum dan Layanan
Pengadaan

yang maju dan modern

IPM = Indeks Pengaduan Masyarakat
TLP = Tindak Lanjut Pengaduan
¥FP = Jumlah Pengaduan yvang Masuk

c. 40% < X 2 60% = cukup
d. 60% < X = 80% = baik
c. 80 = X <= 100% = sangat baik

X = nilai capaian

Level kematangan | Memenuhi level kematangan Unit Kerja | Level kematangan meliputi domain proses,
Unit Kerja | Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJj sesuai | kelembagaan, sumber daya manusia, dan sistem
Pengadaan Peraturan Lembaga HKebijakan Pengadaan | informasi serta 9 [sembilan) variabel sebagai berikout:
Barang/Jasa barang/jasa Pemerintah [LKPP] tentang Unit a. Manajemen pengadaan;
[UKFPB.J) Kerja Pengadaan Barang/.Jasa (UKPBJ) b. Manajemen penyedia;
c. Manajemen Kinerja;
d. Manajemen Risiko;
e. Pengorganisasian;
f. Tugas/fungsi;
E. Perencanaan;
h. Pengembangan; dan
i. Sistem Informasi
Standar Layanan | Pemenuhan standar Layaman Pengadaan | Culup Jelas
Pengadaan Secara | Secara Elekitronik [LPSE] sesuai Peraturan
Elektronik (LPSE]) Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa
Pemerintah (LKPP) tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa [UKPBEJ)
FPersentase (A B)* 1 00%: Cukup Jelas
Terpenuhinya
Layanan A=Realisasi layanan Perkantoran
Perkantoran B-target layanan Perkantoran
3.1.1.3 Indikator Terselenggaranya Persentase IPM={{TLPMedsos ¥ Pmedsos*100%|+(TLPLan | Interval persentase permohonan informasi publik | Bire Hubungan Masyarakat
Kinerja penatausahaan Pengelolaan Tindak | gsung/YPLangsung*100%)+(TLPLapor f[¥PLa adalah sebagai berikut:
Kegiatan pimpinan dan Lanjut Pengaduan | por*100%)+TLPMail /¥ PMail*100%)) /4 8 0%<X=20% - buruk
(IKK) hubungan masyamkat Masyarakat b. 20% = X = 40% = kurang
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2. Persentase layanan | (A/B]*100% Interval persentase permohonan informasi publik
permohonan adalah sebagai berikout:
informasi publik A= Jumlah informasi yang direspon 8. 0% < X =20% = buruk
B~ Permintaan informasi b. 20% <« X = 40% = kumang
c. 40% = X £ 60% = cukup
d. 60% < X £ 80% - baik
e. B0 <= X = 100% = sangat baik
X = nilai capaian tahunan
3. Persentase RStrakom=|{Capaian PM+EM+SM+0M) Interval persentase pelaksanaan metode strakom
pelaksanaan 4 | (RStrakom Y-1 + (RStrakom Y-1 *10%]) *100 adalah sebagai berikut:
[empat) metode a. 0% < X £ 20% = buruk
strategi Rstrakom = Realisasi Pelaksanaan Metode b. 20% <« X 2 40% = kurang
komunikasi publik Strakom c. 40% = X £ 60% = cukup
Y-1 = Tahun Sebelumnya d. 0% « X = 80% = baik
e 80 < X = 100% = sangat baik
X = nilai capaian tahunan
4. Persentase (A+B)/f2 Interval persentase  ketersediman  unit  Pejabat
pengelolaan sistem Pengelola Informasi dan Dokumentasi [PPID) dan
pelayanan A = Persentase ketersediaan unit Pejabat pengelolaan dokumentasi berbasis teknologi informasi
informasi publik Pengelola Informasi dan Dolkumentasi adalah sebagai berikut:
{PPID} pusat dan daesrah a. 0% < X = 20% = buruk
B = Persentase pengelolaan dokumentasi b. 20% < X < 40% = kurang
informasi publik berbasis teknologi c. 40% = X £ 60% = cukup
informasi d. 60% <« X £ 80% = baik
e. B0 < X = 100% = sangat baik
X = nilai capaian tahunan
5. Persentase (A /B)*100% Interval persentase realisasi pelaksanaan
pelaksanaan ketatausshaan yang berbasis digital bagi Menteri,
ketatausahaan dan | A= Realisasi pelaksanaan layanan Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal dan Staf Ahli
operasional Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris adalah sebagai berikut:
pimpinan Jenderal dan Staf Ahli, dan Pelaksanaan a. 0% < X = 20% = buruk
Kementerian Program Strategis Nasional b. 20% « X = 40% = kurang
Agraria dan Tata | B- Total kegiatan pimpinan c. 40% = X £ 60% = cukup
Ruang/ Badan d. 60% <« X 2 80% = baik
Pertanahan e. BD < X = 100% = sangat baik
Nasional YENg

berbasis digital

X = nilai capaian tahunan

Biro
Masyarakat

Hubungan
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laporan kenangan

Periode I = [C/B)*100%
Periode IV = (C/B)* 100%

Laporan Keuangan (LK) = [[+I+IT+1V)/ A

A = Kewajiban melaporkan LK setiap tahun
[Periode I, IT, 111, IV)

B = Jumlah entitas Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

C = Jumlah entitas yang melaporkan tepat
wakiu

6. Persentase A/B) * 100% Interval persentase realisasi pelaksanaan | Biro Hubungan Masyvarakat
pelayvanan ketatansahaan dan keprotokolan secara digital bagi
keprotokolan bagi | A. Realisasi layanan keprotokolan dengan pimpinan serta dukungan pelaksanaan program
UMSUr pimpinan dukungan digital bagi kegiatan pimpinan strategis nasional :
dan dukungan dan dukungan program strategis nasional | a. 0% < X = 20% = buruk
pelaksanaan B. Jumlah rencana kegiatan pimpinan damn b. 20% < X £ 40% = kurang
program  strategis dukungan pelaksanaan program c. 40% < X £ 60% = cukup
nasional strategis nasional d. 60% < X < B0% = baik

e. 80 = X £ 100% = sangat baik
X = nilai capaian tahunan

T. Persentase (A B)* 100% Cubup Jelas
terpermhinya
layanan A=Realisazsi lavanan Perkantoran
perkantoran B=Target layanan Perkantoran

3114 Indikator Terwujudnya 1. Pengelolaan Pengelolaan Anggaran dan PNBP = Cubup Jelas Biro Kenangan dan Barang
Kinerja pengelolaan  keuangan ANEEATAN dan | A + |IBfC)*100%]} /2 Milik Negara
Kegiatan dan BMN YANE Penerimaan Negara
(IKK) akuntabel Bukan Pajak | A = Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan
[PNBF) Anggaran (IKPA) Kementerian/Lembaga
B = Jumlah realisasi setoran Penerimaan
Negara Bukan Pajak(PNBF)
C = Target Penerimaan Negara Bukan
Pajak{FNBF)

2. Persentase Satker | [BfA)*100% A= Jumlah satker yang ditetapkan menjadi target
yang sclama 5 tahun adalah 75 satker
mengimplementasi A = Jumlah Satker
kan Manajemen | B = Batker yang menerapkan MR
Risiko

3. Tingkat maturitas | Level 1 sampai dengan level 5 Cubup Jelas
Sistem
Pengendalian
Intern Pemerintah
[SFIF)

4. Ketepatan -waktu | Periode I = |C/By*100% Cubup Jelas
penyampaian Periode I = (C/Bj*100%
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Pelayanan [SF)
D= Pembangunan budaya organisasi
[pembangunan agen perubahan)

3. HKualitas Rencana | [A/B)*100% Cukup Jelas Bire Keuangan dan Barang
Kebutuhan Barang Milik Negara
Milik Negara | A=Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik
[RKBMN) Negara (REBMN) yang disetujui
B=Jumlah usulan Rencana Kebutuhan
Barang Milik Negara [REBMN]
6. Persentase (A B)*100% Cukup Jelas
terpenuhinya
layanan A=Realisasi layanan perkantoran
perkantoran B=Target layanan perkantoran
3.1.1.5 Indikator Terwujudnya tata kelola | 1. Persentase penataan | [A+B+C)/3*100% Persentase capaian yang semakin tinggi berkorelasi | Biro Organisasi dan
Kinerja organisasi dan sumber organisasi yang tepat positif pada ketepatan aspek dalam rangka penataan | Kepegawaian
Kegiatan daya MAMUEa fungsi, ukuran dan | A= Satker yang melaksanakan evaluasi organisasi yang lebih baik dalam hal fungsi, ukuran
(IKK) berstandar dunia proses organisasi dan proses.
B= Jabatan yang dianalisis
C= Satker yang telah menyusun Analisis
Beban Kerja [ABK)
2. Persentase [A+B+C+D)/4*100% Persentase capaian yang semakin tinggi berkorelasi
pemenuhan positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik
ketatalaksanan A= Pemenuhan dokumen proses bisnis dan kepastian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
organisasi yang | B= Pemenuhan dokumen Standar
transparan dan Operasional Prosedur (SOF)
akuntabel C= Pemenuhan dokumen Standar
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3. Indeks
profesionalitas
Aparatur Sipil Negara
(ASN) pada dimensi
kualifikasi
pendidikan, disiplin,
dan kinerja

A+B+C

A=Nilai kualifikasi pendidikan
B=Nilai disiplin

C=Nilai kinerja

1.Indeks nilai 0 - 100 dengan bobot masing-masing
dimensi adalah sebagai berikut:

b.
C.
d

Dimensi pendidikan 25%
Dimensi disiplin 3%
Dimensi kinerja 30%
Dimensi kompetensi 40%

2.Nilai dalam dimensi pendidikan adalah sebagai
berikoat:

mAaApanER

Nilai 23 untuk jenjang 53

Nilai 20 untuk jenjang 52

Nilai 15 untuk jenjang 51

Nilai 10 untuk jenjang DI

Nilai 3 untujk jemjang DII, DI dan SLTA
Nilai 1 uniuk jenjang SLTP ke bawah

3.Nilai dalam dimensi disiplin adalah sebagai

berikut:

a. Nilai 5 bagi pegawai vang tidak pernah dijatuhi
hukuman disiplin

b. Nilai 3 bagi pegawai vang pernah dijatuhi
hukuman ringan

c. Nilai 2 bagi pegawai yang pernah dijatuhi
hukuman sedang

d. Nilai 1 bagi pegawai yang pernah dijatuhi

hukuman berat

4.Nilai dalam dimensi kinerja adalah sebagai

beriloat:

a. Nilai 30 bagi pegawai dengan nilai kinerja 91 -
b. Z}if;gi 23 bagi pegawai dengan nilai kinerja 76 -
c. ?th:;ai 15 bagi pegawai dengan nilai kinerja 61 -
d. ;J?]ai 5 bagi pegawai dengan nilai kinerja 51 -

lili]
Nilai 1 bagi pegawai dengan nilai kinerja <= 3

Biro Organisasi

Kepegawaian

dan

165




4. Penilaian mandiri | Penilaian mandiri penerapan sistem merit 1. Penilaian mandiri dan verifikasi hasil penilaian
penerapan sistem mandiri dilakukan terhadap kelengkapan dan
Merit A+B+C+DHE+F+G+H kualitas setiap aspek dengan pembobotan sebagai

A= Nilai perencanaan kebutuhan berikut:
B~ Nilai pengadaan a. Perencanaan kebutuhan [bobot 10%)
C= Nilai pengembangan karier b. Pengadaan (bobot 10%)
D= Nilai promosi dan mutasi c¢. Pengembangan karir [bobot 30%)
E= Nilai mansjemen kinerja d. Promosi dan mutasi [bobot 10%)
F= Nilai penggajian, penghargaan dan e. Manajemen kinerja [bobot 20%)
disiplin f. Penggajian, penghargaan dan disiplin (bobot
G= Nilai perlindungan dan pelayanan 10%%)
H= Nilai sistem informasi g. Perlindungan dan pelayanan [bobot 4%)
h. Sistem informasi [bobot 6%
3.Tingkat penecrapan Sistem Merit  ditetapkan
dengan rentang nilai sebagai berikout:
a. 325400 = Sangat Baik (Kategori IV)
b. 250-324 = Baik (Kategori I}
c. 1753-249 = Cukup (Kategori II)
d. 100-174 = Buruk [KategoriI)

3. Persentase BfA*100% Tingkat pengembangan pegawai berbasis pemetaan
pengembangan talenta ditetapkan, dengan rentang nilai sebagai
pegawai berbasis | A= Pegawai yang dipetakan dalam talent berikut:

pemetaan talenta

mapping
B= Rekomendasi pengembangan karir dan
kompetensi

8. Sangat Kurang= 10 - 30
b. Kurang= 31-30

c. Cukup= 51-70

d. Baik=71-90

c. Sangat Baik=91-100

6. Persentase
penyelesaian layanan
kepegawaian

{A/BJ"100%

A= Usulan layanan kepegawaian yang
dizselesaikan
B= Jumlah usulan layanan kepegawaian

Tingkat  penyelesaian  layanan kepegawaian
ditetapkan dengan rentang nilai sebagai berikut:

8. Sangat Kurang = 10 - 30 %

b. Kurang = 31-30 %

c. Cukup = 31-70 %

d. Baik =71-90 %

c. Sangat Baik =91-100 %

7. Persentase
terpenuhinya
layanan perkantoran

{A/B]"100%

A= Realisasi layanan perkantoran
B= Target layanan perkantoran

Cukup Jelas

Biro
Kepegawaian

Organisasi

dan
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3.1.1.6

Indikator
HKinerja
Kegiatan
(TKE)

Terwujudnya peraturan
perundang-undangan
dan fasilitasi bantuan
hukum YENE
mendukung  kegiatan
pertanahan dan ruang
yang berlualitas.

L

Persentase
penyclesaian Diraft
Rancangan Undang-

Undang [RLIL),
Rancangan
Peraturan
Pemerintah |RPF],
Rancangan

Peraturan  Presiden
bidang tata rmuang
dan pertanahan.

A/BlF100%

A=Jumlah drajft final yang disampaikan ke
Kementerian /Lembaga lain
B-Rancangan peraturan vang diusulkan

Cukup Jelas

2, Persentase |A/B)*100% Cukup Jelas
penetapan peraturan
Menteri. A= Jumlah peraturan menteri yang
ditetapkan
B= Program penyusunan peraturan menteri
pada Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional
3. Persentase |A/B)*100% Cukup Jelas
pengkajian peraturan
perundang- A= Jumlah hasil kajian
undangan. B= Permintaan masukan dan tanggapan
peraturan Kementerian/Lembaga lain
dan arahan pelaksanaan kajian
4. Persentase (A B)*100% Cukup Jelas
penyelesaian drajt
naskah nota | A= Jumlah draft final
kesepahaman dan | B= Rencana dan/atau jumlah yang
perjanjian kerja disampaikan Biro Perencanaan dan
SAMA. Kerja Sama.
3. Persentase (A/B) *100 Cukup Jelas
pemberian  fasilitasi
bantuan hukum dan | A= Jumlah pemberian fasilitasi bantuan
pertimbangan hukum dan pertimbangan hukum
pendapat hukum. B= Jumlah permohonan
6. Presentase (A B)* 100 Cukup Jelas
terpublikasinyva
peraturan A= Jumlah peraturan bidang agraria/
perundang- pertanahan dan tata ruang yang
undangan VENE terdokumentasi
integratif dan mudah | B= Jumlah peraturan yang ditetapkan
diakses.
7. Persentase (A B)*100% Cukup Jelas

terpenuhinya
layanan perkantoran

A= Realisasi layanan perkantoran
B~ Target layanan perkantoran

Bire Hukum

167




3.1.1.7

Indikator
Kinerja
Kegiatan
[IKK)

Terlaksananya

dukungan manajemen

dan tugas
lainnya di daerah

teknis

1. Indeks Akuntabilitas
Kinerja/Sistem
Akuntahilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
[SAKIF)

TA
A= Akumulasi penilaian setiap komponen
SAKIP

NMilai Sistem  Akuntabilitas
Pemerintah  [SAKIF) satuan
komponen sebagai berikout:

a. Perencanaan kinerja;

b. Pengukuran kinerja;

c. Pelaporan kinerja;

d. Evaluasi internal; dan

e. Capaian kinerja.

Kinerja Instansi
kerja  terdiri  dari

2. Indeks Akuntabilitas | IKPA= (15 %X  realisasi)+( 15% X | Penilaian dimaksud berdasarkan Peraturan Menteri
Kinerja Anggaran | Tagihan|+{15% X Data kontrak) + | Keuangan tentang Monitoring dan Evaluasi
[IKPA) [10%xcapaian output) + (8% X Pengelolaan UP) | Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L

+ |3% x revisi DIPA] + [3%xDeviasi hal DIPA) +
(3%MLPJ Bendahars] + [3% X Renkas) + [3%X
SFPM Salah)+ |3%X Retur SP2D) + (4% X Pagu
Minus) + |3% X Dispensasi SPM)

3. Indeks A+B+C+D Indeks profesionalitas  Aparatur  Sipill Negara
profesionalitas A= Nilai Kedisiplinan ASN [bobot 3%) didukung oleh capaian sebagai berikout:

Aparatur Sipil Negara

B= Nilai Kompetensi ASN [bobot 40%)

C= Nilai Kinerja ASN (bobot30%)

D= Nilai Kualifikasi/Latar Belakang
Pendidikan ASN (bobot 23%

a. Milai profesionalitas ASN satuan kerja; dan

b. Persentase pemberian fasilitasi bantuan hukum
dan pertimbangan/pendapat hukum di satuan
kerja daerah

4. Indeks
SFIP

Maturitas

Indeks Maturitas SFPIP =
Rata-rata tingkat maturitas
subunsur * bobot per subunsur

SPIP per

1G= 1 - ¥ [Yi + Yi-1]]

IG = Indeks Gini

Yi = Proporsi jumlah penguasaan dan
pemilikan tanah kumulatif ke i

Yi-1= Proporsi jumlah penguasaan dan
pemilikan tanah kumulatif ke i-1

fi = Frekuensi luas tanah yang dimiliki
kurmulatif ke-i

Kantor Wilayah
Pertanahan Nasional
Kantor Pertanahan

Badan

dan
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3. Persentase integritas
pelayanan publik di
bidang pertanahan
dan tata ruang

-Kantor Wilayah Badan Pertanahan Masional:

A/ B)*100%

A= Satuan kerja memenuhi persyaratan
untuk diusulkan sebagai kantor Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) /Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani{WBBM]

B= Jumlah satker yang diusulkan ke
Inspektorat Jenderal

-Kantor Pertanahan:
X/ ¥ 100%
X= Nilai Tim Penilai Internal [TPI) Kanwil
Y= Nilai minimal Wilayah Bebas
dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi
Bersih Melayani{WEBBM]

Cukup Jelas

6. Persentase capaian
kinerja hasil
PENgAWASAN

- Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional:
Capaian rerata= (A+B+C+D]/4

A= Jumlah Laporan Keuangan Unit
Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (LK
UAKPA| sesuai Standar Akuntansi
Pemerintah [SAP) dibandingkan jumlah
sathker

B= Persentase jumlah rekomendasi temuan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan
Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti
dibandingkan jumlah seluruh
rekomendasi

C= Jumlah pegawai yang menyusun Laporan
Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
[LHEASN) dibandingkan seluruh wajib
lapor

D= Jumlsh pengaduan yang masuk ke
Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti
dibandingkan jumlah seluruh pengaduan

Cukup Jelas

Kantor Wilayash Badan

Pertanahan MNasional
Kantor Pertanahan

dan
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- Kantor Pertanahan:
Capaian rerata= [A+B+C+Dy/4

A= Jumlah rekomendasi perbaikan Laporan
Keuangan Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna
Anggaran (LK UAKPA) dibandingkan
seluruh rekomendasi

B= Persentase jumlah rekomendasi temuan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan
Inspektorat Jenderal yang ditindaklanjuti
dibandingkan jumlah seluruh
rekomendasi

C= Jumlah pegawai yang menyusun
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil
Negara (LHKASN) dibandingkan seluruh
wajib lapor

D= Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti
dibandingkan seluruh pengaduan

Cubup Jelas

. Persentase
terpenuhinya
layanan perkantoran

=1

{A/BJF 100%

A= Realisasi layanan perkantoran
B= Target layanan perkantoran

Cukup Jelas

8. Persentase
pengelolaan  tindak
lanjut pengaduan
masyarakat

IPM={(TLPMedsos/ Y Pmedsos* 100%)+(TLPLan
gsung/¥PLangsung® 100%]+[TLPLapor /¥ PLa
por* 100%)+{TLPMail /¥ PMail* 1 00%)) / Target*
100%

IPM = Indeks Pengaduan Masyarakat
TLP = Tindak Lanjut Pengaduan
¥P =Jumlah Pengaduan yang Masuk

Cukbup Jelas

9. Persentase
permohonan
informasi publik

layanan

{A/BF 100%

A: Jumlah informasi yang direspon
B: Permintaan informasi

Interval indeks layanan permohonan informasi
publik adalah sebagai berikut:

8. 0% < X = 20% = buruk

b. 20% = X £ 40% = kurang

c. 40% = X = 60% = cukup

d. 60% <= X = B0% = baik

e. B0 < X £ 100% = sangat baik

X = nilai capaian tahunan

10. Persentase
pelaksanaan 4
|empat) metode
strategi
komunikasi publik

RStrakom=|(Capaian PM+EM+SM+0M)
(RStrakom Y-1 + [RStrakom Y-1 *10%}) *100

Rstrakom = Realisasi Pelaksanaan Metode
Strakom

Y-1 = Tahun Sebelumnya

Interval indeks pelaksanaan metode strakom adalah
sebagai berikut:

a. 0% < X = 20% = buruk

b. 20% = X 2 40% = kurang

c. 40% = X £ 60% = cukup

d. 60% = X = B0% - baik

e. B0 < X £ 100% = sangat baik

X = nilai capaian tahunan

Kantor Wilayah
Pertanahan Masional
Kantor Pertanahan

Badan

dan
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3.1.1.8 Indikator 1. Terselenggaranya 1. Peningkatan kualitas | Rating kepuasan atas informasi pada | Cukup Jelas Pusat Data dan Informasi
Kinerja layanan mformasi yang | website,/mobile: 1-3 Pertanahan, Tata Ruang
Kegiatan Kementerian dikelola Pusat Data dan LP2B
(IKK) Agraria dan Tata dan Informasi
Ruang, Badan Pertanahan, Tata
Pertanahan Ruang dan LP2B
Nasional berbasis
clektronik 3 Peningkatan kincga | (A/B)* 100% Cukup Jelas
PeNEEUNA sistem
mformasi yvang | A=Volume layanan elekironik
dikelola Pusat Data | B=Volume layanan keseluruhan
dan Informasi
Pertanahan, Tata
Ruang dan LP2B
2, Terkelolanys sistern | 1. Peningkatan kualitas | Rating kepuasan atas penggunaan aplikasi | Interval nilai kepuasan atas penggunaan pada
teknologi informasi PETENCANAAN dan | pada website/ mobile: 1-3 webszite,/ mobile adalah 1 sampai dengan 5 yang
pengembangan didefinisikan sebagai berikut:
sistern aplikasi dan a. Nilai 1 = tidak memuaskan
teknologi informasi b. Milai 2 = kurang memuaskan
c. Nilai 3 = cukup memuaskan
d. Nilai 4 = memuaskan
e. Nilai 3 = sangat memuaskan
2. Peninghkatan data | (A/B]*100% Cukup Jelas
dan informasi
pertanahan, tata | A= Jumlah akses informasi
ruang dan kawasan | B= Jumlah bidang
yang berkualitas
3. Peningkatan tata | Rumus Pengukuran sesusi dengan Peraturan | Dalam penilaian indeks SPBE terdiri dari domain
kelola dan dukungan | Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan | sebagai berikut:
infrastruktur Reformasi Birokrasi Republik Indonesia | 8. Domain kebijakan internal SPBE
teknologi informasi Momor 39 Tahun 2020 tentang Pemantauan [bobotl 3%%)
dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis | b. Domain tata kelola SPBE [bobot 25%)
Elektronik c. Domain manajemen SPBE [bobot 16,3%)
d. Domain layanan SPBE (bobot 45,5%)
4. Persentase (A B)"100% Cukup Jelas
terpenuhinya
layanan perkantoran A=Realisasi layanan perkantoran
B=Target layanan perkantoran
3.1.1.9 Indikator Tersedianya 1. Jumlah rekomendasi | (A/B)*100% Cukup Jelas Pusat Pengembangan dan
Kinerja rekomendasi  berbasis kajian kebijakan Standarisasi Kehbijakan
Kegiatan kajian kebijakan dan vang diimplementasi- | A: Jumlah kebijakan Agraria, Tata Ruang dan
(TKK]) PENETERAN INOVESL kan B: Jumlah rekomendasi kajian kebijakan Pertanahan
2, Jumlah rekomendasi | (A/B)*100% Cukup Jelas
kajian penerapan
inovasi yang | A: Jumlah kebijakan
diimplementasi-kan B: Jumlah rekomendasi kajian penerapan
inowvasi
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3. Jumlah publikasi | En = nit-2)+n(t-1}+nt Cukup Jelas
hasil penelitian dan
pengembangan n= karya tulis ilmiah dalam jurnal
dalam publikasi terakreditasi
terakreditasi t= tahun berjalan
4. Jumlah akses | En Cuklup Jelas
pengguna terhadap
Knowledge n= Pengguna yvang mengakses Knowledge
Management System Management
3. Persentase (A B)* 100%: Culup Jelas
terpenuhinya
layanan perkantoran | A= Realisasi layanan perkantoran
B= Target layanan perkantoran
3.1.1.10 | Indikator Terselenggaranya 1. Persentase jumlah | P= EA/EB*100 % Cukup Jelas Pusat Pengembangan
Kinerja PTOETEM pgawai FANE Sumber Daya Manusia
Kegiatan pengembangan memiliki profil | A= Jumlah Aparatur Sipil Negara [ASN) vang
(IKE) Sumberdaya Manusia kompetensi untuk telah memiliki profil kompetensi
(SDM] berbasis sistem merit B= Jumlah Aparatur Sipil Negara [ASN)
kompetensi manajerial, kescluruhan
fclcrris d srstanmic: 3. Ferecniase F-TA/LE 100 % Cukup Jelas
loultural bidang pemenuhan  standar
pextanahandan: bt kompetensi A= Jumlah Aparatur Sipil Negara [ASN)
TIAng vang sudah memenuhi Standar
Kompetensi Jabatan (SH.J)
B= Jumlah Aparatur Sipil Negaara [ASHN)
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional keseluruhan
3. Indeks AS100 Indeks profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN)
profesionalisme A= Nilai hasil pengukuran dimensi bidang kompetensi adalah sebagai berikout:
dimensi kompetensi kompetensi a. Level 1 = 10
sumberdays manusia b. Level 2= 15
c. Level 3= 225
d. Level 4 = 25
e. Level 5= 30
f. Level 6 = 40
4. Persentase (A B)* 100% Cukup Jelas
terpenuhinya
layanan perkantoran | A= Realisasi lavanan perkantoran
B~ Target layanan perkantoran
3.1.1.11 | Indikator Terselenggaranya 1. Jumlah Lulusan EA Jumlah sumber daya manusia yang dimaksud Sekolah Tinggi Pertanahan
Kinerja pendidikan vokasi di VANE Mempunyai adalah jumlah mahasiswa lnhusan program studi Nasional
Kegiatan bidang agraria, tata kompetensi di A= Jumlah sumber dayae manusia dengan Diploma IV Pertanahan
(IKK) ruang dan pertanahan bidang agraria, indeks prestasi rata-rata 3.0
tata ruang dan
pertanahan
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a. Perencanaan kinerja dengan bobot 33%
b. Pengukuran kinerja dengan bobot 20%
c. Pelaporan kinerja dengan bobot 13%

d. Ewaluasi kinerja dengan bobot 10%

e. Pencapaian kinerja dengan bobot 20%

2. Hasil penilaian SAKIP didapatkan pada akhir

tahun anggaran, nilai tersebut adalah sebagai

berikut:

AA  =>853-100 (memuaskan)

A =»75-85 (sangat baik)

B =>65-73 |baik dan perlu sedikit perubahan)

CC ==30-65 (cukup baik/memadai, periu
banyak perbaikan yang tidak mendasar]

C =>30-30 [agak kurang, perlu perbaikan,
termasuk perubahan vang mendasar)

D = -30 |kurang dan periu banyak sekali
perbaikan serta perubahan yang sangat
mendasar)

2.  Meningkatnya Sistem penilaian Akreditasi Institusi STPN Nilai akreditasi vang dimaksud pada sistem Sekolah Tinggi Pertanahan
Akreditasi Institusi | yang meningkat [Prodi D1 (1], Prodi D4 (2], penilaian Akreditasi Institusi STPN adalah sebagai Nasional
PPFM (3], Perpustakaan (4], Lembaga |3) berikut:
8. Nilai A : Sangat baik
b. Nilai B : Baik
c. Nilai C : Sedang
3. Jumlah hasil YA+B+C+D+E Cukup Jelas
penelitian
dipublikasikan A= jumlah hasil penelitian dalam bentuk
dalam buku dan buku
jurnal B= jumlah hasil penelitian dalam jurnal
C= jumlah hasil penelitian dalam policy
brief
D= jumlah hasil penelitian dalam Hak
Kekayaan Intelektual (HAKI)
E= jumlah hasil penelitian dalam prosiding
4. Jumlah YA Cukup Jelas
pengabdian pada A= Jumlah lokasi pengabdian pada
masyarakat masyarakat
3. Persentase A/ B)* 100% Cukup Jelas
terpenuhinya
layanan A= Realisasi layanan perkantoran
perkantoran B= Target layanan perkantoran
3.1.1.12 Terlaksananya kegiatan | 1. Indeks TA 1. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi | Direktorat Jenderal
dan program Direktorat Akuntabilitas A=Akumulasi penilaian setiap komponen Pemerintah (SAKIP) mengacu pada indikator | Penataan Agraria
Jenderal Kinerja (SAKIF) dan SAKIP pengukuran yang ditetapkan oleh Kementerian
Kenangan  (IKPA) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Esclon 1 Birokrasi sebagai berilkut:
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IKFA = [20% x Realisasi] + {13% x Tagihan] +
{13% x Data Kontrak] + (10% x Pengelolaan
UF) + [2% x Revisi DIPA] + {5% x Deviasi
Hal.ll) + (3% x LPJ Bendahara) + % x
Renkas) + |6% x 5PM Salah] + (6% x Retur
SP2D) + (4% x Pagu minus| + (4% x Dispensasi
SFM)

Nilai IKPA berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 195/PMEK.05/2018 tentang
Monitoring dan  Evaluasi Pelaksanaan
Anggaran Belanja Kementerian
Negara/Lembaga

a.

b.

KPA = Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran

Realisasi = Persentase realizasi belanja
terhadap pagunya

Tagihan = Jumlah penyelesaian tagihan
yang tepat waktu pada SPM LS non belanja
pegawai |17 hari kerja)

Data Kontrek = Jumlah data kontrak yang
tepat waktu disampaikan ke KPPN (5 hari
kerja)

Pengelolaan Uang Persediaan (UP) =
Jumlah pengajuan GUP yang tepat waktu
{{=30 hari kerja)

Revisi DIPA = Jumlah revisi anggaran K/L
dibandingkan jumlah DIPA

Deviasi Hallll = Deviasi penarikan dana
terhadap rEncana halaman juil
DIPA/besarnya gap antara realisasi
dengan RPD pada halaman [II DIPA

. LaporanPertanggungjawaban |LPJ)

Bendahara - Ketepatan waktu
penyampaian LPJ ke KPPN [maksimal
tanggal 10 awal bulan)

Perencanaan Kas (Renkas) = Ketepatan
waktu penyampaian renkas/RPD harian
scbelum tagihan diajukan ke KPPN

Surat Perintah Membayar (SPM) Salah =
Jumlah SPM yvang dikembalikan terhadap
schuruh §PM yang diajukan

. Retur Surat Perintah Pencairan Dana

{SP2D} = Jumlah SP2D yang mengalami
retur

Pagu Minus = Persentase pagu minus
belanja pegawai terhadap total pagu
Dispensasi SPM = Jumlah dispensasi SPM
yvang digjukan sampai dengan akhir tahun
ANEEATAN

Perhitungan manual KU pada triwulan 1
sampai dengan triwulan I untmk 10
{sepuluh) indikator [dispensasi SPM dan
pagu minus tidak termasuk).
Perhitungan manual IKU pada triwulan IV
untuk 12 [dua belas) indikator.

Direktorat

Jenderal

Penataan Agraria
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Persentase IPM={[TLPMedsos/ Y Pmedsos* 100%6)+ (TLPLan | Cukup Jelas
pengelolaan tindak | gsung/¥PLangsung*100%)+(TLPLapor/¥PLa
lanjut pengaduan | por* 100%)+{TLPMail /T PMail* 1 00%)) / Target*
masyarakat 100%%
Target=80%
IFM = Indeks Pengaduan Masyarakat
TLP = Tindak Lanjut Pengaduan
IP =dJumlah Pengaduan yang Masuk
Indeks A+B+C+D Cukup Jelas
profesionalitas
Aparatur Sipil | A=Milai kedisiplinan Aparatur Sipil Negara
Negara [ASN] Direktorat Jenderal
B=Nilai kompetensi Aparatur Sipil Negara
ASN Dircktorat Jenderal
C=Nilai kinerja Aparatur Sipil Negara [ASN)
Direktorat Jenderal
D=Nilai kualifikasi/latar belakang
pendidikan Aparatur Sipil Negara [ASHN)
Direktorat Jenderal
Indeks Sistem | Rumus Pengulkuran sesuai dengan Peraturan | Dalam penilaian indeks SPBE terdiri dari domain

Pemerintahan
Berbasis Elektronik
[SPBE)

Menteri Pendayvagunaan Aparatur Megara dan
Reformasi Birokrasi Republik  Indonesia
Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pemantauan
dan Ewvaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik

sebagai berikut:

a. Domain kebijakan internal SPBE
[bobotl 3%

b. Domain tata kelola SPBE (bobot 25%)

c. Domain manajemen SPBE [bobot
16,3%

d. Domain layanan SPBE (bobot 43,5%)

Nilai penguatan
perundang-
undangan

TA
A= Akumulasi penilaian setiap komponen
Deregulasi Kebijakan

Komponen dimaksud adalah:

1. Harmonisasi (bobot 1)

2. Sistem pengendalian dalam pemyusunan
peraturan perundang-undangan (bobot 1)

3. Peran Kebijakan [bobot 2)

4. Penyelesaian Kebijakan (bobot 1)

Interval nilai penguatan perundang-undangan
adalah 1 sampai dengan 3 dan jika dikonversi
terhadap persentase adalah sebagai berilkout:

a. Nileil=0% =X=20%

b. Nilai 2 = 20% < X = 40%

c. Nilai 3 = 40% = X =60%

d. Nilai 4 = 60% < X £80%

c. Nilai 5 = B0% =< X =100%

1. Harmonisasi terpenuhi apabila telah dilakukan
identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap
kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat
menghambat yvang akan direvisi/dihapus, serta

telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak
harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat
tersebut;

2. Bistem pengendalian dalam Penyusunan
peraturan perundang-undangan terpenuhi
apahbila dalam sistem tersebut mensyaratkan
adanya rapat koordinasi, naskah
akademis/kajian/policy  paper, dan paraf

koordinasi, serta telah dilakukan evaluasi atas
pelaksanasan sistem tersebut;

Direktorat
Penataan Agraria

Jenderal

175




4. Penyelesaian

3. Peran kebijakan terpenuhi apabila kebijakan yang

diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan
kebijakan  lainnya, serta  memuat unsur
kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit
kerja; dan

kebijakan terpenuhi apabila
kebijakan yang diterbitkan telah sesusi dengan
Program Legislasi Kementerian.

Direktorat Jenderal

Penataan Agraria

Perencanaan kinerja dengan bobot 35%
Pengukuran kinerja dengan bobot 20%
Pelaporan kinerja dengan bobot 13%
Evaluasi kinerja dengan bobot 10%
Pencapaian kinerja dengan bobot 209

ppAge

2. Hasil penilaian SAKIP didapatkan pada akhir

tahun anggaran, nilai tersebut adalah sebagai

berikut :

AA = #85-100 (memuaskan)

A = >»753-85 (sangat baik)

B = »63-T3 [baik dan perlu sedikit perubahan)

CC = #30-63 [cukup baik fmemadai, perlu
banyak perbaikan yang tidak mendasar)

C = »30-30 |agak kurang, perlu perbaikan,
termasuk perubshan yang mendasar)

D = 0-30 (kurang dan perlu banyak sekali
perbaikan serta perubahan sangat
mendasar]

6. Indeks Maturitas | Indeks Maturitas SPIP = Rata-rata tingkat |[1. Interval skor tingkat maturitas sesuai dengan
SPIP Eselon 1 maturitas SPIF per subunsur * bobot per Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
subunsur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 04 Tahun
2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi
Peningkatan Maturitas Sistem  Pengendalian
Intern Pemerintah.
2. Dalam hal Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan [BPKP) tidak melakuksn evaliasi
tingkat maturitas Sistem Pengawas Intern
Pemerintah (SPIP) pada tingkatan Eselon I, maka
data capaian dapat diambil dari hasil pengukuran
mandiri tim internal (Inspektorat Jenderal).
7. Persentase (A B)* 100% Cukup Jelas
terpenuhinya
layanan A=Realisasi layanan perkantoran
perkantoran B-Target layanan perkantoran
3.1.1.13 | Indikator Terfasilitasinya 1. Indcks TA 1. Penilaian Sistern Akuntabilitas Kinerja Instansi | Dircktorat Jenderal
Kinerja kegiatan Dircktorat Akuntahbilitas A=Alumulasi penilaian sctiap komponen Pemerintah (SAKIP) mengacu pada indikator | Penetapan Hak dan
Kegiatan Jenderal Penectapan Kinerja (SAKIF) dan SAKIP pengukuran yang ditetapkan oleh Kementerian | Pendaftaran Tanah
(IKK) Hek dan Pendaftaran Keuangan  [IKPA] Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Tanah Eselon 1 Birokrasi sebagai beriloat:

176




IKFA = (20% x Realisasi] + |{15% x Tagihan) + | 1. Nilai IKPA berdasarkan Peraturan Menteri Dircktorat Jenderal
{15% x Data Kontrak) + [10% x Pengelolaan Keuangan Nomor 195 /PMK.05/2018 tentang Penetapan Hak dan
UP} + [5% =x Revisi DIPA] + 3% x Deviasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah

Hallll) + (5% x LPJ Bendahara) + [3% x Belanja Kementerian Negara /Lembaga

Renkas) + (6% x SPM Salah) + (6% x Retur

SP2D) + (4% x PRgu minus) + (4% x Dispensasi | 2. a2 KPA = Indikator Kinerja Pelaksanasan

5PM) Anggaran

b. Realisasi = Persentase realisasi belanja
terhadap pagunya

c. Tagihan = JJumlah penyelesaian tagihan yang
tepat wakiu pada SPM LS non belanja
pegawai (17 hari kerja)

d. Data Kontrak = Jumlah data kontrak yang
tepat waktu disampaikan ke KPPN |53 hari
kerja)

e. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) = Jumlah
pengajuan GUP yang tepat waktu ([<30 hari
kerja)

f. Revisi DIPA = Jumlah revisi anggaran K/L
dibandingkan jumlah DIPA

g Deviasi Hallll = Deviasi penarikan dana
terhadap rENCAnS halaman I
DIPA/besarnya gap antara realisasi dengan
RPD pada halaman [11 DIFA

h. LaporanPertanggungjawaban |LP.J]
Bendahara = Ketepatan waktu penyampaian
LPJ ke KPPN |maksimal tanggal 10 awal
bulan)

i. Perencanaan Kas (Renkas] = Ketepatan
waktu penyampaian renkas/RPD harian
sebelum tagihan diajukan ke KPFPN

j- Surat Perintah Membayar (SPM)] Salah -
Jumlah SPM yang dikembalikan terhadap
scluruh SPM yang diajukan

k. Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
= Jumlah SP2D yang mengalami retur

. Pegu Minus = Persentase pagu minus
belanja pegawai terhadap total pagu

m. Dispensasi SPM = Jumlah dispensasi SPM
yvang diajukan sampai dengan akhir tahun
ANEEATAN

3.a. Perhitungan mamual [KU pada triwulan I
sampai dengan triwulan I untuk 10
(sepuluh)] indikator (dispensasi SPM dan
pagu minus tidak termasuk).

b. Perhitungan manual IKU pada triwulan IV
untuk 12 jdua belas) indikator.
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2. Persentase IPM=|TLPMedsos, Y Pmedsos*100%:)+(TLPLan | Cukup Jelas
pengelolaan tindak | gsung/YFLangsung*100%)+[TLPLapor/YFLa
lanjut pengaduan | por*100%)+TLPMail/¥FPMail*100%]))/ Target*
masyarakat 1007
Target=80%
IFM = Indeks Pengaduan Masyarakat
TLP = Tindak Lanjut Pengaduan
¥F = Jumlah Pengaduan yang Masuk
3. Indeks A+B+C+D Cukup Jelas
profesionalitas
Aparatur Sipil | A= Nilai kedisiplinan Aparatur Sipil Negara
Negara [ASN) Direktorat Jenderal
B= Nilai kompetensi Aparatur Sipil
Negara ASN Direktorat Jenderal
C= Nilai kinerja Aparatur Sipil Negara [ASN]
Direktorat Jenderal
D= Nilai kualifikasi/latar belakang
pendidikan Aparatur Sipil Negara [ASN]
Direktorat Jenderal
4. Indeks Sistem | Rumus Pengukuran sesuai dengan Peraturan | Dalam penilaian indeks SPBE terdiri dari domain

Pemerintahan
Berbasis Elektronik
[SPBE)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020
tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik

sebagai berikut:
8. Domain kebijakan internal SPBE
[bobot 13%)
b. Domain tata kelola SPBE (bobot 25%)
c. Domain manajemen SPBE [bobot 16,5%)
d. Domain layanan SPBE (bobot 45,3%)

Direktorat Jenderal
Penetapan Hak dan
Pendaftaran Tanah
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3. Nilai penguatan
perundang-
undangan

TA
A= Akumulasi penilaian setiap komponen
Deregulasi Kebijakan

Komponen dimaksud adalah:

1. Harmonisasi (bobot 1)

2. Bistem pengendalian dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan [bobot

3. Peran Kebijakan [bobot 2)

4. Penyelesaian Kebijakan (bobot 1)

Interval nilai penguatan perundang-undangan
adalah | sampai dengan 5 dan jika dikonversi
terhadap persentase adalah sebagai beribut:

a.
b.
C.
d.
e

Nilai 1 - 0% = X< 20%
Nilai 2 = 20% < X £ 40%
Nilai 3 = 40% < X =60%
Nilai 4 = 60% < X =80%
Nilai 5 = 80% < X =100%

Harmonisasi terpenuhi apabila telah dilakukan
identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap
kebijakan vang tidak harmonis/sinkron/bersifat
menghambat yang akan direvisifdihapus, serta
telah dilakuksn revisi kebijakan yang tdak
harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat
tersebut;

Sistem  pengendalian  dalam  penyusunan
peraturan  perundang-undangan  terpenuhi
apahila dalam sistem tersebut mensyaratkan
adanyva rapat koordinasi, naskah
akademis fkajian/policy paper, dan paraf
koordinasi, serta telah dilakukan evaluasi atas
pelaksanaan sistem tersebut;

Peran kehijakan terpenuhi apabila kebijakan
vang diterbitkan memiliki peta keterkaitan
dengan kebijakan lainnya, serta memuat unsur
kemudahan dan cfisiensi pelayanan utama unit
kerja; dan

Penyelesaian kebijakan terpenuhi apabila
kebijakan yang diterbitkan telah sesuai dengan
Program Legislasi Kementerian.

6. Indeks Maturitas
SPIP Eselon |

Indeks Maturitas SPIP = Rata-rata tingkat
maturitas SPIP per subunsur * bobot per
subunsur

Interval Skor Tingkat Maturitas scsuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
dan Peraturan Kepala BPFKP Nomor 04 Tahun 2016
tentang Pedoman Penilaian dan  Strategi
Peningkatan Maturitas Sistem  Pengendalian
Intern Pemerintah.

.Dalam hal Badan Pengawas Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) tidak melakukan evahiasi
tingkat maturitas Sistem Pengawas Intern
Pemerintah(SPIF) pada tingkatan Eselon I, maka
dats capaian dapat diambil dari hasil pengukuran
mandiri tim internal |Inspektorat Jenderal).

7. Persentase
terpenuhinya
layanan
perkantoran

A/ B)*100%
A=Realisasi layanan perkantoran
B-Target layanan perkantoran

Culup Jelas

Direktorat Jenderal
Penectapan Hak dan
Pendaftaran Tanah
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3.1.1.14

Indikator
Kinerja
Kegiatan
(IKK)

Terfasilitasinya

kegiatan  pencegahan
dan penanganan
konflik sengketa dan
perkara  tanah dan
agraria

Indeks
akuntabilitas
kinerja (SAKIP) dan
Kinerja
Pelaksanaan
Anggaran
Eselon I

(IKPA)

TA
A=Akumulasi penilaian setiap
komponen SAKIP

Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) mengacu pada indikator
pengukuran yang ditetapkan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi sebaggai berikut:

a. Perencanaan kinerja dengan bobot 353%

b. Pengukuran kinerja dengan bobot 209

c. Pelaporan kinerja dengan bobot 15%

d. Evaluasi kinerja dengan bobot 109

e. Pencapaian kinerja dengan bobaot 20%

Hasil penilaian SAKIP didapatkan pada skhir

tahun anggaran, nilai tersebut adalah sebagai

berikut :

AA = =85-100 |memuaskan)

A = >T5-83 |sangat baik)

B = =65-75 |baik dan perlu sedikit perubahan)

CC = =50-65 |(cukup baik/memadai, periu
banyak perbaikan yang tidak mendasar]

C = =30-30 |Agak kurang perlu perbaikan,
termasuk perubahan yang mendasar]

D = 0-30 [Kurang dan perlu banyak sckali
perbaikan serta perubahan yang sangat
mendasar]

IKPA = (207% x Realisasi) + [13% x Tagihan) +
{15% x Data Kontrak] + (10% x Pengelolaan
UP) + [5% x Revisi DIPA) + (3% x Deviasi
Hallll} + |3% =x LPJ Bendahara) + (3% x
Renkas) + [6% x SPM Salah] + [6% x Retur
SP2D) + (4% x Pagu minus| + [4% x Dispensasi
SFM)

Nilai IKPA berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 1953/PMEK.05/2018 tentang
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Belanja Kementerian Negara/Lembaga

a. IKPA = Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran

b. Realisasi = Persentase realisasi
terhadap pagunya

¢. Tagihan=Jumlah penyelesaian tagihan yang
tepat waktu pada SPM LS non belanja
pegawai (17 hari kerja)

d. Data Kontrak = Jumlsh data kontrak yang
tepat waktu disampaikan ke KPPN (5 hari
kerja)

e. Pengelolaan Uang Persediaan (UF) = Jumilah
pengajuan GUP yang tepat waktu [[<30 hari
kerja)

f. Revisi DIPA = Jumlah revisi anggaran K/L
dibandingkan jumlah DIFA

belanja

Direktorat

Jenderal

Penanganan Sengketa dan
Konflik Pertanahan
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Deviasi Hallll = Deviasi penarikan dana
terhadap rencana halaman I
DIPA/besarnya gap antara realisasi dengan
RPD pada halaman 11l DIFA

Laporan Pertanggungjawaban [LPJ)
Bendahara = Ketepatan wakiu penyampaian
LPJ ke KPPN [maksimal tanggal 10 awal
bulan)

Perencanaan Kas (Renkas) = HKetepatan
waktu penyampaian renkas/RPD harian
sebelum tagihan diajukan ke KPFPN

Surat Perintah Membayar (SPM) Salah -
Jumlah SPM yang dikembalikan terhadap
seluruh SPM yang diajukan

Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP20)
= Jumlah SP2D yang mengalami retur

Pagu Minus = Persentase pagu minus
belanja pegawai terhadap total pagu
Dispensasi SPFM = Jumlah dispensasi SPM
yang diajukan sampai dengan akhir tahun
ANEEATAn

Perhitungan manual IKU pada triwulan 1
sampai dengan trivulan [T untuk 10 (sepuluh)]
indikator (dispensasi SPM dan pagu minus
tidak termasuk).

B= Nilai kompetensi Aparatur Sipil
Megara ASN Direktorat Jenderal

C= Nilai kinerja Aparatur Sipil Negara [ASN)
Direktorat Jenderal

D= Nilai kualifikasi/latar belakang
pendidikan Aparatur Sipil Negara [ASN)
Dircktorat Jenderal

b. Perhitungan manual IKU pada triwulan IV
untuk 12 |dua belas) indikator.
2. Persentase IPM={[TLPMedsos/ ¥ Pmedsos*100%|+(TLPLan | Cukup Jelas
pengelolaan tindak | gsung/YPLangsung*100%]}+[TLPLapor,/YFLa
lanjut pengaduan | por* 100%)+{TLPMail/TFMail* 1 00%]))/ Target*
masyarakat 100%
Target=80%
IPM = Indeks Pengaduan Masyarakat
TLFP = Tindak Lanjut Pengaduan
¥P = Jumlah Pengaduan yang Masuk
3. Indeks A+B+C+D Cukup Jelas
profesionalitas
Aparatur Sipil | A= Nilai kedisiplinan Aparatur Sipil Negara
Negara {ASN) Direktorat Jenderal

Dircktorat

Jenderal

Penanganan Senghketa dan
Konflik Pertanahan
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Indeks Sistem
Pemerintahan
Berbasis Elektronik
[SPBE)

Rumus Pengukuran sesuai dengan Peraturan
Menteri Pendayvagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020
tentang Pemantauan dan Evahliasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dalam penilaian indeks SPBE terdiri dari domain
schagai berikut:

A. Domain kebijakan internal SPBE [bobot13%)

b. Domain tata kelola SPBE (bobot 25%)

c. Domain manajemen SPBE (bobot 16,5%)

d. Domain layanan SPBE [bobot 45,5%)

Nilai pEnguatan
perundang-
undangan

TA
A= Alumulasi penilsian setiap komponen
Deregulasi Kebijakan

Komponen dimaksud adalah:

1. Harmonisasi (bobot 1)

2. Sistem pengendalian dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan (bobot 1)

3. Peran Kebijakan (bobot 2

4. Penyelesaian Kebijakan (bobot 1)

Interval nilai penguatan perundang-undangan
adalah 1 sampai dengan 5 dan jika dikonwversi
terhadap persentase adalah sebagai berikut:

a. Nilai 1 = 0% =X <= 20%

b. Nilai 2 = 20% < X < 40%

c. Nilai 3 = 40% < X =60%

d. Nilai 4 = 60% < X =80%

. Nilai 5 = 80% = X =100%

1. Harmonisasi terpenuhi apabila telah dilakukan
identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap
kebijakan Yang tidak
harmonis/ sinkron fbersifat menghambat yvang
akan direvisifdihapus, serta telah dilakukan
revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak
sinkron/bersifat menghambat tersebut;

2. BSistem pengendslian dalam  penyusunan
peraturan  perundang-undangsn  terpenuhi
apabila dalam sistem tersebut mensyaratkan
adanya rapat koordinasi, naskah
akademis/kajian/policy paper, dan paraf
koordinasi, serta telah dilakukan evaluasi atas
pelaksanaan sistem tersebut;

3. Peran kebijakan terpenuhi apabila kebijakan
yvang diterbitkan memiliki peta keterkaitan
dengan kebijakan lainnya, serta memuat unsur
kemudahan dan efisiensi pelayanan utama
unit kerja;

4. Penyelesaian  kebijakan  terpenuhi  apabila
kebijakan yang diterbitkan telah sesusi dengan
Program Legislasi Kementerian.

6.

Indeks

pengendalian
internal Eselon 1

Indeks Maturitas SPIP = Rata-rata tingkat
maturitas SPIP per subunsur * bobot per
subunsur

Interval Skor Tingkat Maturitas sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah dan Peraturan Kepala BPKP Nomor
04 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan
Strategi Peningkatan  Maturitas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah.

2. Dalam hal Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan|BPKP) tidak melakukan evaluasi
tingkat maturitas Sistem Pengawas Intern
Pemerintah|SPIF) pada tingkatan Eselon I,

Direktorat Jenderal
Penanganan Sengketa dan
Konflik Pertanahan
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maka data capaian dapat diambil dari hasil
pengukuran mandiri tim internal (Inspektorat
Jenderal].

Direktorat Jenderal
Pengadaan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan

a. Perencanaan kinerja dengan bobot 35%
b. Pengukuran kinerja dengan bobot 20%
. Pelaporan kinerja dengan bobot 15%

d. Evahiasi kinerja dengan bobot 10%

e. Pencapaian kinerja dengan bobot 20%

(=]

. Hasil penilaian SAKIP didapatkan pada akhir
tahun anggaran, nilai tersebut adalah sebagai
berikut :

AA = =85-100 [memuaskan)

A = >T53-85 |sangat bailk)

B = =653-75 (baik dan perlu sedikit perubahan)

CC = »530-65 |cukup baik/memadai, periu
banyak perbaikan vang tidak mendasarj

C = >30-30 |(agak kurang, periu perbaikan,
termasuk perubahan yang mendasar)

D = 0-30 [kurang dan perhu banyak sckali
perbaikan serta perubahan yang sangat
mendasar]

7. Persentase 1A/ B)* 100% Culup Jelas

terpenuhinya A=Realisasi layanan perkantoran

layanan B=Target layanan perkantoran

perkantoran

Ezelon [

3.1.1.15 | Indikator Terlaksananya kegiatan | 1 Indeks TA 1. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi | Direktorat Jenderal

Kinerja dan program Direktorat Alkuntabilitas A=Akumulasi penilaian setiap Pemerintah (SAKIP) mengacu pada indikator | Pengadaan Tanah dan
Kegiatan Jenderal Kinerja (SAKIP) dan komponen SAKIP pengulkuran yang ditetapkan oleh Kementerian | Pengembangan Pertanahan
(TKK) Keuangan  (IKPA) Pendayvagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Eselon I Birokrasi sebagai berikut:
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IKPA = (20% x Realisasi) + (13% x Tagihan) +
(13% x Data Kontrak)] + (10% x Pengelolaan
UPF) + (3% x Revisi DIPA] + |3% x Deviasi
Hal.lll) + {5% x LPJ Bendahara) + (3% x
Renkas] + (6% x SPM Salah) + (6% x Retur
SP2D) + (4% x Pagu minus] + (4% x Dispensasi
SPM)

b. Realisasi -

Nilai IKPA berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 195/PMK.03/2018 tentang
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Belanja Kementerian Negara /Lembags

a. KPA = Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran
Persentase realisasi

terhadap pagunya

belanja

c. Tagihan = Jumlah penyelesaian tagihan yang

tepat waktu pada SPM LS non belanja pegawai
(17 hari kerja)

d. Data Kontrak = Jumlah data kontrak yang

1]

-

E. Deviasi

h. Laporan

tepat waktu disampaikan ke KPPN (3 hari
kerja)

. Pengelolaan Uang Persedigan (UP) = Jumlah
pengajuan GUP yang tepat waktu (<30 hari
kerja)

Revisi DIPA = Jumlah revisi anggaran K/L
dibandingkan jumlah DIFA

Hallll = Deviasi penarikan dana

terhadap rencana halaman III DIPA/besarnya

gap antara realisasi dengan RPD pada
halaman III DIPA

Pertanggungjawaban [LPJ)

Bendahara = Ketepatan waktu penyampaian

LPJ ke KPPN (|maksimal tanggal 10 awal

bulamn)

i. Perencanaan Kas [Renkas) = Ketepatan waktu

j- Burat

penyampaian renkas/RPD harian sebelum

tagihan diajukan ke KPPN

Perintah Membayar (SPM) Sslah -
Jumlah SPM yang dikembalikan terhadap
seluruh SPM yang diajukan

k. Retur Surat Perintah Pencairan Dana [SP2D)
= Jumlah SP2D yang mengalami retur

I. Pagu Minus = Persentase pagu minus belanja
pegawai terhadap total pagu

m. Dispensasi SPM = Jumlah dispensasi SPM
yvang disjukan sampai dengan akhir tahun
ANEZATan

Perhitungan manual KU pada triwulan |
sampai dengan triwvulan I untuk 10 (sepuluh)
indikator |dispensasi SPM dan pagu minus
tidak termasuk).

b. Perhitungan manual [KU pada triwulan IV

untuk 12 jdua belas) indikator.

Direktorat Jenderal
Pengadasn Tanmah dan
Pengembangan Pertanahan
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Persentase IPM={TLPMedsos,/ T Pmedsos* 100%)+(TLPLan | Cukup Jelas
pengelolaan tindak | gsung/¥YPLangsung*100%)+TLPLapor /¥ PLa
lanjut pengaduan | por* 100%)+(TLPMail /¥ PMail* 1 00%))/ Target*
masyarakat 100%
Target=80%
IFM = Indeks Pengaduan Masyarakat
TLP = Tindak Lanjut Pengaduan
¥F = Jumlah Pengaduan yang Masuk
Indeks A+B+C+D Culup Jelas
profesionalitas
Aparatur Sipil | A= Nilai kedisiplinan Aparatur Sipil Negara
Negara [ASN) Direktorat Jenderal
B~ Nilai kompetensi Aparatur Sipil Negara
[ASN) Direktorat Jenderal
C= Nilai kinerja Aparatur Sipil Negara [ASN]
Direktorat Jenderal
D= Nilai kualifikasi/latar belakang
pendidikan Aparatur Sipil Negara [ASN)
Direktorat Jenderal
Indeks Sistem | Rumus Pengukuran sesuai dengan Peraturan | Dalam penilaian indeks SPBE terdiri dari domain
Pemerintahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan | sebagai berikut:
Berbasis Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 | a. Domain kebijakan internal SPEE
Elektronik (SFBE] tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem | b. (bobot13%)
Pemerintahan Berbasis Elektronik c. Domain tata kelola SPBE [bobot 25%)
d. Domain manajemen SPBE (bobot 16,5%)

e.

d. Domain layanan SPBE [bobot 45 5%

Nilai penguatan
perundang-
undangan

TA
A= Akumulasi penilaian setiap komponen
Deregulasi Kebijakan

Komponen dimaksud adalah:

1. Harmonisasi (bobot 1)

2, Bistem pengendalian dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan (bobot 1)

3. Peran Kebijakan [bobot 2)

4. Penyelesaian Kebijakan (bobot 1)

Interval

nilai penguatan perundang-undangan

adalah 1 sampai dengan 5 dan jika dikonversi
terhadap persentase adalah sebagai berikout:

pRODTRE

Nilai 1 = 0% =X =20%
Nilai 2 = 20% < X = 40%
Nilai 3 = 40% < X =60%
Nilai 4 = 60% < X =B0%
Nilai 5 = 80% < X =100%

Harmonisasi terpenuhi apabila telah dilakukan
identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap
kebijakan yang tidak harmonis/sinkron / bersifat
menghambat vang akan direvisi/dihapus, serta
telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak
harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat
tersebut;

Sistem  pengendalian dalam  penyusunan
peraturan perundang-undangan terpenuhi
apabila dalam sistem tersebut mensyaratkan
adanya rapat koordinasi, naskah
akademis/kajian/policy paper, dan paraf
koordinasi, serta telah dilakukan evaluasi atas
pelaksanaan sistem tersebut;

Dircktorat Jenderal
Pengadaan Tansh dan
Pengembangan Pertanahan
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3. Peran kebijakan terpenuhi apabila kebijakan
vang diterbitkan memiliki peta keterkaitan
dengan kebijakan lainnya, serta memuat unsur
kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit
kerja; dan

4. Penyelesaian  kebijakan  terpenuhi  apabila
kebijakan yang diterbitkan telah sesuai dengan
Program Legislasi Kementerian.

Direktorat Jenderal
Pengadaan Tanah dan
Pengembangan Pertanahan

Eselon 1

Birokrasi sebagai berikut:

. Perencanaan kinerja dengan bobot 35%
. Pengukuran kinerja dengan bobot 20%
. Pelaporan kinerja dengan bobot 13%

. Evaluasi kinerja dengan bobot 10%

. Pencapaian kinerja dengan bobot 20%

=]

non

2. Hasil penileian SAKIP didapatkan pada akhir

tahun anggaran, nilai tersebut adalah sebagai

berikut -

AA = >85-100 (Memuaskan]

A ==>T73-85 [Sangat baik)

B = =6353-75 [Baik dan perlu sedikit
perubahan)

CC = =50-65 [Cukup baik/memadai, perlu
banyak perbaikan yang tidak mendasar)

C = =30-30 ([Agak kurang, perlu perbaikan,
termasuk perubahan yang mendasar]

D = 0-30 [Kurang dan perlu banyak selali
perbaikan serta perubahan yang sangat
mendasar]

6. Indeks Maturites | Indeks Maturitas SPIP = Rata-rata tingkat | 1. Interval Skor Tingkat Maturitas sesuai dengan
SPIF Eselon I maturitas SPIP per subunsur * bobot per Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
subunsur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
dan Peraturan Kepala BPKF Nomor 04 Tahun
2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi
Peningkatan Maturites Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah.
2. Dalam hal Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKFP) tidak melakukan evaluasi
tingkat maturitas Sistem Pengawas Intern
Pemerintah [SPIP) pada tingkatan Eselon I, maka
data capaian dapat diambil dari hasil
pengukuran mandiri tim internal (Inspektorat
Jenderal].
7. Persentase 1A/ B)*100% Culup Jelas
terpenuhinya A=Realisasi layanan perkantoran
layanan B=Target layanan perkantoran
perkantoran
3.1.1.16 | Indikator Terlaksananya kegiatan | 1. Indeks TA 1. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi | Direktorat Jenderal Survei
Kinerja dan program Direktorat Alkuntabilitas A= Akumulasi penilaian setiap komponen Pemerintah [SAKIF] mengacu pada indikator | dan Pemetaan Pertanahan
Kegiatan Jenderal Kinerja (SAKIP) dan SAKIP pengukuran yvang ditetapkan oleh Kementerian | dan Ruang
(TKK) Keuangan  [IKPA) Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
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IKPA = [20% x Realizasi) + |15% x Tagihan) +
(15% = Data Kontrak] + (10% x Pengelolaan
UP) + [3% x Rewvisi DIPA) + (5% x Dewviasi
Hallll) + {3% x LPJ Bendahara) + (3% x
Renkas) + (6% x SPM Salah) + (6% x Retur
SP2D) + (4% x Pagu minus| + [4% x Dispensasi
SPM]

Nilai IKPA berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 195/PME.05/2018 tentang
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Belanja Kementerian Negara /Lembaga

b.

IKFA = Indikator Kinerja Pelaksansan
Anggaran

Realisasi = Persentase realisasi
terhadap pagunya

Tagihan = Jumlah penyelesaian tagihan yang
tepat waktu pada SPM L3S non belanja
pegawai (17 hari kerja)

Data Kontrak = Jumlah data kontrak yang
tepat waktu disampaikan ke KPPN (5 hari
kerja)

Pengelolaan Uang Persediaan (UP) = Jumlah
pengajuan GUP yang tepat waktu ([<30 hari
kerja)

Revisi DIPA = Jumlah revisi anggaran K/L
dibandingkan jumlah DIPA

Deviasi Hallll = Deviasi penarikan dana
terhadap rencana halaman I
DIPA/besarnya gap antara realisasi dengan
RFD pada halaman IIT DIFA

Laporan Pertanggungjawaban [LPd)
Bendahara = Ketepatan waktu penyampaian
LPJ ke KPPN |maksimal tanggal 10 awal
bulan)

Perencanaan Kas (Renkas] = Ketepatan
waktu penyampaian renkas/RPD harian
schelum tagihan diajukan ke KPPN

Surat Perintah Membayar (SPM] Salah =
Jumlah SPM yang dikembalikan terhadap
seluruh SPM yang diajukan

Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP20)
= Jumlah SP2D yang mengalami retur

Pagu Minus = FPersentase pagu minus
belanja pegawai terhadap total pagu
Dispensasi SPFM = Jumlah dispensasi SPM
vang diajukan sampai dengan akhir tahun
ANZEATAN

belanja

Perhitungan manual IKU pada triwulan 1
sampai dengan triwulan III untuk sepuluhj
indikator [dispensasi 5PM dan pagu minus
tidak termasuk).

Perhitungan manual IKU pada triwulan IV
untuk 12 jdua belas) indikator

Direktorat Jenderal Survei
dan Pemetaan Pertanahan
dan Ruang
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Persentase IPM={[TLFMedsos/ ¥ Pmedsos*100%]+(TLPLan | Cukup Jelas Direktorat Jenderal Survei
pengelolaan tindak | gsung/¥ PLangsung® 100%)+|{TLPLapor /¥ PLa dan Pemetaan Pertanahan
lanjut pengaduan | por*100%)+{TLPMail /¥ PMail*100%])f Target* dan Ruang
masyarakat 100% Sckretariat Jenderal Survei
dan Pemetaan Pertanahan
Target=80% dan Ruang
IPM = Indeks Pengaduan Masyarakat
TLFP = Tindak Lanjut Pengaduan
¥P = Jumlah Pengaduan yang Masuk
Indeks A+B+C+D Cukup Jelas
profesionalitas
Aparatur Sipil | A= Nilai kedisiplinan Aparatur Sipil Negara
Negara [ASN) Direktorat Jenderal
B~= Nilai kompetensi Aparatur Sipil Negara
[ASN) Dircktorat Jenderal
C= Nilai kinerja Aparatur Sipil Negara [ASN)
Direktorat Jenderal
D= Nilai kualifikasiflatar belakang
pendidikan Aparatur Sipil Negara [ASN]
Direktorat Jenderal
Indeks Sisterm | Rumus Pengulkuran sesuai dengan Peraturan | Dalam penilaian indeks SPBE terdiri dari domain | Direktorat Jenderal Survei
Pemerintahan Menteri Pendayegunaan Aparatur Negara dan | sebagai berikut: dan Pemetaan Pertanahan
Berbasis Reformasi Birokrasi Republik  Indonesia | a. Domain kebijakan internal SPBE dan Ruang
Elektronik (SPBE) Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan | b. (bobotl3%)
dan Ewvaluasi Sistermn Pemerintahan Berbasis | c. Domain tata kelola SPBE [bobot 25%)
Elektronik d. Domain manajemen SFBE [bobot 16,5%)
e. Domain layanan SPBE [bobot 435, 5%)
Nilai penguatan | TA Interval nilai penguatan perundang-undangan | Direktorat Jenderal Survei
perundang- A=Akumulasi penilaian setiap komponen | adalah 1 sampai dengan 5 dan jika dikonversi | dan Pemetaan Pertanahan
undangan Deregulasi Kebijakan terhadap persentase adalah sebagai berikout: dan Ruang
a. Ni =-0% =X=20%
Komponen dimaksud adalah: b. Milai 2 = 20% < X £ 40%
1. Harmonisasi {bobot 1) c. MNilai 3 = 40% < X 260%
2. Sistem pengendalian dalam penyusunan | d. Nilai 4 = 60% < X =80%
peraturan perundang-undangan (bobot | e. Nilai 5 = 80% < X =100%
1)
3. Peran Kebijakan [bobot 2) 1. Harmonisasi terpenuhi apabila telah dilakukan
4. Penyelesaian Kebijakan [bobot 1) identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap
kebijakan vang tidak harmonis,/ sinkron/ bersifat
menghambat yang akan direvisi/dihapus, serta
telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak
harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat
tersebut;
2. Sistem pengendalian dalam penyusunan
peraturan  perundang-undangan terpenuhi

apabila dalam sistem tersebut mensyaratkan
adanya rapat koordinasi, naskah
akademis/kajian/policy paper, dan paraf
koordinasi, serta telah dilakukan evaluasi atas
pelaksanaan sistem tersebut;
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Peran kebijakan terpenuhi apabila kebijakan
vang diterbitkan memiliki peta keterkaitan
dengan kebijakan lainnya, serta memuat unsur
kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit
kerja; dan

Penyelesaian  kebijakan  terpenuhi  apabila
kebijakan yang diterbitkan telah sesuai dengan
Program Legislasi Kementerian.

6.

Indeks Maturitas
SPIP Ezselon [

Indeks Maturitas SPIP - Rata-rata tingkat
maturitas SPIP per subunsur * bobot per
subunsur

-

Interval Skor Tingkat Maturitas sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
dan Peraturan Kepala BPKP Nomor 04 Tahun
2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi
Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah.

Dalam hal Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) tidak melakukan evahiasi
tingkat maturitas Sistem Pengawas Intern
Pemerintah [SPIP) pada tingkatan Eselon I,
maka data capaian dapat diambil dari hasil
pengukuran mandiri tim internal (Inspektorat
Jenderal].

Persentase
terpenuhinya
layanan
perkantoran

{A/B)" 100%

A=Realisasi layvanan perkantoran
B-Target layanan perkantoran

Cukup Jelas

Dircktorat Jenderal Survei
dan Pemetaan Pertanahan
dan Ruang

3.1.1.17 | Indikator
Kinerja
Kegiatan
[11:4:4]

Terlaksananya kegiatan
dan program Direktorat
Jenderal

Indeks
Akuntabilitas
Kinerja [SAKIF) dan
Keuangan (TKFA)
Eselon I

FA
A=Akumulasi penilaian setiap komponen
SAKIP

Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) mengacu pada indikator
pengukuran yang ditetapkan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi sebagai berikut:

8. Perencanaan kinerja dengan bobot 35%

b. Pengukuran kinerja dengan bobot 20%

c. Pelaporan kinerja dengan bobot 15%

d. Evahuasi kinerja dengan bobot 10%

e. Pencapaian kinerja dengan bobot 20%

Hasil penilaian SAKIP didapatkan pada akhir

tahun anggaran, nilai tersebut adalah sebagai

berikut :

AA = =85-100 [memuaskan)

A = =T5-B5 (sangat baik)

B = >65-73 |baik dan perlu sedikit perubahan)

CC = =50-65 |(cukup baik/memadai, periu
banyak perbaikan yang tidak mendasar]

C = =30-30 [agak kurang, perlu perbaikan,
termasuk perubahan yang mendasar)]

D = 0-30 (kurang dan periu banyak sekali
perbaikan serta perubahan yang sangat
mendasar]

Dircktorat Jenderal Tata
Ruang
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IKPA = (20% x Realisasi) + {153% x Tagihan) +
{15% x Data Kontrak] + {10% x Pengelolaan
UP) + [5% x Revisi DIPA) + [3% x Deviasi
Hallll) + (3% x LPJ Bendahara) + [3% x
Renkas) + [6% x SPM Salah) + [6% x Retur
SP2D) + (4% x Pagu minus) + (4% x Dispensasi
SPM])

Nilai
Keuangan Nomor 195/PME.05/2018

Menteri
tentang

IKPA berdasarkan Peraturan

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Belanja Kementerian Negara /Lembaga

b.

IKPA = Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran

Realisasi = Persentase
terhadap pagunya
Tagihan = Jumlah penyelesaian tagihan yang
tepat waktu pada SPM LS nonbelanja
pegawai (17 hari kerja)

Data Kontrak = Jumlah data kontrak yang
tepat waktu disampaikan ke KPPN |5 hari
kerja)

Pengelolaan Uang Persediaan (UP) = Jumlah
pengajuan GUP yang tepat waktu (<30 hari
kerja)

Revisi DIPA = Jumlah revisi anggaran K/L
dibandingkan jumlah DIFA

Deviasi Hallll = Deviasi penarikan dana
terhadap rencana halaman I
DIPA fbesarnya gap antara realisasi dengan
RPD pada halaman III DIFA

Laparan Pertanggungjawaban [LPJ)
Bendahara = Ketepatan waktu penyampaian
LPJ ke KPPN |maksimal tanggal 10 awal
bulan)

Perencanaan HKas (Renkas]) = Ketepatan
waktu penyampaian renkas/RPFD harian
sebelum tagihan diajulkan ke KPFN

Surat Perintah Membayar |(SPM) Salah =
Jumlah 5PM yang dikembalikan terhadap
seluruh SPM yang diajukan

Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
= Jumlah SP2D yang mengalami retur

Peagu Minus = Persentase pagu minus
belanja pegawai terhadap total pagu

realisasi  belanja

. Dispensasi SPM = Jumlah dispensasi SPFM

yang diajukan sampai dengan akhir tahun
ANgEEATAN

Perhitungan manual IKU pada triwulan 1
sampai dengan triwulan [II untuk sepuluh)
indikator |[dispensasi SPM dan pagu minus
tidak termasuk].

Perhitungan manual IKU pada triwulan IV
untuk 12 [dua belas) indikator

Direktorat
Ruang

Jenderal

Tata
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2. Persentase IFM=|[TLPMedsos ¥ Pmedsos*100%)+(TLPLan | Culup Jelas
pengelolaan tindak | gsung/¥PLangsung* 100%)+(TLPLapor /¥ FLa
lanjut pengaduan | por®100%)+[TLPMail / ¥ PMail*100%)) f Target*
masyarakat 100%
Target=80%
IFM = Indeks Pengaduan Masyarakat
TLP = Tindak Lanjut Pengaduan
¥P = Jumlah Pengaduan yang Masuk
3. Indeks A+B+C+D Cukup Jelas
profesionalitas
Aparatur Sipil | A=Nilai kedisiplinan Aparatur Sipil Negara
Negara |ASN) Direktorat Jenderal
B-Nilai kompetensi Aparatur Sipil Negara
(ASN) Dircktorat Jenderal
C=Nilai kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN)
Direktorat Jenderal
D=Nilai kualifikasiflatar belakang
pendidikan Aparatur Sipil Negara [ASN]
Direktorat Jenderal
4.  Indeks Sistem | Rumus Pengukuran sesuai dengan Peraturan | Dalam penilaian indeks SPBE terdiri dari domain
Pemerintahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negare dan | sebagai berikut:
Berbasis Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2020 | a. Domain kebijakan internal SPBE

Elektronik [SPBE)

tentang Pemantauan dan Ewvaluasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik

[bobotl 3%%)
b. Domain tata kelola SPBE (bobot 25%)
c. Domain manajemen SPBE (bobot 16,5%
d. Domain layanan SPBE [bobot 453,5%]

Direktorat Jenderal Tata
Ruang
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5. Nilai penguatan
perundang-
undangan

TA
A=Akumulasi penilsian setiap komponen
Deregulasi Kebijakan

Komponen dimaksud adalah:

1. Harmonisasi (bobot 1)

2. Sistem pengendalian dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan (bobot 1)

3. Peran Kebijakan [bobaot 2)

4. Penyelesaian Kebijakan (bobot 1)

Interval nilai penguatan perundang-undangan
adalah 1 sampai dengan 5 dan jika dikonversi
terhadap persentase adalah sebagai berikut:

a.
b.
e
d.
e

1.

Nilai 1 =0% =Xz 20%
Nilai 2 = 20% < X < 40%
Nilai 3 = 40% < X =60%
Nilai 4 = 60% < X <80%
Nilai 5 = B0% < X <100%

Harmonisasi terpenuhi apabila telah dilakukan
identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap
kebijakan yang tidak harmonis, sinkron/ bersifat
menghambat yang akan direvisifdihapus, serta
telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak
harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat
terscbut;

Sistem  pengendalian  dalam  penyusunan
peraturan perundang-undangan  terpenuhi
apabila dalam sistem tersebut mensyaratkan
adanya rapat koordinasi, naskah
akademis/kajian/policy paper, dan paraf
koordinasi, serta telah dilakukan evaluasi atas
pelaksanaan sistem tersebut;

Peran kebijakan terpenuhi apabila kebijakan
yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan
dengan kebijakan lainnya, serta memuat unsur
kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit
kerja; dan

Penyelesaian  kebijakan  terpenuhi  apabila
kebijakan yang diterbitkan telah sesuai dengan
Program Legislasi Kementerian.

6. Indeks Maturitas
SPIF Eselon I

Indeks Maturitas SPIF = Rata-rata tingkat
maturitas SPIP per subunsur * bobot per
subunsur

Interval Skor Tingkat Maturitas sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
dan Peraturan Kepala BFEKF Nomor 04 Tahun
2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi
Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah.

Dalam hal Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKF) tidak melakukan evaluasi
tingkat maturitas Sistemm Pengawas Intern
Pemerintah [SPIP) pada tingkatan Eselon I,
maka data capaian dapat diambil dari hasil
pengukuran mandiri tim internal (Inspektorat
Jenderal].

7. Persentase
terpenuhinya
layanan
perkantoran

{A/B)*100%

A= Realisasi layanan perkantoran
B= Target layanan perkantoran

Cukup Jelas

Dircktorat Jenderal Tata
Ruang
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3.1.1.18 | Indikator
Kinerja
Kegiatan
(IKK)

1. Terlaksananya
kegiatan dan
program  Direktorat
Jenderal

Indeks
Akuntabilitas
Kinerja (SAKIP) dan
Keuangan (TKFPA)
Eselon 1

TA
A=Akumulasi
SAKIP

penilaian  setiap  komponen

Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah [(SAKIP] mengacu pada indikator
pengukuran yang ditetapkan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi sebagai berikut:

a.

Perencanaan kinerja dengan bobot 35%

b. Pengukuran kinerja dengan bobot 20%
c. Pelaporan kinerja dengan bobot 15%
d.

¢. Pencapaian kinerja dengan bobot 209

Evaluasi kinerja dengan bobot 10%

Hasil penilaian SAKIP didapatkan pada akhir
tahun anggaran, nilai tersebut adalah sebagai
berikut :

AA = =85-100 (memuaskan)

A
B

= »735-83 (sangat baik)
= »63-73 (baik dan perlu sedikit perubahan)

CC = =530-65 (cukup baik/memadai, periu

C

D

banyak perbaikan yang tidak mendasar)
= =30-30 [agak kurang, perlu perbaikan,
termasuk perubahan yang mendasar)]
= 0-30 (kurang dan perfu banyak sekali
perbaikan serta perubahan yang sangat
mendasar]

IKFA = (20% x Realisasi) + (153% x Tagihan|] +
{15% x Data Kontrak) + (10% x Pengelolaan
UP} + (3% x Revisi DIPA] + (3% x Deviasi
HalIll) + (3% x LPJ Bendahara} + [3% x
Renkas) + (6% x SPM Salah) + (6% x Retur
SP2D) + (4% x Pagu minus) + (4% x Dispensasi
5PM)

Nilai IKPA berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Belanja Kementerian Negara/Lembags

a.

b.

IKPA = Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran

Realisasi = Persentase realisasi
terhadap pagunya

Tagihan = Jumlsh penyelesaian tagihan
yang tepat waktu pada SFM LS non belanja
pegawai (17 hari kerja)

Data Kontrak = Jumlah data kontrak yang
tepat waktu disampaikan ke KPPN (5 hari
kerja)

Pengelolaan Usng Persediaan (UP) = Jumlah
pengajuan GUP yang tepat waktu (<30 hari
kerja)

Revisi DIPA = Jumlah revisi anggaran K/L
dibandingkan jumlah DIPA

Deviasi Hallll = Deviasi penarikan dana
terhadap rencana halaman 11
DIPA/besarnya gap antara realisasi dengan
RPD pada halaman III DIP

Lapaoran Pertanggungjawaban (LPJ)
Bendahara = Ketepatan waktu penyampaian
LPJ ke KPPN [maksimal tanggal 10 awal
bulan)

belanja

Direktorat
Pengendalian
Penertiban
Ruang

Jenderal
dan
Tanah dan
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Perencanaan Kas (Renkas) = Ketepatan
waktu penyampaian renkas/RFD harian
sebelum tagihan diajukan ke KPPN

Surat Perintah Membayar [SPM) Salah =
Jumlah SPM vang dikembalikan terhadap
seluruh SPM yang diajukan

Retur Surat Perintah Pencairan Dana [SP2D)
= Jumlah SP2D yang mengalami retur

Pagu Minus = Persentase pagu minus
belanja pegawai terhadap total pagu

. Dispensasi SPM = Jumlsh dispensasi SPM

vang diajukan sampai dengan akhir tahun
ANEEAran

Perhitungan manual Indikator Kinerja Utama
(IKU) pada triwulan 1 sampai dengan
Triwulan III untuk 10 [sepulubh) indikator
[dispensasi SPM dan pagu minus tidak
termasuk).

Perhitungan manual Indikator Kinerja
Utama {IKU) pada triwulan IV untuk 12 [dua
belas) indikator.

B~ Nilai kompetensi Aparatur Sipil
Negara (ASN) Direktorat Jenderal

C= Nilai kinerja Aparatur Sipil Negara [ASHN)
Direktorat Jenderal

D= Nilai kualifikasi/latar belakang
pendidikan Aparatur Sipil Negara [ASN)
Direktorat Jenderal

2. Persentase IPM={TLFMedsos/ T Pmedsos* 100%)+(TLPLan | Cukup Jelas Dircktorat Jenderal
pengelolaan tindak | gsung/¥FPLangsung*100%)+TLPLapor/Y FlLa Pengendalian dan
lanjut pengaduan | por* 100%)+(TLPMail /¥ PMail* 1 (0%} f Target Penertiban Tanah dan
masyarakat 100% Ruang

Target=80%

IFM = Indeks Pengaduan Masyarakat
TLP = Tindak Lanjut Pengaduan

¥P = Jumlah Pengaduan yang Masuk

3. Indeks A+B+C+D Cukup Jelas Dircktorat Jenderal
profesionalitas Pengendalian dan
Aparatur Sipil | A= Nilai kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Penertiban Tanah dan
Negara [ASN) Direktorat Jenderal Ruang
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4.  Indeks Sistern
Pemerintahan
Berbasis
Elektronik [SPBE)

Rumus Pengukuran sesuai dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020
tentang Pemantauan dan Evahliasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik

Dalam penilaian indeks SPBE terdiri dari domain
schagai berikout:

a.

b.
e,
d

Domain kebijakan internal SPBE (bobot13%)
Domain tata kelola SPBE [bobot 25%)
Domain manajemen SPBE (bobot 16,5%)
Domain layanan SPBE [bobot 45,5%)

w

Nilai penguatan
perundang-
undangan

TA
A= Akumulasi penilaian setiap komponen
Deregulasi Kebijakan

HKomponen dimaksud adalah:

1. Harmonisasi (bobot 1)

2. Bistem pengendalisn dalam penyusunan
peraturan perundang-undangan (bobot 1)

3. Peran Kebijakan (bobot 2)

4. Penyelesaian Kebijakan (bobot 1)

Interval nilai penguatan perundang-undangan
adalah 1 sampai dengan 5 dan jika dikonwversi
terhadap persentase adalah sebagai berilout:

aApnonpp

Nilai 1 = 0% =X=z20%
Nilai 2 = 20% < X = 40%
Nilai 3 = 40% < X 260%
Nilai 4 = 60% < X =80%
Nilai 5 = 80% < X =100%

Harmonisasi terpenuhi apabila telah dilakukan
identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap
kebijakan yang tidak harmonis/ sinkron/ bersifat
menghambat yang akan direvisi/dihapus, serta
telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak
harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat
tersebut;

Sistem  pengendalian  dalam  penyusunan
peraturan  perundang-undangan terpenuhi
apabila dalam sistem tersebut mensyaratkan
adanya rapat koordinasi, naskah
akademis/kajian/policy paper, dan paraf
koordinasi, serta telah dilakukan evaluasi atas
pelaksanaan sistem tersebut;

Peran kebijakan terpenuhi apabila kebijakan
vang diterbitkan memiliki peta keterkaitan
dengan kebijakan lainnya, serta memuat unsur
kemudahan dan efisicnsi peclayanan utama unit
kerja; dan

Penyelesaian  kebijakan terpenuhi  apabila
kebijakan yang diterbitkan telah sesuai dengan
Program Legislasi Kementerian

6. Indeks Maturitas
SFIP Eselon 1

Indeks Maturitas SPIF = Rata-rata tingkat
maturitas SPIP per subunsur * bobot per
subunsur

Interval Skor Tingkat Maturitas sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
dan Peraturan Kepala BPKFP Nomor 04 Tahun
2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi
Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah.

Dalam hal Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan (BPKF) tidak melakukan evaluasi
tingkat maturitas Sistem Pengawas Intern

Direktorat
Pengendalian
Penertiban
Ruang

Jenderal
dan
Tanah dan
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Pemerintah [SPIP) pada tingkatan Eselon I,
maka data capaian dapat diambil dari hasil
pengukuran mandiri tim internal (Inspektorat

Jenderal].

7. Persentase (A B)*100% Culup Jelas Direktorat Jenderal
terpenuhinya Pengendalian dan
layanan A=Realisasi layanan perkantoran Penertiban Tanah dan
perkantoran B-Target layanan perkantoran Ruang

2.  Terbentuknya Jumlah PPNS Penataan | YA Cukup Jelas

FFPNS
Ruang

Penataan

Ruang yang dibentuk
dan ditingkatkan
kapasitasnya

A=Jumlah PPNS Penataan Ruang yang
dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnova

3.1.1.19 | Indikator
Kinerja
Kegiatan
(IKK)

Terselenggaranya
Program dan Kegiatan
APIP

1. Indcks
Akuntabiltas
Kinerja dan
Keuangan

YA
A=Akumulasi
SAKIP

penilaian  setiap  komponen

1. Penilaian Sistemn Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) mengacu pada indikator
penguluran yang ditetapkan oleh Kementerian
Pendayvagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi sebagai berikut:

Perencanaan kinerja dengan bobot 35%

Pengukuran kinerja dengan bobot 20%

Pelaporan kinerja dengan bobaot 15

Evaluasi kinerja dengan bobot 10%

Pencapaian kinerja dengan bobot 20%%

nEnoE

2. Hasil penilaian SAKIP didapatkan pada akhir
tahun anggaran, nilai tersebut adalah sebagai
berikut :

AA = =855-100 (memuaskan)

A =>73-85 [sangat baik)

B = >63-75 (baik dan perlu sedikit perubahan)

CC = >30-65 (cukup baik/memadai, perlu
banyak perbaikan yang tidak mendasar]

C = >30-30 (agak kurang, perlu perbaikan,
termasuk perubahan yang mendasar]

D = 0-30 (kurang dan periu banyak sckali
perbaikan serta perubshan yang sangat
mendasar]

Sckretariat Inspektorat
Jenderal
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IKPA = (20% x Realisasij + {15% x Tagihan) + | 1. Nilai IKPA berdasarkan Peraturan Menteri | Sekretariat Inspektorat

{15% x Data Kontrak] + {10% x Pengelolaan Keuangan Nomor 195/PMEK.05/2018 tentang | Jenderal

UPF) + [5% x Revisi DIPA) + [5% x Deviasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Hal.lll} + (5% =x LPJ Bendahara) + [3% x Belanja Kementerian Negara /Lembaga

Renkas) + [6% x SPM Balah) + [6% x Retur

SP2D) + (4% x Pagu minus) + (4% x Dispensasi | 2. IKPA = Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

SPM) a. Realisasi = Persentase realisasi belanja
terhadap pagunya

b. Tagihan = Jumlah penyelesaian tagihan yang
tepat waktu pada SFM LS non belanja
pegawai (17 hari kerja)

c. Datsa Kontrak = Jumlah dats kontrak vang
tepat waktu disampaikan ke KPPN (5 hari
kerja)

d. Pengelolaan Uang Persedisan (UP) = Jumlah
pengajuan GUP yang tepat waktu [<30 hari
kerja)

B Revisi DIPA = Jumlah revisi anggaran K/L
dibandingkan jumlah DIPA

E Deviasi HalIll = Deviasi penarikan dana
terhadap TENCANA halaman 101
DIPA/besamya gap antara realisasi dengan
RFD pada halaman IIT DIFA

g Laporan Pertanggungjawaban |LPJ)
Bendahara = Ketepatan waktu penyampaian
LPJ ke KPPN [maksimal tanggal 10 awal
bulan

h. Perencanaan HKas (Renkas) = Ketepatan
waktu
penyampaian renkas/RPD harian sebelum
tagihan diajukan ke KPPN

i Surat Perintah Membayar (SPM) Salah =
Jumlah SPM yang dikembalikan terhadap
seluruh SPM yang diajukan

i- Retur Surat Perintah Pencairan Dana [SP2D)
= Jumlah SP2D yang mengalami retur

k. Pagu Minus = Persentase pagu minus belanja
pegawai terhadap total pagu

L Dispensasi SPM = Jumlah dispensasi SPM
yvang diajukan sampai dengan akhir tahun
ANgEATAN

3. a. Perhitungan manual Indikator Kinerja Utama
(IKU) pada triwulan | sampai dengan triwulan
Il untuk 10 (sepuluh) indikator (dispensasi
SPM dan pagu minus tidak termasuk).
b. Perhitungan mamal Indikator Kinerja Utama
(KU} pada triwulan IV untuk 12 (dua belas)
indikator.
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2. Indecks A+B+C+D Cukup Jelas Sckretariat Inspektorat

Profesionalitas Jenderal
Aparatur Sipil | A= Nilai Kedisiplinan ASN Inspektorat
Negara Jenderal
B~ Nilai Kompetensi ASN Inspektorat
Jenderal

C= Nilai Kinerja ASN Inspektorat Jenderal
D= Nilai Kualifikasi/Latar Belakang
Pendidikan ASN Direktorat Jenderal

3. Indcks Sistem | Rumus Pengukuran sesuai dengan Peraturan | Dalam penilaian indeks SPBE terdiri dari domain | Sekretariat Inspektorat
FPemerintahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan | sebagai berikut: Jenderal
Berbasis Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 | a. Domain kebijakan internal SPBE (bobot13%)
Elektronik (SFBE] tentang Pemantauan dan Evaliasi Sistem | b.  Domain tata kelola SPBE [bobot 25%)
Pemerintahan Berbasis Elektronik c. Domain manajemen SPBE (bobot 16,5%)
d. Domain layanan SPBE [bobot 435,5%)
4. Nilai penguatan | ¥A Sekretariat Inspektorat
perundang- A= Akumulasi penilaian setiap komponen | Interval nilai  penguatan perundang-undangan | Jenderal
undangan Deregulasi Kebijakan adalah 1 sampai dengan 5 dan jika dikonversi

terhadap persentase adalah sebagai berikout:

Komponen dimaksud adalah: a. Nilai 1=-0% =X=20%
1. Harmonisasi (bobot 1) b. HNilai 2 = 20% < X £ 40%
2, Bistem pengendalian dalam penyusunan | c.  Nilai 3 = 40% < X =60%
peraturan perundang-undangan (bobot 1) d. HNilai 4 = 60% < X =B0%
3. Peran Kebijakan {bobot 2) e. Nilai 5= 80% < X <100%
4. Penyelesaian Kebijakan (bobot 1)
1. Harmonisasi terpenuhi apabila telah dilakukan

identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap
kebijakan yang tidak harmonis/ sinkron/ bersifat
menghambat yang akan direvisi/dihapus, serta
telah dilakukan revisi kebijaken yang tidak
harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat
tersebut;

2. Sistem pengendalian dalam penyusunan
peraturan  perundang-undangan terpenuhi
apabila dalam sistem tersebut mensyaratkan
adanya rapat koordinasi, naskah
akademis/kajian/policy paper, dan paraf
koordinasi, serta telah dilakukan evaluasi atas
pelaksanaan sistem tersebut;

3. Peran kebijakan terpenuhi apabila kebijakan
yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan
dengan kebijakan lainnya, serta memuat unsur
kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit
kerja; dan

4. Penyelesaian  kebijakan  terpenuhi  apabila
kebijakan yang diterbitkan telah sesuai dengan
Program Legislasi Kementerian.
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adalah Indeks Pengendalian Internal
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional yang didukung oleh
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikout:

8. Indeks nilai reformasi  birokrasi  area
PCNEUAAN PENgAWASEN;

b. Persentase tindak lamjut evahiasi
akuntabilitas kinerja;

c. Persentase capaian kinerja hasil

PCNEEWASAN;

d. Persentase maturitas Sistem Pengawasan
Intern Pemerintah (SPIP); dan

e. Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern
Pemerintah|AFIF)

5. Indeks Maturitas | Nilai maturitas SPIP = jumlah Total seluruh | Interval nilai Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Indeks | Sekretariat Inspektorat
SFPIP Tingkat | skor area Maturitas SPIP Tingkat Eselon | Inspektorat Jenderal | Jenderal
Esclon I | S8kor area = tingkat maturitas area x bobot | adalah sebagai berikut:
Inspektorat ares g. LevelD : belum ada [D<skor< 1,0)
Jenderal b. Level 1 : rintisan (1,0 < skor< 2,0
c. Level2 : berkembang [ 2,0 £ skor<3,0)
b. Level 3 : terdefinisi [skor 3,0 = skor < 4,0)
c. Level4 :terkelola dan terukur [4,0= skor < 4.3
d. Level 5 : Optimum (4,5 £ skor = 3
6. Persentase A/B*100% Cukup Jelas Sekretariat Inspektorat
Integritas Jenderal
Pelayanan Publik di | A= Jumlah satker yang mengikuti desk reviu
Bidang Pertanahan Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Tata Ruang (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih
MelayaniiWBBM)
B= Jumlsh satker vang diusulkan ke
Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
7. Persentase 1A B)* 100% Cukup Jelas Sckretariat Inspektorat
terpenuhinya Jenderal
layanan A=Realisasi layvanan perkantoran
perkantoran B=Target layvanan perkantoran
312 Indikator Terwujudnya tata kelola | Indeks pengendalian | (A+B+C+D+E)/5 1. Pada indeks huruf A B,C,D, dan E dihitung | Inspektorat Jenderal
Kinerja kelembagaan yvang | intermal  Kementerian dalam konwversi tertimbang dengan interval 1
Program kompetitif dan | Agraria dan Tata | A=Indeks nilai reformasi birokrasi area sampai dengan 100, Interval Indeks
(IKF) berstandar Ruang/Badan penEuAatan pengawasan Pengendalian Internal Kementerian Agraria dan
kepemerintahan  yang | Pertanahan Nasional B=Indeks tindak lanjut evaluasi Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional adalah
baik dari aspek akuntabilitas kinerja sebagai berikut:
pengendalian internal C=Indeks kinerja hasil pengawasan a. Skor =90 = memuaskan;
D=Indeks maturitas SPIP b. Skor 80 = skor< 90 = sangat baik;
E-Indeks kapabilitas Aparat Pengawas c. Skor 70 = skor<80 = baik;
Intern Pemerintah (APIP) d. Skor 60 = skor < 70 = cukup;
e. Skor = 60 = kurang
2.  Perhitungan Indikator Kinerja Program ([KF)
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APIP

3.12.1 | Indikator Indeks nilai Indeks nilai reformasi birokrasi area Nilai diperoleh dari nilai reformasi birckrasi area | Inspektarat Wilayah I;
Kinerja Pengawasan dan reformasi birokrasi | penguatan pengawasan = (A/B)x100 penguatan pengawasan yang dikeluarkan cleh | Inspektorat Wilayah II;
Kegiatan Peninghatan area penguatan Kementerian Pendaysgunaan Aparatur Negara dan Inspektorat Wilayah [II;

Akuntabilitas Aparatur pengawasan A = Capaian nilai reformasi birckrasi area Reformasi Birokrasi Inspelctorat Wilayah IV;
Kementerian pengawasan Inspektorat Bidang
dan Tata Ruang/Badan B = Bobot maksimal Investisigasi
Pertanahan Nasional Persentase (A/B)=x100% Cukup Jelas Inspektorat Wilayah I;
Tindaklanjut Inspektorat Wilayah II;
Evaluasi A= Jumlah tindak lanjut Inspektorat Wilayah IIT;
Alcuntabilitas B = Jumish rekomendasi evaluasi Sistem Inspektorat Wilayah [V;
Kinerja Alkuntabilitas Kinerja Instansi Inspektorat Bidang
Pemerintah (SAKIP) Investisigasi
Persentase (A+B+C+DH+E+F+Q)fT Hasil perhitungan nilad huruf C dan huruf D pada Inspektorat Wilayah I;
Capaian Kinerja rumus adalah ekuivalen dengan persentase skala Inspektorat Wilayah II;
Hasil Pengawasan A = Persentase LK (Laporan Ke 0% sampai dengan 100% Inspektorat Wilayah IIT;
sesuai SAP (Standar Akuntansi Inspektorat Wilayah IV;
Pemerintah] Inspektorat Bidang
B = Persentase rekomendasi Hasil audit BPK Investisigasi
yang ditindaklanjuti
C = Nilai Profesionalisme Aparat Pengawas
Intern Pemerintah (APIF)
D = Nilai Integritas Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (AFIP)
E = Persentase penyelesaian laporan hasil
pengawasasan tepat waktu
F = Persantase rekomendesi hasil
pengawasan yang ditindaklanjuti
G = Persentase Penanganan Pengaduan
M t
Persentase {A/Blx100% Culkup Jelas
Maturitas SFIP
A= Jumlah satuan kerja terstandar
maturitas SPIP
B = Jumlah unit kerja mandiri
Nilai Kapabilitas Berpedoman pada Peraturan Kepala BPKP Nilni knpabilitas APIP menggunakan level 1 sampai
APIP tentang Pedoman Peningkatan Kapabilitas dengan 5.

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

OFYAN A. DJALIL
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Lampiran 4. Realisasi SKMPP 2023

Kegiatan
S5IT
S5XT
S5I7
S5I7
S5I7
S5XT7
557
S5I7
S5I7
S5I7
557
S5I7

Nema Lnit Kerja: KANTOR PERTAMAHAN KAH. BULELENG
Takun Angparan: 2023
Sampai Bulan: Desember
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Momernklatur
Leganan BMN
Laganan Hubungan Mesyars kst
Leyanan Umum
Laganan Dats dan Informasi
Lxganan Bantusn Hukum
Laganan Perkantoran
Leganan Sarsns Internsl
Lyganan Manajemen 500
Lxyanan Perencansan dan Penganggarsn
Leganan Pemantauan dan Evalussi
Leganan Manajemen KEusngan
Lxganan Reformasi Kiners

Leyanan Pengukursn Bideng Tansh Luss Kurang dasi 10 Ha {Kantah]
Leganan Lepalisasi Gambar Ukur

Rekomend i Hasil Pembinssn/ Mones/ Supervis

PET Redistribusi Tensh Kstegorn 5

PET Kon Sistematis Kabegori 5

[PET PT5L Diesa Lenghap Jewa Bali

Sertifiinsi Pejsbat Pembuat Alts Tamak

Leyanan Reh daisi el pembsi dan p PPAT Daerah
Suryt Keputusan Penetapan Hak Atas Tansh Instensi Pemernintsh,
BUMS dan BUMD

Surst Keputusan Penetapan Hak Atas Tansh Perorangan den Badan
Hulkum

Lxganan Pendaftaman Pertama Ksli

Laganan Informasi SKFT

Leyanan Pengecekan SHAT

Leganan Pemecshan SHAT

Lganan Pemefhsman Doty Pertanahan

Leyanan Sumpsh Sertipikat Hilang

Leyanan Pemantauan dan Evalussi

SHAT PTEL ASN Kategoni 5

SHAT Mon Sitermatic Ketegon 5

SHAT Redistribusi Tanah

Leganan Pertimk Teknis F 4

Data GTRA Kabupaten) Kot

S Redistribusi Tanah Kategori V

Perataan Kzlembagasn Penerima Alses Reforma Szrans (Akses RA
Tahumn ke 2)

Pergembangen Usaka dan Fasilitasi Akses Pemasarsn (Bkses RS Tahun
ke 3]

Bkses Reforma Agraris Kategori W

Leganan Pemantauan dan Evalussi

Dt Lokasi Indiketif Pengsdssn Tansh

Pembanuan Pets Zona Miai Tanah (Bidang]

Leganan Pemantsuan dan Evslussi

Dats Fengewasan dan Pengendalisn Hak Atss Tanah, Deser Penpusssan
Akms Tanah, dan Hak Pengelolssn

Dats Inddasi Pelangearan PAT

Rekomend e Pencegahan sengketa, konflik dan percars pert snshan
Bents Acara Rencana Aksi Pembinsan Pencegahen Senghets, Konflik
dan Perkara Pertanshan

Surst Keputusan Penyelesaisn Senghets Pertarahan

Laporan Hasil Sidsng Perkara Pertanshan

Persetujusn/Reliomendasi KKPR

e e e e

£.473,00
3,00
100
53,00
500

2.879,00
4,00

1,00

57,00

107,00
549,00
778,00
12.723,00
7.188,00
22.748,00
.00
L00
750,00
5,00

1.030,00
L00
53,00

100

1,00
100,00
1,00
L00
300,00
1,00

00

100

L0
L00
1,000
1,000

]
LoD, D0
‘LoD, O

100, 00%
100, 00%
1060, 005
100,008
100, 00%
1060, 00%

100,008
100, 00%

100,878
30,00%
100, 00%
1060, 005
100,008
107,10%
133,33%

100,008

57.00%

42,80%:
158, 80%
115,89%
117,02%
115,80%
11287
110, 00%
‘LoD, D
3B MW
LoD, O

108, 20%
100, 00%
1060, 00%

1060, 00%
100,008
100, 00%
1060, 00%
100,008
100, 00%

‘LoD, D
LoD, O
LoD, O
‘LoD, D
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|Cs.221% BAR 0O1.0%1] Pemeriksaan Tanah

WA 3327 EBA 994 001] Gajl dan Turdsngan

|C5.0421 . CEBO.0001.053] Pelaporan Pembaruan Peta Zona MNilal Tanah
WA 3327 EBD.932.0532] Penyusunan REAKL

|C5.8419.ODE.003.034] Peryusunian Moded Akses Reformas Agraria
|c5.6426.0CE.003.031] Pengkajlan Kasus

|CS5.5418. 048 L0D.033] Penerbitan 5K Redistribus Tanah

|C5. 847 ABT.000 .051] Fenyusunan Rekomendasi Pencegahan Senghets
|C5.5414.AD0.003.034] Pelantikan PPAT

|C5.8417 BAH. 004,081 ] Layanan Pertimbangan Teknds Pertanahan Penyy
|C5.6418. 048 W03 .034] Penetapan Objek dan Subjek Redistribusi Tansh
|C5.2419.0DE 00%.0%1] Penetapan Lokasi

WA 3327 ERA 905.091] Adwokas]

|C5. 8430, OMA D01.0591] Persispan Sosialisas| inwentarizas] Data Lodssi
indikatif { Kartah)

|C5.8419.000.001.032] Fendampingan Eewiravsahaan/E=lermbagaan

|Cs.8419.000.002.032] Fasilitas] Akses Permasaran

|Cs. 8424 BIA OD2 0%1] Melaksanakan Inwentarisas| Tanah Terindikasi
Telantar di Kantor Pertanahan

|C5. 8430 EBD 533 0% 1] Pelaksanasan Fasiliasi Pengadaan Tansh dan
Pencadangan Tanah

|C5.8413.048.018.031] Pematretan Drons

|C5.8427 . QCE.002 033 Penywsunan Bahan Bersoans

|Cs.0413 OAA 112%,032] Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah
[C5.2427 . QCE.002 031] Menerima Relsas

|C5.0418. OAA 1303.032] Inventarisas| dan identifikas] Objek dan Subjek

|C5.5421. CEO.000.051] Persiapan Pembaruan Peta Zona Milal Tansh

WA 3527 EBD.932.054] Penyusunan Revisl DIPA/FOE

|Cs.sazs ABT.000 .0532] Tindsk Lanjut Pencesahan Serxketa Konflik
Pertanahan

|Cs.m213 . 0AR. W1E8.033] Pengpukuran dan Pemetasn Bidang Tanah
|C5.5418.0448 1017 .034] Penevhitan Sertiplkat

|C5.8419.000.001.034] Penyusnan 5K Pembertukan Kelompok
Masyarakat

|C5.0818. 0 AA 1903 .033] Penerbitan SK Hak/Pengesahan data fisik dan
yuridis

|C5.5416.8AH.001.051] Penerbitan Sertiplkat

|C5.8419.00E.009.033] Pernetasn Sosis|

|Cs.m413. 0AA WBS.032] Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah
|C5.8419.000.001.0%3] Pembertukan Kerjassms

|WA.3327 EBB.531.032] Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Pericantoran

|C5.5418.FEA.DO2 032] PENYELENGGARAAN RA

|¥wa 3327 EBC.554. 031 ] Pengelolaan, Administrasl dan Pemuktahiran
Data Kepegawalan

|C5.5416.044 W19.051] Penerhitan Sertipikat

|C5.8419.000.001.0%1] Penguatan Eelembagaan
|'"WA.3327.EBD.932.031] Evalussi Renstra 2020-2024

‘WA 3327 EBD.532.0533] Peryusunan TRPMEPR

|Cs.m418. EBD.533.051] Rekomendes] Eeglatan Pendaftaran Tanah dan
Ruarg

Rp 79.341.000
Rp 4.0%0.404.000
Rp 3.770.000
Rp 1.300.000
Fp 4 800,000
Rp 173.000
Rp 185.000
Rp 2.040.000
Rp 4.240.000
Fp B8.801.000
Rp 313,000
Rp 15.300.000
Rp 8.202.000
Rp 0.202.000

Rp 11.375.000

Rp 28.430.000
Rp 33.700.000

Rp 4.331.000

Rp 75.000.000
Rp 3.330.000
Rp3.386.000
Rp 1.340.000
Rp 3.333.000

Rp3.210.000

Rp 3.400.000
Rp 2.040.000

Ap 171 E300000
Rp 7OLO000
Rp4.123.000

Rp 3.B08.000

Rp 4.700.000
Rp 8.380.000
Rp 793000
Rp 1.300.000
Rp 19.000.000

RAp 1335.378.000
Rp 3.000.000

Rp E82.000
Rp 13 E78.000
Rp 1.300.000
Rp 1.300.000
Rp 0.094.000

Rp 29.341.000
R 4.0050.804 000
Rp 3.770.000
AP 1500000
Ap 4.500.000
Rp 173.000
Rp 1BS.000
Rp 2.040.000
AR 4,240,000
Rp 58,500 000
Rp 31%.000
Rp 13.300.000
Rp B.202 000
Rp 0. 208 000

Rp 11.379.000

Rp 20.430.000
Rp 33.700.000

Ap 4.331.000

Rp 73.000.000
Ap 3.330.000
Rp 3. 380,000
AP 1.340.000
AP 3.333.000

Rp 5.210.000

AP 3.800.000
RAp 2.040.000

Rp 171 830,000
Ap 70000
Rp 4.123.000

Rp 3.808.000

Rp 4.700.000
Rp B.260.000
Rp 79%.000
AP 1.500.000
Rp 19.000.000

Ap 133376000
Rp 3.000.000

Rp 882000
Rp 23.878.000
AP 1.300.000
Rp 1500000
Ap B.094. 000
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Ursizn
|C5.5420.0CE.003.032] Geldar Kasws Awal
|C5.221% BAH. 001 .0054] Surst Keputussn
|C5.ma2% AEA DO2.053] Rapat Implementas! Rencans ksl Pencegahan £
|C5.2217 BAH. 004,091 ] Lavaran Pertimbangan Teknds Pertanshan PEER
WA 3527 EBD.9%5.053] Penyusunian LK tingkst UAKPA/Satuan Kerja
|C5.8421. 680533 .09 1] Pelak san Fasilitasi Penilsian Tanah dan Ekon
|C5.5413.0A8.U16.032] Partisipas] Masyarakat
|C5.8418. PEA.O02 033] PENYLSUMNAN DATA PELAKSAMAAN RA
WA 3327 EBA938,053] penyelermsaraan strates] komunikas) di desrah
|Cs. 8437 OCE .02 0%48] Tindaklanjut Pelaksanaan Putusan Pengadilan
|C5.5419.000.002.0332] Fasilitas] Infrastruktur Pendukung
|C5. 2418 AR 1I03.031] Pengumpulan Data {alst bukti hakfalas hak)
|C5.24 28,0 CE.003.037 ] Penylapan Rekomendasi Peryelesalan Kasus
|c5.5414 BEC.004.021] Pelaksanaan
W& 3327 EBA 938.052] Pelayanan infonmasi publik
|cs.6419.00€ 003.032] Peryuluhan dalam rangka akses Reforma Agran
|Cs.5418 BAH.00Z.051] Pelayanan Informasi Buiu Tanah melslul SEPT
|'wa 3327 EBA 932.051] Penselolsan Pengaduan
|Cs.841% BAH.001.091] Pemerikssan Tanah
|c5.6416.84H.005.051] Pemeliharaan Data Pendsftaran Tansh
|C5.5419.000.002.034] Diseminas Model Akses Reforma Agraria
I'wa 3327 EBA 963 .052] Pengadaan Lisens) Aphiss! Autocad
|C5.8413 BAH.001.0552] Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah
WA 3327 EBD.933.032] Penyusuran Do kumen SAEIP
|Cs.0437 OCE.002 .034] Beracara oi Fengadilan
[ A 3327 EBA 9594 002] Dperasional dan Pemeliharaan Eantor
|C5.0875 AEA DOZ.051] Persiapan Pencegahan Sengkets, Konflik dan Pex
lc5.6416.84H.004.051] Pemelibaraan Data Pendsftaran Tansh (Pemisak
|C5.0817 BAH.004.0552] Layanan Pertimbangan Teknis Pertanshan PEEF
[vwa 3327 EBa 982 .001] Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tanssa dx
|C5.ma18. O A 1003 .032] Pemer kssan Tanah
A 3327 EBD.933.031] Pelafsansan Pemantauan dan Evaluasi
|C5.5420.0MA 001.052] Sosialisas] Ivventarisas! Data Lokasi Tanah {Kan
|Cs.2423 BIA ODS 0%2] Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi HAT/DP
|C5.5417 . BAH.0048,000] Layarnan Pertimbangan Teknis Pertanahan Pengy
|'WA_3327 EBC.5094.032] Konsultas) Kepegawsisn
|C5.6418.048 W03 034] Penerbitan Sertiplkat
|C5.8471 CBO.0001.092] Pelakssnasn Pembsrusn Peta Zona Nils! Tanah
|C5.5428.OCE.003.030) Geldsr Kasws Akhir
|C5.5416.048 1017.032] Pemerk=asn Tansh
lC5. 54180448 100%.031] Penyuluhan Redistribusi Tansh
|¥wa. 3337 EBD.96 1.031] Pembangunian ZI dalsm rangks Reformasi Birok
|Cs. a8 BAH.006.0091 ] Sumpah dan Masksh Pengumuman untuk Perss
|C5.8419.000.,002.031] Peningkatan Pengembangan Rencans Usahs
|c5.6415 BAH.001.052] Sidang Panitia Pemerikss Tanah
|Cs.m418. 0AA WDD.033] Sidang Panitia Pertimbangan Landreform
|C5.8413.BAH.012.052] Legalisasi Gambar Wkur
|iC.6508. BAMH . 001.051] Pelayanan Penerbitan KEFR
W& 3327 EBD.933.031] Pembinasn dan Monitoring
|C5.6426.0CE.003.0%4] Ekspos Hasil Penelitian
|C5.5426.0CE.003 033 ] Penel tisn Kasus
WA 3327 EBD.933.032] Pengelolaan Keuangan Satker
WA 3327 EBA 936.051] Penyusunan Dolumen RK BMMN

Target
Rp 173,000
Rp 13.823.000
Rp 2.860.000
Rp 4.230.000
Rp 4.500.000
Rp 3.331.000
Rp 72.773.000
Fo 38,330,000
R 30.100.000
Rp 5.344.000
Rp 7.550.000
o 7.482.000
Rp 173.000
Rp 18,348,000
Rp 13.330.000
Rp 0.500.000
Rp 7.200.000
Rp 11.330.000
Rp 14.543.000
Rp 229.644.000
Rp £.000.000
Rp 64,380,000
Rp 1.0E3.720.000
Rp 2.000.000
Rp 17.283.000
Rp 3.928.106.000
Rp 7.173.000
Ap 144.000.000
Rp 4.781.000
Rp 12.34E.000
RAp 143,722,000
Rp 1.300.000
Rp 3.410.000
Rp 8.400.000
Rp 237.044.000
Rp 4.800.000
Rp 17.384.000
Rp 18.750.000
Rp 0.431.000
Rp 374.000
Rp 1.733.000
Ro 70.090.000
Rp 2. 280,000
Rp 7.600.000
Rp 36.285.000
Rp 4.740.000
Rp 120000
Rp 1.200.000
Rp 10.317.000
Rp 173.000
Rp 4.400.000
Rp 8.700.000
R £00.000

Tanget Non Blokir
Rp 173.000
Rp 13.82% 000
Rp 2.800.000
Ap 4.230.000
AP 4.900.000
Rp 3.5%1.000
Rp 72.773.000
Rp 26.590.000
Rp 30.100.000
Rp 3.344.000
Ap 7330000
Rp 87.482 000
Rp 173.000
Rp 18,308 000
Rp 13.330.000
Rp B.500.000
Ap 7.500.000
Rp 11.330.000
Rp 14.84%.000
Rp 229,044 000
Rp 0,000,000
Fp 04. 380,000
Rp 1.08%.720.000
Rp 2.000.000
Rp 17.88%.000
Rp 3.928.106.000
Rp 7173000
Ap 144.000.000
Ap 4.7E1.000
Rp 22.348.000
Rp 143.722.000
AP 1500000
Ap 3.410.000
Rp B.400.000
Rp 237,044,000
Rp 4,500,000
Rp 27.384.000
Rp 18.730.000
RAp B.431 000
Rp 374.000
AP 1.733.000
Rp 70,090,000
Ap 2.8B0.000
Ap 7000000
Fp 30,285,000
Rp 4. 740,000
Rp 120,000
Ap 1.200.000
Rp 10517000
Rp 173.000
Rp 4.500.000
AP B.700.000
Rp 000000
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|Cs.m213 EBDU0O2 .052] Pelaksansan Pembinsan, Monforing dan
Evaluasi
[cs.ma18. 088 WIT.051] Pengumpulan Dots {Alat Buktl Hak/Alss Hak)

|c5.5426.0CE.003.035] Rapat Koordinasi

|C5.8427 QCE.002 033 ] Upaya Hukum [Banding, Easasi, Perinisuan
Kembali)

|¥wa 3327 EBB.931.031] Pengadaan Perangkat Fengolah Data dan
Komiwnikasl

|C5.5419.00E.003.033] Peryusunian Data Penerima Akses Reforma
Agraria

|C5.m437 . QCE.002 032 ] Pengumpulan Data

|Cs.8418 BAH. 003,091 ] Layvaran Pergecekan Sertiplkak
[Cs.mazs AEA 0O2.0%2] Sosislsasi Pencegshan Sengketa, Konflik dan
Pericara Fertanshan

[Cs.ma18. 088 WIT 053] Penerhitan 5K Hak/Pengesahan Dwta Fisik dan
Yuridis

|C5.5418.PEA.DO0Z 031] PEMEEMTUEAM GTRA

Rp 8.082.000

Rp 221.000

Rp 1.380.000
Rp 7.717.000

Rp 173.000.000

Rp 3.140.000

Rp 3.724.000

Ap 152 000,000

Fp 13.130.000

Rp 13.000

Ap 141.332.000
Rp 11.785. 750,000

Ap B.0B3.000

Rp 221 000

Rp 1.580.0:00
Rp 7.717.000

Rp 173.000.000

Ap 3.140.000

Ap 3.724 000

Ap 192000000

Rp 13.130.000

Rp 13000

Ap 141332000
Rp 11.785. 7500000
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Lampiran 5. Realisasi OMSPAN 2023

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR PERTANAHAN KAB. BULELENG

REALISASI BELANJA SATKER PER JENIS BELANJA

Jenis Belanja
] Kode | Hama Satker i Total
Pegawal Barang Wadal Beban Bunga Bubsidi | Hibah | BanBos | LalnLain | Transter
PAGU 4030.404 000 | 7.308,010.000 | 225 730,000 o a o a a a | 11,7853, 700.000
REALIAs; | 400,380,877 | 7,380,422 722 | 223,730,000 11.000,383.728
N | eI PR AN SOME - B ELEME [100.007%) {ge.zEn) | (100.007%) ooos| ocome| oome| 000% D T [E8.80%)
SI5A 2303 129183248 o o a o a a a 128, 210271
— 4,050,404,000 | 7,309,018,000 | 225,730,000 L] ] ]
REALIgag | 4090.380,577 | 7,380,422.752 | 225,730,000
GRAND TOTAL [100.00%) (pezE%) | (100.00%) fouaie) | (o.ooee) | po.0o%s)
=T 23023 | 129,193,248 o o ] ]

hal : 1 darl 1 halaman
tanggal pefak - 23-02-24 08 2027 oleh : 432087
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Lampiran 6. Realisasi KKP/PTSL 2023

REALISASI PTSL TAHUN 2023

Siap K1 PBT
Target Pember Potensi Diserah Diserah Sebelumn
No.  Kecamatan Desa/Melurahan SHAT Puldadis kasan * K1 K1 K2 K31* K32* kan kan ya

1 BULELENG  BANYUNING 1] 103 T2 2 63 o 0 0 63 i) 63
2 BULELENG  KALIUNTU 0 23, 30 Ll i) o 0 0 20 o 29
3 BULELENG  KAMPUNG KAJANAN 0 25 2 1 17 i) 0 0 17 1] 17
4 BULELENG  BANYUASRI V] 66 58 k| 55 0 0 0 55 o 55
5 BULELENG  TUKADMUNGGA 0 as 38 o 38 o 0 0 38 1] 3a
6 BULELENG  KAMPUNG BUGIS o 4 4 1 3 o 0 0 3 o o
7 BULELENG  PENARUKAN 0 145 128 5 114 o 0 0 114 o 113
8 BULELENG  BAKTISERAGA 1] 26 18 o 13 o 0 0 13 1] 13
9 BULELENG  BAMJAR JAWA 0 B9 84 o 75 o 0 0 75 1] 5
10 BULELENG  BAMJAR BALI 0 32 30 3 26 o 0 Lt 26 o 26
11 BULELENG  BAMJAR TEGAL 0 16 1n i) 10 i) 0 0 10 i] 10
12 BULELENG  PAKET AGUNG 0 14 14 o 14 i) 0 0 14 i] 14
13 BULELENG  KALIBUKBUK 1] Eil 4 a1 30 o 0 0 30 1] an
14 BULELENG  KAMPUNG ANYAR 0 55 45 11 34 o 0 0 34 o 34
15 BULELENG  ANTURAN 0 58 s 4 27 o 0 0 a7 ] 27
16 BULELENG  PETANDAKAN V] 45 42 i1 39 0 0 0 20 0 39
17 BULELENG  PEMARON 0 54 54 2 52 o 0 0 52 o 52
18 BULELENG  KAMPUNG BARU 1] 142 114 I 104 o 0 L] 104 1] 104
# Total 1] 086 B840 50 743 0 0 0 743 1] 669
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Lampiran 7. Nilai SPIP 2023

)

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Sispamangaraja Momor 2 Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 1403 Telepon: 7228801, 7393939 Pos-el: sursh@atrbpn.go. id

Nomor :B/KU.01.05/1-100.3/1/2024 2 Januari 2024
Sifat : Segera

Lampiran: Dua eksemplar

Hal : Hasil evaluasi maturitas SPIP tahun 2023

Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
2. Para Kepala Kantor Pertanahan
di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan Surat Deputi Kepala BPKP Bidang
Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
Nomor PE.09.03/5P-49/D1,/03/2023 tanggal 17 November 2023 hal Hasil
Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Terintegrasi pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan beberapa hal penting
sebagai berilkout.

1. Hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri (PM) maturitas penyelenggaraan
SPIP terintegrasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional Tahun 2023 memenuhi karakteristik maturitas
penyelenggaraan SPIP pada Lewel 3 (terdefinisi) dengan nilai 3,325 dan
skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,178 serta skor Indeks
Efektivitas Pencegahan Korupsi (IEPK) sebesar 2,454

2. Hasil tersebut dapat digunakan untuk memenuhi indikator indeks
maturitas SPIP pada Laporan Kinerja (LKj) yang berlaku untuk seluruh
satuan kerja;

3. Untuk meningkatkan indeks maturitas SPIP, kami minta Saudara
menindaklanjuti saran perbaikan, antara lain

a. melakukan perbaikan atas Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS5)
dan Indikator Kinerja Program (IKF) kementerian agar berorientasi
pada outcome dan memenuhi kriteria SMART;

b. melakukan evaluasi berkala atas desain kebijakan pengendalian dan
implementasinya;

c. menyusun kebijakan dan sistem anti korupsi serta melakukan sharing
knowledge terkait implementasi pencegahan korupsi antar masing-
masing unit kerja;

d. meningkatkan kompetensi pegawai terkait manajemen risiko melalui
transfer knowledge, pelatihan, dan sertifikasi;

e. melakukan identifikasi risiko kemitraan antar lembaga dan risiko
fraud pada seluruh unit kerja;

f. mengalokasikan anggaran kegiatan manajemen risiko dan indikator
implementasi manajemen risiko pada masing-masing unit kerja;
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g melakukan pemutakhiran daftar rizsiko dan Rencana Tindak
Pengendalian (RTP); dan
h. meningkatkan penerapan manajemen risiko mulai dari perencanaan,

pelaksanaan proses bisnis, pengambilan keputusan, sedangkan
evaluasi akan dilakukan oleh Inspektorat Jenderal.

4. Penilaian Mandiri Maturitas SPIP pada tahun 2024 akan dilaksanakan
pada periode 1 April s.d. 31 Juni 2024, jadwal dan persiapan akan
diinformasikan kemudian.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami mengucapkan
terima kasih.
a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Biro Keuangan dan
Barang Milik Negara,

Agust Yulian

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; dan
2. Para Pimpinan Tinggi Madya.

E E Dokumen ini sah dan telah ditandatangani sscama elektronik melahi e-Office ATR/BPN menggunakan
S sertifikat elekdronik BSrE, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan
) fitur 'Validasi Burat’ pada aplikasi Sentuh Tanahlka

(=]t
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BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH
BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN

bpf@) Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120
Telepon (021) 85610031 (hunting), Faksimile (021) 85803713
E-mail deputi @bpkp.go.id Website www bpkp go.id

Nomar : PE.DB.03SP- 43 /D1/03/2023 17 November 2023

Larmpiran  : Satu Laporan

Hal . Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan SPIP  Terintegrasi  pada
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Masional Tahun 2023

th. Sekretaris Jenderal
Kemantarian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Masional
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah MNomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, kami telah melaksanakan Evaluasi atas Hasil
Penilalan Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan hasil sebagaimana
tercantum dalam Laporan MNomor PE.09.03/LHP-151/D103/1/2023 Tanggal 16
Oktober 2023 terdampir.

Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional telah memenuhl Kkarakleristik maturitas
penyelanggaraan SPIP Terintegrasi pada Level 3 (Terdefinisi) dengan nilai SPIP
adalah 3,326 yang menunjukkan bahwa Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional telah mampu mendefinisikan kinerja dengan baik dan strategi
pencapaian kinerja telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian
telah efektif namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan crganisasi,

Milai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,178 atau telah memenuhi
karakteristik MRI pada Level 3, yang menunjukkan bahwa Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Masional telah menyusun dan mengimplementasikan
kebljakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kera
organisasi. Mamun demikian, belum lerdapat evaluasi terhadap efektivitas
pengendalian dan pengelolaan risike (termasuk risike korupsi).

Sementara itu, nilal untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah
2,454 atau telah memenuhi karakteristik IEPK pada Level 2, yang menunjukkan
bahwa risiko korupsi mulai terkelola dengan adanya kebijakan dan struktur. Namun
demikian, kegiatan cegah, deteksi, dan respon masih terbatas, parsial, dan kurang
konsisten, serta masih cenderung seremonial dengan masih cukup banyak pembiaran
yang terjadi.
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Dalam rangka peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi menuju
level yang oplimum, Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Masional perlu menyusun rencana aksi sebagai upaya untuk
meningkatkan kualitas pengendalian intern dan melakukan pemantauan atas
implementasi rencana aksi tersebut.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan :

Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Masional

Leyanan Pengaduand Hatfime:
Apabila Pegawai BPKP menerima/meminta gratifikasi dan suap, dapat dilaporkan melalul mekanisme
penyampaian pengaduan peda whe. bpkp.go.id atau menghubungl 085210991238
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BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PIP BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN
DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG INFRASTRUKTUR,
TATA RUANG, DAN PERHUBUNGAN

LAPORAN HASIL EVALUASI
ATAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS
PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI PADA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2023

MOMOR :  PE.OS.03/LHP-151/D103/1/2023
TANGGAL : 16 OKTOBER 2023
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ﬁ BEADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Bpkg DIREKTORAT PENGAWASAN BIDANG INFRASTRUKTUR,
TATARUANG DAN PERHUBUNGAN
Jalan Pramuka Momor 33, Jakarta 13120

Telepon (021) 85910031 (Hunting), Faksimile (021) B5B06456
E-mail dep1.dir3i@bpkp.go.id, Website www.bpkp.go.id

Momor :  PE.OS.OFLHP-151/D103/1/2023 16 Oktober 2023
Lampiran : Satu Eksemplar
Perihal . lLaporan Hasil Evaluasi atas Penilaian

Mandiri Maturitas Penyelenggaraan
SPIP Terintegrasi pada Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Masional Tahun 2023

¥th. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
di Jakarta

Sehubungan dengan pelaksanaan Ewaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri
Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan MNasional Tahun 2023, kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Pemerintah Momor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Momor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan
Presiden Momor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan;

3. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah; dan

4. Swurat Tugas Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang, dan
Perhubungan MNomor PE.0S.02/ST-206/D103/1/2023 Tanggal 1 Agustus
2023.

B. Tujuan Penugasan

Ewvaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Penilaian Mandiri dan

Penjaminan HKualitas Maturitazs Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada

Kementerian ATR/BPN Tahun 2023 telah mengacu pada Peraturan BPKP

Momor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada
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Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, menetapkan nilai akhir Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, Manajemen Risiko Indeks (MRI), dan
Indeks Efektivitaz Pengendalian Korupsi (IEPK), serta telah mengidentifikasi
Area of Improvement (Aol) dan rekomendasi atas Aol.

Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup Ewvaluasi adalah Hasil Penilaian Mandii Maturitas

Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian ATR/BPN Tahun 2023

yang meliputi:

1. Evaluasi atas proses maupun substansi hasil Penilaian Mandin Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, yang meliputi aspek:

a. Tahap persiapan yang terdiri dari penetapan satuan kerja, pembentukan
tim assessor dan tim penjamin kualitas, dan penilaian penetapan
Rencana Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP
Terintegrasi beserta pemaparannya;

b. Tahap pelaksanaan yang terdiri dari kelengkapan langkah kerja
penilaian termasuk substansi atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, MRI, dan IEPK;

c. Tahap pelaporan meliputi penentuan AOIl, pembuatan rekomendasi,
serta penyusunan laporan yang disusun oleh tim assessor.

2. Ewvaluasi dilakukan sesuai dengan bukti-bukti yang telah dipercleh sejak
terbitnya surat tugas evaluasi sampai dengan penerbitan laporan evaluasi;

3. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh sasaran strategis Kementerian
ATR/BPN wang berjumlah 3 (tiga) Sasaran Strategis. Pada komponen
Struktur dan Proses, evaluasi dilaksanakan terhadap sebanyak 97 satuan
kerja dari total sebanyak 523 satuan kerja yang terdari dari 9 (sembilan) Unit
Kerja Eselon |, 4 {empat) Unit Kerja Eselon |l pusat, 33 (tiga puluh tiga)
Kantor Wilayah, dan 51 Kantor Pertanahan. 3 (liga) sasaran strategis
Kementerian ATR/BPN beserta Unit Kerja Eselon | penanggung jawab
adalah sebagai berikut:

No Sasaran Strategis Unit Kerja Eselon |

Ditien Penataan Agraria
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, Ditien Penetapan Hak dan

1 dan Pemanfaatan Tanah yang Pendaftaran Tanah
Berkepastian Hukum dan Produktif Ditien Penanganan Sengketa dan
(Aspek Sosial dan Ekonomi) Konflik Pertanahan

Ditien Pengadaan Tanah dan
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No Sasaran Strategis Unit Kerja Eselon |
Pengembangan Pertanahan
Ditien Survei, Pengukuran dan
Pemetaan Pertanahan dan Ruang

Peningkatan Kualitazs dan Pemenuhan

Rencana Tata Rwuang dan Terib Dien Tuta Rueng

. Penataan Ruang (Aspek Lingkungan) Ditien Pengendalian dan Penertiban
Tanah dan Ruang
Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan )
5 |yang  Kompetiif ~dan Berstandar Sekretariat Jenderal

Kepemerintahan vang Baik {Aspek
Manajemen dan Pengawasan) Inspektorat Jenderal

D. Tanggung Jawab
Tanggung jawab atas kebenaran formal dalam dokumen yang diterima dan
digunakan dalam evaluasi sepenuhnya berada pada Kementerian ATR/BPM.
Tanggung jawab Tim Evaluasi terbataz pada simpulan hasil evaluasi

berdasarkan data dan informasi yang telah disampaikan.

E. Metodologi
Metodologi evaluasi meliputi analisis atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Tenntegrasi melalui wawancara, observasi dan reviu

atas dokumen.

F. Hasil Evaluasi
1. Informasi Umum

Informasi umum Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Terintegrasi yang dilaksanakan oleh Kementerian ATR/BPMN sebagai berikut:

MNomor dan Tanggal SK : SK Menteri ATR/KBEPN Momor 436/SK-

Penilaian Mandiri {(PM) KU.01.05/i2023 tanggal 5 Apedl 2023
tentang Pembentukan Tim Penyelenggara
SPIP di Lingkungan Kementerian
ATR/BPN Tahun 2023

MNomor dan Tanggal SK . SK Menteri ATR/KBPN Nomor 30/SK-900.
Penjaminan Kualitas OT.01/IW/2023 tanggal 3 Aprl 2023
(PK) tentang Penunjukan Tim Penjaminan

Kualitas SPIP di Lingkungan Kementerian
ATR/BPN Tahun 2023
Momor dan Tanggal . BEU.01.05/M19203-1000V1I2023 tanggal 6
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Juli 2023 tentang Laporan Hasil Penilaian
Mandiri Maturitaz Penyelenggaraan SPIP
Kementerian ATR/BEPN Tahun 2022-2023

Laporan Hasil Penilaian
Mandiri (LHPM)

Terdapat 15 (lima belas) indikator penilaian dari instansi lain yang menjadi

pertimbangan di dalam penilaian setiap parameter SPIP Terintegrasi, yaitu:

Hama indikator = Milai
Penilai Kete
Penilaian {Pradikat) sl
Persantase
i Hasil Evaluasi Deputi
Penyederh. Ke te
n?Sl E;lanaan F'TNH HFEIHH 96.87% Kelembagaan dan Tata Laksana
s e : Kementerian PAN RB
Organisasi
Kalrrﬁ:itlan Kementarian B Bukti serifikat pemberian yang
Pl 2) FPAN-RB diterima Kantah
ST Keamenterian ey ; i
Nilai SAKIP PAN-RE 68.97 ("Baik™) | Hasil evaluasi AKIP Tahun 2022
Indek
F'ar:n:..a:aan Kementerian MIA Masih dilakukan penilaian untuk
PPM/BAPPENAS Tahun 2022
Pembangunan
Pengumuman Arsip Masional RI
Indeks : ; Momor AK.01.02/25/2022 Hasil
Arsip M | R 60,03 (B e
Pengelolaan Arsip B =) Pengawasan Kearsipan Tahun
2022
Indikator Kinerja .
Ke te
Pelaksanaan : bt 00.96 IKPA s/d Agustus 2023
Anggaran (IKPA) ol ol
Surat Direkiur Jenderal
Kekayaan Negara Momor 5-
Indeks Kementerian 392 21HMMKMN 22023 hal
Pangelolaan Assat Keuangan ’ Penyampaian Hasil Perhitungan
Indeks Pengelolaan Asat (IPA)
KL Tahun 2022
Timgkat
Kematangan Badan Pusat NIA Masih dilakukan penilaian untuk
Penyelenggaraan Statistik Tahun 2022
Statistik Sekioral
Indeks
Kameiangan LKPP 8 siukphi Ik id
Pembinaan A
LUKPBJ
Keputusan Komisi Aparatur Sipil
Megara Momor
Indeks Sistem Keamentarian HHER N'IC'I_XI'QDEE i
Merit PAMN-RE 3445 tentang Penaerapan Sistern Merit
dalam Manajemen Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan
Kementerian ATR/BPFN
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Nama indikator Milai

Penilai Penilai (Predikat) Keterangan
Keputusan Menpan RB Momor
1035 Tahun 2022 Tentang Hasil
Pe ta dan Evaluasi
Indeks Palayanan Keamenterian man e et e
Pubiik PAN-RE 378 Kinerja Penyelenggaraan
e i Pelayanan Publik di
Kementerian, Lembaga, dan
Pemearintah Daerah
Keputusan Menpan RB NMomaor
Indeks SPBE Momarieda | | 3 gt 1I}‘Ee-|r-:ar:1l-::u?: 32?521235"
PAN-RE baik) H

SPBE pada Instansi Pusat dan
Pemerintah Daerah tahun 2022.

Surat BPK. Momor TGISMN-
¥\W1.2005/2023 hal Laporan Hasil
Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Kementerian
ATR/BPMN Tahun 2022

Owpini atas Laporan BPK Waijar Tanpa
Keuangan KSL/ID Pengecualian

Hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Masional Tahun
2022 adalah 2,681 yang memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan
SPIP pada Level 2 (Berkembang) dan skor Manajemen Risiko Indeks
(MR.I) sebesar 2,438 serta skor IEPK sebesar 1,000.

Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses Penilaian Mandiri
Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian ATRBPN
Tahun 2022 telah sesual dengan langkah-langkah proses penilaian
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPKP Momor 5 Tahun 2021
tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada
KementerianfLembaga/Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

Tahapan Persiapan | Pelaksanaan | Pelaporan TS:;_::::Q Kesimpulan
Parsiapan 68.11% 13.62%
Pelaksanaan B2,50% 49,50% Sesuai
Pelaporan 03.54% 18.71%
Skor B1,83%

Terdapat beberapa hal vyang memeriukan perhatian atas proses

pelaksanaan Penilaian Mandiri yang meliputi:

a. Tahap persiapan memperoleh skor 68,11% karena sebagian besar tim
Asesor belum mengikuti Bimbingan Teknis SPIP Terintegrasi. Di
samping itu, Surat Tugas Tim PK belum berdasarkan PKPT/Jakwas dan
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sebagian anggota Tim PK belum mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi.
Penilaian baru selesai di Bulan Juli, sedikit terlambat dari target yaitu
Bulan Juni;

b. Tahap pelaksanaan mempercleh skor 8250% karena wakiu
penyelesaian kegiatan PM maupun PK tidak sesuai target (mengalami
keterdambatan); dan

¢. Tahap pelaporan mempercleh skor 93,54%, sudah sangat sesuai
namun belum optimal karena ada kekeliruan mengenai format kertas

kerja sehingga sedikit kurang lengkap.

3. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri

Hasil evaluasi atas Penilaian Mandii Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Terintegrasi pada Kementerian ATR/BPN Tahun 2023, dapat diuraikan

sebagai berikut:

a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,325 atau telah
memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
pada Level 3 (Terdefinisi) yang menunjukkan bahwa Kementerian
ATR/BPN telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan
strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur
dan proses pengendalian telah efektif namun belum adaptif terhadap
perubahan lingkungan organisasi;

b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,178 atau telah
memenuhi karakteristik MRI pada Level 3, yang menunjukkan bahwa
Kementeriam ATR/BPM telan menyusun dan mengimplementasikan
kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit
kerja organisasi. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap
efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko
korupsi); dan

¢. Nilai untuk Indeks Efektivitaz Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 2,454
atau telah memenuhi karakteristik |IEPK pada Level 2, vang
menunjukkan bahwa risiko korupsi mulai terkelola dengan adanya
kebijakan dan struktur. Namun demikian, kegiatan cegah, deteksi, dan
respon masih terbatas, parsial, dan kurang konsisten, serta masih
cenderung seremonial dengan masih cukup banyak pembiaran yang

terjadi.
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Rincian hasil evaluasi diuraikan sebagai berikut:

Nilai PM yang Nilai Hasil Naik/
o) FokusPenlisin | oo amaiaikan P || Eviuasi {Turun)
1 | SPIP 3,855 3,325 (0.530)
2 |[MRI 3,627 3,178 (0,449)
3 |IEPK 2,327 2,454 0,127

Perubahan nilai dapat dijelaskan sebagi berikut:

1.

Perubahan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

a. Kompenen Penetapan Tujuan

Gambaran hasil penilaian atas komponen penetapan tujuan adalah

sebagai berikut:

Nilai PM yang Nilai Hasil | MNaik/
Penelapan Tuan sudah dilakukan PK | Evaluasi | (Turun)
Kualitas Sasaran Strategis 4,000 3,000 {1,000}
Kualitas Strategi Pencapaian 4,000 4,000 -
Sasaran Strategis
Rata-rata Subjumlah 4,000 3,500 (0,500)
Penetapan Tujuan

Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada kertas kerja penilaian mandiri

periode tahun 2022 dikarenakan pada kertas kerja penilaian mandiri

periode tahun 2023 Tim PM menggunakan format yang berbeda. Namun

demikian, hasil penilaian tetap akurat karena tidak terdapat perubahan,

baik pada Sasaran Strategis, Sazaran Program, dan Sasaran Kegiatan

maupun Indikator Kinerja dan Target Kinerjanya.

Perubahan nilai pada komponen Penetapan Tujuan disebabkan:

1) Terdapat dua Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKS3) yang

kurang tepat, vaitu sebagai berikut:

a) Peningkatan Pendapatan Perkapita Penerima

Agraria

Reforma

Berdasarkan saran perbaikan dari Tim PK dan Tim Evaluator,
Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat Direktorat Jenderal
Penataan  Agraria telah  menerbitkan Memo  nomor
18550022 PR.O4.01/VIIK2023 Tanggal 2 Agustus 2023 tentang
Indikator Kinerja Sasaran Sfrategis 1.2. Peningkatan
Pendapatan Per Kapita Penerima Refoma Agraria. Pada memo
tersebut, dijelaskan bahwa Reforma Agraria dan usaha

pemberdayaan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per

218



8-

kapita masyarakat penerima program yang kemudian dapat
berkontribusi dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Namun
demikian, upaya pemberdayaan tersebut diketahui/disadari
sangat memerlukan kontribusi Kementerian, Lembaga, Pemda,
dan institusi lainnya. Upaya wyang dapat dilakukan oleh
Kementerian ATR/BPN terbatas pada redistiribusi tanah dan
penvediaan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses
reforma agraria, sedangkan 8 (delapan) kegiatan lainnya
dilaksanakan oleh Kementerian Teknis, Badan Usaha,
Lembaga/Universitas, maupun para praktisi.

Apabila merujuk pada Renstra Kementerian ATR/BPN,
pengumpulan data untuk pengukuran Peningkatan Pendapatan
Perkapita Penerima Reforma Agraria dilakukan pada tahapan
pendampingan kegiatan tahun kedua (penataan kelembagaan)
dan tahun ketiga (pengembangan usaha) bagi masyarakat yang
telah menerima akses reforma agraria pada tahun sebelumnya.

Terdapat kelemahan dalam rumusan perhitungan, yakni
peningkatan pendapatan perkapita masyarakat penerima
reforma agraria sesungguhnya fidak dipengaruhi oleh hanya
satu faktor saja (kepemilikan seriifikat hak atas tanah) melainkan
juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar program reforma agraria.
Apabila mengacu pada salah safu fugas pokok dan fungsi
Kementerian ATR/BPN yaitu Penetapan Hak dan Pendaftaran
Tanah, maka diperiukan perbaikan dalam hal pengukuran
kinerja sehingga dapat Iebih menggambarkan kinerja
Kementerian ATR/BPM secara langsung, selaras dengan tugas
pokok dan fungsi serta masih dalam rentang kendali
Kementerian ATR/BPMN, seperti keberhasilan pemanfaatan
bidang tanah hasil Program Reforma Agraria sehingga menjadi
lebih produktif.

IKSS ini dapat diukur dar jumlah tanah yang telah diterbitkan
sertifikatnya dan dimanfaatkan secara produktif oleh penerima
program dibagi dengan jumlah tanah yang telah diterbitkan
serifikatnya terkait program pertanahan (Redistribusi Tanah,

Konsclidasi Tanah, Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap
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{(PTSL), dan Sertipikasi Lintas Sektor dan Pemberdayaan Tanah
Masyarakat). IKSS tersebut selaraz dengan Pasal 15 Ayat (2)
Peraturan Presiden Momor 86 Tahun 2018 tentang Reforma
Agraria yang menyatakan bahwa terdapat 10 kegiatan dalam
Penataan Akses. Dua diantaranya merupakan kegiatan yang
dilakukan cleh Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat,
yaitu (i) pemetaan sosial untuk pendataan kesejahteraan,
pendapatan, potensi usaha, kendala dan tantangan yang dimiliki
Subjek Reforma Agraria sebagai kelompok sasaran Penataan
Akses; dan (ii) penguatan basis data dan Informasi Komoditas
yvang dipakai sebagai salah satu landasan dalam penyusunan
rencana fasilitasi akses.

Terdapat 3 (figa) Indikator Kinerja Program (IKP) yang
merupakan hasil cascading dari IKSS tersebut sehingga perlu
ditelaah kembali kesesuaiannya ketika IKSS tersebut telah
diperbaiki di periode ke depan.

Peningkatan Kemudahan Investasi (Regisfering Property
dalam EocDE)

Pengukuran Indeks EoDB secara nagional sudah dihentikan
oleh Bank Dunia sejak Tanggal 16 September Tahun 2020.
Berdasarkan hasil Ewvaluasi Renstra Paruh Wakiu, telah
dilakukan modifikasi pengukuran namun belum dapat dipastikan
validitasnya mengingat target kinerja ditetapkan dan dievaluasi
oleh instansi. Pengukuran sebaiknya tidak dilakukan dalam
format Indeks EcDB, di mana Kementerian ATREPN hanvya
berkontribusi pada 1 dari 10 indikator dalam Indeks EocDB, yaitu
registering property.

Selain untuk menjaga indikator tetap relevan dan terkait
langsung dengan tugas pokok dan fungsi, alat dan metode
pengukuran juga harus tetap mengacu pada indikator yang
diukur secara internasionalmasional dan upaya yang harus
dilakukan untuk mencapai kinerja tersebut berada dalam rentang
kendali Kementerian ATR/BPN. Terdapat 9 (sembilan) Indikator
Kinerja Program (IKP) yang mendukung IKSS tersebut. Pada
Kementerian ATR/BPN, hubungan antara IKSS dengan IKP
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tidak bersifat one (o many, melainkan many fo some
dikarenakan setiap IKP dapat mendukung lebin dari satu IKSS
sehingga dapat diketahui bahwa sebanyak & dar 9 |IKP yang
mendukung IKSS terkait Indeks EcDB juga mendukung IKSS
lain.

2) Terdapat IKP yang kurang tepat yaitu Persentase Peningkatan
Penyelesaian Kasus Sengketa, Konflik, damn Perkara Pertanahan
yvang digunakan untuk mengukur Sasaran Program Percepatan
Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan. IKP
tersebut kurang tepat karena tidak menyertakan aspek ketepatan

maupun kecepatan waktu sebagai ukuran kinerja;

3) Terdapat 31 (tiga puluh satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yvang
kurang tepat dengan beberapa penyebab sebagai berikut:

a) IKK belum dapat secara jelas menggambarkan kinerja yang
ingin dicapai yaitu IKK Pengelolaan Anggaran dan PMNBP pada
Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan
Barang Milik Negara yang Akuntabel;

b} Target kinera IKK (dalam format jumlah) merupakan hasil
perubahan target kinerja IKP (dalam format presentase),
sehingga upaya yang dilakukan Unit Kerja Eselon | dan Eselon I
untuk mencapai kinerjanya adalah hal yang sama, vaitu untuk
Sasaran Program Terwujudnya Akses Reform dalam Reforma
Agraria dan Sasaran Kegiatan Terwujudnya pemberian Akses
Reforma Agraria;

c) IKK tidak spesifik sehingga tidak dapat menjadi indikator
pengukuran kinerja kegiatan seperti |KK Terwujudnya
pengaturan dan pendaftaran tanah komunal, penatausahaan
tanah ulayat, serta terwujudnya kerjasama kelembagaan yang
terintegrasi dengan Target Jumlah kebijakan teknis Pengaturan
Tanah HKomunal, Hubungan Kelembagaan, dan KePPATan
masih perlu dielaborasi apakah terkait kebijakan teknis yang
dimiliki di tahun berkenaan, kebijakan tekniz yang diterbitkan,
atau kebijakan teknis yang dilakukan perbaikan. Di samping itu,

akan lebih tepat apabila indikator menunjukkan kegunaan dari
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adanya kebijakan teknis yang berkualitas, bukan terbatas pada
keberadaan;

d) IKK dan Target Kinerja masih menggunakan format jumilah, tidak
dalam format rasio/persentase yang membandingkan output
kegiatan berdasarkan standar kualitas yang ingin diwujudkan;

e) Selain belum disajikan dalam format persentase, pola angka
Target Kinera yang sifatnya regresif (penurunan) menunjukkan
bahwa jumlah bidang tanah yang harus ditetapkan menurun
sehingga lebih tepat apabila menggunakan persentase
kumulatif;

f)  Untuk beberapa kegiatan yang menjadikan satuan kerja sebagai
objek kegiatan, IKK dan Target Kinerja masih berupa angka
sehingga ftidak mencerminkan cakupan sebagaimana jika
dituangkan dalam format rasio/persentase;

g) Atas beberapa IKK dan Target Kinerja yvang terkait kebijakan
teknis, IKK dan Target Kinerja hanya berupa jumlah kebijakan
dan belum menyentuh kualitas atau kebermanfaatan dari
kebijakan tersebut. Selain itu, belum dilakukan elaborasi apakah
kebijakan teknis tersebut adalah seluruh kebijakan wyang
ditargetkan dimiliki pada tahun berjalan, kebijakan teknis yang
diterbitkan, atau kebijakan teknis yang akan dilakukan
perbaikan. Di samping itu, akan lebih tepat apabila indikator
menunjukkan kegunaan dari adanya kebijakan teknis yang
berkualitas, bukan terbatas pada keberadaan saja; dan

h) Beberapa target kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan
tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya seperti Jumilah
satker yang menjadi tujuan sosialisasi tanah ulayat, Jumlah
Pendaftaran Hak Komunal, dan Indeks Akuntabiliias Kinerja
(SAKIP) dan Keuangan (IKPA) Eselon | di Direktorat Jenderal
Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.

b. Komponen Struktur dan Proses
Gambaran hasil penilaian atas komponen strukiur dan proses adalah

sebagai berikut:
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Milai PM yang sudah Nilai Maik/

Siribdar dax Froves ﬂ-k:k::m Evaluasi | (Turun)
Lingkumgan Pengendalian
Penegakan Integritas dan 2281 2531 0,250
Nilai Etika (1.1)
Komitmen terhadap 3,500 3,500 -
Kompetensi (1.2)
Kepemimpinan yang 2,134 2,643 0,509
Kondusif (1.3)
Pembentukan Strulkctur 3,250 3.250 -
Organigasi yang Sesuai
dengan Kebutuhan (1.4)
Pendelegasian Wewenang 3,000 3,000 -
dan Tanggung Jawab yang
Tepat (1.5}
Penyusunan dan 3,083 3,083 -
Penerapan Kebijakan yang
Sehat tentang Pembinaan
SDM (1.6)
Perwujudan Peran APIP 2,000 3,000 1,000
yang Efektif (1.7)
Hubungan Kerja yang Baik 2875 2,875 -
dengan Instansi Pemerintah
Terkait (1.8)
Penilaian Risiko
|dentifikasi Risiko (2.1) 3.250 3.250 0,000
Analisis Risiko (2.2) 3.092 3.092 0,000
Kegiatan Pengendalian
Reviu atas Kinerja Instansi 3,000 3,000 0,000
Pemerintah (3.1)
Pembinaan Sumber Daya 3,500 3,500 0,000
Manusia (3.2)
Pengendalian atas 3,500 3,500 0,000
Pengelclaan Sistemn
Informasi (3.3)
Pengendalian Fisik atas 3,000 3,000 0,000
Aset (3.4)
Penetapan dan Reviu atas 3,000 3,000 0,000
Indikator dan Ukuran
Kinerja (3.5)
Pemisahan Fungsi (3.6) 2500 3,200 0,750
Otorisasi atas Transaksi 2250 3,250 1,000
dan Kejadian yang Penting
(3.7
Pencatatan vang Akurat 3,250 3,250 0,000

dan Tepat Wakiu atas
Transaksi dan Kejadian
{3.8)
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Nilai PM yang sudah |  Nilai Naik/
Strukinr dan Proses dilakukan PK Evaluasi | (Turun)
Pembatasan Akses atas 3,000 3,000 0,000

Sumber Daya dan
Pencatatannya (3.9)
Akuntabilitas terhadap 3.250 3.250 0,000
Sumber Daya dan
Pencatatannya (3.10)
Dokumentasi yang Baik 3,000 3,000 0,000
atas SPI serta Transaksi
dan Kejadian Penting (3.11)
Informasi dan Komunikasi

Informasi yang Relevan 3413 3413 0,000
(4.1)

Komunikasi yang Efekdif 3,500 3,500 0,000
{4.2)

Pemantauan

Pemantauan Berkelanjutan 3,000 3,000 0,000
{5.1)

Evaluasi Terpisah (5.2) 3.000 3.000 0,000
SUB JUMLAH STRUKTUR 3,013 3115 0,100
DAN PROSES

Pada awal proses evaluasi, terdapat bukti pengajuan yang belum
memadai atas 10 (sepuluh) subunsur yang disebabkan oleh masih
kurangnya pemahaman Tim PM dan PK atas karakteristik bukti yang
wajib diajukan. Setelah dilakukan proses konfirmasi dan diskusi, Tim
Penyelenggaran SPIP Terintegrasi yang melaksanakan kegiatan PM
dan Tim PK pada Kementerian ATR/BPN telah dapat melengkapi bukti
pada beberapa subunsur dengan keterangan sebagai berikut.
1) Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)
Kementerian ATR/BPN telah memiliki kebijakan yang mengatur
tentang Penegakan Integritas dan Milai Etika, yaitu Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Masional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik
Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di
Lingkungan Badan Pertanahan MNasional Rl dan Keputusan Menteri
MNomor 115/SK-OT.020V2020 Tahun 2020 tentang Nilai-Nilai
Kementerian ATR/BPN.
Penerapan integritas dan nilai etika juga diterapkan dalam upaya-
upaya pemberantasan korupsi dengan melakukan Audit Investigasi,

rekapitulasi data hukuman disiplin (tipikor dan gratifikasi), dan
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2)

3)

4)

==

evaluasi laporan keuangan. Mamun demikian, belum dilakukan
evaluasi atas kebijakan dan implementasi terkait sanksi disiplin,
penghargaan, dan efektivitas pakta integritas terkait pengelola dan
sistern pengelolaan keuangan sehingga untuk subunsur 1.1 belum
dapat mencapai level 4.

Di samping itu, terdapat 4 (empat) parameter pada subunsur 1.1
yang diyakini tidak dapat menunjukkan bahwa pengendalian intern
telah berjalan dengan baik sehingga masih terjadi kasus korupsi di
Kantor Pertanahan Kabupaten Malang.

Komitmen terhadap kompetensi (1.2)

Untuk memastikan bahwa tugas dan jabatan dalam organisasi telah
dilaksanakan dan disi oleh SDM yang kompeten, Kementerian
ATR/BPHN telah menerapkan manajemen talenta yang diatur dalam
MNota Dinas Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
NMomor  3502/MD-100.2. KP.01.03/IF2022 tentang rekomendasi
pengembangan kompetensi talenta. Selain itu telah dilakukan
monitoring Profil Pegawai Lengkap (P3L) Sistem Informasi
kepegawaian Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPMN dan
laporan monitoring dan  evaluasi pengembangan kKompetensi
pegawai. Namun demikian, ewvaluasi atas Instrumen Penilaian

Kompetensi belum dilakukan secara berkala.

Kepemimpinan yang Kondusif {1.3)

Terdapat peningkatan skor pada subunsur 1.3 dikarenakan telah
adanya penambahan bukti yang lengkap dan akurat, sehingga
terdapat peningkatan skor meskipun tidak dapat mencapai level 3
dikarenakan terdapat 3 (tiga) parameter |EPK pada subunsur 1.3
tersebut tidak dapat mencapai level 3 karena diyakini belum dapat

mencegah terjadinya kasus korupsi.

Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang
Pembinaan SDM (1.6)

Kementerian ATR/BPN telah melakukan penerapan atas kebijakan
pembinaan SDM dengan melaksanakan pelatihan, serifikasi, dan
sosialisasi manajemen risiko. NMamun demikian, upaya fransfer

knowledge oleh pejabat dan pegawai yang telah memiliki sertifikat
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MR belum memadai. Disamping itu, belum terdapat tindak lanjut dari

kegiatan sosialisasi MR pada tingkat K/L berupa:

a) Sosialisasi oleh pemilik sertifikasi CRMO/P kepada pegawai di
unit kerja masing-masing;

b) Feedback dari pegawai yang mengikuti PKM/sosialisasi; dan

c) Pengukuran proporsi pegawai vyang memahami MR

dibandingkan dengan total pegawai.

Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Kementerian
ATR/BPN telah melaksanaan pembinaan SDM  dengan
menyelenggarakan pelatihan bagi pegawai dan melaksanakan
evaluasi atas pelatihan yang telah dilaksanakan. Namun demikian,
evaluasi belum dilaksanakan secara berkala dan belum adanya
upaya tindak lanjut atas hasil evaluasi. Disamping itu, kegiatan

pengendalian belum secara lengkap menyentuh residual nisk.

Pengendalian atas Pengelelaan Sistem informasi (3.3)

Terkait pengendalian atas pengelolaan sistemn informasi, telah
dilakukan evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
MNegara dan Reformasi Birokrasi terkait Sistem Pemerintah Berbasis
Elektronik (SPBE) Tahun 2021 dengan hasil Indeks SPBE senilai
3,05 (predikat baik). Selain itu, telah terdapat SOP pengelolaan aset
(peralatan/perlengkapan komputer, ATK, akses intranetinternet, dan
software. Telah terdapat evaluasi (internal dan eksternal) terhadap
pengendalian atas sistem informasi pengelolaan keuangan,
keamanan server, dan aset yang berhubungan dengan TI. Namun
demikian, bukti terkait pelaksanaan evaluasi tersebut baru diperoleh
melalui proses wawancara dan observasi dikarenakan belum

terdapat dokumen bukti yang disusun oleh manajemen.

Pemisahan Fungsi (3.6)

Pemisahan fungsi pada Kementernan ATR/BPMN dilaksanakan pada

setiap kegiatan yang telah diatur dengan kebijakan, antara lain:

a) Peraturan Menteri ATR/KBPN Rl Nomor 16 Tahun 2020 perihal
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN;
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b) Peraturan Menteri ATR/KBPN Rl Nomor 17 Tahun 2020 perihal
Crganisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Masional dan Kantor Pertanahan; dan

c) Peraturan Menteri ATR/KBPN NMomor 28 Tahun 2021 tentang
Peta Proses Bisnis Kementerian ATR/BPN.

Pada s=aat proses evaluasi, terdapat penambahan bukti yang

diajukan secara lengkap dan akurat sehingga terdapat peningkatan

skor meskipun tidak dapat mencapai level 4 karena bukti
pelaksanaan evaluasi baru terbatas pada peraturan'kebijakan.

Implementasi terkait pemisahan fungsi dalam proses transaksi dan

kejadian belum dievaluasi sehingga belum dapat dinilai atau

disimpulkan efekfivitasnya.

8) Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)
Pada saat proses Penjaminan Kualitas, Tim PK menyatakan bahwa
subunsur 3.7 terkena penalti karena adanya kasus korupsi pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Mamun demikian, pada saat
proses evaluasi, Tim PK dapat menjelaskan dan disertai bukfi-bukti
yang relevan bahwa pengurusan layanan pertanahan telah
dilakukan sesuai dengan otorisasi dan kewenangan yang dimiliki,
terdapat sistem pelayanan terdigitalisasi vang tidak dapat diakses
oleh pegawai dan petugas yang berwenang, dan dapat meyakinkan

bahwa kejadian korupsi terjadi di luar sistem.

9) Komunikasi yang Efektif (4.2)
Telah dilakukan upaya pengkomunikasian terkait visi, misi, tujuan,
sasaran sirategis, dan pelaksanaan program/kegiatan secara
terstruktur dan berkala melalui media sosial dan website. Atas upaya
komunikasi tersebut telah dilakukan evaluasi terhadap kepuasan
stakeholders pengguna layanan pertanahan, pembentukan citra

instansi, penanganan isu negatif.

c. Komponen Pencapaian Tujuan
Gambaran hasil penilaian atas komponen pencapaian tujuan adalah

sebagai berikut:

| Pencapaian Tujuan SPIP | Nilai PM yang sudah Milai MNaik!
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dilakukan PK Evaluasi (Turun)

Efektivitas dan Efizsiensi

Lh

Capaian Oufcome 25 (2.9)

Lh
t

Capaian Output 2)

Keandalan Pelaporan
Keuangan

Opini atas Laporan
Keuangan

Pengamanan atas Aset
Negara

Pengamanan Aset 5 3 (2)

Ketaatan terhadap
Peraturan Perundang-
undangan

Temuan Ketaatan - BPK 5 5 -

Perubahan nilai komponen Pencapaian Tujuan pada unsur Capaian
Outcome disebabkan dua I[KSS, vyaitu “Peningkatan Pendapatan
Perkapita Penerima Reforma Agraria™ dan “Peningkatan Kemudahan
Investasi (Registering Property dalam EoDB)" yang tidak tepat sehingga
capaian kinerjanya tidak dapat dihitung. Di samping itu, capaian realisasi
6 (enam) target kinerja pada sasaran program yang melebihi 120% periu
diperbaiki angka capaiannya sesuai ketentuan yaitu maksimal 120%
sehingga merubah rata-rata capaian target kinerja total.

Skor atas subkomponen Pengamanan Aset mengalami penurunan
daripada dalam LHPM karena meskipun telah memperocleh WTP 5 kali

secara berturut-turut, namun masih terdapat catatan atas penanganan

aset BMN sehingga belum dapat mencapai nilai optimum.

Perubahan Milai Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Gambaran perubahan penilaian manajemen risiko adalah sebagai berikut:

ArealKomponen Nilai PM yang sudah Milai MNaik!
dilakukan PK Evaluasi (Turun)

PERENC ANAAN 1.600 1.600 0.000
KUALITAS PERENCANAAN 1.600 1.600 0,000
KAPABILITAS 0,902 0,934 0,032
KEPEMIMPINAN 0127 0.159 0,032
KEBIJAKAN MANAJEMEN 0.150 0,150 0,000
RISIKO
SUMBER DAYA MANUSIA 0,156 0,156 0,000
KEMITRAAN 0,069 0,069 0,000
PROSES MAMNAJEMEN 0,400 0,400 0.000
RISIKO
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Area/Komponen Nilai PM yang sudah Milai Maik/
dilakukan PK Evaluasi (Turun)
HASIL 1,125 0.844 (0.281)
AKTIVITAS PEMANGANAN 0.563 0.563 0,000
RISIKO
OUTCOMES 0.563 0.281 0.282
TOTAL 3,627 3,378 (0,249)

Uraian perubahan nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) dapat dijelaskan

sebagai berikut:

a. Perencanaan

Tidak terdapat perubahan skor pada kualitas perencanaan karena skor
pada komponen Penetapan Tujuan pada saat PK dan saat Ewvaluasi
secara total sama di mana skor Kualitas Sasaran Strategis turun satu
poin dan Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis meningkat satu
poin.

Kapabilitas

Terjadi peningkatan dalam skor pada subkomponen Kapabilitas yaitu
Kepemimpinan apabila dibandingkan dengan saat dilakukan Penjaminan
Kualitas. Kenaikan skor dipicu oleh penguatan bukti atas 3 (tiga)
parameter MRI dalam subunsur Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)
yaitu terkait alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan yang
didasarkan pada risiko serta penerapan MR dalam penilaian kinerja.
Hasil

Perubahan nilai komponen Pencapaian Tujuan pada unsur Capaian
Qutcome disebabkan dua |KSS, yaitu “Peningkatan Pendapatan
Perkapita Penerima Reforma Agraria™ dan "Peningkatan Kemudahan
Investasi (Registering Property dalam EoDB)” yang tidak tepat sehingga
capaian kinerjanya fidak dapat dihitung. Di samping itu, capaian realisasi
6 (enam) target kinerja pada sasaran program melebihi 120% sehingga
perlu diperbaiki angka capaiannya sesuai ketentuan yaitu maksimal

120% =sehingga merubah rata-rata capaian target kinerja secara total.

3. Perubahan Milai Indeks Efektivitas Pengendalian Kerupsi (IEPK)

229



-19-

Nilai PM yang Nilai Naik/
Pilarfindikator sudah :Ill:hulmn Evaluasi (Turun)

KAPABILITAS
PENGELOLAAN
RISIKO KORUPSI
Kebijakan Antikorupsi 228 3,00 0,72
Seperangkat Sistem 228 200 (0,28)
Antikorupsi
Dukungan Sumber Daya 2,13 2,00 (0,13)
Power (Kuasa & 2,13 2,00 (0,13)
Wewewang)
Pembelajaran 228 2,00 (0,28)
Antikorupsi
PENERAPAN
STRATEGI
PENCEGAHAN
Asesmen Dan Mitigasi 3,00 3,00 -
Risiko Komnupsi
Saluran Pelaporan 3,00 3,00 -
Imternal Yang Efektif Dan
Kredibel
Kepemimpinan Etis 2,13 2,00 (0,13)
Imtegritas Organisasional 2,28 3,00 0,72
Iklim Etis Prinsip 2,28 2.00 (0,28)
PENANGANAN
KEJADIAN KORUPSI
Investigasi 228 3,00 0,72
Tindakan Korektif 2,28 3.00 0,72
TOTAL 233 245 0,13

Perubahan nilai Indeks Efektivitaz Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah

sebagai berikut:

a. Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi

1) Kebijakan Antikorupsi

Perubahan nilai pada kebijakan antikorupsi dikarenakan Kementerian
ATR/BPM dapat membuktikan bahwa keterjadian kasus korupsi di
Kantor Pertanahan Kabupaten Malang tidak terkait dengan ketiadaan
kebijakan antikorupsi, melainkan terbatas pada penyimpangan
individual. Kementerian ATR/BPN telah menetapkan Peraturan
Menteri ATR/KBPN NMomor 27 Tahun 2016 tentang Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Kementerian ATR/BPM. Selain itu, telah

ditetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Momor 11
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Tahun 2014 tentang Penanganan Laporan Adanya Dugaan Tindak
Pidana Korupsi di Lingkungan Badan Pertanahan Masional. Atas
pelaksanaan pengendalian gratifikasi dilakukan monitoring dan
evaluasi melalui penerbitan laporan. Kementerian ATR/BPN juga
telah menetapkan Keputusan Menteri ATR/BPN MNomor 977/SK-
OT.02vI2023  tentang Penetapan Usulan Satuan Kerja
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi
(WBK) Tahun 2023. Namun demikian, atas desain kebijakan dan
implementaszinya belum dilakukan evaluasi secara formal dan
terjadwal untuk mengukur atau menyimpulkan efektivitasnya.
Seperangkat Sistem Antikorupsi

Prinsip cegah dan deteksi belum terakomodir secara kuat dalam
S0P antikorupsi yang ada.

Dukungan Sumber Daya

Masih dibutuhkan penambahan SOM dalam pelaksanakan kegiatan
pengelolaan risiko korupsi pada kegiatan utama.

Power (Kuasa dan Wewenang)

Pimpinan telah mendorong dilakukannya evaluasi berkala atas
penegakan disiplin setiap bulan yang dilakukan oleh bagian
kepegawaian melalui rapat kordinasi dan validasi data kehadiran
sebagai dasar penilaian kinerja pegawai di lingkungan Kementerian
ATR/BPM. Pimpinan juga mendukung pelaksanaan evaluasi
pembangunan Zona Integritas dan mendorong pelaksanaan tindak
lanjut atas hasil evaluasi. Namun demikian, karena asesmen dan
mitigasi risiko korupsi belum dilakukan secara menyeluruh, pimpinan
belum dapat menggunakan hasil penilaian risiko sebagai dasar

pengambilan keputusan secara formal.

Pembelajaran Antikorupsi

Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan kegiatan pembelajaran
anti korupsi secara terencana dan terstruktur yaitu dengan mengikuti
pelatinan penanganan pengaduan masyarakat yang diselenggarakan
oleh KPK dan mengikuti bimtek aplikasi whistleblowing sysfem TPK

Terintegrasi. Mamun demikian belum dilakukannya sharnng
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knowledge terkait pelatihan yang telah dilakukan pimpinan kepada
pegawai.

b. Penerapan Strategi Pencegahan

1)

2)

3)

Kepemimpinan Etis

Pimpinan telah menandatangani Pakta Integritaz sebagai bentuk
komitmen pelaksanaan reformasi birokrasi. Pimpinan telah
memahami dan terus mendorong pegawai menerapkan budaya kerja
melalui rapat mingguan pimpinan dan pemberian arahan kepada
pegawai terkait budaya kerja dan kewajiban menjaga integritas.
Mamun demikian, masih peru dilakukan perbaikan melalui
keterbukaan pimpinan mendiskusikan isu etis/korupsi dan pemberian
contoh keteladanan oleh pimpinan secara konsisten sehingga

pimpinan dapat menjadi rofe model bagi para pegawainya.

Integritas Organisasional
Kementerian ATR/BPN telah memiliki integritas organisasional
dengan menandatangani dan mengaplikasikan pakta integritas

pegawai dan pakta integritas tim zona integritas.

Iklim Etis Prinsip

Internal Kementerian ATR/BPN telah membangun persepsi bersama
terkait peraturan yang dapat dijadikan acuan utama sebagai perilaku
etis. Namun demikian, persepsi belum terbentuk secara umum dan
menyeluruh pada fingkatan pejabat dan pegawai sehingga masih

diternukan adanya oknum.

c. Penanganan Kejadian Korupsi

1)

Investigasi

Kementerian ATR/BPN melalui Inspektorat Jenderal telah melakukan
audit investigasi yang menghasilkan simpulan adanya sanksi yang
diberikan atas perilaku koruptif di Kantor Pertanahan Kabupaten
Malang. MNamun demikian, belum dilakukan monitoring atas
penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan
sehingga belum dapat mencapai level 4 seperti yang diajukan. Selain
itu, belum terdapat penugasam dalam penyelesaian kerugian

keuvangan negara.
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2) Tindakan Korektif
Pada tahun 2023 Inspekiorat Jenderal Kementerian ATR/BPN
melaksanakan audit investigasi terhadap pembentaan di media
sosial twifter yang melibatkan pejabat kantor pertanahan Kota
Administrasi Jakarta Timur. Tindakan korekiif diikuti dengan
membuat aksi perbaikan pengendalian melalui penetapan
kebijakan/SOP dan mengimplementasikannya secara konsisten.
Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPMN perlu merancang
kegiatan pengawasan yvang dapat mencegah berulangnya kejadian

SErupa.

G. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan

Terkait proses Penilaian Mandiri, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1.

Dalam tahap persiapan, agar proses bimtek atau sosialisasi mengenai
SPIP Terintegrasi dapat lebih dioptimalkan, utamanya oleh pejabat atau
pegawai yang telah mengikuti diklat atau serlifikasi. Disamping itu,
susunan Tim PM dan PK di periode mendatang agar mempertahankan
anggota yang telah mengikuti diklat/bimtek terkait SPIP. Untuk anggota
lainnya yvang belum mengikuti diklat/bimtek agar segera difasilitasi unfuk
mengikuti kegiatan tersebut sehingga dapat mendukung kelancaran dan
efekiivitas kegiatan PM dan PK. Di samping itu, Surat Tugas Tim PK
belum berdasarkan PKPT/Jakwas dan sebagian anggota Tim PK belum
mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi.

Dalam tahap pelaksanaan, agar dapat dimulai dan diselesaikan secara
tepat waktu.

Dalam tahap pelaporan, agar pengisian lembar kertas kerja dapat diisi

secara teliti dengan bukti dukung yang terorganisir dan lengkap.

Terkait substansi Penilaian Mandiri, hal-hal yang perlu diperhatikan antara

lain:
1.

Terdapat IKSS kementerian yang belum tepat karena belum secara
akurat menggambarkan kinerja yang ingin dicapai oleh Kementerian ATR
BPN;

Terdapat |KP yang kurang tepat vyaitu Persentase Peningkatan
Penyelesaian Kasus Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan yang

digunakan untuk mengukur Sasaran Program Percepatan Penyelesaian

233



-23-

Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan. IKP tersebut kurang tepat
karena tidak menyertakan aspek ketepatan wakiu sebagai ukuran kinerja;

3. Terdapat 31 (tiga puluh satu) IKK yang kurang tepat dengan beberapa
penyebab yang menunjukkan bahwa IKK belum berorientasi output dan
belum menggambarkan secara akurat bagaimana sasaran dapat dicapai;

4. Atas pengendalian yvang telah dibangun belum seluruhnya dilakukan
evaluasi baik desain kebijakan maupun implementasinya sehingga belum
dapat diukur atau disimpulkan efektivitasnya;

5. Kementerian ATR/BPN telah melakukan penerapan atas kebijakan
pembinaan SDM dengan melaksanakan pelatihan, serifikasi, dan
sosialisasi manajemen risiko. Namun demikian, upaya fransfer knowledge
oleh pejabat dan pegawai yang telah memiliki sertifikat MR belum
memadai. Atas sosializasi dan asistensi penyusunan Register Risiko (RR)
dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) belum dilakukan pengukuran
efekiivitas kegiatan yang dilakukan dan pengukuran tingkat pemahaman
risiko pegawai pada masing-masing level unit kerja.

6. Atas IEPK, desain kebijakan antikorupsi dan implementasinya belum
dilakukan evaluasi secara formal dan terjadwal untuk mengukur
efekiivitasnya, sedangkan S0P antikorupsi belum mengakomodir prinsip
cegah, deteksi, dan respon. Di samping iu, masih dibutuhkan
penambahan SDM dalam pelaksanakan kegiatan pengelolaan risiko
korupsi pada kegiatan utama, juga ditemukan bahwa pimpinan belum
dapat menggunakan hasil penilaian risiko sebagai dasar pengambilan
keputusan secara formal. Pimpinan unit kerja telah mengikuti pelatihan
penanganan pengaduan masyarakat yang diselenggarakan oleh KPK dan
kegiatan bimtek aplikasi whistleblowing system TPK Terintegrasi. Namun
demikian belum dilakukannya sharing knowledge terkait pelatihan yang
telah dilakukan pimpinan kepada pegawai.

H. Saran
Atas permasalahan tersebut, kami menyarankan kepada Kepala Biro
Keuangan dan Barang Milik Negara Kementerian ATR/BPN agar:
1. Melakukan perbaikan atas dua IKSS yaitu IKSS Peningkatan Pendapatan
Perkapita Penerima Reforma Agraria dan IKSS Peningkatan Kemudahan
Investasi (Registering Property dalam EocDB);
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Melakukan perbaikan atas IKP yang terkait dengan pelayanan prima
namun belum menyertakan aspek ketepatan maupun kecepatan waktu
sebagai ukuran kinerja;

Memperbaiki indikator kinerja agar berorientasi pada owfcome dan

memenuhi kriteria SMART;

Mendorong dilakukannya evaluasi berkala atas desain kebijakan

pengendalian dan implementasinya sehingga dapat diukur dan

disimpulkan efektivitas dan manfaatnya terhadap pencapaian tujuan
organisasi;

Mendorong dilakukannya sharing knowledge materi pelatihan antikorupsi

yang telah diikuti pimpinan kepada pegawai masing-masing unit kerja;

Menyusun dan mengimplementasikan kebijakan dan sistem antikorupsi

yang dapat mencakup tiga prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi, yvakni

cegah, deteksi, dan respon;

Meningkatkan kapabilitas APIP Kementerian ATR/BPN;

Mendorong optimalisasi kegiatan transfer knowledge oleh pejabat dan

pegawai yang telah memiliki serifikat MR pada masing-masing unit kerja;

Melaksanakan pengukuran efektivitas kegiatan sosialisasi MR dan

pengukuran tingkat pemahaman MR dari pegawai pada masing-masing

unit kerja;

Menerapkan dan melakukan penyempurnaan implementasi manajemen

risiko secara menyeluruh di seluruh Unit Kerja Eselon 1 dengan:

a. Melakukan identifikasi risiko kemitraan pada seluruh kemitraan/kerja
sama antar lembaga dan risiko frawd pada tingkat kementerian
maupun unit kerja;

b. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penerapan
manajemen risiko dan peningkatan kapasitas SDM untuk tingkat
kementerian maupun unit kerja;

c. Menjadikan penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian
kinerja;

d. Melakukan monitoring RTP dan efekfivitasnya oleh Unit Pemilik Risiko
{(UPR) masing-masing unit kerja;

e. Melakukan pemutakhiran RR dan RTP dengan mempertimbangkan
anggaran, perubahan dalam lingkungan organisasi, dan efektivitas

pengendalian;

235



-25-

f. Mendorong Inspektorat Jenderal untuk melakukan evaluasi atas
efektivitas penerapan manajemen risiko; dan
g. Mengoptimalkan penerapan manajemen risiko mulai  dari
perencanaan, pelaksanaan proses bisnis, dan dalam setiap
pengambilan keputusan oleh pejabat pada seluruh unit kerja.
11. Menindaklanjuti dan memonitor tindak lanjut rekomendasi perbaikan yang

terdapat pada LHPM dan Laporan Hasil Evaluasi BPKP.

Laporan ini terbatas hanya dilujukan bagi Kementerian Agrana dan Tata

Ruang/Badan Pertanahan Nasional untiuk dapat digunakan sebagai salah satu

bahan pertimbangan atau rekomendasi dalam pengambilan keputusan atas

permasalahan yang terjadi.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Direktur,

Kisyadi

Tembusan Yth:

ook b

o

8.

10.

11

Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN

Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN

Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian
ATR/BPN

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian
ATR/BPN

Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
Kementerian ATR/BPM

Direktur Jenderal Pengedalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian
ATR/BPM

Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian
ATR/BPN

. Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN

Pegawai BPKP dalam melaksanakan tuwgas fidak menerima/meminta gratifikasi dan suap.
Apabila Pegawai BPKFP menerima/meminta gratifikasi dan swap, dapat dilaporkan melalui
mekanisme penyampaian pengaduan pada whbs.bpkp.go.id. atau menghubungi 085210991239,

- LA ITE Mo 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayt 1
“Informasi Dektronik dan/sisw Dokurmen Dekironik dan/'stew hasl cetaknya merupakan alat bukdi ok um yang sah ® f [:'I
Dokumen ini Belah dtandatan gom secarn elekdronik menggunakar sertifikat elekironik yang diterbitan BSE 5 ek
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Lampiran 9. Nilai IKPA 2023

spanintkemenkeu

intesa/Nilail

= II" MONEVPA

Indikator Pelaksanaan Anggaran

Y FILTER SAMPAI DENGAN | DESEMBER
KODE KODE KODE
NO

URAIAN SATKER
KPPN BA SATKER

1 132 056 432087  KANTOR
PERTANAHAN
KAB. BULELENG

KETERANGAN

Nilai
Bobot
Nilai Akhir

Nilai Aspek

KUALITAS
PERENCANAAN
ANGGARAN

DEVIASI
HALAMAN 11l

REVISI
DIPA

DIPA

PENYERAPAN
ANGGARAN

100.00
20

20.00

KUALITAS PELAKSANAAAN ANGGARAN

BELANJA PENYELESAIAN PENGELOLAAN
KONTRAKTUAL TAGIHAN UP DAN TUP
0.00 0.00 100.00
0 0 10
0.00 0.00 10.00
100.00

DISPENSASI
SPM

100.00

w

5.00

KUALITAS HASIL
PELAKSANAAAN
ANGGARAN

CAPAIAN OUTPUT

100.00

100.00

NILAI
TOTAL

80.00

KANTOR PERTANAH...

KONVERSI
BOBOT

80%

Q

NILAI AKHIR (NILAI
TOTAL/KONVERSI
BOBOT)

100.00
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Lampiran 10. Capaian RO Standar Kanwil 2023

Satker

Semua Satker

Sampai bulan

Desember

Tampilkan RO

[

Kegiatan

5527

5527

5527

6413

KRO /

RO

EBA

956

958

963

962

994

EEB

951

a7

968

EED

952

953

955

961

ADI

oo

FAE

002

BAH

Momenklatur

Layanan Dukungan Manajemen Internal

Layanan BMMN

Layanan Hubungan Masyarakat

Layanan Umum

Layanan Data dan Informasi

Layanan Bantuan Hukum

Layanan Perkantoran

Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Layanan Sarana Intarnal

Layanan Prasarana Internal

Layanan Manajemen 5DM Internal

Layanan Manajemen S0M

Layanan Pendidikan Kedinasan

Layanan Manajemen Kinerja Intemal

Layanan Perencanaan dan Penganggaran

Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Layanan Manajemen Keuangan

Layanan Reformasi Kinerja

Sertifikasi Profesi dan SDOM

SK Surveyor Berlisensi

Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan

Rekomendasi Hasil Pembinaan Teknis Surveyor Berlisensi

Pelayanan Publik Lainnya

Tagging

Target

57

10

146

248

247

w

Realisasi

57.85

247

=]

w

40.542

101,43

100,00
%

100,00

100,00
%

100,00
%

100,00

100,00
%

100,00

100,00

100,00
%

100,00

100,00
100,00

100,00

100,00

100,00
%

100,00
100,00

100,00

100,00
%

100,00

100,00
%

11462
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Kegiatan

6413

6413

6413

6413

6413

6413

6413

6413

6413

6413

6413

6413

6413

6413

6413

6413

6413

6413

6413

6414

6414

6414

6414

6414

6415

6415

6415

6415

6415

KRGO

RO

oM

0oz

005

oog

om

012

EBD

ooz

uz2s

ugs

QAB

(813

uio

s

e

s

o010

ADI

00z

BKC

00z

004

BAB

oot

ooz

BAH

ool

Noemenklatur

Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah)

Layanan Pengukuran Bidang Tanah Luas 10 sampai 1000 Ha (Kanwil)

Layanan Pengembalian Batas Bidang Tanah Luas Kurang dari 10 Ha (Kantah)

Pelzayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal. Salinan Surat Ukur (untuk Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan

Ganti Blanka)

Pelayanan Informasi Data Tekstual/ Grafikal Kutipan Surat Ukur (kegiatan pengukuran yang sudah dilaksanakan dalam

kegiatan lainnyal)

Layanan Legalisasi Gambar Ukur

Layanan Manajemen Kinerja Intemal

Rekomendasi Hasil Pembinaan/Monev/Supervisi

Pelayanan Publik kepada masyarakat

PBT Redistribusi Tanah Kategori 5

PBT Mon Sistematis Kategori 5

Pelayanan Publik kepada lembaga

PBT BMN Luas Kurang Dari 25.000 M2 Kategori 5

PET BMN Luas 25.000 -100.000 M2 Kategori 5

PBT BMN Luas lebih dari 100,000 M2 Kategori &

PBT PTSL Desa Lengkap Jawa Bali

PBT Peningkatan Kualitas Menuju Kota Lengkap Jawa Bali

Pelayanan Publik Lainnya

Berita Acara Penyuluhan Kategori V

Sertifikasi Profesi dan SDM

Sertifikasi Pejabat Pembuat Akta Tanah

Pemantauan lembaga

Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Wilayah

Layanan Rekomendasi hasil pembinaan dan pengawasan PPAT Daerah

Palayanan Publik kepada lembaga

Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD

Data Tanah Instansi Pemerintah

Pelayanan Publik Lainnya

Surat Keputusan Penetapan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum

Target

33400

126

1690

75

76

a5

75

32537

17

29615

2900

93

93

253

252

725

725

Realisasi

38.295

152

212

a5

75

33.804.30

3

3

30.845.23
294207

93

9

273

272

750

750

240

114,66

100,00

120,63

107,51

28267

80,26 %

100:00

100,00

100,00

100,00

100,00

103,89

T6AT %

100:00

50,00 %

104,15

101,45

100,00

100,00

194,74

194,74

100,00

100,00

100,00

10791

107,94

100,00

10345

103,45



Kegiatan

6416

6416

6416

6416

6416

6416

6416

6416

6416

6416

6416

6416

6416

6413

KRO /
RO

BAH

oo

ooz

(1E]

004

oos

006

EBD

953

nr

g

uos

(1]

u1s

ABT

014

032

BAH

oo

004

EBD

953

PEA

ool

ooz

Nomenklatur

Palayanan Publik Lainnya

Layanan Pendaftaran Pertama Kali

Layanan Informasi SKPT

Layanan Pengecekan SHAT

Layanan Pemecahan SHAT

Layanan Pemeliharaan Data Pertanahan

Layanan Sumpah Sertipikat Hilang

Layanan Manajemen Kinerja Internal

Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Pelayanan Publik kepada masyarakat

SHAT PT5L ASM Kategori 5

SHAT Mon Sistematis Kategori &

SHAT Redistribusi Tanah

Pelayanan Publik kepada lembaga

SHAT EMN (s.d 25.000 m2) Kategori 5

SHAT BMN (25.000 s.d 100.000 m2) Kategori 5

SHAT BMN diatas 100.000 m2 Kategori &

Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan

Diata Potensi Penataan Pertanahan Wilayah Pesisir Kategori W

Data Sawah Update

Palayanan Publik Lainnya

Layanan Peta Analisis PGT

Layanan Pertimbangan Teknis Pertanahan

Layanan Manajemen Kinerja Internal

Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Eoordinasi

Data GTRA Provinsi

Data GTRA Kabupaten/Xota

Pelayanan Publik kepada masyarakat

Target

236836

1903

93.825

25900

10127

3az

5.260

220

5.040

Realisasi
285365

3470

113.769

30.291

131.509

75

1272

27

6.975

75

241

Persen

120:49

18234

12416

121.26

116,95
%

11342

129,50
%

100,00

100,00
%

6191

61,70 %

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

128,25

135,00

%

12839

100.00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00



Kegiatan

6418

6413

6419

6413

6413

6413

6419

6420

6420

6420

6420

6420

6421

G421

6421

6421

6421

6422

6422

6422

6422

6422

6423

6423

6423

6424

6424

KRO /
RO
uas

BEMA

001

QDo

001

ooz

QDE

00s

EED

953

QMA

0o

ooz

CBO

001

EED

853

RBO

00

BMA

0o

ooz

EED

953

Bl&

004

005

BIA

00

Nomenklatur

5K Redistribusi Tanah Kategori V

Data dan Informasi Publik

Data Penerima Akses Reforma Agraria Daerah

Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat

Penataan Kelembagaan Penerima Akses Reforma Agraria (Akses RA Tahun ke 2)

Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran [Akses RA Tahun ke 3)

Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga

Aksex Reforma Agraria Kategori

Layanan Manajemen Kinerja Intemal

Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Data dan Informasi Publik

Data Lokasi Indikatif Pengadaan Tanah

Basis Data Pengadaan Tanah

Prasarana Pengembangan Kawasan

Pembaruan Peta Zona Milai Tanah (Bidang)

Layanan Manajemen Kinerja Intemal

Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Prasarana Pengembangan Kawasan

Peta Zona Nilai Tanah (Hektar)

Data dan Informasi Publik

Data Inventarisasi Potensi Pengembangan Pertanahan (IP3)

Basis Data Pemanfaatan Tanah dan Pengembangan Pertanahan

Layanan Manajemen Kinerja Internal

Layanan Pemantauan dan Evaluasi

Pengawasan dan Pengendalian Produk

Data Pengawasan dan Pengendalian Hak Atas Tanah, Dasar Penguasaan Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan

Data Pengawasan dan Pengendalian PAT terhadap Alih Fungsi Lahan

Pengawasan dan Pengendalian Produk

Rekomendasi Penertiban Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Target

75

1.100

1.100

1.800

1.800

72000

72000

24

23

Realisasi

75

1.800

1,600

72000

72,000

24

i

75

242

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
%

100,00
%

100,00

100,00

100,00

100,00
100,00
100,00

100,00
%



Kegiatan

6424

6425

6425

6425

6425

6425

6425

6425

6426

6426

6426

6426

6427

6427

G670

6670

6508

6308

6903

6308

KRO /
RO

ooz

ABT

ool

ool

AEA

ooz

QCE

007

ooe

FAE

ooz

QCE

003

QCE

ooz

PBET

ool

FBA

ool

ABT

oo

BAH

oo

Nomenklatur

Data Indikasi Pelanggaran PAT

Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan

Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan

Rekomendasi Pencegahan sengketa, konflik dan perkara pertanahan

Koordinasi

Berita Acara Rencana Aksi Pembinaan Pencegahan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan

Penanganan Perkara

Surat Keputusan Penyelesaian Konflik Pertanahan

Surat Keputusan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan

Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan

Berita Acara Sosializai/Pembinaan/KoordinasiPematauan,/Evaluasi

Penanganan Perkara

Surat Keputusan Penyelesaian Sengketa Pertanahan

Penanganan Perkara

Laporan Hasil Sidang Perkara Pertanahan

Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan

Fasilitasi Pemyusunan RTR Daerah

Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah

Berita Acara Hasil Pembinaan Pelaksanaan Tugas PPNS Penataan Ruang

Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan

Fasilitasi Bimbingan Teknis KKPR

Palayanan Publik Lainnya

Persetujuan/Rekomendasi KKPR

Copyright © 2021. Kementerian ATR/EPN

Target

0

23

23

100

100

Realisasi

T0

23

23

243

Persen

10000

10000

10000
100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100:00
%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

10000

100:00

10000

100:00

100,00

1000
%

11200

11200



Lampiran 11. Capaian Nasional Tahun 2023
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Lampiran 12. Piagam Perhargaan Tahun 2023

__ SeldmatKepoda
K Lnfwj oy

( r «
J,wﬁ yowlery ,/) Wossen
R.A. Terbaik

Kepada

Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng

sebagel
“Kantor Pertanahan dengan Reforma Agraria Terbaik Kategorl
Kegiatan Redistribusi Tanah”
LAM RANGKA RAPAT KERJA DAERAH DI LINGKUNGA
KANTOR ‘WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVI NS[ BALI
Tahun 2023
1,14 Februari 2023
R Ea Kantar Wi

Badan Perianahan Nasanal
Frovins: Bol

'_'7{ iy gﬁjffgw youfuoury

Fobwpwten Luleleny
PERINGKAT IV

IAGAM PENGHARGAAN

Homarn KEP-TWG/KPH 220:0/2023
dibsrikan kepoda

wbagal

PERINGKAT ]\,

SATLLAN IEROL LUTHE KFPN 514
BEST FERFORMANCE KATEGOA
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w kantahkabbuleleng

S.hmdtﬂtpﬂdd
K omitow Peodtwnofom

Fubwputer Dulelengy
PERINGKAT I )

Z lrenl e

PIAGAM PEN GHARGAAN

NOMOR: KEP-117MPN2202
difimriinn kegacs

PERINGKAT I

SATUAN SERA TERSATS MITHA WP SIMGEAMAIA PENGLELI LIRS
RERSEDTE AN MELALLT

SISTEM DIGIPAY SATU A

kantahkabbuleleng
" Keallor Perlaatahon Be
Kebwpolen Bulleny
Sehnutl(epuda
Fntoy Postwmnofvomn

s R oo
Jobwputen Duleleny

PERINGKAT V

o

PIAGAM PENGHARGAAN

MOMOZ: KEP-1TT/KFN T302/2025
DIBERIKAN KEAADA,

4+ PERINGKATV +

SATUAN KERJA TERBAIK MITRA KPPH SINGARATA PENCOLUNA
UAMC PERSEDIAAN MELALUE

KARTU KREDIT PEMERINTAH

247



1

Nomor : KEP-23/WPB.22/2024

di berikan kepada

Sebagai
Peringkat Pertama

Satuan Kerja Best Perfomance Implementasi Digital Payment-Marketplace
periode tahun 2023 di lingkup KPPN Singaraja

Kantor

%
Teguh Dwi Nugroho

NOMOR: S-671KPN 2202/2073

dihrikan Hepadts

Fantor Portanahan Fabupaten Buleleng

atas partisipasinya dalam:

c . 7. .
Kowtow Podtonaton
] -
% .
Ty
c
s @
o ot 2
PIAGAM =
APRESIASI @
£
i
c
I
x

wpaya peningkatan kinerja kualitas data laporan keuangan dan keparuban serta
ketertiban pengelolaan kevangan pada aplikasi MonSAKTI
Satker lingkup KPPN Singaraja periode bulan juli 2023.

Singaraja, 04 September 2003
Kepala KEPN Singaraja

-~

Ketut Arya Udayana, SE. Ak, M.

PARTISIPASI DALAM UPAYA PENINGRATAN

KINERJA HUALITAS DATA LAPORAN REUANGAN

DAN KEPATUHAN SERTA KETERTIBAN PENGELOLAAN
KEUANGAN PADA APLIKASI MONSAKTI SATKER
LINGKUP KPPN SINGARAJA PERIODE JULI 2023

O@kantahkabbuFeleng kantahkabbulelen,c__)
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PENGANUGERAHAN PREDIKAT PENILAIAN KEPATUHAN

TAGAM “EN‘I’_‘J—'ADF’A&M %

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
(OPINI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK)
TAHUN 2023

DIBERBCAN KEPADA

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG

Kantah Buleleng ——M—

PENGANUGERAHAN PREDIKAT
PENILAIAN KEPATUHAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PUBLIK TAHUN 2023

<l (7]
J(sﬂ wuu,b 2l

Peringkat IV

PIAGAM PENGHARGAAN

Homar: KEP-48/KPN.2202/2024
aiberikan kepada:

Kantah Buleleng ——M

TAHUN 2023

SATUAN KERJA MITRA KPPN SINGARAJA
DENGAN PREDIKAT BEST PERFORMANCE
RATEGORI PAGU DIPA RELOLAAN
SEDANG TAHUN 2023

@@kantahkabbuleleng kantah kabbuleleng)
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Kantan Kah - Bulatet

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG

JI. Dewi Sartika Selatan No.24, Kaliuntu, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali

0877 7704 2204 N atrbpnbuleleng@gmail.com l@' kantahkabbuleleng

ﬁ kantah kab buleleng o KantahKabBuleleng
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